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ABSTRAK

Nama : Dhian Deliani
Program Studi :  Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Judul . Pelaksanaan Kekuasaan Rmsidalam Pemberian

Grasi:Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grisi ol
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d
2010

Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatifideresKeberadaan grasi
sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dagagubah keputusan hakim
yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya pambdbD 1945, maka
kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karenaldikan dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yangadiekpgjian dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan galam UUDNRI 1945,
bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan presiden daambepan grasi dan
hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susrnbd@ Yudhoyono dalam
kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2010 dan magakah dengan
pengaturan dan perbandingan grasi di negara lasil lgenelitian menunjukkan
bahwa pertama, syarat adanya pertimbangan meningkatkan peran Miand
menjalankan mekanismechecks and balancesnamun tidak mengurangi
kekuasaan PresiderKedug dalam kurun waktu tahun 2010 terdapat 191
permohonan grasi dan 62 Keppres grasi dengan passePresiden dalam hal
memperhatikan pertimbangan MA sebesar 85,5% danseptase tidak
memperhatikan pertimbangan MA sebesar 14,5%. Hamenunjukkan bahwa
pertimbangan MA cukup berpengaruh dalam sebuahapeini¢an keputusan grasi
oleh PresidenKetiga, Pelaksanaan grasi di negara Amerika, Kanada dipm&
berbeda dengan di Indonesia, ketiga negara tersehalt memiliki standar
operasional pemberian grasi dan dilakukan tanpdingEngan dari cabang
lembaga kekuasaan lain. Penelitian ini menggunaketode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, ekatash konsep dan
pendekatan perbandingan. Jenis data yang digurmakampakan data sekunder,
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekundertdasier yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari steguktakaan tersebut dianalisis
secara deskriptif kualitatif

Kata Kunci : kekuasaan presiden , hak prerogati$ipen, grasi
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ABSTRACT

Name . Dhian Deliani
Study Program . Constittusional Law
Title . Presidential Powers In Granting Pardod :Study on

the Implementation of The Granting Pardon By The
President Susilo Bambang Yudhoyono 2004 - 2010

Granting pardon is a prerogative power of the gl The existence of
clemency as absolute and independent power, cargehhe judge's decision.
With the amandement of UUD 1945, then this ruldormer be independent
because it is done by taking into consideration 8wwreme Court. The
problems that were analyzed in this study is altbet implementation of
clemency in the UUDNRI 1945, how the implementatmithe president's
powers in granting pardons and constraints in dutime administration of
President Susilo Bambang Yudhoyono in the perida420 2010 and how the
arrangement and comparison of clemency on othentdes. Research results
showed that thérst requirement to take into account increases the abthe
Supreme Court in the running mechanism of checlisbatances, but does not
reduce the power of the PresideBecondin the period of 2004 -2010 there
were 191 requests for clemency and 62 Keppregehmentage of President in
terms of taking into consideration the Supreme €Cdar 85.5% and the
percentage is not taking into consideration ther&up Court by 14.5%. This
suggests that consideration of the Supreme Couduige influential in a
decision-making clemency by the Presidenhird, implementation of the
clemency in the United States, Canada and thepphiks differ from those in
Indonesia, three countries have operational stalsdand granting pardons
made without consideration of other branches of growstitutions. This
research used normative juridical methods with slegjon approach,
comparative approach and concept approach. Tymkataf used is secondary
data. The secondary data obtained through libresearch and analyzed
descriptively.

Key words : presidential powers, prerogative, mlesiial pardon powers,
clemency
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Grasi adalah sebuah pengampunan Presiden terhegagana. Atas
dasar itu pula, permohonan grasi diajukan oleh amanBupati Kutai
Kartanegara Syaukani Hasan Rajang terlibat kasus korupsi yang merugikan
negara Rp.40,75 miliar. Ketika permohonan grasidikabulkan, tak urung
membuat kontroversi dan polemik di masyarakatbBgai komentar pro dan
kontra mewarnai pemberian grasi yang bernomor Keps6G/2010 tertanggal
15 Agustus 2010 terseBut Menteri Hukum dan HAM (disingkat
Menkumham) yang membawabhi bidang ini, Patrialis #&kimenegaskan bahwa
dasar pemberian grasi berupa potongan tiga tahusa mpanahanan kepada
mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hassars Rdalah Hak Asasi

Manusia (selanjutnya disingkat HAM).

! Syaukani HR, akrab dipanggil Pak Kaning dimaga fahun 1999 hingga pertengahan 2006,
punya pengaruh luar biasa di Kutai KartanegarakdmatKalimantan Timur. Sebagai bupati

wilayah terkaya di Indonesia, APBD wilayah itudb@sa besarnya, mencapai Rp. 5,5 triliun.
Namun, dengan segera masa keemasannya mereduah 368K menjeratnya dalam empat

kasus korupsi sekaligus penggunaan dana bantuél, sgenggunaan APBD, penyimpangan

dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemeriptedat dan studi kelayakan pembangunan
Bandara Sultan Berjaya Kutai. Total nilai kerugreegara mencapai Rp. 120, 5 miliar. Dalam
sidang di Pengadilan Tipikor, Syaukani dihukumt2faun. Tapi di tingkat kasasi, putusan naik
tajam menjadi enam tahun. Sejak ditahan, Syaulemmg diserang penyakit, sehingga lebih

banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit, deradasan sakit parah inilah Syaukani

mendapatkan grasi 3 tahun.

Z Beberapa Harian Nasional diantaranya, Kompas, iK@mmpo, Media Indonesia, Rakyat
Merdeka memuat berita mengenai kontroversi pembagiasi ini tanggal 20 — 23 Agustus
2010

® patrialis, menjelaskan bahwa kasus ini kasuististidak boleh digeneralisasi.,harus melihat
masalahnya dengan jernih. Pemberantasan korumgttatama Pemerintah tapi Hak Asasi
Manusia tidak boleh diabaikan, karena itu pula Ket@éan ini bernama Kementerian Hukum
dan HAM kan, karena ada hak asasi di sana. Dalausk&yaukani, MA telah memberikan
pertimbangan untuk mengurangi hukuman tiga tahasehdiri yang menyampaikan masukan
terkait kondisi sakit mantan Bupati Kutai Kartanegaersebut kepada Presiden, sehingga
pertimbangan pengurangan penahanan tiga tahurukidak "Syaukani itu orang sakit. Saya
sebagai pembantu Presiden wajib memberi masukaya ®arus lihat sendiri. Dirjen
Pemasyarakatan (PAS) pun harus lihat juga kondiaul&ni sebelum pemberian grasi, la
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Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (sekayja disingkat

MPR) Hajriyanto Thohari menjelaskan bahwa pembergasi itu telah

mencederai rasa keadilan masyardkatlantan Wakil Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPKEry Riana

Harjapamengkas menilai pemberian remisi dan gria$i pemerintah kepada
terpidana kasus korupsi mestinya tidak hanya dilibardasarkan rasa
kemanusiaan terpidana. Rasa kemanusiaan masyala&st yang juga
menderita akibat dari tindakan terpidana, harusa judjpertimbangkan
pemerintah sebelum memberikan grasi dan remisi.ukgnEry, pemberian
grasi dan remisi terhadap koruptor itu sangat nderee keadilan di

masyarakat. Masyarakat tentu tercederai karenailaradekelompok kecil

orang menjadi lebih penting ketimbang keadilan raesfat luas.Bahkan Juru

Bicara KPK Johan Budi, menganggap pemberian grasselbut kontra
produktif dalam pemberantasan korupsi.

Namun ada juga yang menganggap pemberian grask @yaukani HR
adalah sesuatu hal yang wajar dan sesuai hukum hentaku. Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) Mé&rziAlie menilai
Keputusan Presiden itu sudah melalui pertimbangarg ynatang, karena itu
semua pihak diminta untuk tidak mencari-cari kdsata Presiden karena
mengabulkan grasi tiga tahun untuk Syaukani. Peesjdngan dianggap telah
berbuat kesalahan karena mengutamakan faktor katgsadahal dalam hal

Ini terdapat pertimbangan kemanusiaan. Pemberiaasi giuga tidak

sendiri yang menyampaikan masukan terkait kondikit snantan Bupati Kutai Kartanegara
tersebut kepada Presiden. Lihat Priyambodo RH,nkienham: Grasi Syaukani atas dasar
HAM” 20 Agustus 2010http://www.antaranews.com/berita/1282292579/menlamigrasi-
syaukani-atas-dasar-hadiunduh tanggal 5 mei 2011

4 Maria Ulfa Eleven Safa, “Pemberian grasi cedeasirkeadilan rakyat* 20 Agustus 2010
http://news.okezone.com/read/2010/08/20/339/36 88Mpemberian-grasi-cederai-rasa-
keadilan-rakyak diunduh tanggal 26 September 2010>

> Wahyu Sabda Kuncahyo, “Remisi-Grasi untuk Korujitks KPK:Pemberian Grasi dan
remisi lukai rasa keadilan masyarakat”. 22 Agustus 2010
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=18@tisnduh tanggal 26 September 2010>

SKPK kecam pemberian grasi pada koruptor* 20 Agsistu 2010
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c6e29&22/kpk-kecam-pemberian-grasi-
kepada-koruptoxdiunduh tanggal 26 September 2010>
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bertentangan dengan semangat pemberantasan kaelpah pemberian grasi

dan remisi merupakan hal berbeda dan menjadi hipsearapidana.

Pro dan kontra mengenai masalah pemberian grasigoaadi di belahan
dunia lain. Sebut saja di Amerika Serikat (selanjatdisingkat AS), yang
terkenal dengan skandal pemberian pengampunarPoésiden Ford terhadap
Presiden Nixon, pada kasus Watergate tahun 197Prasiden AS ini secara
politik dinyatakan bersalah mencoba menutupi sebinalak kejahatan. Nixon
bisa bersikukuh dengan keyakinan untuk tidak mundari jabatannya.
Konsekuensinya, Nixon akan menghadapi ancaman sk
(impeachmentdari Kongres dan ancaman hukum dari Jaksa AgDegni
kebaikan sejarah politik AS, Nixon memilih untuk mour dari jabatannya.
Untuk melindungi kehormatan Nixon, Presiden Ger&drd kemudian
memberikan pengampunan kepada Nixon untuk tidaiosgs secara hukum.
Kalau Nixon bertahan pada keyakinannya, belum tiinton dimakzulkan dan
juga dipidana. Namun sebaliknya, tidak ada jugaijam bagi Nixon untuk

selamat dari pemakzulan dan tidak dipersalahkaaradmkunt

™“Pro dan kontra pemberian grasi pada koruptor”
http://zamronicenter.blogdetik.com/2010/08/20/pemkontra-pemberian-grasi-bagi-koruptor/
< diunduh tanggal 26 September 2010>

8 Skandal Watergate pada awal 1970, ternyata belgmgurut. Malah "pengampunan penuh,
mutlak dan tak bersyarat" yang diberikan oleh RiessiAS Gerald Ford kepada bekas Presiden
Nixon, menimbulkan banyak reaksi. Pengampunan hatsamencakup segala bentuk
penuntutan kriminl federal atas segala tuduhanngeglaran terhadap negara AS selama Nixon
memerintah. Pernyataan yang disiarkan secara makdadat radio dan televisi itu, kemudian
disusul dengan penandatanganan dekrit tersebuddipan pers. Presiden Ford menurut AP
mengatakan dalam pengantar "Hati nurani saya mekeatpula bahwa hanya saya sebagai
Presiden, yang mempunyai kewenangan konstitusiamillk menutup buku persoalan itu
secara mutlak". Sebelumnya dikatakan: "Hati nusaryia mengatakan dengan jelas dan pasti
bahwa saya tidak bisa memperpanjang impian jeleg galalu membuka kembali suatu babak
yang telah selesai". Itulah soalnya. Secara hulsuitiah amankah skandal, yang pada akhirnya
memukul seorang presiden dari negara "tauladan kiasib itu? Beberapa jam saja setelah
putusan itu diumumkan Gerald F. Terhost, kawan dékad meletakkan jabatan sebagai
Sekretaris Pers Gedung Putih sembari melepas kaméBelas kasihan seperti juga keadilan,
haruslah adil*. Banyak pers di AS yang biarpun jsetiengan materi pengampunan tersebut
tapi sebaliknya menegaskan bahwa bagaimanapun sptmsieum haruslah berjalan dulu
meskipun kelak akan diakhiri dengan pengampunaa. j8gdangkan harian New York Times
dan Baltimore bahkan mengecam saat dan materik@md@ord. Tapi lebih penting adalah pers
yang menyatakan bahwa bakal timbul masalah gawatedara besar itu lantaran adanya
prinsip ganda dalam hukum: satu buat Nixon, sagubaat pembantu-pembantunya. Nyonya
Maureen Dean, isteri bekas pembantu Nixon (Deaargedi penjara) mengatakan mudah-
mudahan Presiden Ford tidak akar mengabaikan mewakg menderita, karena terus terang
menyatakan kebenaran, suatu hal yang tidak dilakiNaon. Nixon sendiri, yang saat ini
berada di tempat tinggalnya di San Clemente mekgathahwa dia tidak melakukan suatu
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Tidak ada keputusan yang tidak ada harganya. Nhamus membayar

keputusannya dengan kehilangan jabatannya dan asquaitis dikenang
sebagai presiden yang pernah menutup-nutupi sekejimatan. Demikian
pula dengan Presiden Ford, telah dianggap berdedabna memberikan
pengampunan sebelum proses hukum terhadap Nixalartkpn. Namun Ford
memilih risiko tersebut karena tidak bisa membakangkontroversi yang
terus akan terjadi di Amerika ketika Presiden Nixnenjalani proses hukum.
Apalagi jika kemudian Nixon sampai dinyatakan blkeisadan harus
mendekam di dalam penjara. Harga yang lebih mahalshdibayar Ford
adalah dia kalah dalam pemilihan Presiden AS yaigglar empat tahun
kemudian. Ford membawa dosa politik karena mengmrgampunan kepada
Nixon® Kasus kontroversi lain misalnya di negara Filipinietika
pengampunan yang diberikan Presiden Gloria Macapagayo terhadap
mantan Presiden Joseph Estrada yang dihukum katasas penjarahan
ekonomi>®

Dalam konteks Indonesia, hal sama terjadi dalanuské&sikum Presiden

Sukarnd®, dan Presiden SoehartoSeandainya Bung Karno diadili, mungkin

pelanggaran, tapi mengakui suatu hal "yang sekasayg lihat dengan jelas, ialah bahwa saya
dulu tidak bertindak tegas dan lebih menentukarardamenangani masalah Watergate".
Selengkapnya di

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/197 4@EHK/mbm.19740921.HK65391.id.html
<diunduh tanggal 5 Mei 2011>

°Suryopratomo,“What next Pansus Centurih:/groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-
Kompas/message/15065diunduh tanggal 5 Mei 2011>

19 Joseph Estrada mantan Presiden Filipina (1998)28&icuri kelas dunia urutan kesepuluh
PBB dan hanya mencuri 78-80 juta dollar AS uangareeglijatuhi hukuman penjara seumur
hidup oleh Sandiganbayan, pengadilan khusus korkifipina, yang persidangannya enam
tahun lebih. DalanwWarisan daripada SoehartqJakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008) hal
536

! presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno asn dipanggil Bung Karno, lahir di
Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal diadta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama
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akan dihukum. Demikian juga Pak Harto. Di zamanmBiang Karno dan Pak

Harto adalah presiden yang amat berkuasa. Di eng Biarno dan Pak Harto,
tidak ada keputusan politik tanpa lepas kebijakadulanya. Pemerintahan
Presiden Soekarno yang dikenal dengan masa Orda banehan selama 27
tahurt® Pada masa itu, kekuasaan negara terpusat padideRrésNamun

kedudukan dan kekuasaan Presiden semakin kuat da rR@merintahan
Presiden Soeharto yang memimpin negeri ini selathéaBun, yang dikenal

dengan masa Orde Bafu.

Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu NyoiRai. Presiden pertama RI itu pun
dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat batpi secara amat berapi-api tentang
revolusi nasional, neokolonialis-me dan imperiabsna juga amat percaya pada kekuatan
massa, kekuatan rakyat.

“Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku bdsmena rakyat, aku berjuang karena
rakyat dan aku penyambung lidah rakyat,” kata BKagno, dalam karyanya ‘Menggali Api
Pancasila’. Suatu ungkapan yang cukup jujur dadress®y orator besar. Diunduh dari
<http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biographyédp?presiden=sukarno dan
http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/soekdiografi/01.shtmbdiunduh tanggal 30
Nopember 2010

12 Soeharto adalah Presiden kedua Republik IndonBsiiu lahir di Kemusuk, Yogyakarta,
tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudtmra:ig petani yang juga sebagai
pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedanigkiaya bernama Sukirah. Trilogi
Pembangunan terdiri dari Stabilitas Nasional, itebiuhan Ekonomi dan Pemerataan adalah
strategi pembangunan yang dilaksanakan dalam petaieainnya, sehingga Pak Harto disebut
“Bapak Pembangunan “

13 Orde Lama merujuk kepada era pemerintahan PreSdekarno, yang berlangsung dari
tahun 1945 — 1966. Orde Lama telah dikenal prestasialam memberi identitas, kebanggaan
nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Nalaomkian, Orde Lama pula yang

memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya iteentersebut (Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Ordealgang mengaburkan identitas
nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tdBdB8, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan
UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan %86l 1

!4 Dikeluarkannya TAP MPRS No. IlI/ 1963 tentang Pamgkatan Pemimpin Besar Revolusi
Indonesia, yang mengangkat Bung Karno menjadi éasRepublik Indonesia seumur hidup.
Selain itu tindakan Sukarno yang membubarkan DP$l Pemilu tahun 1955 merupakan
penyimpangan yang lahir karena kekuasaaan besgrdjailiki Presiden.

!> Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahaid@neSoeharto, berlangsung dari
tahun 1966-1998. Rezim Orde Baru yang dianggap regkam perbaikan dan menyelamatkan
keadaan bangsa saat itu selama masa pemerintahaetgleukan pemasungan terhadap hak-
hak politik warga negara, pembangunan memang dagrflan dengan cukup baik dimana
tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan pernah mend@a@@itujuh persen) namun keberhasilan
itu hanya bersifat semu karena semua pembangusayaii dari hutang luar negeri yang

berakibat timbulnya krisis moneter dan tumbuh sgf@Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Orde

baru bertekad sejak lahirnya untuk melaksanakan 19B5 secara murni dan konsekuen,
pada hakikatnya merupakan tatanan seluruh kehidupkyat, bangsa, dan negara yang
diletakkan pada kemurnian pelaksanaan PancasilaWa 1945, atau sebagai koreksi

terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadasa lampau. Tetapi, faktanya pada
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Oleh MPRS pada tahun 1963, Bung Karno telah diagrngidaagai presiden

seumur hidup dan Pak Harto diangkat sebagai Bapalb®ngunan Indonesia.
Namun, keduanya jatuh secara tragis. Mandat Bungnd<dicabut MPRS,
lembaga yang telah mengangkatnya sebagai prestdemus hidup. Pak Harto
menyatakan berhenti sebagai presiden karena m@&takanendapat dukungan
lagi dari rakyat, hanya dua bulan setelah terpdébagai Presiden secara
aklamasi oleh MPR. Pimpinan DPR yang juga pimpiW#PR saat itu telah
menyarankan agar Pak Harto mengundurkan diri.

Dalam kasus Bung Karno, MPRS tidak eksplisit mewgdlan keputusan
untuk mengadili Bung Karno. Pengadilan untuk Bun@rri6, menurut
Ketetapan MPRS, diserahkan pada pengemban SuraitaPerll Maret,
Soeharto, yang menggantikannya sebagai presideanglean nama Pak Harto
secara eksplisit tercantum dalam Ketetapan MPR kundadili (Tap
XIIMPR/1998). ** Dalam kasus Soeharto banyak desakan agar penterinta

memaafkan dan mengampuni Presiden Soeharto.

era Orde Baru telah terjatisultantekekuatan dan kekuasaan riil eksekutif dihadapataa
badan perwakilan telah menjadi tradisi di Indonestgak jaman kolonial dan pada masa
sebelumnya dan juga adanya alasan-alasan yang Vitu alasan pertama: adalah
pendayagunaan wewenang konstitusional badan ekisejartg melibatkan diri dalam
penetapan dan pembuatan undang-undang, karenasdikya sumber daya yang berlebihan
yang menyebabkan eksekutif mampu lebih banyak &kage, yang seharusnya ide dan
kebijakan diprakasai oleh lembaga legislatif aketagi pada kenyataannya justru ide dan
prakasa eksekutif yang lebih banyak merintis damguosetrol perkembangan. Kontrol
eksekutif tampak lebih menonjol manakala mempéekhatikeleluasaan eksekutif dalam hal
membuatregulatory lawssekalipun hanya bertaraf peraturan pelaksanaasaralkedua :
adalah dimana perkembangan politik pada era Orda, Bakuatan politik yang berkuasa di
jajaran eksekutif ternyata mampu bermanouver dandominasi DPR dan MPR, dengan
kompromi politik sebagai hasil pertukaran antarebbgai kekuatan politik. Dengan demikian
Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol lembagekltif yang terlegitimasi (secara formal-
yuridis) dan tidak merefleksikan konsep keadila®asaasas moral dan wawasan kearifan.

'8 Mungkin tidak banyak yang percaya, perbedaan kedetatu antara lain, karena peran Pak
Harto. Sebagai pengemban SP 11 Maret 1966 dan keasdium Kabinet Ampera saat itu,

Soeharto melakukan “lobi-lobi” khusus agar MPRS tiangambil ketetapan mengadili Bung
Karno. Karena itu, Ketetapan MPRS Tap XXIII/MPRSI®%erbunyi: Penyelesaian persoalan
hukum selanjutnya yang menyangkut Dr Ir Soekarilaekakan menurut ketentuan-ketentuan
hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, ndenyerahkan pelaksanaannya
kepada Pejabat Presiden (Pasal 6, Tap XXIII/MPR&IL9Pejabat Presiden, lalu Presiden
Soeharto, hingga Bung Karno wafat, tidak melakukemgadilan terhadap Bung Karno.

Presiden Soeharto bahkan melanggengkan nama Sodelragai proklamator dan pemimpin
bangsa, antara lain dengan membangun Monumen PRratda di Pegangsaan Timur dan
menamai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. &efBling Karno wafat, juga dihargai

sebagaimana layaknya warga negara yang telah bergikksanakan dengan upacara
kenegaraan. Langkah-langkah itu dapat dinilai sebagaya merehabilitasi nama Bung Karno
gaya orang Jawa. Perbedaan ketetapan MPR tentamy Barno dan Pak Harto disebabkan
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Namun sistem hukum di Indonesia berbeda dengamuirika Serikat yang

mengenal istilatpardon (memaafkan/mengampuhi) Di Indonesia Presiden
mempunyai kekuasaan untuk pemberian grasi, retedjlamnesti dan abolisi
sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 14 Undangddndzasar Negara
Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UURDN1945) vyaitu
kekuasaan Presiden dalam memberikan pengampunan.

Sebelum dilakukannya perubahan, Pasal 14 terdrii sddu ayat yaitu,
"Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti damolsi’. Setelah
perubahan, pasal ini menjadi dua ayat sehinggaihgrb

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengamemperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan peenatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan Grasi pada konstitusi sebelumnya yasttusi RIS 1949 tidak
disebutkan mengenai grasi, namun dalam Pasal $é0utkan,

"Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukumawman yang
dijatuhkan oleh keputusan kehakima#.”

Kemudian lebih rinci dalam UUDS 1950, diatur batvva

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukum&uman yang
dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dikdénnya sesudah
meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengatang-
undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untukmberi nasehat.

2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusargaeitan itu tidak
dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, ménaturan-aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikarerkgstan untuk
memberi grasi.

kedudukan Pak Harto yang saat itu amat kuat. Tdop#& Pak Harto, MPRS pada tahun 1967
mungkin juga akan memutuskan untuk mengadili Buragnk. Hal ini disebabkan tuntutan
untuk mengadili Bung Karno tidak kalah besar dentgartutan untuk mengadili Pak Harto.
Saat MPR bersidang (1998), tidak ada orang sekaktHmarto seperti tahun 1967. MPR,
eksplisit mencantumkan nama Soeharto untuk digfidp XI/MPR/1998). Jelas, tercampur
aduk antara politik dan hukum sehingga mudah dipahkasus Pak Harto lebih kompleks.
Sulastomo.  Nixon, Bung Karno, dan Pak Harto Lihat dalam
http://paramadina.wordpress.com/category/kepemiargisiunduh tanggal 5 Mei 2011

" Lebih lanjut akan dibahas dalam Bab I
18 pasal 160, Konstitusi Republik Indonesia Serllgt9

19 pasal 107 ayat (3), UUD Sementara 1950
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3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengsdang-undang

ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presidendasmeminta
nasehat dari Mahkamah Agung.

Grasi dalam arti sempit berarti merupakan tindak@&miadakan hukuman
yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata [Bnesiden berhak untuk
meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh haépada seseoraid.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002htahg Grasi,
menentukan :

"Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, penaga
pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidanadikeperpidana
yang diberikan oleh Presiden.”

Rehabilitasi merupakan tindakan mengembalikan heapidana yang
hilang karena keputusan hakim yang ternyata kemudebukti bahwa
kesalahannya tidak seberapa jika dibandingkan aepgekiraan semula dan
atau tidak sesuai dengan beratnya hukuman dartetayata terpidana tidak
salah sama sekali. Titik berat rehabilitasi inigk pada nilai kehormatan
yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantkepada undang-undang
tetapi kepada pandangan masyarakat sekitdfnya.

Abolisi adalah tindakan menghentikan pengusutanpiameriksaan suatu
perkara akan tetapi terhadap perkara itu pengadielim menjatuhkan
keputusannya. Alasan untuk memberikan abolisiarietak pada kepentingan
umum mengingat perkara yang menyangkut kepentikgarlamatan negara
yang tidak dapat dikorbankan oleh keputusan petegedi

Amnesti adalah pernyataan terhadap orang banya§ tentibat dalam
satu tindak pidana untuk meniadakan semua akibdatrhypidana yang timbul
dari tindakan pidana tersebut. Amnesti ini ditujultarhadap orang-orang yang
sudah dijatuhi hukuman atau belum, vyang sudah kaada

pengusutan/pemeriksaan atau belum terhadap tiridakapitu.?®

20 «Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi” httarfanhy.blogspot.com/2008/02/grasi-amnesti-
abolisi-dan-rehabilitasi.htnstdiunduh tanggal 24 September 2010, 23.15 WIB

%l Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinark@kuasaan Presiden Dalam UUD 145
Sangat Besarn(Jakarta: CV Trisula, 1998) hal. 21

22 |pid, hal 22
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Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tE3&#h sudah pernah

dilaksanakan Amnesti dan Abolisi. Amnesti dan Asioliu diberikan kepada
"semua orang yang telah melakukan sesuatu tinddngiyang nyata akibat
dari persengketaan politik antara Republik Indameglogyakarta) dan
Kerajaan Belanda". Pelaksanaan ini dituangkan daldndang-Undang
Darurat No. 11 tahun 1954 Ketika keran kebebasan terbuka lebar pada era
reformasi, pemberian amnesti dan abolisi pernakeriién oleh Presiden BJ
Habibie dan Abdurahman Wahid terhadap eks tapol régol selama Orde
Baru?®

Berbeda dengan grasi, amnesti dan abolisi tidak erlekan permohonan
tersendiri. Tapi dengan kewenangan konstitusioaalgyada, Presiden dapat
melakukannya. Dengan pemberian Amnesti maka senkidatapidana
dihapuskan sementara dengan pemberian Abolisi pekantutan ditiadakan
dan Rehabilitasi adalah pemulihan hak-hak merekanjsgnya. Sedangkan
Grasi adalah permohonan seseorang kepada Presetem lyerhubungan
dengan suatu hukuman yang telah dijatuhkan olelgguilan. Hukuman itu

sudah tidak dapat lagi diubah karena telah berkekutetap. Dengan begitu

% bid

4 Undang-undang Darurat ini dibuat untuk melaksangtasal 107 ayat 3 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia. Ayat 3 pasahénentukan bahwa anmesti dan abolisi
hanya dapat diberikan dengan Undang-undang ataapas kuasa Undang-undang oleh
Presiden sesudah minta nasehat dari Mahkamah Agung.

% Presiden BJ Habibie memberikan amnesti pada 50got@hanan dan narapidana politik
(tapol/napol) diantaranya, Sri Bintang PamungkagkiMar Pakpahan dan Nuku Sulaiman, dll.
Lihat “Ahmad Taufik “Korban Politik Soeharto” Majh D&R, 08 Agustus 1998
http://www.tempo.co.id/ang/min/03/23/nas8.htm <diuh tanggal 24 Mei 2011. Presiden
Habibie juga mencabut UU No0.11/PNPS/1963 tentangbeeantasarKegiatan Subversi.
Lihat dalam, Lalu Misbah HidayaReformasi administrasi: Kajian komparatif pemerimda
tiga presiden(Jakarta :Gramedia,2007) hal. 51. Sedangkan Rmesikbdurrahman Wahid
memberi amnesti pada narapidana politik (napol)ukaKomando Jihad, Gerakan Aceh
Merdeka (GAM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) uagykasus Timor Timur, maupun
aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Pemberian amnesti oleh kepala negara hanya ditujuke@pada mereka-mereka yang
melakukan kejahatan terhadap negamame against stadeseperti subversi, kudeta ataupun
separatisme. Dengan asumsi negara yang menjadarketbegara dalam hal ini kepala
negara—memiliki kewenangan untuk meniadakan akilkim yang mengancam terhadap
suatu perbuatan atau sekelompok yang melakukanhdteja terhadap negara. Dengan
demikian, semua akibat hukum pidana terhadap oossmgg yang bersangkutan dalam
kejahatan terhadap negara menjadi hapus.
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permohonan Grasi itu dimaksudkan agar hukuman ktetsdiubah sesuai

dengan kebijaksanaan Presiden.

Pelaksanaan pemberian grasi, amnesti, abolisi elaabilitasi dilakukan
presiden dengan mengadakan konsultasi sebelumngganeMahkamah
Agung dan DPR, tetapi hak-hak tersebut di atap tet@rupakan hak prerogatif
presiden sehingga hak tersebut juga sering disexgcutive justice karena
diberikan oleh presiden tanpa perantara undangrgnéfa

Presiden sebagai lembaga eksekutif merupakan ialtébektual terpenting
dalam sebuah negara yang memiliki kekuasaan yasg Menurut CF Strong,
lembaga eksekutif dalam banyak hal merupakan bagiarpenting
permerintahan dalam negara konstitusional motferrDalam menjalankan
pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jalaéhali tangan Presiden
(Concentration of power and responsibility upon Eresidenf*®

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUDNRI 1945, ditentukan,

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan epetahan

menurut Undang-Undang Dasar.”

Ketentuan ini merupakan prinsip pokok yang dikendéngan
constitutional governmensebagai unsur penting negara hukum modgern.
Menurut Prof Jimly Asshidigie yang menafsirkan pasg mengemukakan
bahwa ada kekuasaan pemerintahan negara yang mandang-undang dasar
dan ada pula kekuasaan pemerintahan negara yaalg rménurut undang-
undang dasar. Yang dimaksud dengan "menurut undadgng dasar” juga

dapat dibedakan antara yang secara eksplisit dkantdalam undang-undang

%6 SuparlanPerbandingan Lembaga Kepresidenan Republik Indandah Amerika Serikat
(Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hal 136

2" CF StrongKonstitusi-konstitusi Politik Modern:Kajian Tenta®gjarah dan Bentuk-bentuk
Konstitusi Dunia(Bandung: Nuansa-Nusamedia, 2004), hal. 327

% penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) tentasigr$iPemerintahan Negara, pada
angka IV.

29 Jimly Assiddigie.Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca RefsifJakarta:
Bhuana llmu Populer, 2007) hal. 336
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dasar dan ada pula yang tidak secara eksplisittdkan dalam undang-undang

dasar®®

Konstititusi Indonesia memberikan pengaturan yawogiidan terhadap
lembaga kepresidenan baik dalam jumlah pasal makpknasaannya. Ada
tiga belas pasal yang mengatur langsung tentangidere (Pasal 4 sampai
dengan Pasal 15 dan Pasal 22). Selain itu UUD 1848 memberikan
kedudukan yang kuat pada Presiden, yaitu sebagaiyef@ggara
pemerintahan, selain menjalankan kekuasaan ekEekBtesiden juga
menjalankan kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Hal ini menunjukarexecutive heavikekuasaan eksekutif lebih menonjol
dari kekuasaan-kekuasaan lainnya yaitu legislaif yudikatiff>. Selanjutnya
dalam konstitusi negara Indonesia disebutkan balepublik Indonesia
menurut UUD 1945 berdasarkan kabinet presidénhsiDalam sistem
pemerintahan presidensil ini yang menjadi ciri alabahwa antara badan
pembentuk Undang-undantgdislatiff dengan pemerintalesekut)f sebagai
badan pelaksana undang-undang tersebut tidak dolangan timbal balik,
tidak ada wewenang saling mengawasi, oleh karandidak dapat saling
menjatuhkart?

Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahaig yerpusat pada
jabatan Presiden sebagai kepala pemerintatiead(of governmensekaligus
sebagai kepala negarhe@d of statge yang merupakan cabang kekuasaan

eksekutif. 3°

Menurut Jimly Ashiddigie, dalam sistem pemerintaha
presidensil, tidak terdapat pembedaan atau setidaknya tidak perlu

diadakan pembedaan antara Presiden selaku kepglearsan Presiden selaku

*Ubid hal. 333

%1 Bagir MananLembaga Kepresidenabet.Ke-2.(Yogyakarta:Ull Press, 2003) hal. 32
¥Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arina@p.cit (Jakarta: CV Trisula, 1998), hal. xi
$Mohammad HattaMenuju Negara Hukun{Jakarta: Yayasan Idayu, 1975) hal.11.

#Soehino,Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonedagyakarta : Liberty
1992) hal. 32

% Jimly Asshidigie Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refsirop. cit hal.
312
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kepala pemerintahan. Presiden adalah Presiden, jphiatan yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-uddaag®

Dalam sistem presidensil, presiden memiliki kedwdtulgang relatif kuat.
Menurut UUD 1945, Presiden Republik Indonesia (gataya disingkat
Presiden) disamping berkedudukan sebagai "Kepalgafdgé berkedudukan
pula sebagai "Kepala PemerintahdhDisebutkan pula dalam ketentuan Pasal
IV aturan peralihan UUD 1945, Presiden memiliki kakaan yang sangat
besar karena memegang kekuasaan pemerintahan atildmas>®

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat; negang yerlebih dahulu
menganut sistem pemerintahan presidensil waladmstitusinya sama-sama
memberikan kedudukan kuat pada jabatan atau lemteggasidenan, namun
undang-undang dasarnya berkehendak menjalankananajgremisahan
kekuasaan, maka Presiden Amerika Serikat tidakkdlbé&ekuasaan untuk
membentuk undang-undang. Kekuasaan membentuk wuhaiasng dimiliki
oleh Congress® Namun begitu Presiden tetap terlibat dalam kekamas

% Jimly Asshiddigie.Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Passariasi
(Jakarta : Sekretariat Jenderal dan KepaniteraarRlJR006) hal. 127

37 JoeniartoSejarah Ketatanegaraan Republik Indonegilkarta: Bumi Aksara, 2001), hal.41

% Abdul Ghoffar Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia sefeé&ahbahan UUD 1945
dengan Delapan Negara Maj(@akarta : Kencana, 2009), hal.1

%9 CongressatauUnited Sates of Congresslalah cabang legislatif dari pemerintahan federal
Amerika Serikat. Sistem yang dianut adalah sistera kamar atau bikameral, terdiri dari
Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dalam UUD ASaPa ayat (1):All legislative
powers hereingranted shall be vested in a Congoésise United States, which shall consist of
a Senate and House of representative.”
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legislatif yaitu dalam memberikan persetujuan ataemvetd® rancangan

undang-undang yang sudah diset@ongres$".

Setelah melalui masa bersejarah pada tahun 1998 yakbangnya Orde
Baru’? untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar mengjgierubahan.
Perubahan ini merupakan tuntutan pertama dari exggmda reformasi, karena
konstitusi kita belum dapat mewujudkan penyelera@arpemerintahan yang
demokratis, bahkan cenderung melahirkan pemerintafzag otoriter dan
sentralistik.*?

Pada tahun 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyatnfséhya disingkat
MPR) mengubah pasal yang berkaitan dengan Preseeanyak sembilan
pasal, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal ©(&y®), Pasal 13 ayat (2,3),
Pasal 14 ayat (1,2), Pasal 15, Pasal 17 ayat Ra3gl 20 ayat (1,2,3,4) serta
Pasal 21. Selanjutnya pada tahun 2001 MPR melakpkanbahan ketiga
Undang-Undang 1945, terhadap pasal-pasal yang iteerkdengan presiden
yaitu; Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7B, Pasal 7C, Badzdsal 11, dan Pasal 17.
Dan pada perubahan keempat tahun 2002, perubalmgnbgaikaitan dengan

40 Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusatetapan, rancangan peraturan dan
undang-undang Dalam kontesisecks and balancgbak veto merupakan sarana bagi Presiden
sebagai pemegang cabang kekuasaan eksekutif urtougomtrol Parlemen. Dengan hak veto,
Presiden dapat membatalkan Rancangan Undang-Ur{&uid) yang dibuat oleh Parlemen.
Contoh, dalam praktik ketatanegaraan di Amerikak&grPresiden dapat memveto RUU dari
House of Repersentative (DPR) dan Senat (DPD). Maveto Presiden tersebut tidak serta-
merta menggugurkan RUU. Terhadap veto PresidensdiofiRepresentative dan Senat akan
bersidang. Jika 2/3 (dua pertiga) anggota menatadka veto Presiden otomatis gugur dan
RUU dapat disahkan menjadi undang-undang (UU).

“l Konstitusi AS, Pasal 1 ayat (7)... before it become a law, be presented to thsiBeat of
the United States; if he approve be shall sighut, not he shall return it...’

2 peristiwa ini diawali pada pertengahan 1997, ypila saat Indonesia diserang krisis
keuangan dan ekonomi Asia (Krisis finansial Ast$ertai kemarau terburuk dalam 50 tahun
terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekigonya yang semakin jatuh. Rupiah
jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan ahadipercepat. Para demonstran, yang
awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengumddia Soeharto. Di tengah gejolak
kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengunddirkgrada 21 Mei 1998, tiga bulan
setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuhndirnya Soeharto dari jabatannya pada
tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirmge ®aru, untuk kemudian digantikan
"Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh pentingdg masa Orde Baru di jajaran
pemerintahan pada masa Reformasi ini sering mentiela¢rapa orang mengatakan bahwa
Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Beéormasi atau Orde Reformasi sering
disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

43 AM Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 194fkarta : Kompas, 2009). hal
Vii
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presiden yaitu; Pasal 6A Ayat (4), Pasal 8 Ayat Pajsal 11 Ayat (1) dan Pasal

16.

Setelah adanya perubahan, Bab Il UUDNRI 1945 miemgtentang
Kekuasaan Pemerintahan Negara, terjadi penambahgrasal, sebelum
perubahan berjumlah dua belas pasal, setelah ggenlmenjadi tujuh belas
pasal. Walaupun ada pengurangan secara kualitgs secara kuantitas pasal
yang mengatur kekuasaan Presiden menjadi bertambah.

Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinafitanembagi kekuasaan
presiden dalam empat hal yaitu, kekuasaan Presidiaim bidang eksekutif;
kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif; kelaraBaesiden sebagai kepala
negara; kekuasan Presiden dalam bidang yudik&ifarsgkan Ismail Sunny
membagi kekuasaan presiden dalam lima hal, {faikekuasaan administratif;
kekuasaan legislatif; kekuasaan yudikatif; kekuasamiliter; kekuasaan
diplomatik.

Jika dicermati lebih lanjut, kekuasaan atau kewgaan presiden
dinyatakan secara eksplisit sebanyak 21 bentukndaldlUDNRI 1945.
Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, bentuk lesltuastersebut
dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu kekuasaaasigen yang mandiri,
kekuasaan presiden dengan persetujuan Dewan PEmv&adkyat (selanjutnya
disingkat DPR) dankekuasaan presiden dengan konsuftaskekuasaan
presiden yang mandiri merupakan kekuasaan yang tii#ur mekanisme
pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yandgoendan kekuasaan yang
sangat besar kepada presiden yang diikenal destiah ikekuasaan prerogatif

atau halkprerogatif presiderf”’

* Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arina@g.cit hal 37
“5 |smail SunnyPergeseran Kekuasaan Eksekutiakarta : Aksara Baru, 1977) hal. 44 — 46

46" Hak Prerogatif Presidehhttp://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-pretidearesiden.
diunduh tanggal 15 Feb2010

4" Hak prerogatif Presiden sering disebugxXecutive justicekarena diberikan oleh Presiden
dengan tanpa perantaraan Undang-undang. Prerbgatial dari bahasa latpraerogativa

(dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suapaerogativus(diminta sebagai yang
pertama memberi suargyaerogare(diminta sebelum meminta yang lain). Dalam prakyakn
kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara s#isegut dengan istilah “hak prerogatif
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Presiden mempunyai kekuasaan penyelenggaraan péshen bersifat

umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahanbgasifat khusu&®
Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang Ibensifaum adalah
kekuasaan menyelenggarakan administrasi negaraangieah kekuasaan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khasladah penyelenggaraan
tugas dan wewenang pemerintahan secara konst#lsberada di tangan
Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif, itya Presiden sebagai
pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, dalam hganndengan luar negeri
dan hak memberi gelar dan tanda jEséekuasaan lain yang bersifat preogatif
yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti alaolisi, kekuasaan
menyatakan keadaan bahaya, kekuasaan membentuknDRaréimbangan
Presiden dan kekuasaan mengangkat dan membermemtégeri-menteri.

Dalam UUDNRI 1945, kekuasaan-kekuasaan tersebturdi@mlam Pasal
10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pas&®a%al 16 dan Pasal 17.
Kekuasan prerogatif Presiden tersebut melekat pgar@siden sebagai alat
kelengkapan negara, karena itu diputus untuk desretma negara, maka hak-
hak prerogatif tersebut bersifat konstitusionalkbaeiang lingkup maupun
batas-batasnya

Saat ini, ada beberapa kekuasaan prerogatif presidag mengalami
pengurangan. Dalam arti bahwa pengurangan terdéfauidilihat dari adanya
pelibatan DPR, baik harus mendapatkan persetujuiR [@tau sekedar
meminta pertimbangan saja. Ada pula yang pelaksayaaditentukan oleh
undang-undang yang tentu saja melibatkan peran DR#Rapula yang
melibatkan pertimbangan lembaga negara lain sepéatikamah Agung

Kekuasaan untuk memberikan grasi, rehabilitasi,lisibdan amnesti

merupakan kekuasaan prerogatif presiden yang tekmbglang yudikatif.

Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlakidkn yang tidak dapat diganggu oleh
pihak lain

“8 Bagir MananLembaga Kepresidenabet.Ke-2.(Yogyakarta:Ull Press, 2003) hal. 122
9 Ibid.hal 128

¥ Bagir Manan dan Kuntana Magnagberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia
(Bandung: Penerbit Alumni, 1997) hal. 160
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Padahal menurut paham konstitusi modern, kekuasadmakiman harus

dibebaskan dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan dathrdalam negara demi
menegakkan hukum untuk mencapai keadilan. Menwhetapa pandangan,
kekuasaan Presiden dalam memberi grasi pada hagkikaterupakan campur
tangan eksekutif dalam bidang yudikatif, yaitu kasaan kehakiman yang
sebenarnya menurut Pasal 24 dan 25 UUD 1945 serglgsannya adalah
harus bebas, merdeka dan terlepas dari pengargapdn kekuasaan-
kekuasaan negara lainnya yaitu kekuasaan ekselartikekuasaan legis|atif
Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka heyamlakelekat pada
mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Nganm terjadi saat ini
adalah hubungan antara eksekutif dan yudikatif yizoak seimbang. Bahkan
dalam perjalanan sejarah Indonesia, Mahkamah Agselgagai lembaga
tertinggi di bidang hukum, pernah di bawah kendksekutif. Dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Kieéen Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 disebutkan bahwa:

"Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara daandsa, atau

kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, predapat turun atau

campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Hal ini menandakan bahwa peran yudikatif masih entibanding
eksekutif, padahal dalam kehidupan ketatanegaraag ylemokratis, ketiga
pilar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif sglaknya mempunyai peran
saling mengawasi dan mengontrol. Mekanissheck and balanceseperti ini
yang disyaratkan oleh amandemen konstitusi bahembprian Grasi harus
melibatkan Mahkamah Agung sedangkan pemberian d@mdas abolisi
melibatkan DPR.

Ketentuan-ketentuan tentang Grasi diatur dalamadgdJndang No. 3
tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesigk&efiahun 1950 Nomor

40Y? yang lebih banyak mengatur soal prosedur permarhgnasi. Penerapan

> Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arina@p.cit hal 19

?Sebelumnya pengaturan grasi terdapat dalam PanaRemerintah Nomor 7 Tahun 1947
(Lembar Negara Nomor ; Peraturan Pemerintah Nor@piTdhun 1947; Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1947; Peraturan Pemerintah Nomof &un 1948; Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 1948; Peraturan Pemerintah Nomor dl6uit 1948; Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 1948. Dua tahun kemudian barulaksiGdiatur dalam sebuah undang-
undang yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1950
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dalam praktekelgn menimbulkan

banyak permasalahan diantaranya dapat dilihat lwlmyaknya permohonan
grasi yang belum terselesaikan mencapai 2.106 Rasus

Setelah kurun waktu 52 tahun, Undang-Undang NomdraBun 1950
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2ghum 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200&1d%0108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).akRenya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi seringlkaggap menghambat
pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati karea& titemuat batasan waktu
pengajuan permohonan grasi.

Contohnya, pelaksanaan eksekusi terhadap bebergpdana mati kasus
Bom Bali | (Oktober 2002) yang tertunda selama harBptahun lamanya.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Neg#ejari) Denpasar |
Ketut Arthana, menyebutkan bahwa undang-undang w#reylakukan sejak
Oktober 2002 itu memiliki sejumlah kelemahan yamgblintut terhambatnya
proses eksekusi. Salah satunya adalah, permohaaanygng diajukan oleh
terpidana tidak memiliki batas waktu tertentu. Haltentu saja menyulitkan
bagi eksekutor, dalam hal ini jaksa, untuk melakuleksekusi. Arthana
beralasan bahwa untuk melaksanakan eksekusi hukunain jaksa harus
memastikan bahwa proses dan upaya hukumnya betul-belah final.
Artinya, sebelum upaya-upaya hukum tersebut ditémpinak terpidana,
kejaksaan tidak berani berbuat gegabah untuk meefeki. Batasan waktu
untuk mengajukan grasi tidak disebutkan secars.jeBenar bahwa Pasal 7
Undang-undang tentang Grasi menyebutkan bahwa pemao grasi dapat
diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kakuaitkum tetap. Namun,
dalam ayat (2) disebutkan permohonan dimaksud tididatasi tenggang
waktu. Hal inilah yang dinilai sebagai penghamteiaksanaan ekseku¥i.

%3 Aryanil  Kristanti kittp://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Grasi/id/1 3RSisterr
Pemberian+Grasi+Diubah <diunduh tanggab&ptember 2010>

*  Ariyanto, Dedi Setiawan, dan Restu Wijaya “"Karenaesitlen Bukan Raja”

http://www.majalahtrust.com/hukum/hukum/1298.ptgiunduh tanggal 20 Oktober 2010
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Contoh lain kasus adalah Bahar bin Matar, terpidaaéi kasus tindak

pidana perampokan, pembunuhan, perkosaan, danlj@ncpada 1970 silam.
Pada tahun 1971, Bahar mengajukan permohonan Regsida Presiden.
Tahun 1973, dengan Keputusan Presiden Nomor 23KGtanggal 13 Juni
1973, permohonannya itu ditolak. Pasca penolakasi,geksekusi terhadapnya
tak kunjung tiba. Tahun 1980 Menteri Kehakiman nuwelasurat nomor
M.P.W.07.03 mengeluarkan surat penangguhan eksekusadap Bahar.
Kemudian September 1995, Bahar kembali mengajukasi gepada Presiden,
Permohonan itu disusul dengan surat permohonargahrigy Februari 2004.
Oleh karena tak kunjung ada jawaban, Komisi Nasiétek Asasi Manusia
(Komnas HAM) mengajukan permohonan grasi kepadasidRe pada 19
Januari 2007>°

Diantara kekuasaan prerogatif presiden di bidandikgtif tersebut,
pemberian grasi yang lazim dipraktekkan dan Idiméimyak mendapatkan
sorotan serta menimbulkan pro kontra dalam masgadikandingkan dengan
pemberian rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Peesghngat jarang memberikan
amnesti dan abolisi pada seseorang atau sekeloarpol yang terlibat dalam
masalah-masalah politik.

Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 T&Q@2 tentang
Grasi, pengajuan grasi disampaikan oleh terpidéna @engacaranya maupun
keluarganya langsung kepada Presiden melalui SelaeNegara. Sekretariat
Negara, suatu lembaga pemerintahan yang secam#istan secara struktural
paling dekat dengan seorang presiden, yang membdantmelayaninya dalam
segala kegiatannya sehari-hari. Pola pengajuan csgmani dinilai oleh
Anggota Komisi Il DPR Tjatur Sapto Edi, sangat dgar dan tidak bisa
diawasi oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan péradnan pola pengajuan
grasi dengan memperketat pemberian grasi melalukbasus di Kementerian
Hukum dan HAM. Dengan adanya unit khusus yang mgana@indan meneliti

grasi ini, DPR dan masyarakat bisa mengontrol. Mejaola ini diharapkan

% M Burhanudin. “Ketidakpastian seorang terpidana  ti'ma
http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=®@8d=3&caid=21 < diunduh 20
Oktober 2010

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



19
tidak ada lagi pemberian grasi yang menimbulkantep&gngan di ranah

publik>® Bahkan seorang anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Humn
menyatakan, dimasa mendatang Dewan ingin turutbatkan dalam
pertimbangan pemberian grasi. Selama ini menurutmpgmberian grasi
sepenuhnya berada di tangan presiden selaku eks&kut

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasiuklian diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, mengaterbpa ketentuan
baru. Diantaranya bahwa menteri yang membidangisamr pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia dapat memima paak untuk
pengajuan permohonan grasi demi kepentingan kensamuslan keadilan,
serta mempunyai kewenangan meneliti dan melaksanpkoses pengajuan
grasi kepada Presiden. Hal ini tentu saja meningduliiplikasi tertentu dalam
pelaksanaan pemberian grasi oleh Presiden berldgtagan kewenangan yang
sebelumnya dimiliki oleh Sekretariat Negara selama

Dari uraian tersebut diatas, perlu dikaji lebih alelam tentang perbedaan
yang mendasar mengenai bagaimana kekuasaan piepsgaiden khususnya
pemberian grasi dalam UUDNRI 1945, bagaimana pateks pemberian grasi
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kuraktu 2004 s/d 2010,
serta hambatan-hambatan pelaksanaannya, serta maagai pengaturan

pemberian grasi di negara lain.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mé@yapenelitian ini
dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan Presiden dalgrerhberian grasi
dalam UUDNRI 1945?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan presiden databepan grasi dan
hambatan-hambatan dalam masa pemerintahan PreSid#io Bambang

Yudhoyono pada tahun 2004 sampai dengan 2010?

*http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/lmk/10/08/21/131236-pemberian-grasi-
segera-ditangani-tim-khususkunduh tanggal 26 September 2010>

" “KPK Pertanyakan Grasi Yudhoyon&bran TempoJumat, 20 Agustus 2010
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3. Bagaimanakah pengaturan pemberian grasi dalam rgériggn dengan

negara lain ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian yang akan dilakukan bertujuaarantain :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kekuasaaiéh dalam hal
pemberian grasi dalam UUDNRI 1945

2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kekuaseesidgn dalam
pemberian grasi dan hambatannya dalam masa peamimtPresiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 samp@giaae2010.

3. Mengetahui dan menganalisis perbandingan tentanggaperan

pemberian grasi di negara lain.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan peneliti lakukaasar harapan agar kelak hasil
penelitian mengenai pelaksanaan kekuasaan predrqmasiden bermanfaat
sebagai :

1. Tambahan informasi bagi peneliti dan masyarakatutsepkekuasaan
prerogatif presiden terutama mengenai pelaksanalamdpemberian grasi
sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945

2. Pelengkap kajian mengenai kekuasaan Presiden dakmberikan grasi

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republikhésia 1945.

E. Kerangka Teori

Gagasan negara hukum, secara embriorkknuikakan oleh Plato,

ketika ia mengintroduksikan konséyomoi yaitu bahwa penyelenggaraan
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negara yang baik ialah yang didasarkan pada pemagatukum) yang baif.

Selanjutnya gagasan Plato diperkuat oleh Ariststelalam bukuPolitica.
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialagana yang diperintah
dengan konstitusi dan berkedaulatan huRumAda tiga unsur dari
pemerintahan yang berkonstitdsi

- pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum

- pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang barkias pada
ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibustara
sewenang-wenang yang menyampingka konvensi danitisins

- pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahang yditaksanakan
atas kehendak rakyat, bukan paksaan-tekanan yaa@sahakan

pemerintahan despotik.

Selanjutnya, menurut Aristoteles bahwa konstitsrupakan penyusunan
jabatan dalam suatu negara dan menentukan apadyaraggsudkan dengan
badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap nmestaiSelain itu konstitusi
merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatana menurut aturan-
aturan tersebuf®

Dalam perkembangannya konsep negara hukum klasiurt konsep
Anglo Saxon dipelopori ahli A.V Dicey disebuile of law,sedangkan negara
hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dipmiopleh Immanuel
Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stah! dinaamedechtsstaaf?

%8 Dikutip dari Tahir AzharyNegara Hukum (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) hal.63 Dalam
Ridwan HR.Hukum Administrasi Negar@Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 2

% Dikutip oleh Hasnati. Pertautan Kekuasaaan Politik dan Negara Hukuhatnal Hukum
Respublica.Vol.3 No.1 Tahun 2003, hal 102-110.

% bid

% Dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia (J&karUl- Press, 1995).hal 20-21 Dalam
Ridwan HR.Hukum Administrasi Negar@Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 3

%2 Dikutip dari Miriam Budiarjo.Dasar-Dasar lImu Politik Edisi Revisi Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008. hal 113
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Unsur-unsuRule of Law oleh AV Dicey dalanintroduction to the Law

of the Constitutiorliuraikan Miriam Budiarjo mencakfp

- Supremasi aturan-aturan hukursugremacy of the law tidak adanya
kekuasaan sewenang-wenarapdence of arbitrary powgrdalam arti
bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melahggam.

- Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukequality before the
law)

- Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undanghédiara lain oleh
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusaagkm

Ada empat unsumRechsstaatdisebutkan oleh Stahl dikutip oleh Miriam
Budiarjo, yait§*
- Hak-hak manusia
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjaknaik itu
(di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebuas
Politika)
- Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturaetngatigheid van
bestuuj
- Peradilan administrasi dalam perselisihan
Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan pexargkkum
sebagai sistem fungsional dan berkeadilan dengamataesupra dan infra
struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosialgytertib dan teratur, serta
membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasiamampersonal dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bern®garasiprule of lawharus
menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegéiaa
A Hamid S Attamimi, mengutip Burkens, menjelaskbahwa
pengertian Rechststaatsecara sederhana, yaitu negara yang menempatkan
hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyaieaggkekuasaan

tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di baskbhasaan hukum. Dalam

%3 Miriam Budiarjo.Dasar-Dasar llmu Politik Edisi Revisi. Op. Cit hal. 113

® |bid. Lihat juga dalam Jimly AsshidigiePokok-pokok HukumTata Negara Pasca
Reformasi.Op.cit. hal 304

% Jimly Asshiddigie.Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rwfsir Op.cit.
hal. 298

% |pid. Hal 297

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



23
Rechsstaatkatan antara negara dan hukum tidaklah berlargggdalam kaitan

lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikiasaiki. ©’

Konsep negara hukum ditandai dengan adanya penmb&glaiasaan
dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan meambendang-undang
(legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undakgekutif) dan kekuasaan
kehakiman (yudikatif). Menurut Ismail Sunny, ddph disebut bahwa
konstitusi Indonesia hanya mengenal pembagian lealama division of
powery bukan pemisahan kekuasaaeparation of powgr®

Pada abad ke-17 dan 18, pandangan John Locke mal&lunya yang
berjudul “Two Treaties of Governmentinengenai pembagian kekuasaan
negara kepada organ-organ negara yang berbeda lken daga macam
kekuasaan yaitu : kekuasaan legislatif, kekuasamseketif dan kekuasaan
federatif, agar pemerintah tidak sewenang-wefangisas pemisahan
kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesgyang menghendaki
pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dagamlegislatif, eksekutif
dan yudisial. Terkait dengan teori pemisahan kekamas baik John Locke
maupun Montesquieu sama-sama membagi kekuasaamanegenjadi tiga
bidang, tetapi ada perbedaannya, John Locke mdw@gathahwa kegiatan
negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, Yakwasaan legislatif
(legislative powey, kekuasaan eksekutileXecutive powgr dan kekuasaan
federatif federative powegr Montesquieu melalui ajaran Trias Politica
membelah seluruh kekuasaan negara secara terpssdh-geparation of
power; separation du pouvgidalam tiga bidangtijtochomy), yakni bidang
legislatif, eksekutif dan yudikatif

Pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Momesderyata
pada awalnya berjalan searah. Tetapi kemudian gsdberpisah setelah
uraiannya tentang kekuasaan eksekutif, dimana kelmaeksekutif menurut

67 A Hamid S Attamimi.Teori Perundang-undangan Indoneshakalah pada Pidato Upacara
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultasriluk Jakarta, 25 April 1992 hal 8

% |smail Sunnypp.cit hal. 16

% Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesiad .Revisi.
(Jakarta:Rineka Cipta, 2001) hal. 73

bid
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Montesquieu meliputi pula apa yang John Locke mkesukke dalam

kekuasaan federatif, sedangkan kekuasaan yudikatifj oleh Montesquieu
dianggap sebagai kekuasaan yang berdiri sendiripurae John Locke
kekuasaan mengadili itu termasuk ke dalam kekuasksekutif, karena John
Locke menganggap kekuasaan mengadili masih termasekuasaan
melaksanakan Undang-undang (eksekditif).

Ajaran Trias Politika didasarkan pada pemikiramvba kekuasaan
negara harus dipisahkaseparation of powejsdan tidak boleh berada dalam
satu tangancpncentration of powe)s Teori pemisahan kekuasaan bertujuan
untuk membatasi kekuasaan badan-badan atau ppgialenggaraan negara
dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masiaigurii CF Strong,
eksistensi tiga kekuasaan pemerintahan — legiskigekutif dan yudikatif -
dikarenakan adanya proses normal spesialilasi fusgbuah fenomena yang
dapat diamati pada semua bidang pemikiran dan Kkam&arena peradaban
semakin bergerak maju, bertambahnya bidang aldidiéa karena organ-organ
pemerintahan menjadi semakin kompleks.

Diantara ketiga cabang kekuasaan eksekutif, légisdlan yudikatif
harus berjalan selaras. Dalam rangka menjamin bamasging- masing
kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya nadulan suatu sistem
checks and balances systéaistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam
checks and balances systamasing- masing kekuasaan saling mengawasi dan
mengontrol.Checks and balances systenerupakan suatu mekanisme yang
menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukurfamdarangka
mewujudkan demokrasi. Instrumen ini dinilai sangamting mengingat secara
alamiah manusia yang mempunyai kekuasaaan cendemangalahgunakan,
dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatesti pmkan
menyalahgunakannyapdgwer tends to corrupt, absolute power corrupt

absolutely.

" bid

2 CF Strong.Op.cit hal 329
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James Madisdh dalam TheFederalist Paper’ No.51 menyebutkan,

“... Ambition must be made to counteract ambitione Tinterest of the
man must be connected with the constitutional sigiftthe place. It may
be a reflection on human nature that such devibesilsl be necessary to
control the abuses of government, But what is gowent itself but the
greatest of all reflections on human nature? If meere angels, no
government would be necessary. If angels were t@rgomen, neither
external nor internal controls on government woudd necessary. In
framing a government which is to be administeredrign over men, the
great difficulty lies in this: you must first enalthe government to control
the governed; and in the next place oblige it tontod itself. A
dependence on the people is, no doubt, the prinzamntrol on the
government; but experience has taught mankind goessity of auxiliary
precautions....™

Bahwa ambisi harus diciptakan untuk melawan amlkepentingan

manusia harus dihubungkan dengan hak konstitusidtal ini mungkin

3 James Madison lahir di Port Conway, Virginia, 16 rbtal751. Madison dibesarkan di

Orange County, Virginia, dan bersekolah Princet@m(udian disebut College of New Jersey).
Seorang mahasiswa sejarah dan pemerintah, yangdadékn membaca kitab hukum, ia

berpartisipasi dalam penyusunan Konstitusi Virginghun 1776, bertugas di Kongres
Kontinental, dan merupakan pemimpin dalam Majeligiia. Ketika menjadi delegasi untuk

Konvensi Konstitusi di Philadelphia, Madison amtshngat aktif dan tegas dalam

perdebatan.Madison membuat kontribusi besar tephapengesahan Konstitusi dengan
menulis, bersama Alexander Hamilton dan John Jajand esai-esai Federalist. Dalam
beberapa tahun kemudian, ketika ia disebut setiBgaiak Konstitusi," Madison protes bahwa
dokumen itu bukan karya tunggal tetapi "pekerjaanybk kepala dan banyak tangan." la
Presiden Amerika Serikat ke-4 (1809-1817) dan pakan salah seorang pendiri negara
Amerika Serikat Dikutip dari "James Madison”

< http://www.whitehouse.gov/about/presidents/jamessmat> diunduh tanggal 9 Juli 201

" The Federalist Papers adalah serangkaian artéelesai 85 yang ditulis dengan nama pena
Publius oleh Alexander Hamilton, James Madison, ##m Jay. Madison, secara luas diakui
sebagai Bapak Konstitusi, kemudian menjadi Presiererika Serikat. Jay menjadi Ketua
pertama dari Mahkamah Agung AS. Hamilton akan lyadudi Kabinet dan menjadi kekuatan
utama dalam menetapkan kebijakan ekonomi untuk Ame&erikat. Tujuan keseluruhan dari
The Federalist Papers adalah untuk mendapatkan ndaku populer dan mendorong
pengesahan Konstitusi Amerika Serikat yang diwsullpada waktu itu. Beberapa orang
menyebutnya kampanye hubungan masyarakat yanggpsigmifikan dalam sejarah.Tujuh
puluh tujuh dari esai diterbitkan serial dalam Tbernal Independen dan The New York paket
antara Oktober 1787 dan Agustus 1788, diterbitk@and dua volume pada 1788 oleh J. dan
A. McLean judul yang benar seri adal@he Federalist Judul The Federalist Papertidak
muncul sampai abad kedua puluh. Dikutip dari Theeddralist Papers
<http://www.law.ou.edu/ushistory/federalistdiunduh tanggal 9 Juli 2011

5 James MadisonThe Structure of the Government Must Furnish thepBr Checks and
Balances Between the Different Departmerfibe Federalist No. $ddependent Journal
Wednesday, February 6, 1788. http://www.constitution.org/fed/federa51.htea diunduh
tanggal 9 Juli 2011
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sebuah refleksi atas sifat manusia, bahwa alatiatsharus diperlukan untuk

mengontrol penyalahgunaan pemerintah. Jika manasialah malaikat,
pemerintah tidak akan diperlukan. Jika malaikatgyamemerintah manusia,
baik eksternal maupun kontrol internal pada pentehinakan diperlukan.
Dalam membingkai pemerintah yang harus diberikaeh omanusia atas
manusia, kesulitan besar terletak dalam hal iniruhaterlebih dahulu
memungkinkan pemerintah untuk mengontrol yang diatlan berikutnya
mewajibkan untuk mengontrol dirinya sendiri. Seblatergantungan pada
orang-orang adalah, tidak diragukan lagi, kontrtdma pada pemerintah,
tetapi pengalaman telah mengajarkan manusia keduitupencegahan
tambahan.

Selanjutnya Madison mengemukakan,

“There are, moreover, two considerations particiyaapplicable to the

federal system of America, which place that systemn very interesting

point of view.

First. In a single republic, all the power surremdd by the people is
submitted to the administration of a single govesntm and the

usurpations are guarded against by a division aé tiovernment into
distinct and separate departments. In the compaepdblic of America,

the power surrendered by the people is first dididbetween two distinct
governments, and then the portion allotted to eaabdivided among
distinct and separate departments. Hence a doubterrgy arises to the
rights of the people. The different governments cwihtrol each other, at
the same time that each will be controlled by ftsel

Second. It is of great importance in a republic motly to guard the

society against the oppression of its rulers, lmugtiard one part of the
society against the injustice of the other part.ff@ent interests

necessarily exist in different classes of citizéing.majority be united by a
common interest, the rights of the minority williheecure. There are but
two methods of providing against this evil: the &ayecreating a will in the

community independent of the majority -- that isth@ society itself; the
other, by comprehending in the society so manyragpalescriptions of
citizens as will render an unjust combination ofmajority of the whole

very improbable, if not impracticable?’

Dua pertimbangan berlaku untuk sistem federal Akaeriyang
menempatkan sistem yang dalam titik pandang yangasanenarik. Pertama,

dalam sebuah republik tunggal, semua kekuatan traklserahkan ke

8 Ibid
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administrasi pemerintahan tunggal, dan dijaghaidap dengan sebuah divisi

dari pemerintah ke departemen yang berbeda dansdbrp kekuasaan
diserahkan oleh orang-orang pertama dibagi antaia memerintah yang
berbeda, dan kemudian bagian yang dialokasikarkunasing-masing dibagi

antara departemen yang berbeda dan terpisah. @reh&itu keamanan dua
kali muncul untuk hak-hak rakyat. Pemerintah yangrbbda akan

mengendalikan satu sama lain, pada waktu yang dshaa setiap akan
dikendalikan dengan sendirinya.

Kedua, hal penting dalam sebuah republik tidak hangtuk menjaga
masyarakat terhadap penindasan penguasa, tetajid om@njaga satu bagian
dari masyarakat terhadap ketidakadilan bagian kKépentingan yang berbeda
selalu ada dalam kelas yang berbeda dari wargaraed&ka mayoritas
dipersatukan oleh kepentingan bersama, hak-hakritgisoakan aman. Ada
dua metode untuk melawan kejahatan ini: satu demganciptakan dalam
komunitas independen dari mayoritas - yaitu, dasyarakat itu sendiri, yang
lain, dengan memahami dalam masyarakat begitu kaygamg terpisah
deskripsi warga seperti yang akan membuat kombiyasg tidak adil dari
mayoritas keseluruhan sangat tidak mungkin, jiakipraktis. "

Pada penelitian ini yang dikaji adalah hubung@kuasaan eksekutif yang
dijalankan oleh sebuah lembaga eksekutif yaitu LagabKepresidenan dan

lembaga yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah #gu

. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenaiafar istilah yang
dipergunakan dalam penelitian ini, definisi opevaai dari berbagai istilah
tersebut adalah sebagai berikut :

"Kekuasaan” menurut Talcot Parsons yang dikutipidir Budiarjo adalah
kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajibavajiean yang
mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistganisasi kolekiif.
Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujkeektif. Jika ada

perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sangsitihelianggap wajar,
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terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksadhDalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kekuasaan mengandung arti kemaamptang atau
golongan untuk menguasai orang atau golongan kxualsarkan kewibawaan,
wewenang, karisma atau kekuatan fi€ikistilah yang erat kaitannya dengan
kekuasaan yaitu "wewenang” atau "kewenangan”. Ri#gkarnya, Presiden
melaksanakan kekuasaannya berdasarkan wewenang@gandlamun dalam
praktek Presiden mempunyai keleluasaan dalam hdhkolean tindakan
untuk mewujudkan tujuan negara. Keleluasaan bextithgi presiden bukan
merupakan” kekuasaan” yang timbul dari wewenangsa®ping itu,
penggunaan istilah "kekuasaan” dapat menghindakalkaran penggunaan
istilah "tugas” dan "wewenangWewenang adalah kekuasaan yang sah.
Kekuasaan yang adalah kekuasaan yang bersumbep@adaran perundang-
undangan yang berlaku (hukum). Dalam penegakanmylim senantiasa
membutuhkan kekuasaan. Namun sebaliknya, tidak aémkuasaan timbul
dari wewenang. Dengan pengertian bahwa kekuasaalhademampuan
seorang pelaku untuk mencapai tujuan sehingga dagatkekuasaan tidak
bertumpu pada hukum. Namun, semua wewenang mengaridikuasaan.
Wewenang dan kekuasaan dapat menampilkan diri dakmuk kekuatan,
baik secara fisikk maupun moral yang tujuannya mbéonikan pengaruh
kepada orang lain.

. “Presiden” dalam Kamus Istilah Menurut PeraturaruRéang-undangan Rl
adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negaraegserg kekuasaan
permerintahan negara sebagaimana dimaksud dalarangfdndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkanolegi bahasa,
Presiden berasal dari bahasa lgresidere (“to preside yang artinyauntuk
memimpin) terdiri dari suku kataprae yang artinya didepan dan
sedereartinya menduduki. Dalam bahasa Indonesia, kataesié&en”

dipergunakan dalam dua arti, yaitu lingkungan jabagmb) dan pejabat

" Miriam Budiarjo.Op.cit hal 63.

8 Departemen Pendidikan Nasion&amus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahdsdisi
keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2a0& 46

" Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangdiinJakarta : Tatanusa, 2008. hal
167
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(ambtsdragey dalam negara yang berbentuk pemerintahan repubikam

Bahasa Inggris, untuk lingkungan jabatan digunakalah "presidency dan
untuk pemangku jabatan, digunakan istilgitesiden’.®° Istilah "Presiden”
merupakan sebutan bagi Kepala Negara yang disepdkéam Sidang
BPUPKI tahun 1948! Oleh karena itu, dalam UUDNRI 1945, penggunaan
kata "presiden” menunjukan pejabat. Hal ini tampki rumusan-rumusan
yang menyebut Presiden. Misalnya "Presiden Repubdknesia ialah orang
Indonesia asli”, "Presiden ...dipilih ... dengarasuterbanyak. Tetapi karena
"Presiden’ adalah pemangku jabatan kepresidenamgasesendirinya dalam
UUDNRI 1945 dan peraturan perundang-undangan langymengatur
mengenai Presiden sekaligus mengandung makna peagalingkungan
jabatan kepresidendh. Menurut Jimly Asshiddigie, Presiden adalah
pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagéa kepmra sekaligus
kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dhkabatidak terbedakan
satu sama lain. Oleh karena dalam jabatan Pregtidearcakup dua kualitas
kepemimpinan sekaligus, yaitu sebagai kepala negdem kepala
pemerintahan, maka pemegang jabatan presatehtédrager menjadi sangat
kuat kedudukannya. Dalam sistem republik yang deaisk kedudukan
Presiden selalu dibatasi oleh konstitusi dan péngigabatan Presiden itu
biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan. PresitRepublik Indonesia
menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, memegang keknagamerintahan
menurut Undang-Undang DagAr.

. "Grasi” terdiri dari dua istilah yaitu, grasi dalaanti luas dan grasi dalam arti

sempit. Grasi dalam arti luas adalah pengampunag seeliputi grasi (dalam

8 Bagir MananOp.cit hal 1

81 safroedin Bahar dan Nannie Hudawafisalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panidesifpan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1946et. 1., ed. 3. (Jakarta: Sekretafbtgara RI, 1995).
hal

82 Bagir Manan©Op.cit hal 2

8 Jimly Asshiddigie.Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rfsir Op.cit.
hal.306
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arti sempit), rehabilitasi, amnesti dan abdltsDalam penelitian ini grasi

dalam arti luas disebut pengampunan. Sedangkarsi‘Goalam arti sempit)
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bhedaah ampunan yang
diberikan oleh kepala negara kepada orang yandp telatuhi hukuman.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002amgn®&rasi, definisi
grasi adalah pengampunan berupa perubahan, pesimgpengurangan, atau
penghapusan pelaksaanaan pidana kepada terpidamga dylderikan oleh
Presiden. Dalam penelitian ini grasi dalam arti giertetap disebut sebagai
grasi.

. “Rehabilitasi” dalam Kamus Besar Bahasa IndonesisaPBahasi adalah
pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baig)damlu (semula).

. “Abolisi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia PuBahasi’ adalah
peniadaan peristiwa pidana. Istilah ini digunakatuk istilah penghapusan
perbudakan di Amerika.

. “Amnesti” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pi@sdtas®’ adalah
pengampunan atau penghapusan hukuman yang dibeki@ala negara
kepada seseorang atau sekelompok orang yang tellakukan tindak pidana
tertentu.

. “Pardori®® dalam Black’s Law Dictionary adalahe act or an instance of
officially nullifying punishment or other legal ceequences of a crimgang
artinya tindakan atau meniadakan sebuah hukumankatasekuensi hukum

lainnya dari tindak pidana

8 PAF Lamintang.Hukum Penirentier IndonesiaBandung:CV Armico, 1984) hal 283,
Dikutip oleh Lionard Kanter. Tesis yang berjudRéngaruh grasi terhadap eksekusi hukuman
mati kasus narkoba dalam wilayah Pengadilan Negearngerang.(Jakarta: FHUI, 2007) hal.
63. Van hamel memberikan pengertian yang samagasess dalam arti luas dan dalam arti
sempit, dalam Mohamad Ridhwan Indra dan Satya AtmeOp cit. hal 21

% Departemen Pendidikan Nasiorap,cithal. 462

% Ibid hal. 1155

8 |bid hal. 3

% bid hal. 52

8 Brian A GarnerBlack’s Law Dictionary( St.Paul, Minnesota: West Publishing, 2009) hal.
1221
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8. “Clemency atau “executive clementy dalam Black's Law Dictionary

adalahmercy or leniency; the powerof the president ooaegnor to pardon a
criminal or commute a criminal sentencgang artinya ampunan atau
keringanan, kekuatan presiden atau gubernur unarigampuni penjahat atau
penggantian hukuman pidana, dalam penelitian iterjgmahkan sebagai
grasi eksekutif.

9. “Commutatioh® dalam Black’s Law Dictionary adalah An exchange or
replacemeng. the executive’s substitution in a particular casedess severe
punishment for a more severe one that has alreaéy ludicially imposed on
the defendantartinya 1. pertukaran atau penggantian 2. pengwgardgieh
eksekutif, menjadi hukuman tertentu yang lebih amgintuk hukuman lebih
berat yang secara hukum telah dikenakan terhaddgakiea

10.“Prerogative of mercy” dalam Black’'s Law Dictionary adalah the
discretionary power of a supreme authority, sucla @tate governor, national
president, or sovereign, to commute a death semyariange the method of
execution or issue a pardoartinya diskreskekuasaan dari otoritas tertinggi,
seperti gubernur negara bagian, kepala negara, yatiag berdaulat, untuk
mengganti hukuman mati, mengubah metode pelaksataammengeluarkan

pengampunan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dkamu
sebelumnya dan dikaitkan dengan teori negara huki@ori pemisahan
kekuasaan negara, dan tedrecks and balancemaka metode penelitian yang

akan digunakan adalah penelitian yuridis normatituy penelitian yang

% Ibid, hal 263
1 bid, hal 316

%2 |pid, hal.1301
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difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan noonaa dalam hukum

positif. Penelitian hukum menurut Morris L Cohgn,

“Legal Research is the process of finding the laat igoverns activities
in human society” . Selanjutnya dijelaskan, it itwes locating both rules
which are enforced by the states and commentarieshwexplain or analyze
these rules”

Penelitian merupakan prosedur yang diperlukan dadeaktik hukum
untuk menentukan dampak peristiwa masa lalu dalikesinya pada masa
yang akan datang. Penelitian ini menitikberatkadappenelitian kepustakaan
dan kajian seputar pelaksanaan kekuasaan preroBa¢i$iden Republik
Indonesia khususnya dalam pemberian grasi, pada Rexserintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010, sasabandingkan
pelaksanaan pemberian grasi di Indonesia dengaranégnerika, Filipina dan
Kanada.

2. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang bersifat yuridis normagifsebut akan dilakukan
dengan menggunakan pendekatan perundang-undamsgatiute-approach
pendekatan konsepcdnceptual approagh dan pendekatan perbandingan
(comparative approagh Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelit
aturan-aturan yang mengatur tentang pemberian, g Presiden dalam
UUDNRI 1945, dengan melakukan tinjauan terhadajp tigndang-undang
Grasi yang pernah berlaku dan saat ini berlakund&atan konsep digunakan
untuk menelaah beberapa pengertian atas konsep mhukiengenai
pengampunan yang diberikan Presiden. PendekatdrammBngan digunakan
untuk membandingkan bagaimana seorang Presidemn mhapailiki kekuasaan
pengampunan atau meniadakan hukuman terhadapaespiklekuasaan untuk
penghentian penuntutan serta kekuasaan untuk ntdaoli nama baik
seseorang, dengan ketentuan hukum yang berlak& diF#ipina dan Kanada.

Alasan pemilihan negara AS, Filipina dan Kanadaelka masing-masing

% peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) hal 29
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negara tersebut menerapkan mekanisme checks and balances dalam sistem

pemerintahannya dan telah memiliki badan khusus yang berfungsi membantu

Presiden atau K epala Negara dalam melaksanakan pemberian grasi.

3. Jenisdan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan mengenai
pel aksanaan kekuasaan prerogetif Presiden. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan pengkajian peraturan perundang-undangan berdasarkan
hierarki mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun
1948, Keputusan Presiden serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan
kekuasaan prerogatif presiden dalam memberikan grasi.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, atau bahan-bahan yang
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau
bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-

lain.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam

penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi
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Kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkdointen-dokumen

resmi, buku-buku serta mengkaji kekuasaan prefogatesiden dalam
memberikan grasi. Sebagai pelengkap data dilakukawancara dengan
Kepala Bidang Prerogatif dan Naturalisasi, Asisizeputi Hukum, Deputi
Bidang Perundang-undangan, Kementerian SekretafNggara dan
Subdirektorat Pelayanan Pidana Khusus dan Grasekiorat Pidana, Ditjen
Administrasi Hukum dan Perundangan-undangan, Kesnent Hukum dan
HAM.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akamatiEs secara
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitétyaitu metode analisis data
yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang dgferdari penelitian
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemutilteibungkan dengan
teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukung ydiperoleh dari studi
kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas pdahasayang dirumuskan.
Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedwditu menarik

kesimpulan dari bersifat umum terhadap permasalkbakret yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab masingintabab terdiri dari
beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan danyaragediteliti. Adapun
urutan dan tata letak masing-masing bab serta ppkakbahasannya adalah
sebagai berikut

Bab | Pendahuluan berisi uraian latar belakangnpsalahan yang
muncul dalam pemberian grasi. UUD 1945 telah meikderkekuasaan
yang besar terhadap presiden sehingga terjadi pp@ayigan. Belum lagi
masalah pemberian grasi yang kerap menimbulkan dano kontra di
masyarakat. Selanjutnya ditetapkan rumusan magalap menentukan arah

dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diurajaa tujuan dan
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manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep yaegkaitan dengan

permasalahan pada penelitian ini. Selanjutnyalagkan mengenai metode
penelitian, dimulai dari tipe penelitian, pendekatemasalah penelitian,
penggunaan bahan hukum berserta teknik pengumgdatamanalisisnya. Dan
yang terakhir diuraikan sistematika penulisan paaelsecara keseluruhan.

Bab Il diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan Eadasan teori yang
dipakai dalam menjelaskan dan melatarbelakangidsdan presiden dalam
pemberian grasi yaitu teori negara hukum, teomipahan kekuasaan dan
teorichecks dan balances.

Selanjutnya dalam Bab Ill dibahas tentang tinjatentang kekuasaan
presiden sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaaidgnedalam UUDNRI
1945, lembaga kepresidenan, kekuasaan prerogatsiden dan jenis-
jenisnya dan pembahasan mengenai grasi, melipiahissejarah dan fungsi
grasi,

Bab IV akan menjawab masalah-masalah yang sudalmuaskan
tentang pelaksanaan grasi sebelum dan sesudah emeamd tinjauan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perub#tas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serfautim dari peraturan
perundangan lain sebelumnya, kemudian analisisangntpelaksanaan
kekuasaan presiden dalam pemberian grasi dan hanmyat dalam masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono fadudan 2004 sampai
dengan 2010 Pembahasan dalam bab ini pula mengoraitan
membandingkan pelaksanaan grasi di negara Ameekikas, Kanada dan
Filipina.

Akhirnya, dalam Bab V dikemukakan rangkuman peiaglitlan analisis
bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpolangenai pelaksanaan
kekuasaan prerogatif presiden khususnya dalam penlgrasi. Saran-saran
diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran iimialy yiharapkan dapat
memberikan masukan dan pertimbangan dalam pembegrasi atau

pengampunan di Indonesia.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM MENGENAI NEGARA HUKUM, PEMISAHAN
KEKUASAAN NEGARA DAN MEKANISME
CHECKS AND BALANCES

A. Negara Hukum

1. Sejarah Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukebenarnya sudah sangat
tua, jauh lebih tua dari usia llmu Negara ataudonulKenegaraan. Cita negara
hukum itu pertama kalinya dikemukakan oleh Plata #amudian pemikiran
tersebut dipertegas oleh Aristotel&s. Ditinjau dari perspektif historis
perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegargmgasan mengenai
Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800°SAWar terjauh mengenai
perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalala pa@sa Yunani kuno.
Menurut Jimly Asshiddigie gagasan kedaulatan rakyatbuh dan berkembang
dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kamenjadi sumber dari gagasan
kedaulatan hukuffi

Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melaluy&amonumentalnya
yakni Politicos. Plato dalarn buku ini sudah menganggap adanyarhukntuk
mengatur warga negara. Pemikiran ini dilanjutkathaia Plato mencapai usia
lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi gpadaim. Pada dasarnya, ada
dua macam pemerintahan yang dapat diselenggargi@merintahan yang
dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan ytergentuk tidak melalui

% Nurul Huda,llmu Negara (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hal.90

%perundang-undangan kuno yaitu tata hukum HammutabiBabilonia. Dalam Theo Huijbers,
Filsafat Hukum(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995) hal.17

% Jimly Asshiddigie,Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Bslpaannya di
Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994) hal.11.

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



37
jalan hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerigtaig baik ialah yang

diatur oleh hukuni’

Ajaran Plato kemudian dilanjutkan oleh muridnyanaena Aristoteles yang
lahir di Macedonia. Karya ilmiahnya yang relevamgin masalah negara ialah
Politica. Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-FR™) adalah
negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin ikeadkepada warga
negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercggp&@bahagian hidup untuk
warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada &eatlil perlu diajarkan rasa
susila kepada setiap manusia agar ia menjadi waggara yang baik. Dan bagi
Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukantenusia sebenarnya,
melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguas@rehya hanya pemegang

hukum dan keseimbangan S&ja

2. Konsep-Konsep Negara Hukum

Pemikiran ini terus berkembang, maka banyak peridapesy mengemukakan
diseputar pemikiran negara hukum. Konsep negararrhuang dikenal yaitu
rechtstaatsdanthe rule of law Pahanrechtstaatgpada dasarnya bertumpu pada
sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentaeghtstaatsnulai populer pada abad
ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politkkropa didominasi oleh
absolutisme raj& Pahanrechtstaatsdikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa
Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-18@8n Friedrich Julius
Staht® Di sisi lain pahanthe rule of lawmulai dikenal setelah Albert Venn
Dicey (A.V. Dicey) pada tahun 1885 menerbitkan bufintroduction to Study

%" Budiono KusumohamidjojoFilsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adrasindo,
Jakarta, 2004, hal..36-37.

% Moh. Kusnardi dan Harmaily IbrahirRengantar Hukum Tata Negara IndoneiBSHTN FH
Ul dan Sinar Bakti, 1988) hal. 153.

% padmo Wahjond?embangunan Hukum di Indonesjaakarta: Ind-Hill Co,1989) hal. 30

19 palam Miriam BudiardjoDasar-dasar llmu PolitikOp.cit hal. 113
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of The Law of The Constitutio®Pahamthe rule of lawbertumpu pada sistem

hukum Anglo Saxon atau Common Law Syst&m
Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalamkubya

Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechts|ghaieam negara hukum dalam arti
sempit, menempatkan fungscht padastaat hanya sebagai alat perlindungan
hak-hak individual dan kekuasaan negara diartilmas pasif, bertugas sebagai
pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.nPamemanuel Kant ini
terkenal dengan sebutarachtwachkerstaatstau nachtwachterstaats (negara
jaga malam) bertugas menjamin ketertiban dan keamamnasyarakat, urusan
kesejahteraan didasarkan pada persaingan béeasfigh), laisez faire, laisez
ealler, siapa yang kuat dia yang mendffg.

Pemikiran Immanuel Kant mernberi inspirasi dan nieagi F.J. Stahl
dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme beasamdengan lahirnya
kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yangenefungsi negara menjadi
dua bagian yaitu pembuat Undang-Undatige (making of lajvdan pelaksana

Undang-Undangtlie executing of la
103

Konsep atau sistem Anglo Saxon mempunyai tiga makaaunsuf’®

1. Adanya supremasi hukumTl{e absolut supremacy or predominance of
regular law), supremasi absolut atau predominasi dari reglaar untuk
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meksaddkesewenang-

wenangan, preogratif ataliscretionary authorityang luas dari pemerintah.

101 | pid
192 bid hal 114

193 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Imu Politi{Jakarta : Gramedia, 1999)., hal. 57-58, Lihagjug
dalam Nimatul Hudallmu Negara (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hal.90.

194 A V. Dicey, Introduction to Study of The Law of The Constitutiblinth Edition (Martin’s
Street, London :Macmillan And Co, Limited ST.) 195al. 202-203.
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2. Persamaan di muka hukurgquality before the layy persamaan dihadapan

hukum atau penundukan yang sama dari semua goldegadzordinary law
of the landyang dilaksanakan oladrdinary court ini berarti bahwa tidak ada
orang yang berada di atas hukum, baik pejabat nmwauwga negara biasa
berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidala peradilan
administrasi negara
3. Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak persgamaffhe law of the
constitution... the consequence of the right ofividdals, ... ) , konstitusi
adalah hasil darthe ordinary law of the landbahwa hukum konstitusi
bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi @&rhbk individu yang
yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan;kainga, prinsip-prinsip
hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlersedemikian diperluas
hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabhatny
Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang adengegara hukum
formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.Jahbttentang negara hukum
ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakii@n perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pama trias politica. (3)
pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undaragign@etmatig bestugr
dan (4) ada peradilan administrasi negara yangug@st menangani kasus
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintahrdchtmatige overheidsdaad
Perbedaan pokok antarachtstaatsdenganrule of law ditemukan pada unsur
peradilan administrasi. Di dalam unsute of lawtidak ditemukan adanya unsur
peradilan administrasi, sebab di negara-negaracABgkon penekanan terhadap
prinsip persamaan dihadapan hukuwmuality before the layMebih ditonjolkan,
sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebwsbdipan khusus untuk
pejabat administrasi negara. Pringguality before the lawnenghendaki agar
prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabatnairasi negara, harus juga
tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat adirasisatau pemerintah atau
rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum daanteas kedudukannya
dihadapan hukurf?

195 «“Teori Negara Hukum” http://www.kesimpulan.com/2009/05/teori _-negaramkhtm!

<diunduh tanggal 26 Februari 2011
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Berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang médkeswnsur peradilan

administrasi sebagai salah satu unsechtsstaats Dimasukkannya unsur
peradilan administrasi ke dalam unsuechtsstaats maksudnya untuk
memberikan perlindungan hukum bagi warga masyatakiaadap sikap tindakan
pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapamrgianinistrasi negara.
Kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akaenrberikan perlindungan
hukum yang sama kepada administrasi negara yarondsd benar dan sesuai
dengan hukum. Dalam negara hukum harus diberikdmgengan hukum yang
sama kepada warga dan pejabat administrasi nétjara.

3. Indonesia adalah Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum atauRéchtsstaat” sebelum perubahan hanya
tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, maka dalambBkean Keempat pada
tahun 2002, konsepsi Negara Hukum dirumuskan detaggs dalam Pasal 1 ayat
(3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Melgakum.” Dalam konsep
Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus digd panglima dalam
dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, butditik@taupun ekonom®’

Menurut Jimly Asshidigie, cita negara hukum mengargd13 prinsip. Ketiga-
belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pitama yang menyangga berdiri
tegaknya satu negara modern sehingga dapat diselbagjai Negara Hukunilfe
Rule of LawataupurRechtsstadtdalam arti yang sebenarnyf8 yaitu :

a. Supremasi HukumSupremacy of Law

Dalam perspektif supremasi hukunsupremacy of layy pada hakikatnya
pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, kinisstyang mencerminkan
hukum vyang tertinggi, bukanlah manusia. Pengakuanmatif mengenai
supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermamdakerumusan hukum

dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirddahdpengakuan yang

1% pid
07 Jimly  Asshiddigie, Gagasan Negara  Hukum Indonesia.Makalah
http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negadtakum_Indonesia.pdf<diunduh tanggal
25 Maret 2011

198 1hid
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tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masgtargk bahwa hukum itu

memang supremeé

b. Persamaan dalam Hukuiduality before the Law

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hd&nmemerintahan, yang
diakui secara normatif dan dilaksanakan secara rdmalam rangka prinsip
persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskrimhidalam segala bentuk dan
manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakangygerlarang, kecuali
tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan senmentgang dinamakan
‘affirmative actions’guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat
tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentwkumengejar kemajuan
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang samsetiara dengan kelompok
sudah jauh lebih maju, misalnya adalah kelompokyarakat suku terasing atau
kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang komdisterbelakang, kaum
wanita ataupun anak-anak terlantar.

c. Asas Legalitaslue Process of Law

Dalam setiap Negara Hukum, disyaratkan berlakusgs ¢egalitas dalam segala
bentuknya que process of lawyaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus
didasarkan atas peraturan perundang-undangan ydngas tertulis. Peraturan
perundang-undangan tertulis tersebut harus adabéaiaku lebih dulu atau
mendahului tindakan atau perbuatan administrasig ydilakukan. Dengan
demikian, setiap perbuatan atau tindakan admisidtierus didasarkan atas aturan
atau ‘rules and procedures’ (regels)Prinsip normative demikian nampaknya
seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan biroknasijadi lamban. Oleh
karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi pafjaba¢ administrasi negara
dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimishakui pula adanya
prinsip frijs ermessenyang memungkinkan para pejabat tata usaha negata
administrasi negara mengembangkan dan menetapkadiriséeleid-regels’
(‘policy rules’) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuktkébua internal
(internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalanigas t

jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
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d. Pembatasan Kekuasaan: *
Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-dlggara dengan cara
menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secarakalemiau pemisahan
kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukwsn Ke&uasaan, setiap
kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk beblemmy menjadi
sewenangwenang, seperti dikemukakan oleh Lord Actétower tends to
corrupt, andabsolute power corrupts absolutéljkarena itu kekuasaan selalu
harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekudsa dalam cabang-
cabang yang bersifathecks and balanceslalam kedudukan yang sederajat dan
saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama FPambatasan kekuasaan
juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan kaerdakeberapa organ yang
tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasakmk tersentralisasi dan
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangam p@mungkinkan terjadinya
kesewenang-wenangan.

e. Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen:

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zamanrasekeberkembang pula
adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yargjfabeindependerit
seperti bank sentral, organisasi tentara, dan @gsinkepolisian. Selain itu, ada
pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Algsiusia, Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan lain sebagainya. Lembaga, badam atganisasi-organisasi
ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalameag&aéin eksekutif, tetapi
sekarang berkembang menjadi independen sehing@k tialgi sepenuhnya
merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif umiekentukan pengangkatan
ataupun pemberhentian pimpinannya. Independenshbdga atau organ-organ
tersebut dianggap penting untuk menjamin prinsigare hukum dan demokrasi,
karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh perabrinhtuk melanggengkan
kekuasaan.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihalependent and impatrtial
judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlalugada dalam setiap

Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnlyakim tidak boleh
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dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepgaii jabatan (politik) maupun

kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadiam kebenaran, tidak
diperkenankan adanya intervensi ke dalam prosegapdnilan putusan keadilan
oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuwasaeksekutif maupun
legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massdéamD
menjalankan tugasnyaakim tidak boleh memihak kepada siapapun jugadiecu
hanya kepada kebenaralan keadilan. Namun, dalam menjalankan tugasnya,
proses pemeriksagoerkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, diaam
menentukan penilaiadan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayair nil
nilai keadilan yang hidupi tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya
bertindak sebagai ‘mulut’ undangundaatpu peraturan perundang-undangan,
melainkan juga ‘mulut’ keadilan yangenyuarakan perasaan keadilan yang hidup
di tengah-tengah masyarakat.

g. Peradilan Tata Usaha Negara:

Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesemgadgn tiap-tiap warga
negara untuk menggugat keputusan pejabat admsiistidegara dan
dijalankannya putusan hakim tata usaha negataifistrative coujtoleh pejabat
administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negapemting disebut tersendiri,
karena dialah yang menjamin agar warga negara tdfalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi negara sepd@gdi yang berkuasa. Jika hal
itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang mesgian tuntutan keadilan itu
bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwasautbakim tata usaha
Negara itu benar-benar djalankan oleh para pejtdiat usaha Negara yang
bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim pematita usaha negara itu
sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memgeduai prinsipihdependent
and impartial judiciary’tersebut di atas.

h. Peradilan Tata Negar&énstitutional Courx

Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagdsakamah Konstitusi
dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan peja@baya yang berdiri
sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agateupun dengan
mengintegrasikannya ke dalam kewenangan MahkamaimgAgang sudah ada

sebelumnya. Pentingnya peradilan ataupun MahkanwadstKusi ¢onstitutional
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court) ini adalah dalam upaya memperkuat sistelretks and balanceantara

cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisabktuk menjamin

demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi gugran konstitusionalitas

undang-undang yang merupakan produk lembaga lefjisdan memutus

berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antbadgamegara. Keberadaan
Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara demodk@mswvasa ini makin

dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkaemadi satu pilar baru bagi
tegaknya Negara Hukum modern.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hakiasanusia dengan jaminan
hukum bagi tuntutan penegakannya melalui prosesy yadil. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang pestiatu Negara Hukum yang
demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya mmetayay hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan aSasbentuknya Negara dan
demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu &lédak boleh mengurangi
arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemmanutu. Dengan adanya
perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hakrasasisia itu menjadi pilar
yang sangat penting dalam setiap Negara yang disenagai Negara Hukum.
Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia teeabatau dilanggar dengan
sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidgatddiatasi secara adil, maka
Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut seNagara Hukum dalam arti
yang sesungguhnya.

j. Bersifat Demokratislfemocratische Rechtsstqat

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atadakilatan rakyat yang
menjamin peran serta masyarakat dalam proses péigamkeputusan
kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundarggent yang ditetapkan dan
ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yandup di tengah masyarakat.
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang betiglak boleh ditetapkan
dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hamy& kepentingan penguasa
secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokiakum tidak dimaksudkan
hanya menjamin kepentingan segelintir orang yangkuasa, melainkan

menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semuagai@mpa kecuali. Dengan
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demikian, cita negara hukumre€htsstagt yang dikembangkan bukanlah

‘absolute rechtsstagtimelainkan democratische rechtsstaaitau negara hukum
yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum yangifaemomokratis harus
dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalarapsBlegara Demokrasi harus
dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.
k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Beraegéivelfare
Rechtsstaat
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yangalkdn bersama. Cita-cita
hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalagasan negara demokrasi
(democracy maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negarkurhu
(nomocrasy dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umBamnkan
sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang diskan dalam Pembukaan
UUDNRI 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara ahdalalam rangka
melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurulpatundarah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidboaagsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemexdegkardamaian abadi dan
keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagainsauntuk mewujudkan dan
mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itung@e demikian,
pembangunan negara Indonesia tidak terjebak memsjekiedar‘rule-driven’,
melainkan'mission driven, yang didasarkan atas aturan hukum.

|. Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbtdraadap setiap proses
pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelematrarkekurangan yang
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapaengkiapi secara
komplementer oleh peranserta masyarakat secarauagdpartisipasi langsung)
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Asdpastisipasi langsung ini
penting karena sistem perwakilan rakyat melaluigoaen tidak pernah dapat
diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirkgiatraHal itulah, prinsip

‘representation in ideastibedakan darirepresentation in presencgekarena

perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan kedkilan gagasan atau
aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yhjdankan oleh aparatur
kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejebgbaga pemasyarakatan,
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semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat jsekengan efektif, efisien

serta menjamin keadilan dan kebenaran.

m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pimcate kenegaraan kita
tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanang/®Maha Esa yang merupakan
sila pertama dan utama Pancasila. Negara Hukummési® menjunjung tinggi
nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an mhuh@rtinya, diakuinya
prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinm@engenai ke-Maha
Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini selbsigapertama dan utama
dalam Pancasila, karena itu pengakuan segenap édndgsnesia mengenai
kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum kasstli satu segi tidak boleh
bertentangan dengan keyakinan segenap warga baegggenai prinsip dan nilai-
nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, digmihak lain pengakuan
akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakamg@ewantahan atau ekspresi
kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pdda TYang Maha Esa yang
menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya merkamtiakang Esa dan
menisbikan kehidupan antar sesama warga yang dteegjaliter dan menjamin
persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalhaduBan bersama dalam

wadah Negara Pancasila.

B. Pemisahan Kekuasaan Negara

1. Definisi Kekuasaan

Kekuasaar(pouvoir, macht, powerperhubungan sangat erat dengan hukum
dan negara. Hukum merupakan kekuasaaan yang disagd&an sedangkan
negara adalah organisasi yang memiliki kekuasadimggi yang sah dan ditaati
rakyatnya dalam suatu wilayah tertentu. Negaragaelmanata sosial yang secara
sadar dibentuk manusia dengan tujuan memperolehark@misan. Untuk
menjalankannya dibutuhkan kekuasaan. Dalam Blackis Dictionary, istilah

kekuasaan powel berarti: “The right, ability, authority, or faculty of doing
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something. . . . A power is an ability on the pafra person to produce a chtl?nge
in a given legal relation by doing or not doing ien act%®

Konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu s@shlingga W Connoly dan
S.Lukes menganggap kekuasaan sebagai suatu koasgpdipertentangkara (
contested conceptyang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapatu
konsesud™®

Sosiolog Max Weber dalam bukunWértschaft und Gessellshaftengemukakan
bahwa:

“Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu nigabu sosial
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalamavwsnan, dan apa
pun dasar kemampuan ini.R{acht beduetet jede chance innerhalb einer
soziale Bezienhung den eigenen Willen durchzusetehech gegen
Widerstreben durchstzen, gleichviel worauf diesenck beruht**

Konsep kekuasaan menurut Hannah Arendt, kekuasakamnbsebagai alat
untuk memaksa orang lain melaksanakan tujuan sesgomelainkan sebagai
pembentukan kehendak bersama dalam suatu komurnji&agi diarahkan pada
saling memahantit? Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa kekuasaan negara
adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekeriefmasaan tidak dapat
ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekua¢nunjang ini hanya
dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok pkodgnya. pendukungnya
maka kekuasaan penguasa tidak bisa ditegakkanalkedengan‘ashabiyah
(solidaritas}™

Dilihat dari uraian di atas maka kekuasaan dapattikian sebagai bentuk

paksaan dari seseorang yang mempunyai kemampuake#teatan, yang dapat

199 Brian A Garner, Op.cit, hal 1288

19 pikutip dari Miriam BudiarjoPengantar limu PolitikJakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal.
60

" 1bid

12 \vidyarsana, A.Hubungan Kekuasaan dan kekerasan Menurut Hannahdirdalam majalah
filsafat Driyarkara Thn XXII No. 2, Jakarta 199drh50, yang dikutip oleh Hendra Nurtjah
Filsafat Demokrasi(Jakarta : Bumi Aksara, 2006.) hal, 85.

13 Ni'matul Huda.llmu Negara Op.cit hal. 108
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menimbulkan akibat berupa tindakan dan sanksi teqharang lain. Beberapa

hal esensial tentang kekuasaan, yaitu sebagaiiefik

* Merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau peabjeanu
pihak lain;

* Terdapat di dalam suatu interaksi sosial;

* Mencakup seluruh hubungan dan proses yang tergagdatinteraksi
sosial;

* Mengandung aspek paksaan (memaksa); serta

* Mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan.

2. Wewenang dan Legitimasi Kekuasaan

Pada dasarnya terminologi kekuasaan selalu tertaiigan wewenang

(authority)** dan legitimasi/keabsahanlegitimacy*®.

Wewenang adalah
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukumikp@tbu kemampuan
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yandake untuk melakukan
hubungan-hubungan hukutt. Max Weber sebagaimana dikutip Ni'matul Huda,
mengatakan ada 3 (tiga) macam wewenang, Yyaitustosdil, kharismatik dan
rasional legaf!®

Beberapa pengertian legitimasi atau keabsahantsgpeg dikumpulkan oleh
Miriam Budiardjo dapat dikemukakan sebagai beriktit

a). Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggotayanakat bahwa wewenang
yang ada pada seseorang, kelompok atau pengualsd adsar dan patut
dihormati.

14 Fariz Pradipta. Sistem hukum administrasi negara dalam konsep reelfstate”.
http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/1 1/tinrhukum-administrasi-negara.htmtiunduh
tanggal. 25 Februari 2011

115 Wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disabiliority ataucompetencesedang dalam
bahasa Belanda diselggzagataubevoegdheid

118 egitimasi/keabsahanlegitimacy) merupakan pendasaran yang sah atas kekuasaan yang
dijalankannya agar ia dapat efektif.

117 SE Marbun. Peradilan Administrasi dan upaya administrasi didémesia (Yogyakarta:
Liberty, 1997) hal 153

118 Ni'matul Huda.Op.cit, hal. 109

119 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasaop.cithal.
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b). Legitimasi adalalthe conviction on the part of the member that right and
proper for him to accept and obey the authoritiesd ao abide by the
requirements of the regim@®avid EastonSystem Analysis of Political Ljfe
1965).

c). Legitimasi mencakughe capacity to produce and maintain a belief, tta
existing political institutions or forms are the st@ppropriate for the society
(Seymour Martin LipsetRolitical Man : The Social Basis of Politic$969).
Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa legitimiasddkan dari dua sudut

pandang yaitu, dari segi objek yang memerlukan $aadn dan dari segi kriteria

yang menilai keabsahan itu. Selanjutnya segi oljbkedakan dari pertanyaan
materi wewenang dan legitimasi subjek wewenafg.

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan weweimingsegi fungsinya,
untuk apa wewenang dapat dipergunakan dengan setveindng tertinggi dalam
dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam lembaga yang sekaligus
merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politikfuyaialam hukum sebagai
lembaga penataan masyarakat yang normatif dan deékmasaan (eksekutif)
negara sebagai lembaga penataan efektif dalam maampu mengambil
tindakan'*

Pertanyaan terhadap hukum dikemukakan; hukum mag@anyang boleh
dianggap sah. Apakah sembarang hukum asal pettesdypttan? Apakah hukum
harus mempunyai ciri-Ciri dan sifat-sifat tertensehingga kita dapat
membedakan antara hukum yang sah dan hukum yaakg &dh. Pertanyaan
terhadap negara adalah, apakah negara memang bada&k Apakah dapat
dibenarkan bahwa dalam setiap masyarakat terdsgrabaga pusat yang
berwenang untuk menetapkan norma-norma kelakuan paga anggota
mayarakat dan memaksakan ketaatan? Sejauhmana meghak untuk menuntut
ketaatan dari warga-warganya dan sejauhmana paga\wagara wajib taat pada
negara?? Legitimasi subjek kekuasaan mempertanyakan apg iyemjadi dasar
wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk nambdang-undang dan

peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kakoiasegara. Legitimasi

120 Ni'matul Huda.Op.cit, hal. 111.
1211bid

122 pid hal. 112
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subjek kekuasaan terbagi dalam 3 macam legitimetu Y1) legitimasi religius;

(2) legitimasi eliter dan (3) legitimasi demokrdi3

Otoritas dapat didefinisikan sebagai kekuasgmwél) yang didasari oleh
legitimasi. Legitimasi sendiri ialah adanya kesgpak umum deneral
agreement antara penguasa dan yang dikuasai bahwa yang Isartoak
memberikan komando atau perintah, sedangkan ydagshi harus mematuhi
perintah tersebut. Shively dikutiMoataz A. Fattali® menyebutkan bahwa
legitimasi seseorang dapat diperoleh melalui padeujkit lima hal, yaittf’,

1. Legitimacy byresults: providing the basic needs of the people such as
security, welfare and respect for human rights. Biler achieved this
source of legitimacy through higher levels of emplent and economic
growth (despite being elected by a plurality of 3@Pthe electorate).

2. Legitimacy byhabit: people through time become accustomed to obeying
the laws of the government. The existing governmemains legitimate
unless and until a compelling alternative comesglo

3. Legitimacy byhistorical, religious or ethnic identity: legitimacy may
come from various historical, religious or ethniousces. Ex. George
Washington was revered as the “father of his cophtSimilarly, the
Labor Party in Israel, The Congress Party in Indiad the party of Julisu
Nyerere in Tanzania and the National Liberation Rran Algeria are
examples of historical role that retained the rglielites high levels of
legitimacy.

4. Legitimacy byfear: Fearing undesired alternative can enhance the
government’s legitimacy. Ex. Fearing Islamic radscds one of the

sources of legitimacy for many Arab regimes.

123 | pid

124 Moataz A. Fattah is an associate professor of Miistern politics and Islamic studies at
Cairo University, Egypt and Central Michigan Unisigy, USA. Dr. Fattah is the recipient of
the prestigious Central Michigan University's Pret® Award for Outstanding Research and
Creative Activity, 2009.

125 Shively, W. Phillips.Power and Choice: An Introduction to Political Suie (McGraw-
Hill, 10th Edition) dalam
http://www.chsbs.cmich.edu/fattah/courses/introle@B07Authorityl egitimacy.htm
diunduh 9 Mei 2011
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5. Legitimacy byprocedures. procedures can also promote and provide

legitimacy. Example: In democracies, rulers are s# by people for a

certain period, then they have broader support thag alternative.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam suatu kehidupermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang menganut sistem riegarnm kekuasaan sering
bersumber pada wewenang formdiorfal authority yang memberikan
wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau psbiaku dalam bidang
tertentu. Dengan demikian kekuasaan itu harus bdysu pada hukum, yaitu
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pembemavenang tadi. Hukum itu
memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-katemnta, maka hukum
memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpadakudoukum itu hanya
merupakan kaidah sosial belaka, sehingga dikenafjasl "hukum tanpa

kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa adkiah kezalimari®

3. Sumber-sumber Kekuasaan

Menurut Gaetano Mosca, kekuasaan seperti piranedakt yang artinya,
bagian atas memiliki kekuasaan yang lebih tinggi yiang lain, di bagian tengah
memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari bawahni@ekuasaan yang lebih
tinggi dipegang oleh beberapa orang atauhakd?’ Kekuasaan memiliki
perkembangan sendiri, mulai dari suatu lingkungamgykecil, terus berkembang,
mencapai kekuasaan tertinggi yaitu kekuasaan negara

Pembahasan mengenai kekuasaan suatu negara akgentobnapa yang
disebut sebagai ‘kedaulatandi¢ eingenschaften der staatsgew&t Jika
kekuasaan dikonstruksikan dalam kerangka yuridekarkekuasaan itu disebut

126 palam Edie Toet HendratnoNegara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme
Yogyakarta:Graha limu, 2009 hal. 80

12Konsep kekuasaan, kewenangan dan Legitimasi” Rtase tanpa pengarang dan tahun
http://blog.unila.ac.id/syafar/files/2009/08/3-kelsaan-kewenangan-dan-legitimasi.pdfliunduh
tgl 28 Januari 2011

128 Hendra NurtjahjoFilsafat DemokrasiOp.cit hal, 30.
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kedaulatart?® Kedaulatan(soveirgnty merupakan konsep kekuasaan tertinggi

(supreme authorilydalam suatu negafad Menurut Jack H Nagel sebagaimana
dikutip Budiarjd*, pembicaraan tentang kekuasaan selalu melipetii2) (aspek,
yaitu lingkup kekuasaars¢ope of powgrdan jangkauan kekuasaatofain of
powel. Persoalan lingkup kedaulatan mengarahkan kepadatan yang ada
dalam fungsi kedaulatan yang meliputi 2 (dua) fokuaitu (a) siapa yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; damapd®d)yang dikuasai oleh
pemegang kekuasaan tertinggi tersebut; sedangkagkgaan kedaulatan
berbicara tentang siapa yang menjadi subyek daegeamg kedaulatan.

Jean Bodin seorang pemikir Perancis yang pertaaianiembahas konsepsi
kedaulatan, sehingga kemudian disebut sebagaikBBgari Kedaulatan. Bodin
yang mengasosiasikan kedaulatan dengan negaraygetkedaulatan merupakan
atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatgpamilang mengekspresikan
kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempungiiserta kemampuan
untuk melakukan tindakaft?

Untuk memahami sumber-sumber kekuasaan tertinggndaegara, dapat
diketahui melalui teori kedaulatan, yang secaraislo historis dapat
diklasifikasikan dalam lima teori berikut pandangsara pemikir pada masanya,
yaitu (1) Teori Kedaulatan Tuhan; (2) Teori Kedsama Raja; (3) Teori
Kedaulatan Negara; (4) Teori Kedaulatan Rakyat; {®ori Kedaulatan
Hukum®*® sedangkan Nurtjahjo menambahkan satu kategori mdataori
kedaulatan yaitu (6) Teori Kedaulatan PlurdfsBeda dengan Hendarmin yang

129 5pehinolimu Negara(Yogyakarta: Liberty, 1980) hal. 79
130 Jimly Asshiddigiepp.cithal 9

131 | ihat Miriam Budiarjo.Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibadakart:Sinar Harapan,
1986, hal.14

132 1bid
133 Nimatul huda, Op.cit hal. 173 — 188

134 ihat Hendra Nurtjahjop.cithal. 31
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hanya mengelompokkan ke dalam 3 macam kedaulatdm () Kedaulatan

Tuhan (2) Kedaulatan Penguasa dan (3) KedaulatkyaRa>

a) Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini muncul pada abad pertengahan, ditandamgdn munculnya
keyakinan agama baru yaitu Kristiani dan Islam. aalteori ini kekuasaan
tertinggi ada di tangan Tuhan. Tuhan dianggap térf@agantung paling utama.
Tidak boleh ada yang menganggap apa atau siapapang lebih tinggi
kekuasaannya dari Tuhan. Oleh karena itu, selurestntah-perintah negara
haruslah merupakan implementasi dari kehendak-kitieTuhan.®*® Negara
yang menempatkan kekuasaan tertinggi atau kedaulzda Tuhan di sebut
negara Teokrasi. Kehidupan kenegaraan didasarkanndai-nilai agama, yakni
agama resmi negara. Penganut paham teokrasi pebedy@a Tuhan sebagai
pencipta alam dengan segala isinya adalah pemddakatan negara. Sebagai
pemilik, seharusnya penduduk negara (rakyat) yangmal di wilayah milikNya,
mengabdi pada kepentingan dan kehendak Sang PétiRada abad ini, hidup
seseorang baik privat maupun publik sebagian lwBsartukan oleh agama.

Thomas Aquinas® menjustifikasikan peran dan kedudukan Paus sebagai
penguasa kebijakan negara sekaligus menjelaskaainbaiga kekuasaan agama
atas negara harus diberlakukan. Paus Gregorius MHpcentius Il dan
Bonafacius VIlI, sebagai pemimpin tertinggi agamatdiik menyatakan dirinya
sebagaCivitas deiyang berarti Negara Tuhan (berdasarkan pikiraregaraaan

1% Hendarmin  Ranadireksa. Visi bernegara arsitektr  konstitusi demokratik

(Bandung:Fokusmedia, 2009) hal. 34
13 Hendra Nurtjahjop.cithal. 31
13" Hendarmin Ranadireks@p.cit hal. 34

138 Thomas Aquinas (1225- 1275), seorang rohaniwaejageKatolik yang lahir di ltalia, lalu
beljar di Paris dan Koln di bawah bimbingan AlbsrtBebagai doktor Filsafat dan Teologi ia
mengajar di paris dan Italia. la meneruskan ajakagustinus dan terpengaruh oleh ajaran
Aristoteles, akibat dari kedua pengaruh tersebubnids berusaha membentuk suatu sistem
skolastik, yang mengimbangi kebijaksanaan yangtatiing dalam wahyu dengan kebijaksanaan
yang berasal dr kegiatan manusia sendiri. LihatoTHaijbers,Filsafat hukum dalam Lintasan
Sejarah(Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1982. hal. 39Pldmbahasan mendalam tentang Thomas
Aquinas dalam W Friedmanleori dan Filsafat Hukum:Telaah kritis atas teogiti hukum
Jakarta: Rajawali Pers, 1990 hal 57 — 67.
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Augustianus?® 354-430). Dia juga berpendapat, bahwa batas-taathawan

seorang penguasa harus ditentukan oleh gerejagagbemimpin jiwa manusia.

Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Kristiani,pbesing kuat bahkan lebih

berkuasa dari raja khususnya dalam menentukanakelijnegara. Paus adalah
pemegang otoritas tunggal dalam memaknai kitab ssmmentara raja

kedudukannya tidak lebih dari pelaksana fatwa BauSelanjutnya, Friedman

menyatakan,

“Negara, kekuasaan di dunia, mempunyai fungsi daang lingkup yang
sah; mengatur kehidupan sosial dengan adil yaitutukin kebaikan
masyarakat, dalam batas-batas kekuasaan dari pembukum. Undang-
undang negara tidak boleh menjadi sewenang-wenBilgmana undang-
undang tidak benar, apakah mengenai tujuannya nlyakdang-undang
yang tidak mengacu pada kebaikan masyarakat, tekapada nafsu dan
kesombongan pembuat undang-undang) atau dalam helulignya
(bilamana undang-undang yang dibuat melampaui kekaa yang diberikan
padanya) atau dalam hal bentuknya (seperti bilamaggumlah beban
diletakkan secara tidak sama terhadap masyarakatidang-undang
semacam itu adalah tidak benar dan oleh karenamgdebtangan dengan
hukum alam dan hukum Tuhan. Akibatnya adalah, babm@ang-undang
tersebut tidak sah. Mengenai dua ketentuan yantaper, St Thomas tetap
pada pendiriannya, kesemuanya tidak sah karena:tdKiarus tunduk
kepada Tuhan daripada manusia.” Dalam hal yang kéia dia
menganjurkan patuh meskipuntidak benar. Sebab,luntaenghindari
skandal atau gangguan...orang bahkan harus menyerahkfinya.” Jadi ,
sistem St Thomas dengan jelas menjunjung kekudsaiamggi dari gereja,
memberi kepada negara atau lebih tepat pada raj&*.”

139 Augustinus adalah pemikir Kristiani yang palingshe pada abad-abad pertama.Menurut
pandangannya kebenaran tidak ditemukan pertama-tdat@m pikiran akal budi teoritis
sebagaimana diajarkan oleh filsuf-filsuf, misali8latinos yang ingin memandang Tuhan melalui
ide-ide kekal. Menurut Augustinus Allah adalah bukenya Budi llahi, melainkan pertama-tama
kehendak llahi atau cinta llahi. Melalui Budi-Nyallahh menciptakan segala-galanya, lalu ia
menjaganyadalam cinta kasih-Nya. Menjaga atau nikamalitu dimungkinkan, oleh sebab dalam
Allah terletak suatu rencana tentang berjalanny@esta alam. Rencana alam ini oleh Augustinus
disebut hukum abadi (lex aeterna)

190 Hendarmin Ranadireksp.cithal. 45

11 \W FriedmanTeori dan Filsafat HukuriTelaah kritis atas teori-teori hukum. Jakarta:aRjli
Pers, 1990 hal .63
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b) Teori Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja muncul akibat adanya kekuatanrkagaan kharismatik,
kewibawaan, kesucian keturunan maupun sebagaisemesi dari kekuasaan
Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hak untuk meméris¢gara mutlak kepada
para raja. Oleh karena itu, kekuasaan politik ydimgiliki oleh raja tidak dapat

dicabut oleh rakyat jelat4?

143

Macchiavelli~*> memberikan pedoman bagi penguasa yang kuat darpmam

mewujudkan cita-citanya yang ambisius. Dalam bukuhyPrincipe (Sang Raja),
Macchiavelli dalam Huijbers, Huda dan Hendarminngaakan bahwa kekuatan
itu sebenarnya suatu cara untuk merencanakanpaldik suatu negara.

“...Seorang pemimpin yang bijaksana memperhitungkaik leadaan
dan nasib masyarakat (necessita) maupun kemampu@admya (virtu).

Dengan kata lain: seorang raja harus mengetahuabadtemampuan dan
harus dapat menggunakan situasi yang baik untukiroEk, melihat
suasana dan aspirasi rakyat. Dalam merencanakairtilpahi tidak perlu

raja dihalangi oleh pertimbangan-pertimbangan mor&legala-galanya
diizinkan: kekerasan, penipuan, pembunuhan, pemgién dan lain

sebagainya, jika hal ini dituntut untuk mempertakeam kekuasaan
negara***

“...tindakan-tindakan yang jahat pun akan dimaafkarhabeasyarakat,
asal raja mencapai sukse§”

“... Macchiavelli menolak moral sebagai acuan bagi pesg) kecuali
hal itu dilakukan sebagai bagian dari cara untuk mpertahankan
kewibawaan kekuasaan®

1“2 Hendra Nurtjahjmop.cit hal. 32, lihat Maswadi Rauf, Kata Pengantar matauiku Otoritas
dan Demokrasikarya April Carter, diterjemahkan oleh Sahat Smoea, Jakarta: Rajawali, 1985,
hal. Xiv

13 Nicollo Macchiavelli (1469 — 1527) adalah seordmgnanis ltalia yang ingin membangkitkan
kembali kebudayaan Romawi Kuno, suatu negara yagts kuat dan tidak korup. Agar
tujuannya tercapai, sang penguasa harus terlebimggngamankan kekuasaannya.

%4 Theo HuijbersFilsafat hukum dalam Lintasan Sejar¥logyakarta: Penerbit kanisius, 1982.
Hal 55

145 Ni'matul Huda.Op.cit. hal. 121

146 Hendarmin Ranadireksap.cithal. 49
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c) Teori Kedaulatan Negara >
Teori kedaulatan negara didasari oleh ajaran katlulraja. Semula dalam
konsep kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi ada pabtadi raja atau kaisar,
tetapi dengan perkembangan negara, berkembangjagm pribadi artifisial ke
dalam negara. Dengan demikian terjadi pergeserardgogan dari konsep
personal ke artifisial?’ Sedangkan menurut Nurtjahyo, teori ini muncul geba
reaksi dari teori kedaulatan rakyat. Namun, tewrisebenarnya melanggengkan

dan melangsungkan teori kedaulatan raja dalam sadsalaulatan rakyat®

“...Dalam teori kedaulatan negara ini pengertian’negasgang abstrak

dikonkretkan dalam tubuh raja. Ajaran itu disebatkulpritstheorie yang

artinya negara menjelma dalam tubuh raja. Disinigaga berdaulat

karena rakyat, selnjutnya kedaulatan itu dimiliklelo negara yang

dimanisfestasikan pada diri raja, sehingga pada ikatkya ajaran ini

sama dengan ajaran ini sama dengan ajaran teorekémtan raja, ...”

Hendarmin, menyebut kedaulatan negara sebagai letalaypenguasa atau

negara kekuasaan. Negara kekuasaan adalah negaga pganerintahannya
dipegang oleh oleh pemimpin yang memiliki kekuasamutlak diperoleh bukan
dari hasil pemilihan namun diperoleh dari kepemimapi tradisionat*® Bouman
dalam Hendarmin menyebutkan bahwa,

“...Kepemimpinan tradisional adalah yang mendasarkamnya pada
kepercayaan, kebiasaan dan kepatuhan pada kepenmampiturun
temurun, atau pada pemimpin kharismatis (kharismaerafi
pengampunan). Seseorang atau beberapa pemimpiatidiétas dasar
kesaktian, kekuatan atau atas dasar keteladananny’a°
Dalam negara teokrasi, seorang penguasa mendagdatkimasi kekuasaan
dengan membuat kebijakan selalu bersumber Tuharpdda nilai-nilai agama
yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak, rdakanm negara kekuasaan,

penguasa harus mampu memaksakan kepatuhan mudjait terhadap kebijakan

147 Aidul Fitricia Azharari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurutstiKosi
(Surakarta: UMS Press, 2000) hal.22

148 Hendra Nurtjahjoop.cithal.36
149 Hendarmin Ranadireksap.cit 47

150 | pid
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yang dibuatnya, jika perlu menggunakan kekerasam.d@ri negara kekuasaan

ini, adalah menempatkan kebijakannya identik sebdggbijakan negara.
Kebijakan raja adalah hukum negara, hukum dipamsiksebagai alat
kekuasaan>*

Sebagaimana ajaran Machiavelli di atas, yang bangiddntang karena
dianggap mengajarkan keburukan, namun faktanyageliterapkan oleh para
penguasa di hampir semua bentuk pemerintahan. Dpfakieknya tidak aneh
jika penguasa mencampur adukkan kepentingan prdeadjan urusan negara, hal
tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang patiiaisa:?

“...Kesemrawutan peran dan fungsi lembaga-lembagaareecadalah
lahan subur bagi penguasa untuk fokus pada satiatuyakni bagaimana
mempertahankan kekuasaan dan tidak pada bagaimamsejahterakan
rakyat.”*>®

Hobbes melalui bukunyBe Cive(1642) danLeviathan(1651), meyakinkan
terhadap pentingnya kekuasaan negara yang amat pasg menurutnya harus
diberikan kepada penguasa yang absolut. Hobbesk tigdaengakui
keanekaragaman kontrak sosial yang tanpa batasndimakyat menyerahkan
sebagian besar atau sebagian kecil dari hak-haklayaya ada satu macam pakta,
yaitu pactum subjectionegang tanpa syarat, yaitu seluruh hak alami disenah
kepada penguasa sehingga memperoleh kekuasaantabtudes juga menolak
dengan tegas tiap hak kontraktual ataupun quasrddoal antara penguasa dan
rakyat, yang menimbulkan tuntutan pemenuhan keamajtbrtentu oleh penguasa.
Kewajiban yang melekat pada kekuasaan absolut psaguhanyalah bahwa ia
dapat memerintah dan menjaga ketertibArAjaran Hobbes secara garis besar
adalah°:

(1) Hukum alam telah dikurangi kekuatannya setiakoleh sembilan belas

prinsip. Sebab semua hukum tergantung dari safksnérintah tanpa pedang

! |bid hal 48

%2 1bid hal 49

123 |bid

4 W. FriedmarOp.cit hal 77

135 bid hal 79
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hanyalah kata-kata, dan sama sekali tidak mempumkaiatan untuk membuat

orang merasa aman.Jadi semua hukum yang sebenadajah hukum sipil,
hukum yang diperintahkan dan dipaksakan oleh yankuiasa.

(2) Tidak ada mayarakat yang berbeda dari negaempd negara, yaitu
pemerintahan, hanya ada kumpulan orang tanpa betgnokkacau, Akibatnya
adlah tidak adanya hukum diantara pemerintah dagayéidak ada otonomi dari
badan hukum. Semua kekuasaan sosial dan kekuaba&am terpusat pada
penguasa, semua kekuasaan pemerintah yang dipeddkgpadanya.

(3) Gereja secara tegas dan tanpa syarat tundl&krggara, yaitu pemerintahan.
Gereja mempunyai status hukum yang sama sepednbdatkum dan mempunyai
pemimpin yang sama yaitu pemerintah.

(4) Bentuk kekuasaan pemerintahan kerajaan, tleditu penting selama
pemerintahan melakukan tugasnya. Tidak perlu difgrakan dan disahkan
dengan sanksi yang lebih tinggi, apakah denganThélan (hukum alam) atau
sesuatu yang lain. Pemerintah itu murni dan semata- ciptaan bermanfaat oleh
individeu-individu yang mendirikannya untuk menjaggar individu —individu itu
tidak saling menghancurkan satu sama lain.

Demikian Hobbes membuang konsepsi kekuasaan dasegsi hukum pada
abad pertengahan. Gereja sebagai pemegang otkekasisaan hukum Tuhan
bukan lagi hukum yang berasa diatas hukum lainfitkum dan kekuasaan
diperlukan untuk melindungi individu yang indivalts, utilitarian, dan absolutis
yang berpengaruh dalam mengukuhkan kekuasaan ffégara

Hendarmin mengutip Plato, ada dua tipe negara Isslam vyaitu,
monokrasi/otokrasidan aristokrasi/ oligarkhi Otokrasi adalah negara yang
meletakkan kedaulatan negara berpangkal pada psmgatau dengan kata lain
negara berada di bawah kekuasaan satu figur peminfik@pemimpinan
tunggal)™®” Tipe negara ini dapat berbentuk kerajaan atau rkbrabsolut,
kekuasaannya terletak pada raja, dan berbentulbliep{sistem presidensial),

kekuasaannya terletak pada presiden. Sebagai pegdgadaulatan negara,

" bid
3" Hendarmin op.cit hal. 49
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penguasa tunggal itu adalah pemegang dan pemikkates kebijakan negara.

Ketetapannya adalah Undang-Undang, penguasa bela&etentuan undang-
undang bahkan berada di atas undang-unddegib(s absolutys seperti
kekuasaan mutlak yang pernah dimiliki raja-rajaaReis:>® Salah satu raja
Perancis yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan lakput yang
menyelewengkan kekuasaannya ke dalam tirani ad@égé Louis XIVV*° yang
menyatakan bahwa, “Negara adalah Saydétat c’est moj. la memerintah
Perancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlamarknali Perancis dan
Eropa®

Tipe kedua, yaituaristrokrasi, negara di bawah kepemimpinan kelompok
terbatas, merupakan orang-orang terpilih untuk ngamg pemerintahan dan
pengelolaan negara. Namun dalam praktek, negaed idesebut belum pernah
ditemui sehingga yang biasa dijumpai adalbgirakhi, negara yang dikuasai oleh
kelompok atau golongan yang hanya mementingkan ngalonya sendiri,
memerintah tidak berdasarkan keadilan, dan melakukeemperkaya diri

sendiri®?

d) Teori Kedaulatan Rakyat

Timbulnya teori kedaulatan rakyat sebagai reakass &edaulatan raja yang
memonopoli dan melakukan penyimpangan kekuasaaimgggh menyebabkan
tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Ide-ide Ipawmncul saat Perancis masih
feodal, bahwa kedudukan raja, bangsawan dan pandefze memiliki hak
istimewa, sedangkan rakyat hanya memiliki hak yasgdah dan tidak dapat
menikmati hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorav@yga negara. Kesadaran
tersebut selaras dengan slogan revolusioner rakgéni, liberte, egalite,
fraternite ( kebebasan, kesamaan, persaudaraan). Roussegatakam bahwa

manusia merupakan makhluk bebas dan otonom. MdlakunyaDu Contrac

158 |bid

139 |ouis XIV dijuluki juga sebagai Raja Matahari (Becis:Le Roi Solejl atau Louis yang
Agung (Perancistouis le Grand atauLe Grand Monarqug la dinobatkan pada 14 Mei 1643
dalam usia lima tahun.

180 Hendarmin Ranadireksap.cit hal.51

181 1bid
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Social Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat. Hakikbtaiysa rakyatlah

yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalstu negara. Walaupun
pada awalnya ajaran ini merupakan pikiran yang g#a mustahil karena pada
zaman itu, kekuasaan berada ditangan raja yangidsak Dalam teori ‘perjanjian
masyarakat’ (kontrak sosial) ia menyatakan bahwandasuatu negarajatural
liberty telah berubah menjadivil liberty dimana rakyat memiliki hak-haknya.
Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam miamielampaui perwakilan
yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kekdretgaama deneral will/
volente genera)e'®?

Kontrak sosial yang membangkitkan masyarakat &ierasal dari kehendak
semua orang Yyang semuanya ingin mewujudkan c#a-aidividualnya.
Kemudian setelah ada masyarakat baru, cita-citaénjadi cita-cita umum, yang
berasal dari kehendak umum dan melahirkan suatwriupmum yang harus
diakomodir oleh sesuatu yang mutlak. Undang-unddingggap tidak adil jika
berlakunya tidak sama bagi semua orang.

Masalah tentang kekuasaan masyarakat sipil, Rausse@njawab dengan
pandangan-pandangan berikut it

a. Dalam situasi sipil kekuasaan tertinggi adalabard tangan rakyat, sebab
dalam kontrak sosial nampaklah kehendak umuofo(te generalesebagai
akar situasi sipil itu.Oleh karena itu seluruh r@kgecara langsung mengambil
bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tampatpeaan wakil-wakil.
Dengan ikut serta dalam perwujudan negara oranggonaenerima hak-hak
baru di samping hak-hak pribadi yang dijaga olekuksaan kolektif, yakni
orang-orang menerima hak-hak warga negara.

b. Kekuasaan rakyat yang berdaulat adalah bersifatakytsuci dan kebal.
Kekuatan hukum hanya ada pada rakyat yang berdawlatan rakyat
mempunyai kekuasaan atas segala bidang hidup., m@mgamin kebebasan

dan kesamaan semua orang.

182 Hendra Nurtjahjoop.cithal. 33

183 Theo Huijberspp.cithal. 90
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c. Rousseau menolak pembagian kekuasaan, menurutnystahiiu jika

kekuasaan negara dibagi-bagi karena kekuasaatiebdirgangan rakyat.

d. Walaupun bentuk pemerintahan berbeda-beda, namorerpgah supaya
bertindak melalui dekrit, bukan melalui undang-urgladan supaya semua
pemerintah mau dibimbing oleh kehendak rakyat. ja&bin pemerintah harus
tunduk kepada negara sebaggpublica (kepentingan umum). Jika kehendak

umum tidak diikuti, maka pemerintah perlu digeser.

e) Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atachts-soveireinteikekuasaan tertinggi
dalam suatu negara adalah hukum. Karena itu b@katau penguasa maupun
rakyat atau warga negaranya, bahkan negara punkutgpada hukum. Semua
sikap, tingkah laku dan perbuatan harus sesuai menurut hukum. Teori ini
muncul sebagai penyangkalan terhadap kedaulatararanegTeori yang
dikemukakan Krabbe menunjukkan bahwa kekuasaan tgainigggi tidak terletak
pada raja, tidak juga pada negara tetapi berada padum; hukum yang
bersumber pada kesadaran hukum dari setiap orang.

Krabbe mengecam ajaran kedaulatan negara, bahvasangdgk tunduk pada
hukum, hukum ditempatkan lebih rendah. Kekuasaaganaebukanlah berasal
dari kekuasaaan pribadi raja. Jika rakyat memateraturan, bukan karena taat
kepada kekuasaan raja melainkan karena peratwragibuat oleh parlemen yang
membawa ksadaran hukum rakyatnya.

Kedaulatan hukum berkaitan dengan hak asasi rakyagara tidak boleh
melanggarnya, jika ingin mengubah undang-undangshdengan persetujuan
rakyat. Oleh sebab itu, hal-hak asasi yang bersipdea kesadaran hukum rakyat
menunjukkan lebih tingginya kedudukan hukum dardganegara. Dengan
demikian hukum lah yang berdaulat.

Awalnya ajaran ini muncul dari kesadaran hukum raesatnya seperti yang
dikemukakan Krabbe yang dikutip Nurtjahjo:

..... Perasaan hukum/keadilan ini terjelma dalam uralhukum ( rechts
instink) atau dalam bentuknya yang lebih sempuyaéy ‘kesadaran hukum’
(Rechtsbewustzijn), di dalam negara membetuk sabs$trak , yaitu yang
disebut ‘legislative power’. Parlemen ini hanyalabatu lembaga atau alat
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untuk menjelmakan kesadaran hukum akan hukum (dsdil&n) dari
rakyat.”*®*

f) Teori Kedaulatan Pluralis

Menurut Nurtjahjo, teori kedaulatan plural ini meakan perkembangan
terakhir dari pemikiran mengenai let#ke sovereigrdalam suatu entitias yang
disebut negar&® Teori ini berasal dari ide bahwa kedaulatan titialetak pada
single subject sebagaimana pemikiran teori-teori kedaulatan sef®ya,
sehingga teori ini dapat disebut sebagai kelanjatam teori kedaulatan rakyat
yang konvensional. Karena ajaran ini menilai bakedaulatan tidak ditempatkan
atau dimiliki secara singular melainkan juga plukadaulatan tersebar di dalam
kekuasaan-kekuasaan kelompok masyarakat yang meamp@n pengambilan
keputusan umum dan tersebar dalam kekuasaan-leeltuasembaga-lembaga
yang menjalankan fungsi-fungsi negara secara Wes®n. Selanjutnya
Nurtjahjo mengatakan bahwa, teori kedaulatan plunaletakkan kedaulatan
rakyat yang menyebar dalam beragai golongan agmpok masyarakat dan
dalam lembaga-lembaga negara dalam mekanctraek and balancgang lebih
luas dari sekadar tiga lembaga sebagaimana dakspolitika.

Dari uraian tentang teori-teori kedaulatan diatasgka dapat diketahui
mengenai asal sumber-sumber kekuasaan yaitu ademga(), kekuasaan dapat
bersumber dari Tuhan, kekuasaan bersumber dararaegja, kekuasaan
bersumber dari rakyat dan kekuasaan bersumberhdé&im. Namun hal ini
disangkal oleh Padmo Wahjono, yang mengatakan bakle@narnya teori yang
menjelaskan kekuasaan tertinggi di dalam negargahada tiga teori yaitu, (1)
Teori kedaulatan Tuhan; (2) Teori kedaulatan rgki@gtTeori kedaulatan Raf&’
Padmo mengatakan, teori kedaulatan negara sebanaragupakan konstruksi
baru daripada teori kedaulatan raja dalam suasagaukatan rakyat. Alasannya,

bukan rakyat yang menjalankan kekuasaan tertingainkan negara dan karena

184 Hendra Nurtjahjopp cit hal 37
%5 bid

16 padmo Wahjond\egara Republik Indonesi&lakarta : CV Rajawali, 19..) hal 66
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negara adalah sesuau yang abstrak, maka diserglekaksanaannya oleh raja,

sedangkan teori kedaulatan hukum merupakan ketanpdri kedaulatan rakyat.
Alasannya, walaupun kekuasaan yang tertinggi adda peakyat, namun

pelaksanaannya diserahkan kepada wakil rakyat,dgentmi harus melaksanakan
kehendak/kemauan rakyat dalam bentuk produk hukiemj kepastiannya, oleh
karena itu hukum menjadi berdaulat.

Sejatinya, teori teokrasi setara dengan teori Watken Tuhan, teori hukum
alam setara dengan teori kedaulatan rakyat dan kekuatan setara dengan
kedaulatan raja. Jadi tidak ada perbedaan menddear pembagian teori
kedaulatan yang menggambarkan darimana kekuasagaranéerasal. Dalam
konteks Indonesia, negara kita menganut teori llatin rakyat, dimana dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke 4 berbunyi:

....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara R#épubtionesia, yang
berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada...” Rumusdertuang lebih lanjut
dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu: “ kedauladalah di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawarataky®. Yang kemudian
dalam UUDNRI 1945, diubah menjadi : “Kedaulatando@ di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang.” Jadi rakydoresia yang mempunyai

kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia

4. Perbedaan Pemisahan Kekuasaaan Sgparation of Powers) dan
Pembagian KekuasaanQistribution of Power)

Konstitusi lahir karena adanya semangat untuk mé&msbkekuasaan, sehingga
di dalamnya dimuat pemisahan (atau pembagian) kalmanegara. Kemudian,
untuk dapat menyelenggarakan negara harus ditentpkka sistem organisasi
yang mengatur relasi antara cabang-cabang kekuasgana. Dalam sistem yang
demokratis, kedaulatan adalah di tangan rakyat. s&kuwensinya, sistem
organisasi ini harus dibuat sedemikian rupa selirggkuasaan yang dilahirkan

akan tetap mengakomodasikan kedaulatan rakyabter$é

167 Abdul Syani, Pergeseran kekuasaan negara berkaitan dengan kelgmain setelah
amandemen. Makalah . http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/files/2009/10katah-pergeseran-
kekuasaan-negara-stlah-amandemen-sdigidinduh tanggal 3 Maret 2011>
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Saldi Isra dalam disertasi doktoralnya mengengaderya pergeseran fungsi

legislasi dari teoritik ke implementatif yang menigwtkan kerancuan konsep
pemisahan kekuasaan negasap@ration of powegryang menelusuri temuannya
melalui pendekatan perbandingan di lima negara,unsémya harus ada upaya
pembenahan konsep pemisahan kekuasaan negara atiesi@® Dalam
penggunaannya, istilah pemisahan kekuassepaation of pow@rbertujuannya
untuk membelah seluruh kekuasaan negara secarsatequsah dan tidak boleh
berada dalam satu tanganoficentration of powejs sedangkan pembagian
kekuasaan djstribution of power tujuannya untuk membatasi dan mencegah
kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan lekuas pada
badan/lembaga atau pejabat penyelenggara pemamtaddamun, Jimly
Asshidigie menilai bahwa istilahseparation of power, distribution of

power/division of powessebenarnya mempunyai arti yang tidak jauh berb®da.

5. Teori dan Pemikiran John Locke Mengenai Pemisalradan Pembagian
Kekuasaan Negara

Pada abad 17 dan 18, filsuf John Locke membuka lebamasan dalam dunia
filasafat di Inggris sebagai perintis empirisme &wd’® Konsep negara yang
dikemukakan Locke berawal dari pandangannya tentkegdaan alamiah.
Menurut pendapatnya, keadaan alamiah merujuk paddadan dimana manusia
hidup dalam kedamaian, kebajikan saling melindupgnuh kebebasan, tak ada
rasa takut dan penuh kesetaraan. Melalui bukunya” Treaties on Civil
GovernmentLocke mengemukakan kritiknya terhadap kekuasémolat raja-
raja dan mendukung pembatasan kekuasaan politiladap raja. Locke tidak

setuju dengan pemikiran Hobbes tentang penyerabknakaan mutlak kepada

188 Saldi Isra.Pergesaeran Fungsi Legislasi:Menguatnya model lasjisParlementer dalam
Sistem Presidensial Indones{dakarta : Rajawali Pers, 2010) hal. 332

189 Jimly Asshidigie,Pengantar llmu. Tata Negardilid 1l ( Jakarta:Sekjen dan Kepaniteraan MK
RI, 2006) hal. 19

19 Theo Huijberspp.cithal. 79
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raja. *’* Locke berpendapat bahwa hak-hak alamiah manusiaté of naturdl

tidak dapat diserahkan dengan jalan perjanjian,umabocke memandang ikatan
kontraktual tersebut harus menghormati kebebashehHesan warganya dan
undang-undang fundamental kesejahteraan umum damangang bahwa perlu
diadakan pembatasan kekuasaan negara demi pedigalkepentingan individu.
Locke berpendapat bahwa, penguasa tidak dapat nmtatesecara sewenang-
senang sepenuhnya; ia tidak dapat melimpahkan keknamembuat undang-
undang kepada orang lain; ia tidak dapat mengaathil merampas hak milik
seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bktgan; ia berkewajiban untuk
menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputdusntang hak-hak
kaula-kaula negaranya menurut undang-undang yaagyté

Perjanjian masyarakat ini tidak melahirkan kekaasayang absolut,
melainkan kekuasaan yang terbatas, kalau penenmmsaksatu orang orang akan
membentuk monarki terbatas atau monarki konstihadigkarena pembatasan-
pembatasan kekuasaan raja dimuat dalam konstitdal).ini desebabkan pada
saat penyerahan kekuasaan pada raja, rakyat tieagarahkan kebebasan dan
hak-hak asasinya pada raja. Kebebasan dan hak isati yang menjadi
pembatas dari kekuasaan raja. Letak pembatasaralgh pada perjanjian
masyarakat keduadctum subjectiont&®, yaitu perjanjian masyarakat yang turut
serta dalam negara bersama-sama menyerahkan haktuka mempertahankan
kehisupannya dan hak untuk menghukum yang bersudasehukum alam). Hal
ini berarti bahwa kekuasaan raja dibatasi dengajamp@an masyarakat, Jika
perjanjian mengikat para pihak yang mengadakanap@pn maka perjanjian

masyarakat tersebut sama artinya dengan hukumkdkdasaan raja dibatasi

1 Ni'matul Huda,op.cithal 70

172 Emeritus John Glissen dan Emeritus Frits Galegjarah hukum suatu pengantdudul asli:
Historische inleiding tot het RechKluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, Belgium9119
(Bandung: PT Refika Aditama, 2005.) hal.118-119

73 Teori John Locke yang paling penting tentang pekkean HAM dan kekuasaan hukum vyaitu
ada dua macam perjanjian masyarakat, y@étctum unioniglanpactum subjectioniPada tahap
pertama diadakan pactum unionis, yaitu perjanfiarjanjian antar individu untuk membentuk
“body politik yaitu negara. Selanjutnya pada tahap kedua, ipaigidu yang membentukody
politik tersebut bersama-sama menyerahkan hak unerkpertahankan kehidupandan hak untuk
menghukum yang bersumber dari hukum alam.
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oleh hukum’® Adanya kekuasaan raja dibatasi oleh hukum, oléiol8m sebagai

cikal bakal pertama negara hukafm.

Kemungkinan munculnya negara otoriter bisa dihindd&ngan adanya
pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara digatessi dengan cara
mencegah terpusatnya kekuasaan ke dalam suatuntaaga lembaga.
Selanjutnya dalam bukunya yang berju8etcond Treatise of Governmebhbcke
membedakan antara kekuasaan-kekuasaan sebagai-fiurggs tata negara,
kedalam tiga kekuasaan yaitu legislatif, ekselddit federatif.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yanghgeyti yaitu kekuasaan
pemerintah negara untuk membentuk undang-undangh &hrena kekuasaan
legislatif merupakan kekuasaan tertinggi maka dat@mbentuk undang-undang

harus tunduk hanya pada hukum alam $%ja.

“...This legislature is not only the supreme powerhef tommonwealth,
but is sacred and unalterable in the hands in whiod community have
placed it; and no other person or organisation, wewer its form and

whatever power it has behind it, can make edidas llave the force of law
and create obligations as a law does unless they li@en permitted to do
this by the legislature that the public has choard appointed®’”

“...Though the legislature (whether one person or enowhether
functioning intermittently or continuously at woris) the supreme power

in every commonwealth, -there are four importamgh to be said about

what it may not do.*®

Kekuasaan ini merupakan penjelmaan kekuasaan yaagabkan masyarakat
kepada negara. Oleh sebab itu negara tidak bolebnseg-wenang, atas nasib
rakyatnya, dan harus bertujuan demi kebaikan desej&leteraan masyarakat.
Kekuasan legislatif tidak hanya ditemukan dalamanggsekelompok orang pun

174 AA. Sahid Gatarallmu politik :memahami dan menerapkaBandung: Pustaka Setia, 2009)
hal. 96

175 | pid
178 |pid hal 83

177 John Locke,Second Treatise of Governmef-Book, Written by Jonathan Bennett, 2008
hal.43http://www.earlymoderntexts.com/pdfbits/lo2tr2.pdfliunduh tanggal 10 Oktober 2010

178 | pid.
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dapat membuat aturan untuk tujuan hidup bersamakaetndang-undang dapat

dikatakan sah sebagai hukum karena kekuasaanal#gistgara yang mampu
menentukan sanksi jika undang-undang itu dilang@ehingga kekuasaan
legislatif mencakup pula bidang-bidang kehidupaibgahi. Namun di sisi lain,
kekuasaan legislatif ini dibatasi oleh karena rakyeemiliki kekuasaan yang
melebihi kekuasaan legslatif tersebut. Rakyat Wherhraerebut kembali
kebebasannya, kalau pemerintah menyalahgunakan as&konya dengan

bertindak melawan tujuan negéfa

“...The legislative power of every commonwealth, werg form of
government, is subject to the following limitshe trust that is put in them
by the society and by the law of God and the lawatdire. First, they are
to govern by published established laws, not tovéseed in particular
cases, but to have one rule for rich and poor,ther favourite at court and
the peasant at his plough. Secondly, these lawbttube designed for no
other ultimate purpose than the good of the pecopterdly, they must not
raise taxes on people’s property without their aars whether given
directly or through deputies. This is relevant ofdy governments where
the legislature is always in existence, or at leskere the people haven't
made any provision for some part of the legislattoebe chosen, from
time to time, by themselves. Fourthly, the legisaimust not transfer the
power of making laws to anyone else, or place yivarere but where the
people have placed it:*

Kekuasaan yang kedua vyaitu kekuasaan eksekutifu ydekuasaan
melaksanakan undang-undang demi kepentingan umwkudsaan ini pada
dasarnya sama pentingnya dengan kekuasaan ldgig\atinya bahwa jika
undang-undang itu dilanggar, maka yang melanggaushalihukum. Jadi
kekuasaan eksekutif tidak hanya mengawasi pelaksanadang-undang saja
tetapi sekaligus mengawasi pelaksanaan undang-gndersebut, termasuk
mengadilinya.

“...they might come to *exempt themselves from obedi® the laws they
had made, and to eadapt the law—both in making ianehforcing it—to
their own private advantage®

19 Theo Huijberspp.cithal. 83-84
180 John LockeOp cit.hal.46

181 | bid
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“...once a law has been swiftly made, it has a cartséand lasting force
and needs to be enforced all the time, or at |l¢hste must always be
someone on duty to enforce it when there is neetthéd. So there must be
a power that—unlike the legislature—is always irstexce, a power that
will see to the enforcement of the laws that hagenbmade and not
repealed.™®?

Kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatku&®aan ini mempunyai
kewenangan untuk mengambil keputusan menyatakaangetan mengadakan
perdamaian, mengadakan kontrak dengan negaradaim,melakukan semua
yang berhubungan dengan negara lain.

“...This -whole body- therefore has the power of sama peace, *leagues
and alliances, and -all transactions with individslaand communities
outside the commonwealth. This power might be ddfiederative’. As
long as the thing is understood, | don’t care abitiet name*®*

6. Teori dan Pemikiran Montesquieu Mengenai Pemisan dan
Pembagian Kekuasaan Negara

Teori pemisahan kekuasaan selanjutnya dikemukakiah d&lotesquieu.
Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan, jelds digipat dipisahkan dari
pemikiran Montesqui€d* yang pernah menulis’Esprit de Lois(Jiwa Undang-
Undang). Tujuan filosofis buku tersebut adalah negriean struktur hukum serta
menggolongkan semua ragam peraturan dan tata casaal suntuk
mengungkapkan tempatnya masing-masing alam masyaf@&lam bukunya ini,
Montesquieu mengemukakan dua gagasan pokok mengemarintahan yakni
gagasan tentang pemisahan kekuassa@pafation of pow@rdan gagasan tentang
hukum. Pemikiran Montesquieu dalam karya ini adahatkkum dan bentuk
pemerintahan ditentukan oleh banyaknya orang yamguhsa dan prinsip nilai

182 | pid hal. 47
183 bid

184 Nama aslinya Charles Louis de Secondat atau Bdedmbrede Montesquie hidup pada tahun
1688-1755. la berkebangsaan Perancis dan pemgr Ipertama dari Perancis. Jabatannya adalah
hakim mahkamah di Bordeaux.
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yang digunakan. Pemerintahan dibagi menjadi tiggcam: yaitu republik,

monarki dan despoti$§?

- Dalam republik bisa berupa demokrasi ( jika lembesjeyat berkuasa),
atau aristokrasi (jika hanya sebagian anggota malsga memegang
kekuasaan tertinggi). Prinsip yang ada di dalamagalah keutamaan
warga negaranya.

- Dalam monarki, pemerintah berkuasa berdasarkannmitukum tertentu
ditambah kekuatan menengah. Prinsip yang dipakalabhdkehormatan
(martabat) dari kelas militer.

- Dalam negara depotis, tidak ada hukum dasar kanemeegara dan adat
sangat berpengaruh. Prinsip yang dipakai adalata rakut dan
perbudakan.

Menurutnya, bentuk negara ideal adalah republilgyaengacu pada bentuk
republik pada jaman Yunani kuno, walaupun ia jugaganggap negara monarki
yang dipimpin oleh beberapa orang aristokrat atarasmg penguasa akan baik
jika penguasa tersebut memenuhi hukifrSelanjutnya pada buku 11 bab 6 dan
buku 19 bab 27, Montesquieu membuat pembedaanastagam antara kekuasaan
eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yaidikPandangan inilah yang
pada waktu-waktu kemudian dikenal dengan ajaraas Politica meskipun
Montesquieu sendiri tidak pernah mendefinisikan iétem.*®’

Pemisahan kekuasaan dalam suatu negara menjadietmapok ini mutlak
harus diadakan, sebab dengan adanya pemisahara dextat ini akan dapat
dijamin adanya kebebasan dari masing-masing ke&nasartinya, pemisahan
kekuasaan akan dapat menghindari terjadinya indetiu campur tangan dari
kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang laiB@ay&kan Montesquieu
berani menyimpulkan bahwa jika kekuasaan eksekigdtukan dengan legislatif
atau yudikatif, atau jika kekuasaan legislatif dipar dengan kekuasaan
yudikatif, maka tidak akan ada kebebasan. Penjelasaara lengkap mengenai
alasan-alasan ketidaksetujuannya terhadap penydtekmasaan dalam suatu

negara, dapat disimak dari tulisan sebagai berikut

18 Theo Huijberspp.cithal. 83-84
186 AA. Sahid Gataraop.cithal 99-100

87 Dalam Tri Widodo W Utomo. “Pembatasan Kekuasaamd®mtah dan Pemberdayaan
Demos.”http:// geocities.ws/mas_tri/PembatasanKskan.pdf< diunduh tanggal 26 Februari
2011>
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Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukadg orang yang sama, atau

dalam satu lembaga kehakiman, tidak mungkin adaebadan; karena bisa terjadi
penangkapan-penangkapan. Demikian pula, tidak akiankebebasan bilamana
kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuaskagslatif dan eksekutif.
Seandainya kekuasaan yudikatif digabungkan dengekuasaan legislatif,
kehidupan dan kebebasan warga negara akan berddan daengawasan
sewenang-wenang, karena kalau demikian hakim ggisatiebagai legislator atau
pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman itu diggtam dengan kekuasaan
pelaksana hukum, hakim dapat saja bertindak dekelegrasan atau penindasan.
Segala sesuatu akan berakhir seandainya orandestdnaga yang sama, entah
bangsawan entah rakyat jelata, menjalankan ketiggkudsaan untuk
memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakgat rdengadili perkara
perseorangan:®® James Madison dalamRederalist dikutip oleh Peter Woll,
menyetujui hal ini dengan mengatakan :

“ The accumulation of all powers, legislative, ewttee and judiciary, in
the same hands, whether of one, a few, or many,wdrether heredity,
self-appointed, or elective, may justly pronountlee very definition of
tyranny. Were the federal constitution, therefaeslly chargeable with
this accumulation of power or with a mixture of @os/ having a
dangerous tendency to such an accumulation, nefudlguments would
be necessary to inspire a universal reprobatiothefsystem**°

Meskipun Montesquieu setuju dengan kebebasan padd#aba-lembaga
kekuasaan, namun ia tidak mengartikan kebebasagaebuatu kemerdekaan
bagi setiap orang untuk berbuat sesukanya atawathafas. Kebebasan disini
dimaksudkan untuk menunjukkan suatu suasana dimemag merasa bahwa
pribadi dan milik mereka aman. Dalam kaitan inikkya memiliki kebebasan
untuk melakukan apa saja yang dikehendaki sepangipgrbolehkan atau
diijinkan oleh hukum. Selanjutnya, dalam sistem dngan antara negara dan
masyarakat, kebebasan diberi makna sebagai hasgapgan politik yang

melindungi masyarakat terhadap kecenderungan-keog@mglan penguasa untuk

188 |bid

189 peter Woll American Government:Readings and Cag¢Bsston: Little, Brown and Company,
1972) hal.15
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menindas, dan sebaliknya melindungi para pengwaBadari agresi masyarakat

secara bersama. Jadi dapat dipahami bahwa mestgiaim suatu negara hukum
terkandung penggunaan paksaan atau penerapan,stetkpi dampak yang
ditimbulkannya pada para anggota masyarakat culerpeda apabila tujuan
mereka adalah kebebasan, bukan penind&san

Beranjak dari pemikiran ini, Montesquieu menandaskeerlunya hukum
sebagai salah satu instrumen negara atau pemedatabkrasi. Dengan adanya
hukum, pemerintah dapat melindungi warga negarasekaligus dapat menjamin
adanya permainan kepentingan dalam lingkup yang tliantara mereka yang
memerintah. Dengan demikian dapat dikatakan jugvbanukum (dalam hal ini
adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ikagistdan peraturan-
peraturan lainnya), merupakan alat yang berfungstikumembatasi kekuasaan

dari suatu lembaga politik*

7. Kritik Terhadap Pemikiran John Locke dan Montesguie

Dari dua pendapat di atas ada perbedaan pemikitanaalJohn Locke dengan
Montesquieu. Jika kita bandingkan pembagian kelaraskbbhn Locke dengan
pembagiannya Montesquieu, ternyata bahwa pada pearmya berjalan searah.
Tetapi kemudian saling berpisahan setelah uramntgntang kekuasaan
eksekutif, dimana kekuasaaan eksekutif menurut &smptieu meliputi pula apa
yang oleh John Locke dimasukkan ke dalam kekuasederatif, sedangkan
kekuasaan yudikatif yang oleh Montesquieu dianggelpagai kekuasaan yang
berdiri sendiri, menurut John Locke kekuasaan maifigau termasuk ke dalam
kekuasaan eksekutif, karena John Locke menganggamkaan mengadili masih
termasuk kekuasaan melaksanakan undang-undangkutiRs'*? Menurut Jimly
Asshidigie, dalam bidang eksekutif dan legislagdianya mirip, namun pada

bidang yudikatif pendapat kedua tokoh ini berbddake lebih mengutamakan

190 Tri Widodo.W Utomo Op.cit
¥11bid

192 syparlanpp cithal. 20
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fungsi federatif, sedangkan Montesquieu lebih meargakan fungsi kekuasaan

kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pagian atau pemisahan
kekuasaan dari segi hak asasi manusia setiap weagara, sedangkan Locke
lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dduakedengan negara-negara
lain. Bagi John Locke, penjelmaan funglfencigharu timbul apabila fungsi
diplomacieterbukti gagal. Oleh karena itu yang dianggap ipgnadalah fungsi
federatif. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke,qukiimasukan kedalam fungsi
eksekutif yaitu terkait dengan fungsi pelaksanasum*®

Dalam kehidupan bernegara modern, teori pemisatknalsaan secara mutlak
seperti ajaran Montesquieu sangat sulit untuk ajlean. Walaupun sangat sulit
untuk melaksanakan ajaran ini, namun haruslah detupentingnya azas yang
terkandung di dalam ajaran tersebut. Bahwa dalamdipan negara tetap
diperlukan pembagian kekuasaan, yaitu azas bahwaakean-kekuasaan itu
harus berada dalam tangan yang berbeda-beda @kn didlam satu tangan saja,
sebab jika menumpuk semua kekuasaan kepada satg akan mudah sekali
timbulnya tindakan sewenang-wendaffg.

Ajaran Montesquieu belum membedakan antara tugesgf) dengan organ
(badan). Dalam teorinya di atas, masih dicakupndadatu istilah “kekuasaan”.
Inilah yang menimbulkan kritik terhadap teori tat, sebab bukan suatu hal
yang mustahil untuk menyelenggarakan beberapa ifusigh satu badan atau
sebaliknya beberapa badan meyelenggarakan satsi.fuagi sangat perlu untuk
membedakan antara fungsi dan organ. Sir Ivor Jgsnilikutip Ellydar Chaidir,
membahas lebih lanjut tentang pemisahan kekuadakm arti materiil dan
pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Yang dimékdengan pemisahan
kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kedara dalam arti pembagiam
kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalans-tugas functie-functi¢
kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkaianya pemisahan

kekuasaan itu ke dalam 3 bagian, legislatif, eksean yudikatif. Sedang yang

193 Jimly Asshidigie Pengantar llmu Hukum Tata Negamp.cithal 13- 14
194 h;
Ibid
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dimasudnya dengan dengan pemisahan kekuasaan datanformal ialah

pembagian kekuaasaan itu tidak dipertahankan stegag >

Pada awal abad ke 20 pandangan Montesquieu dilgigk Finer, karena
dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Reaksad@gphajaran ini dalam
Handbook of Politics ScienceFiner menjelaskan pandangannya mengenai
kekuasaan negara yang ditinjau dari segi histtridula-mula kekuasaan negara
terpusat pada seseorang, kemudian muncullah pusat-pkekuasaan di
masyarakat yang berusaha mengambil alih sebagiamakean tersebut. Lama
kelamaan kekuasaan tersebut mendapatkan pengalwmmelembaga dalam
bentuk lembaga legislatif. Perkembangan berikutkgkuasaan yang bertugas
mengadili dialihkan kepada badan yudisial — atasmigan kekuatan yang timbul
di masyarakat. Akhirnya, kekuasaan yang terpusaebet menjadi sempit dan
berkurang. Sisa kekuasaan yang oleh Montesquiewyahahsebut sebagai
kekuasaan eksekutif ini berfungsi semata-mata reatedkan undang-undang.,
padahal sisi kekuasaan sebenarnya bukan hany& omlaksanakan undang-
undang. Atas dasar peninjauan historis ini, Fingm menunjukkan bahwa tidak
benar jika kekuasaan eksekutif hanya melaksanah@dang-undang sematd.

i(ggnsep pemisahan kekuasaan seharusnya mengandangritisip pokok, yaitu
1. That the same person should not form part of nibesn one of three
organs of government;
2. That one organ of government should not controlirderfere with the
exercise of its function by another organ;
3. That one organ of government should not exercisethef function
another,..”

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam pemisatamadan tersebut harus

ada pemisahan dalam konteks orang, tugas sertssifulagi organ (badan)

1% Ellydar Chaidir, ®tem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Paseribahan
Undang-Undang Dasar 194%Yogyakarta : Total Media, 2008) hal. 24

1% |bid hal 25
7 1bid
19 ECS Wade & G Godfrey Phillip€onstitutional Law London : Longman Green and Co,

hal. 18 Dalam Ellydar Chaidir,iSem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca
perubahan Undang-Undang Dasar 194%ogyakarta : Total Media, 2008) hal. 26
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pemerintahan. Namun konsep pemisahan kekuasaarsuhi untuk diterapkan

secara tegas, selain harus disesuaikan dengasi Sits#al dan politk negara yang

bersangkutan

8. Penerapan Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Secara umum terdapat model-model pembagian keku@sega) menurut Inu
Kencana Syafii, yaitti*

1. Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang o#th Badan. Bentuk ini
sudah dapat dipastikan merupakaathokrasi (diktator) karena tidak
diimbngi oleh badan lain sebagai penyeimbang aadingan ljalance
dalam masa pemerintahannya. Jadi yang memegangdau adalah
eksekutif saja yang mendapatkan kekuasaan mutlaileimini dapat
ditemukan pada masa kerajaan absolut atau penfeamfacisme.

2. Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang olahbddan. Model ini

dikembangkan oleh Frank J Goodnow yang mengkategoriembaga
administrasif ( unsur penyelenggara pemerintaham) ldmbaga politik
(unsur pengatur undang-undang)

3. Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang olé&adan. Bentuk ini
diusulkan oleh para pakar yang menginginkan densgkyaitu dengan
membagi atau pemisahkan atas lembaga eksekutiisldgfy dan
yudikatif. Seperti yang sudah diuraikan sebelummahwa tokoh yang
memisahkan kekuasaan adalah John Locke, Montesgaie Imanuel
Kant. Sedangkan Gabriel Almond membagi kekuasaamauie(1) Rule
Making Function(2) Rule Application Function(3) Rule Adjudication
Function

4. Catur praja adalah apabila kekuasaan dipegangeohgtat badan. Bentuk
ini ini akan baik jika dijalankan secara konsekueamun jika tidak |,

maka akan tampak kemubajiran. Van Vallenhoven yaaggkategorikan

%9 nu Kencana SyafiiéSistem Pemerintahan Indonesfdakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal. 125
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kekuasaan menjadi empat yaitegeling (kekuasaan membuat undang-

undang), bestuur (kekuasaan pemerintahan)politie (kekuasaan
kepolisian)damechtsspraakkekuasaan mengadili)

5. Panca Praja adalah kekuasaan dipegang oleh limenb&dlam konteks
Indonesia. terdiri dari kekuasaan konsultatif yatgegang oleh DPA,
kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, ke&nadagislatif
dipegang oleh DPR bersama Presiden kekuasaan Vifidilkegang oleh
MA., kekuasaan konstitutif, dipegang oleh MPR dakuasaan insfektif
dipegang oleh BPK. Walaupun terlihat ada enam badamun kekuasaan
konstitutif kurang lebih sama dengan kekuasaarslitifi karena MPR
merupakan anggota DPR dan anggota DPD. Sudah batemg
pembagian ini sudah kurang relevan dengan kondesaakegaraan
Indonesia saat ini. Tokoh lain yang mengembangkadeinpembagian
kekuasaan ke dalam 5 (lima) adalah LeMafreyaitu (1) wetgeving
(kekuasaan membuat undang-undamgstuur (kekuasaan pemerintah),
politie (kekuasaan kepolisian)Resstpraak(kekuasaan peradilandian
Bestuur Zorg(kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakat).

Dari berbagai model pembagian kekuasaan, maka lyamaku lazim saat ini
adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquie nizirika Serik&t”, ketiga
badan pemegang kekuasaan negara, eksekutif, tdgda yudiktif, masing-
masing berdiri sendiri dan hampir terpisah, mirgmglan ajaran Montesquieu dan
dibentuk untuk mewakili rakyat dalam badan-badangytersendiri. Kekuasaan
yang diberikan kepada masing-masing badan dengagajse dibatasi untuk
mencegah adanya monopoli kekuasaan di tangan adéun b

a. Legislatif

Fungsi legislatif atau parlemen di Amerika Serik&rada di tangan Kongres
(Congresd Kongres terdiri dariSenatedan House of Representativéial ini

tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat pasal 1:

20« onsep kekuasaan, kewenangan dan Legitimasi’éPtasi tanpa pengarang dan tatemgit

201 Amerika Serikat, suatu negara federal (Bonstaaited States) berbentuk republik, yang terdiri
atas 51 negara bagian. Sebagai negara demokrasiikanSerikat memiliki konstitusi tertulis
yang dibuat pada tahun 1787.
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“All legislative herein granted shall be vestedanCongress of the united
states, which shall consist of senate and housepoésentative”

b. Eksekutif

Lembaga eksekutif atau kesatuan kabinet Amerikak&eberada di bawah
kendali Presiden. Pelaksanaan pemerintahan sedrabdrada di tangan presiden.
Dalam pasal 2 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikabheyi:

“ The executivee power shall be vested in a Predidé United States of
Americ. He shall hold his office during a term ofif years and together
with the Vice President, choosen for the same tbenglected as follows.”

Penjelasan mengenai lembaga eksekutif beserta safmaya akan dibahas lebih
lanjut pada subbab berikutnya.
c. Yudikatif

Ada dua badan peradilan tingkat nasional di AmeBlegikat, yaitu pengadilan
Federal dan Mahkamah Agung. Pengadilan federal ebegjiban untuk
menafsirkan Undang-Undang, menyelesaikan perkadepikn pengadilan antara
penduduk berbagai negara-negara bagian dan menghilaberapa macam
pelanggaran undang-undang tertentu. Sedangkan MukaAgung adalah
peradilan tingkat tertinggi di Amerika Serikat;r&aa kedudukannya merupakan
tingkat tertinggi , maka tidak ada lagi tingkat dany yang dilakukan di atas
Mahkamah Agung.

Indonesia juga menganut sistem pemisahan kekuasalanpun tidak secara
murni terpisah satu dengan yang lainnya. Sepertigy#elah disinggung
sebelumnya, fungsi-fungsi negara terbagi kedalamg&eabang kekuasaan, yaitu
legislatif, eksekutif, dan yudikatif:

(1) Legislatif

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUDNRI 1945, berbutiyéwan Perwakilan
rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undahgl’ ini jelas dan
nyata bahwa lembaga legislatif di Indonesia ad&&R. Namun begitu, dalam
Pasal 5 ayat (1) disebut pula bahwa “Presidehdemengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakayt.” &engemikian, yang
mempunyai fungsi atau kekuasaan legislatif tidakyheDPR tetapi juga Presiden.
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(2) Eksekutif

Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-unds@igus menjalan fungsi
pemerintahan adalah Presiden. Disebutkan dalam #ayat (1) UUDNRI 1945,
bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekunaspemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga eksekutméemncakup wakli Presiden,
menteri-menteri dalam Kabinet dan lembaga-lembagagpintah lainnya.

(3) Yudikatif

Kekuasaan yudikatif dipegang oleh dua jenis mahkearyatu Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalanbbingan antara eksekutif
dan yudikatif, yaitu hubungan antara presiden damihdmah Agung, dalam hal

pelaksanaan kekuasaan pemberian grasi oleh Presiden

C. Mekanisme Checks and Balances

1. Istilah dan Arti

Seperti yang telas dijelaskan sebelumnya, teoriig@man kekuasaan atau
pembagian kekuasaan bertujuan untuk membatasi &a&nabadan-badan atau
pejabat penyelenggara negara dalam batas-batasgcdtkuasaan masing-
masing. Dengan pemisahan kekuasaan atau pembakaadaan tersebut dapat
dicegah penumpukan kekuasaan disatu tanglso(u) yang akan menimbulkan
penyelenggaraan pemerintahan sewenang-wefiang.

Checks and Balancgsertama kali dimunculkan oleh Montesquieu padadAba
Pertengahan atau yang sering dikenal dengan abacknadan €nlightenment
atau aufklarung. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran iklaentang
pemisahan kekuasaaseparation of powey dan pertama kali diadopsi kedalam
konstitusi negara oleh Amerika Serik&tS Constitution 1789 Berdasarkan ide

ini, suatu negara dikatakan memiliki sistehrecks and balancegng efektifjika

292 Bagir MananOp.cit hal. 9

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



78
tidak ada satupun cabang pemerintahan yang merkdkiiasaan dominan, serta

dapat dipengaruhi oleh cabang lainrfpagovernment is said to have an effective
system of checks and balances if no one brancloargment holds total power,
and can be overridden by anothei}®

Secara tersirat dapat ditangkap bahwa esensi pdadkprinsip checks and
balancesini adalah menjamin adanya kebebasan dari masasjag cabang
kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadmgaaksi atau campur tangan
dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan laifdgmgan kata lain, inti
gagasan demokrasi konstitusional adalah menciptateseimbangan dalam
interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakaseimbangan tersebut tidak
dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi pewiéensi, atau atau
mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justam akengganggu kinerja
lembaga yang bersangkutgi.

Dengan demikianchecks and balancesesungguhnya bukanlah tujuan dari
penyelenggaraan entitas politik bernama negaaéidn-stat¢. Konsep ini lebih
merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk jodian cita-cita besar
membangun sosok pemerintahan yang demokraéisigcratic and egalitarign
bersih dan kuatgpod and strong serta mendorong perwujud@ood society
melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yangasajan harmonis diantara
pilar-pilar kekuasaan dalam negdi&.

Dalam praktek, ajaran pemisahan kekuasaan tidaktddipplankan secara
konsekuen. Seperti di Amerika misalnya, untuk ragajkeseimbangan diantara
cabang-cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dgndikatif, mereka
memperbolehkan beberapa fungsi yang tumpang tifidap. lembaga tidak hanya
menjalankan fungsi utamanya tetapi juga punya baggam fungsi-fungsi dari
lembaga lain. Selain tidak praktis, pemisahan ree@dsolut antara cabang-

cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengaatasakeseimbangan antara

293 Triwidodo, “Menyimak Kembali Checks and Balancesath Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia Pasca Amandemen uubD 1945
"http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/11/menykakembali-checks-and-balances.html
< diunduh tanggal 9 Mei 2011>

2% Ipid

295 |bid
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cabang kekuasaan yang satu dan yang lain dapatminelkan kesewenang-

wenangan menurut atau di dalam masing-masing catessgbut. Bagaimanpun
juga tetap diperlukan suatu sistem yang mengatouigan antara cabang-cabang
kekuasaan itu baik dalam rangka menjalankan bersauatu fungsi
penyelenggaraan negara maupun untuk saling mengamasa cabang-cabang
kekuasaan yang satu dan cabang kekuasaan yangPlamikiran mengenai
mekanisme saling mengawasi dan kerja sama ini telatahirkan teori-teori
modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan yaitu ‘teembagian kekuasaan”
(distribution of power yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi
pemerintahan, bukan pada pemisahan organ dan “telwecks and balances”
Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tefjafartkan dengan organ-
organ negara yang disusun secara terpisah dartaiisengan masing-masing
kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraatciptakan mekanisme
yang menekankan pada saling mengawasi antara cab&ngsaan yang satu dan
cabang kekuasaan yang lain.

Di Amerika, kekuasaan legislatif menjalankan megar@checks and balances
terhadap eksekutif dan yudikatif, begitu pun sedogia.

“The American constitutional system includes a owtiknown as the

Separation of Powers. In this system, several bdrascof government are
created and power is shared between them. At thke $ene, the powers of one
branch can be challanged by another branch. Thiatwhe system of checks
and balances is all about®®

Berikut ini akan diuraikan mekanisnehecks and balanceB Amerika Serikat:

Tabel 2.1
Mekanisme @ecks and Balanceli Amerika Serikat
Branch Checks on
The Excecutive The Judiciary The Legislature
Legislative - Impeachment power  (House) | - Senate approves federal | Because it is bicameral, the
- Trial of impeahments (Senat) judges Legislative branch has a
Selection of the presiden - Impeachment poerw degree of self checking
(House) and Vice President (House)
(Senate) in the case of - Trial Impeachment - Bills must be passed by

P&Constitutional topics: checks and balancekttp://www.usconstitution.net/consttop_cnb.html

< diunduh tanggal 25 Maret 2011>
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nomajority of electoral votes
May override Presdidential
votoes

Senate approves departmental
appointments

Senate approves treatis and
ambasadors

Approval of replacement Vice
President

Power to declare war

Power to enact taxes and

(senate)

- Power to initiate
constitutional
amandements

- Power to set courts
inferior to the Supreme
Court

- Power to set jurisdiction

of courts

Power to alter the size of

the Supreme Court

both haouses of
Congress

- House must originate
revenue bills
Neither  house  may
adjorn for more than
three days without the
consenof  the  other
house

- Al journal are to be
published

allocate funds

Presiden must, from time to
time, deliver a State of the
Union address

Veto power
Vice President is
President of the Senate
- Commander in chief of
the military
Recess appoinments
Emergency calling into
session of one or both
haouse of Congress
May force adjournment
when both houses
cannot agree on
adjournment
Compensation cannot be
diminished

- Power to appoint
judges
- Pardon Power

Vice President and Cabinet can
vote that the President is unableto
discharge his duties

Executive

- Judicial Review

Seats are held on on
good behavior
- Compesation cannot be
diminished

- Judicial Review

- Chief Justice sits as President of
the Senate during presidential
impeachment

Judicial

Prinsip checks and balancedi Amerika Serikat sebagaimana tabel di atas,

kekuasaan eksekutif memiliki wewenang untuk turutengontrol, atau

mempengaruhi kekuasaan legislatif dalam hal-harargin: a. wewenang untuk
mem-veto undang-undang; b. wewenang untuk menoi&kganaan undang-
undang tertentu; c. wewenang untuk menolak penggurenggaran untuk
kegiatan tertentu; d. wewenang sepihak untuk meyabj@erang; tanggungjawab
untuk membuat pernyataan tertentu, misalnya keadaaurat; dan sebagainya.
Sebaliknya, kekuasaan legislatif juga berwenanghbumt keputusan di ranah
eksekutif, misalnya: a) wewenang untuk menentuleratpran yang berlaku atau
akan diberlakukan; b) wewenang membuat aturan umh@mbatasi upaya
penyidikan, penangkapan, dan penahanan; c) wewemdok meratifikasi traktat

atau perjanjian internasional; d) wewenang meneata@inggaran bagi eksekutif;
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e) wewenang untuk memakzulkan atau mengganti pempeksekutif (dengan

dukungan dua per tiga anggota), dan lain-ain.

Sementara itu, kekuasaan eksekutif juga dapat nméarai peran sebagai
penyeimbang terhadap kekuasaan yudikatif, misavg@enang untuk menunjuk
hakim agung dan memberi pengampungardon). Sedangkan wewenang
yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif antara kaencakup: 1) wewenang
menyatakan tindakan tertentu dari pemerintah séliaglakan yang cacat atau
salah; 2) wewenang untuk menentukan aturan mang yepat dan harus
dipergunakan sebagai rujukan atau dasar huklhiPersinggungan” wewenang
antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudigatifjuga diatur dengan tegas.
Dalam hal ini, wewenang kekuasaan yudikatif di harlagislatif misalnya
wewenang menyatakan undang-undang tidak sah dayimpang dari konstitusi,
atau wewenang untuk menentukan aturan mana yangt tdpn harus
dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum. n§kala wewenang
kekuasaan eksekutif terhadap fungsi yudikatif antamn: 1) wewenang untuk
melakukan amandemen konstitusi (dengan dukungarsudBa di parlemen dan
dukungan 3/4 negara bagian); 2) wewenang untuk nteken struktur dan
besaran pengadilan (termasuk Mahkamah Agung); 3wewang untuk
mengalokasikan anggaran bagi kepentingan peraddanwewenang untuk
memilih kandidat hakim; 5) wewenang memakzulkan m@mgganti hakim; serta
6) wewenang untuk menentukan batas-bltaspetensi teritorial peradilafi’

Hanya dengan mekanismehiecks and balancésdapat dicegah masing-
masing cabang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaaaay bertindak
sewenang-wenang. Tanpehtcks and balancédari cabang kekuasaan yang lain
eksekutif dapat menjalankan kekuasaan yang sewemangng. Demikian pula
legislatif dan yudikatif.

27 Triwidodo, “Menyimak Kembali Checks and Balancesath Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia Pasca Amandemen UUD 194 cit

298 |pid

209 hid
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Pada saat ini lazim dijumpai, baik dalam kerajaaupun republik, adanya

pemisahan cabang-cabang pemerintahan atau pembagigsi-fungsi yang
saling membatasi dan mengawasi satu sama lainsi&einchecks and balances
ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan daddms-batas tertentu dapat
turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan yangtidak dimaksud untuk
memperbesar efisiensi kerja, tetapi untuk membéatdgiasaan dari setiap cabang
kekuasaan secara lebih efektit

Pemerintahan kerajaan seperti Inggris, Belanda,aj&, dan Jepang
semuanya disusun dalam susunan cabang-cabang &akugesng mencerminkan
ajaran pemisahan atau pembagian kekuasaan negamaiki@n pula berbagai
negara republik seperti India, Singapura, Pakisklipina, termasuk Indonesia
tersusun dalam cabang-cabang kekuasaan negaramgmgerminkan semangat
pemisahan atau pembagian kekuasaan. Pemisahapeatdoagian kekuasaan ini
makin diperlukan karena dipandang sebagai salah @gatnegara berdasarkan
konstitusi. Meskipun Montesquieu hanya membagirdaiga cabang kekuasaan
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dalam priéktada negara-negara yang
mempunyai lebih dari tiga cabang kekuasaan. Pexanemiliki"Conseil d’Etat”
dan “Conseil Constitutionngl disamping cabang legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Kerajaan Belanda memilikiRaad van Staatdan Algemene Reken
kamer di samping eksekutif, legislatif, dan yudik&tit. Indonesia sendiri
mempunyai tiga cabang kekuasaan yang terdiri dgislatif yaitu DPR, yudikatif
yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (Kekuasadéehakiman),
eksekutif yaitu Lembaga Kepresidenan.

Walaupun implementagsihecks and balancesenjanjikan manfaat yang luar
biasa besar, namun hal tersebut tidak muncul detigattiba. Dalam hal ini, ada

beberapa prasayarat atau prakondisi yang memurajkinkrkembangnyehecks

219 Miriam Budiardjo,Op.cit hal 153 -154

211 Bagir ManarOp.cithal 11
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and balancesadi secara optimal. Adapun prasyarat yang dibwnhgaling tidak

meliputi empat aspek sebagai berfkit

- Proses demokratisasi dari tingkat pusat hinggaderah tidak terputus.
Artinya, kesadaran untuk secara terus menerus oigdakperbaikan baik
dari kalangan politisi, birokrat maupun masyaraksas, perlu dibina
secara berkelanjutan pada berbagai jenjangnya.

- Adanya pemahaman konsep politik kenegaraan damiexpgahan yang
bulat dari segenap pelaku atau penyelenggara ndggda saat yang sama,
dibutuhkan pula adanya kedewasaan politik para @ag@®PRD serta
kalangan birokrasi dan penegak hukum, bahkan jatgngan masyarakat
pada umumnya.

- Adanya pemahaman fungsi dan peranan eksekutigl&ifi dan yudikatif
yang seimbang aSymmetric information serta tata hubungan kerja
dinamis dan produktif diantara poros-poros kekuadassebut. Adanya
kecurigaan atau kekurangpercayaan antar aparat ga@gekekuasaan
menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola komurekeéar pemegang
kekuasaan tersebut.

- Adanya kesadaran penuh untuk memangku hak dan ibewamasing-
masing secara terbuka dan bertanggungjawab untwkujmakan cita-cita
tertinggi pembentukan negara, yakni mewujudkan jebseraan dan
keadilan bagi masyarakat.

2. Mekanisme Check and Balances antara Ketiga CabgnKekuasaan di
Indonesia

Sebagaimana telah disinggung diatas, konsgpecks and balances
memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara teuetutki menjalankan fungsi
(meskipun minimal) pada cabang kekuasaan negarmyki Di Indonesia,
konsepsi dan implementashecks and balanceguh lebih mudah ditemukan
pada UUDNRI 1945. Beberapa pasal yang menggambadamya prinsighecks
and balanceslalam UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:

a. Checks and Balances antara Eksekutif dan Législa

» Check Presiden terhadap DPR

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-uképaga DPR?®

212 Triwidodo, “Menyimak Kembali Checks and Balancedada Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia Pasca Amandemen UUD 19@p.cit
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Presiden turut membahas setiap rancangan undamgrginddan
memberikan persetujuan bersama BPR
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang gkaig disetujui
bersama untuk dijadikan undang-undatig.
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubBiRE

* Check DPR terhadap Presiden

=

op 1

8.

9.

DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dalam mbatpnya’

DPR mengusulkan pemberhentian Presiden kepada MR#Haluin

permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mémarimengadili

dan memutus pendapat tersébut

Pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran dan tidakenuhi syarat
sebagai Presiden dalam rangka melakukan fungsiapeasan terhadap
Presidef"

DPR mengadakan sidang paripurna untuk meneruskampesberhentian
Presiden kepada MPR jika Mahkamah Konstitusi memub@hwa

Presiden layak diberhentikah

DPR tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan Btekidef*

DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalaiataé&an perang,
membuat perdamaian dan pejanjian dengan negaf&’lain

DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalanbua perjanjian

internasionaf>

DPR memberikan pertimbangan dalam hal pengangkdiza oleh

Presiderf*

DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden daddrpemerimaan
penempatan duta negara 14

10.DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dakamberi amnesti

11.DPR bersama-sama Presiden membahas rancangan ik

dan abolis??®
27

12.DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalengangkat dan

memberhentikan anggota Komisi Yudiél

213 pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Rkpobbnesia 1945
21 pasal 20 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Reepationesia 1945

215 pasal 20 ayat (4)
?1°pasal 7C

2" pasal 7A

28 pasal 7B ayat (1)
“9pasal 7B ayat (2)
220 pasal 7B ayat (5)
21 pasal 7C

22 pasal 11 ayat (1)
2 pasal 11 ayat (2)
224 pasal 13 ayat (2)
% pasal 13 ayat (3)
2% pasal 14 ayat (2)
22’ Pasal 20 ayat (2)
228 pasal 24B ayat(3)
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13.DPR bersama DPD dan DPRD memeriksa hasil pemarikkauangan
negara oleh BPR*®

b. Checks and Balances antara Eksekutif dan Yutlikat

* Check Presiden terhadap MA
1. Presiden menetapkan hakim agdrfy
» Check Presiden terhadap MK

1. Presiden menetapkan anggota hakim konstitusi dargapgkan 3 orang
anggota hakim konstitusi*

e Check MK terhadap Presiden
1. Judicial Review/Pengujian Undang-Und&nig
2. Memeriksa, mengadili dan memutuskan dugaan pelaaggdeh Presiden
yang diajukan DPR*
» Check MA terhadap Presiden
1. MA melakukan Judicial Review/Pengujian Undang-urgf&*

2. MA memberikan pertimbangan kepada Presiden dalambegkan grasi
dan rehabilitast®

c. Checks and Balances antara Legislatif dan Yuifika

Check DPR terhadap MA

1. DPR memberikan persetujuan atas usulan Komisi Yaldisntang calon
hakim agung>®

Check DPR terhadap MK

1. DPR mengajukan 3 anggota hakim konstifdsi

9 pasal 23 E

230 pasal 24A ayat (3)

231 pasal 24C ayat (3)

232 pasal 24C ayat (1)

233 pasal 24C ayat (2)

% Pasal 24A ayat (1)
2% pasal 14 ayat (1)

2% pasal 24A ayat(3)
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* Check MK terhadap DPR
1. MK melakukan Judicial Review/ Pengujian Undang-urgf&®
2. MK memeriksa, mengadili dan mengutuskan terhadapdageat DPR
tentang dugaan pelanggaran Presfdén
* Check MA terhadap DPR

1. Mahkamah Agung dapat memberikan pendapat hukas @ermintaan
lembaga tinggi negara lainnya

%37 pasal 24C ayat (3)
2% Pasal 24C ayat (1)
% Pasal 7B ayat (4); Pasal 24C ayat (2)
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BAB Il

KEKUASAAN PRESIDEN UNTUK MEMBERI PENGAMPUNAN

A. Kekuasaan Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945

1. Bentuk-bentuk Kekuasaan Presiden Sebelum PerubahddUD 1945

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada dématalpuluan bahwa
beberapa pakar hukum tata negara mencoba mengetkampdkekuasaan-
kekuasaan presiden tersebut. M Ridwan Indra damyaSarinanto,
mengelompokkan kekuasaan Presiden menjadi 4 (¢makit, yaitu Kekuasaan
Presiden dalam bidang eksekutif; Kekuasaan Predgidésam bidang legislatif;
Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara; Keku&aailen dalam bidang
yudikatif. Bagir Manan mengelompokkan kekuasaarsiBem menjadi 4 (empat)
kelompok yaitu Kekuasaan Penyelenggaraan Pemeaimt&ekuasaan di Bidang
Perundang-undangan; Kekuasaan di Bidang Yustksekpasaan Presiden dalam
Hubungan Luar Negeri, sedangkan, Ismail Suny dalsertasinya yang berjudul
“Pergeseran Kekuasaan Eksekutif” membagi kekuafrasiden Rl menjadi 6
(enam) kategori yaitu: Kekuasaan administratif; adaan legislatif; Kekuasaan
yudikatif; Kekuasaan militer; Kekuasaan diplomatlekuasaan darur&t.

Hal ini memperlihatkan bahwa interpretasi ahli tatagara mengenai
kekuasaan yang dimiliki Presiden berbeda-beda dafein kategorisasinya.
Berikut ini macam-macam kekuasaan yang dimilikhgbeesiden yang tercantum
dalam tiga konstitusi yaitu UUD 1945, UUD RIS 194@n UUDS 1950 disusun

berdasarkan pengelompokan bidang kekuasaan mesonait Suny :

240 M Ridwan Indra dan Satya Arinantop.cithal 37
241 |smail Sunyop.cithal 44-46
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Tabel 3.1

Kekuasaan Presiden dalam Tiga Undang-Undang Dasar

No Bidang Konstitusi Jenis Kekuasaan Presiden
kekuasaaan
UUD 1945
Kekuasaan Pasal 4 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang
administratif Pasal 15 Dasar.
Pasal 17 (2) Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
Pasal 23 Mengangkat dan memberhentikan menteri
Menetapkan APBN
Kekuasaan Pasal 5 Memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
legislatif persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 21 (2) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
Mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU Inisiatif DPR
Pasal 22 Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.
Kekuasaan Pasal 14 Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
yudikatif
Kekuasaan Pasal 10 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
militer Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Kekuasaan Pasal 11 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
diplomatik dengan negara lain.
Pasal 13 Mengangkat duta dan konsul.
Menerima duta negara lain.
Kekuasaan Pasal 12 Menyatakan keadaan bahaya.
darurat
Konstitusi
RIS 1949
Kekuasaan pasal Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
administratif pasal 68 (1) Presiden merupakan bagian dari pemerintah
dan (2), 70,
72 (1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan segala pertanggung
pasal 74 (4), jawaban berada di tangan kabinet
118 (2), dan Presiden dengan persetujuan Dewan Pemilih membentuk
119; Kabinet Negara
pasal 74 (1) - Presiden menyaksikan pelantikan kabinet
(4); Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan
pasal 77; penting
pasal 76 (2); Presiden menyaksikan pelantikan anggota Senat 11.
pasal 83; Presiden mengangkat ketua Senat dan menyaksikan
pasal 85 (1) pelantikannya
pasal 86; Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR
pasal 104; Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua

pasal 103 (1);

pasal 114 (1)
pasal 114 (4);
pasal 116 (1)
pasal 116

(4);pasal 117;

DPR

Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Agung untuk
pertama kalinya dan memberhentikan mereka atas permintaan
sendiri

Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas
Keuangan untuk pertama kalinya dan memberhentikan mereka
atas permintaan sendiri
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pasal 123 (1)

Menjalankan pemerintahan federal

dan (4);pasal Mendengarkan pertimbangan dari Senat .
124; Memberi keterangan pada Senat
pasal 126. Memberikan tanda kehormatan menurut UU federal
Kekuasaan pasal 128 (1) Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan
legislatif dan (2), 133- legislatif
135; 136 (1)
dan (2), 137,
dan 138 (3);
pasal 138 (2); Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR
pasal 141; dan Senat
pasal 187 (1) Mengeluarkan peraturan pemerintah
dan (2); pasal Mengusulkan rancangan konstitusi federal kepada konstituante,
189 (2) dan dan mengumumkan konstitusi tersebut serta mengumumkan
(3); pasal 191 perubahan konstitusi
(1)dan (2)
pasal 187 (1) Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan
dan 189 (3) konstitutif
Kekuasaan pasal 160 Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi
yudikatif grasi dan amnesti
Kekuasaan pasal 183 (1) Presiden memegang kekuasaan militer
militer dan (3);
Kekuasaan pasal 175; Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian
diplomatik internasional atas kuasa UU federal
pasal 178; Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik
pasal 174, Memegang urusan hubungan luar negeri
176, 177;
Kekuasaan pasal 183 Menyatakan perang dengan persetujuan DPR dan Senat
darurat pasal 139; Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan
pasal 184 (1); mendesak
Menyatakan keadaan bahaya
UuDS 1950
Kekuasaan pasal 44; Presiden dan wakil presiden adalah alat perlengkapan negara
administratif pasal 46 (1); Presiden dan wakil presiden berkedudukan di tempat
kedudukan pemerintah
pasal 45 (1); Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara
pasal 83 dan Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan
85; seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet
Presiden membentuk kabinet
pasal 50 dan
51; Presiden menyaksikan pelantikan kabinet
pasal 53;
pasal 52 (2); Presiden dan wakil presiden menerima pemberitahuan kabinet
mengenai urusan penting
pasal 63; Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR
Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua
pasal 62 (1); DPR
pasal 84; Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan
pasal 136; pembentukan DPR baru

pasal 140 (2);

pasal 81 (4);
pasal 79 (4);
pasal 87;

pasal 82;
pasal 111 (1).

Presiden menyaksikan pelantikan anggota Konstituante, dan
mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil ketua
Konstituante

Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan
konstitutif

Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-
anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri
Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-
anggota Mahkamah Agung atas permintaan sendiri

Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU
Menjalankan pemerintahan
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Memegang urusan umum keuangan
Kekuasaan pasal 90 (1), Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan
legislatif 92, 93, dan legislatif
94 (3);
pasal 94 (2) Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR
dan 95 (1);
pasal 98 (1); Mengeluarkan peraturan pemerintah
Kekuasaan pasal 107; Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan
yudikatif pertimbangan Mahkamah Agung
Kekuasaan pasal 127, Presiden memegang kekuasaan militer
militer
Kekuasaan pasal 120; Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian
diplomatik internasional atas kuasa UU
pasal 128; Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR
pasal 123; Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik
Kekuasaan pasal 96 (1); Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan
darurat pasal 129 (1). mendesak
Presiden menyatakan keadaan bahaya

2. Kekuasaan Presiden pada Masa Orde Lama

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kekuasaan @mesidlam suatu
negara modern selalu diatur dalam undang-undaray désu konstitusi negara
tersebut. Kekuasaan presiden sebagai eksekutifaladkékuasaan yang
mengenai  pelaksanaan undang-undang dan menyetakggakemauan
negara. Kemauan negara tersebut dinyatakan mebkddan pembentuk
undang-undang yaitu badan legislatif.

Sebelum dilakukannya perubahan atau amandemen tphda 1999-
2002,
mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Seraa 1950, kembali ke

UUD 1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 Juli 99%Ketiga macam

Indonesia telah mengalami berkali-kali pemggn konstitusi, yaitu

konstitusi tersebut turut mempengaruhi pasang syautkekuasaan yang
dimiliki Presiden. Demikian pula dinamika penyelgagan kekuasaan negara
membuahkan perubahan-perubahan.

Pada awal kemerdekaan, Presiden memiliki kekuagaag sangat luas

dengan didasari oleh ketentuan Pasal IV aturanlipana UUD 1945, yaitu
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menjalankan segala kekuasaan hanya dibantu olehit&ohasionaf*?

Ketentuan itu mengakibatkan Presiden dengan saht dsrtindak sebagai
diktator, karena Komite Nasional sebagai pembamntesi@en, tidak akan
membatasi kekuasaan yang dimiliki Presiden. Prasidapat menetapkan
sendiri garis-garis besar haluan negara dan dapaentukan sendiri segala
undang-undang.

Rositer, seperti dikutip Ismail Suny mengatakanidak ada suatu
pemerintah; akan mendirikan suatu kediktatoran tkoisgonil (constitutional
dictatorship  tanpa  menetapkan ketentuan  tertentu mengenai
pengakhiranny#** Komite Nasional itu bukan sebagai pengganti MPRRD
dan MA dan tidak juga melaksanakan undang-undailg dendiri atau ikut

bersama Presidemedewet-gevende-bevoeghéftd

242 Undang-undang Dasar 1945 merupakan undang-undamy diauat secara singkat dan
dalam suasana perjuangan dan revolusi. Tak hekan Jukarno sebagai Ketua PPKI
menyebutnya sebagai “Undang-Undang Dasar Kilat’'skdh yang singkat tersebut hanya
berisi prinsip-prinsip umum dan mengamanatkan pemga selanjutnya kepada perundang-
undangan yang lebih rendah. Sejak ditetapkan daahkannya konstitusi ini maka
penyelenggaraan negara didasarkan kepada ketekdgtemttuan menurut Undang-undang
Dasar ini. Namun pelaksanaan penyelenggaraan ndigiata dapat sekaligus sepenuhnya
dalam waktu singkat. Oleh karena itu BPUPKI mengkain empat pasal peralihan untuk
mengatasi masalah ketatanegaraan dalam masa peraltasal | : “Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggakazindahan Pemerintahan kepada
Pemerintahan Indonesia. Pasal Il : “Segala BdagahNe dan Peraturan yang ada masih
langsung berlaku, selama belum diadakan yang bamurot Undang-undang Dasar ini.”.
Pasal IlI: “Untuk pertama kali Presiden dan Wakie$tden dipilih olh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia”. Pasal IV: “Sebelum Majélisrmusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agungndlittemenurut Undang-undang Dasar
ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presidengah bantuan sebuah Komite
Nasional.”Alasan yang dikemukakan Ketua Panitia PPKalam mengusulkan Komite
Nasional ialah, “bahwa mungkin sekali anggota-amggdau beberapa anggota dari Panitia
persiapan Kemerdekaan ini tidak lama lagi menirggalkota Jakarta. Maka berhubung
dengan itu dianggap lebih baik diganti dengan Kenhtasional, sedang tentang anggota
Komite Nasional pada saat sekarang, sebetulnyarbdiketahui siapa nanti akan mengangkat
mereka. Mungkin sebagian daripada kita akan masilénd Komite Nasional, jadi Komite
Nasional, tetapi yang penting sekali ialah untuknjmga kesulitan dimasa kilat, hendaknya
anggota badan yang membantu Presiden itu sedapatkinuisemua dapar dikumpulkan pada
tiap ketika, praktisnya kalau berdiam di kota Jak&adan itu disebut Komite Nasional. Siapa
memberi pemandangan tentang hal itu?’

243 |smail SunyOp.cithal 20

244 Komite Nasional dibentuk dengan nama Komite Nasidndonesia Pusat (KNIP) yang
terdiri dari 135 orang termasuk anggota-anggotaitiBaRersiapan Kemerdekaan Indonesia
yang sebelumnya sudah dibubarkan. Pemilihan damnpgikan anggota dilakukan oleh
Presiden dengan memperhatikan keterwakilan dari-suku, partai-partai, tokoh masyarakat
dan tokoh ekonomi pada saat itu. Dalam rapat PRKgdal 23 Agustus 1945, ditentukan
kedududkan dan tugas Komite Nasional,diantararyaKomite Nasional dibentuk di seluruh
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Kekuasaan Presiden yang besar tersebut tidak gedag lama setelah

lahirnya Maklumat Wakil Presiden No® Maklumat inilah yang mengurangi
kekuasaan Presiden yag semula berdasarkan pasaliidh peralihan di atas
yang semula sangat luas. Pengurangan kekuasaaepras tanpa mengubah
ketentuan pasal IV aturan peralihan, baik mengugeadara langsung maupun
mengubah secara amanderfi®riMaklumat tersebut mengakibatkan beberapa
perubahan, yaité(*"

a. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapgas-garis besar haluan
negara bersama-sama dengan Presiden. ( Bersesdeaigan pasal 3 Undang-
undang Dasar 1945)

b. Komite Nsional Indonesia Pusat menetapkan berssama Presiden

undang-undang yang boleh mengenai segala macananumsmerintahan

Indonesia dengan pusat di Jakarta (2) Komite Nasiadalah penjelmaankebulatan tujuan
dancita-cita Bangsa Indonesia yang berdasarkarulegda rakyat. (3) Usaha Komite Nasional
ialah: - Menyatakan kamauan rakyat Indonesia umtigki sebagai bangsa yang merdeka;-
Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatgaya terpadu pada segala tempat di
seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yangdanatrat;-Membantu menentramkan rakyat
dan turut menjaga keselamatan umum;-Membantu peimidgdam meyelenggarakan cita-cita
Bangsa Indonesia dan didaerah membantu PemeriD&drah untuk kesejahteraan umum. (4)
Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi getukepada Komite-komite Nasional di
daerah. Dimana perlu didirikan pusat daerah yaituku Jawa barat, Jawa Tengah,Jawa Timur,
Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda KecjlK@mite Nasional di pusat dan di daerah
dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggoetgupes, yang bertanggungjawab kepada
Momite Nasional. Buat pertama kali Ketua Pusat @aelitetapkan oleh Pemimpin Besar Ir.
Soekarno.

245 Maklumat Wakil Presiden No.X ditetapkan pada fdbkr 1945. Maklumat ini merngubah
praktek kenegaraan khususnya mengubah praktek ka#éentuan dalam pasal IV aturan
peralihan dengan formal. Maklmat ini berbunyi :"Ba&h Komite Nasional Pusat, sebelum
terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dbewerwakilan rakyat diserahi
kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-gariarbesluan negara, serta menyetujui bahwa
pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhghlilengan gentingnya keadaan dijalankan
oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantaraek@edan yang bertanggungjawab kepada
Komite Nasional Pusat.” Dalam penjelasan Maklumabbnyi: “ Menurut putusan ini maka
Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

(1) Turut menetapkan garis-garis besar haluan aeddadan Pekerja tidak berhak campur
dalam kebijaksanaardggelijks belei)l Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Pesid

semata-mata.

(2) Menetapkan bersama-sama dengan Prsiden Undhlagrg yang boleh mngenai segala
macam urusan Pemerintahan. Yang menjalankan Unaizagng ini ialah pemerintah, artinya:

Presiden dibantu oleh menterinteri-menteri dan wegaegawai yang di bawahnya.

24 Joeniarto,Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesip.cit hal 51.

247 bid hal. 50-51
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(Bersesuaian dengan pasal 5 ayat (1) dan pasayd&20( Undang-undang

Dasar 1945)

c. Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalainims kewajibannya
sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusegeteut di atas, maka akan
dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung hakepada Komite
Nasional Indonesia Pusat.

d. Badan Pekerja sejak saat itu tidak boleh lagi campur tangan dalam
kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Dimana dat@ase sebelumnya tenyata
Komite Nasipnal Indonesia Pusat.sering ikut pula nyeenggarakan
Pemerintahan Presiden.

Perubahan selanjutnya yaitu dikeluarkannya Maklupegerintah tanggal
14 Nopember 1945“® sebagai jawaban dari usul Badan pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat yang menghendaki perubalssiem
pertanggungjawaban kepada parlemen. Maklumat inpengaruh besar
kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia padasagditu pergantian sistem
presidensial menjadi sistem parlementer maka  desitidak lagi
berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sebagaigang diatur dalam
Pasal 4 ayat (#§°. Perubahan ini merupakan pengurangan kedua katidap
kekuasaan Presiden.

Undang- Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukasidpn sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan dengan pabbmdang kekuasaan
lain. Presiden memegang kekuasaan pemerintahaan tgainggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan begitu atiRyesiden adalah

mandataris MPR.

248 Maklumat ini sebenarnya adalah suatu tindakan yamksudnya akan mengadakan
pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada, katinet yang pada waktu itu dipimpin

oleh Presiden ( kabinet pertama dalam sejarahatetgaraan Indonesia). Dengan Maklumat ni
diumumkanlah nama-nama dari menteri-menteri dalasursan kabinet yang baru, namun
kabinet ini ternyata tidak di bawah pimpinan presidmelainkan diketuai oleh Perdana
Menteri. Sutan Syahrir yang menduduki jabatan Rerddenteri tersebut.

29 gejak maklumat tersebut dikeluarkan, Presidenktitiegi berfungsi sebagai kepala
pemerintahan, Presiden hanya berfungsi sebagail&&egara saja. Istilah yang lazim untuk
menyebut Presiden dalam konstelasi ketatanegaepentisini adalah presiden konstitusional.
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3. Kekuasaan Presiden pada Masa Orde Baru

Kekuasaan Presiden selama Orde Baru cenderumgtsarutiak, tidak
saja karena UUD 1945 memberi kekuasaan yang doésgr kepada lembaga
kepresidenan tetapi terutama karena lembaga tgrtimggara dan lembaga
tinggi negara yaitu MPR, DPR,MA BPK dan infrastuukipolitik ( partai
politik, kelompok kepentingan, media massa) senffajadesigh dibuat tidak
berdaya baik secara individual maupun kelembagaehingga mengikuti
semua kehendak sang penguasa yaitu PreSifien.

Presiden Soeharto mempimpin negeri ini selamaaBarn, setelah terpilih
selama tujuh kali setelah setiap kali menyelesaikasa jabatannya, melalui
pemilihan yang dinilai sebagai hasil rekayasa poldaripada cerminan
kehendak rakyat dan bukan pemilu yang kompetiah cadil. Hal ini
disebabkan dalam konstitusi Indonesia, pembatasasa njabatan seorang
presiden tidak dibatasi secara definitif berapaoger seseorang dapat menjadi
presiden karena hanya menyatakan “...sesudahnya diapt kembali” 2>*

Presiden memiliki kekuasaan yang sangat absollat dibandingkan
dengan kekuasaan lainnya. Bahkan pada masa Orde Basidenlah yang
paling menentukan baik dalam penyelenggaraan petaban dan
pembangunan maupun dalam pengendalian militer imdp politik. Presiden
semakin lama makin tampil sebagai penguasa turdgjam bidang politik,
pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakalaR. heran jika Presiden
sebagai institusi maupun pribadi beserta anggotlinktnya merupakan
lembaga dan pejabat negara yang paling menikmagil heertumbuhan

ekonomi selama Orde Baru.

Kekuasaan Presiden selama Orde Baru sangat donkizm@ma enam

faktor berikut®>?

a. UUD 1945 menyatakan secara eksplisit tugas wiewenang presiden

mencakup bidang eksekutif dan legislatif. Presidadalah pemegang

20 Ramlan SurbakReformasi Kekuasaan Presiden (Jakarta:Grasindo8) 9@l x
#1pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan.

%52 Ramlam SurbaktiOp.cit hal 45-49
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kekuasaan pemerintahan (eksekutif) memegang kekmasaembentuk

undang-undang (legislatif) dengan persetujuan RAR,menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimmestinya.
Kekuasaan eksekutif yang sangat luas tersebut mdisagmbah dengan
kekuasaan legislatif. Lembaga lain yang memilikkuesaan penting selain
presiden ialah MPR , DPR, MA dan BPK , namun lenablagnbaga itu dibuat
todak berdaya baik secara individual (anggota) maukelembagaan, maka

dalam praktek presidenlah yang sesungguhnya pemdgaaulatan.

b. Selain sebagai kepala pemerintahan (ekseku&giden juga memangku
jabatan sebagai kepala negara., karena UUD 1945ganah sistem
presidensial, maka kedua jabatan ini dipegang pfekiden. Sebagai kepala
negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi Atagatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara; menyatakan peramgmbuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (depgasetujuan DPR);
menyatakan keadaan bahaya dan akibatnya yangptiéetadalam undang-
undang;mengangkat duta dan konsul, memberi gramnesti,abolisi dan
rehabilitasi;memberi gelar, tanda jasa dan lain-tanda kehormatan. Jabatan
kepala negara pada umumnya lebih bersifat simldigpada substansial |,
tetapi dalam praktek justru bersifat substan$l@hggunaan kewenangan ini
memerlukan persetujuan DPR atau diatur dengan grdiagiang, tetapi dalam

praktek presiden melakukannya secara otonom.

c. Berbagai sebutan yang melekat pada jabatandpresidi luar yang

disebutkan dalam konstitusi, dalam kenyataannyahtelijadikan sebagai
sumber kekuasaan baru bagi presiden. Jenis kekuasaadalah presiden

sebagai mandataris MPR telah berubah arti menjadigen sebagai pengganti
presiden; hak prerogatif presiden yang tidak didebu sama sekali dalam
UUD 1945 berubah arti menjadi pihak lain tidak fwol@empengaruhi dan
presiden sebagai Panglima Tinggi ABRI berubah raghjadi ABRI sebagi

alat presiden mempertahankan kekuasaannya.

d. Secara institusional dan pribadi, presiden masg sumber keuangan yang

cukup besar sehingga dapat digunakan untuk merhpeaikan kekuasaannya.
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Sekurang-kurangnya terdapat empat sumber keuarsgan dikuasai Presiden

selama Orde Baru. Sumber dana pertama, berasahniggaran penerimaan
dan pengeluaran negara (APBN) dan BUMN, karena Isegaputusan

penentuan tarif, peruntukan dan penggunaan anggbeaada di tangan
presiden. Sumber kedua berasal dari sejumlah yayas® langsung dipimpin
oleh presiden, seperti Yayasan Dharmais, Yayasaral ABakti Muslim

Pancasila, Yayasan Supersemar, Yayasan Dana Keimamudan Gotong
Royong, Yayasan Dana Karya Abadi (DAKAB) dan Yaya®ana Sejahtera
Mandiri. Dana yayasan ini dihimpun melalui Keppr&& Menkeu, dan SK
pejabat pemerintah lainnya. Sumber yang ketigalyagnis anggota keluarga.
Sumber keempat merupakan para pengusaha klien. Memgadi masalah
bukan hanya bagaimana mendapatkan dana itu, texut@gaimana sumber

keuangan itu digunakan untuk mempertahankan ke&oaga.

e. Pancasila lebih digunakan sebagai alat untué&kulkan hegemoni terhadap
rakyat daripada sebagai pedoman dan tolok ukurndglanyelenggaraan
negara dan pemerintahan. Melalui berbagai sarama adaa, Pancasila
digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kepatdharrakyat. Rakyatlah
yang diharuskan melaksanakan Pancasila sesuai rdetadsir penguasa,
sedangkan presiden dan pembantunya bertindak spégaisir dan dijadikan
sumber utama kebenaran. Jika ada pihak yang bepgad lain dari

penguasa, cenderung disingkirkan.

f. Format politik yang dipraktekan oleh rezim @r8aru dilukiskan oleh para
iImuwan politik secara berbeda (birokratis ototitenegara pejabat,
neopatrimonial, diktator pembangunan dan lain-lam@mun semuanya setuju
bahwa Orde Baru sama sekali tidak demokratis kapgasiden mempunyai
kekuasaan yang sangat mutlak sehinggga tidak t@@atdisebut dengan

‘demokrasi Pancasila”.

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



97
B. Kekuasaan Presiden Dalam UUDNRI 1945

1. Bentuk-bentuk Kekuasaan Presiden Dalam UUDNRI 1945

Tabel 3.2
Kekuasaan Presiden dalam UUDNRI 1945

Jenis UUDNRI 1945
Kekuasaan
Kekuasaan Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
Administratif menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang
Wakil Presiden.

Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang
diatur dengan undang-undang.

Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya
diatur dalam undang undang.

Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
yang alu.

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan

Pasal 23 Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
F Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.
Kekuasaan Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya

Legislatif

Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang
undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
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(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden

Pasal 22 berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah
itu harus dicabut.
Kekuasaan Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
Yudikatif pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24A (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pasal 24B (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24C (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Kekuasaan Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan
- Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Militer
Kekuasaan Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
Di , perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
iplomatik . o . :
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian interasional diatur dengan
undang-undang.
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

Pasal 13 (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan
Darurat akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.

2. Kekuasaan Presiden Pada Masa Reformasi

Kekuasaan presiden pada masa reformasi sepedmdtdbel di atas,

mengalami banyak pengurangan sebagai akibat danbg@iean UUD 1945.

Berbagai lapisan elemen masyarakat yang menghepdaibatasan kekuasaan

presiden dalam konstitusi. Mereka menuduh bahwauaekekacauan politik

yang timbul pada masa itu, bermuara pada satwalars yaitu kekuasaan

presiden. Dalam buku Demokarasi Politik, civitasagdmik Universitas
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Gajahmada menyimpulkan bahwa persoalan-persoalamagia Orde Baru

disebabkan oleh pelimpahan wewenang dan kekuasemntgrlalu besar pasa
presiden, ketiadaan pengaturan penggunaan wewelaainkekuasaan presiden
dan lemahnya pengawasan politik atas implementasienang dan kekuasaan
presiden. Persoalan tadi membawa implikasi padasewrasi sumber daya
kekuasaan politik di tangan presiden, adanya dashpr@siden atas lembaga-
lembaga tinggi lainnya; adanya penggunaan kekonasegara berlebihan dan
penyalahgunaan kekuasaaaluse of power Untuk itu mereka mengajukan
usulan perubahan sebagai beriRtt

1). a. Semua pengaturan penyelenggaraan keaegdaa politik berbentuk

Undang Undang

b. Wewenang presiden membuat Keputusan Presidgop(&®), Intruksi
Presiden (Inpres) ditiadakan;

c. Penghilangan semua kewenangan presiden dalasespm@krutmen
anggota lembaga-lembaga tinggi negara.

d. Kekuasaan negara sepenuhnya dikembalikan padlanmme APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan semekanisme
non-udgeter dihapuskan;

2). a. Pembatasan masa jabatan presiden makaifdah) periode;

b. Pengaturan penggunaan hak-hak prefqgasiden, menyangkut hal-
hal berikut :

- Penentuan jumlah dan pembidangan departemen daenkeman
harus mendapat persetujuan DPR

- Penunjukan menteri-menteri portofolio dan duta betiarus
dikonsultasikan dengan DPR

- Perancangan karir pejabat birokrasi ditentukan olembaga
otonom di lingkungan birokrasi tersebut

c. Penyusunan kode etik jabatan Presiden;
3). Maksimalisaasi DPR sebagai lembaga pengawasditik pterhadap

Lembaga Kepresidenan.

%3 Demokratisasi Politik : Sumbangan Pikiran UniveasitGadjah Mada( Yogyakarta :
Kanisius, 1998) hal 9-10
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C. Lembaga Kepresidenan

1. Jabatan Presiden

Jabatan Presiden merupakan jabatan sentral daentery dalam
kepemimpinan sebuah negara. Karena posisinya yangat strategis, maka
tidak heran jika jabatan ini selalu menjadi ajaegspteruan pihak-pihak yang
menginginkan kekuasaan tertinggi dalam menjalamkda pemerintahan dan
bernegara di belahan bumi manapun tidak terketddinesis>*

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia padaAdustus 1945 sampai
saat ini, negara kita baru memiliki 6 (enam) ordngoh presiden, yaitu

%4 Contoh perebutan kekuasaan jabatan presiden dageirmegara. (1) Pemilihan presiden di
Pantai Gading menimbulkan kekacauan pasca pemian dperebutan kekuasaan terus
berlangsung. Dua orang merasa berhak menduduktajaljresiden Pantai Gading. Lihat :
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6297525,00.htadiunduh tgl 1 Februari 2011>; (2) Kabar
kematian presiden Nigeria tersebut diumumkan olemté&r Kepresidenan Nigeria kemarin
malam. Kematian sang presiden memunculkan potesrgbptan kekuasaan di Nigeria karena
semasa sang presiden jatuh sakit, negara dengaapioferbesar di benua Afrika tersebut sudah
terjerumus dalam krisis konstitusional. Lihat sgkapnya dihttp://www.suaramedia.com/berita-
dunia/afrika/21498-perebutan-kekuasaan-mengintstg#iematian-presiden-nigeria.html
<Diunduh tanggal 1 Februari 2011> ;(3) Kekacaualitip di Madagaskar mengingatkan orang
pada pemberontakan rakyat tahun 2002. Waktu ittgbpgan kekuasaan berlangsung dalam cara
yang sama, walau pun kekerasan tidak langsung pe®afita terakhir menyebutkan bahwa
Presiden Marc Ravalomanana sudah mengundurkan Kbmon ia menyerahkan kekuasaan
kepada kalangan militeemimpin oposisi dan pelaku kudeta Andry Rajoelimenuduh kepala
negara korup dan diktator. Mantdisc-jockey ini adalah walikota ibukota Antananarivo sampai
akhir Januari lalu. Tetapi ketika ia menyatakan gaembil-alih kekuasaan 31 Januari lalu,
pemerintah Madagaskar menggesernya. Kota Antanvanatdah berbulan-bulan menjadi ajang
protes berat yang penuh kekerasan menentang RAreRiaealomanana. Sampai sekarang 135
orang tewas. Selengkapnya lihat di
http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsigaé/afrika/Perebutan_Kuasa_ Madagaskar
redirected<diunduh tanggal 1 Februari 2011(4); Angkatan bersenjata Honduras mengusir dan
menggulingkan Presiden sayap kiri Manuel Zelayapémtama kalinya perebutan kekuasaan oleh
militer di Amerika Tengah sejak Perang Dingin, yatigicu oleh penawarannya untuk membuat
undang-undang yang mencari  persyaratan lain  dalanemepntahan. Lihat
http://www.epochtimes.co.id/internasional.php?idt4Hdiunduh tanggal 1 Februari 2011>. Dan
tidak lupa bahwa sejarah mencatat adanya pereketarasaan presiden di Indonesia pada tahun
1966 silam. Supersemar adalah proses perebutaradadn oleh Soeharto cs terhadap Presiden
Sukarno. Proses pengalihan kekuasaan itu sudalditegjak 10 hingga 11 Maret 1966. Buktinya,
Presiden Sukarno membatalkan sidang yang telahlaiirmalama 15 menit. Rapat dihentikan
karena menerima laporan ada demonstrasi mahasene gasukan lain yang mengawal Istana
Bogor. Atas dasar itu, dia menegaskan ada tekarskolpgis dalam proses pengeluaran
Supersemar. Lihat
http://berita.liputan6.com/politik/200103/9390/Susmar.Perebutan.Kekuasaan.Soeharto.atas.Su
karno<diunduh tanggal 1 Februari 2011>
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Soekarno, Soeharto, Prof.Dr B.J Habibie, Abdurrahridahid, Megawati

Soekarnopoetri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Saragla yang sedikit jika
dibandingkan dengan negara republik lainnya sepglipina atau dengan
Amerika Serikat>®

Logemman sebagaimana dikutip Harun Alrasid, hukat® negara adalah
jabatan; negara menampakkan diri dalam masyarakatyai sebuah organisasi
yaitu segolongan manusia yang bekerjasama dengagaaa&kan pembagian
kerja yang sifatnya tertentu dan terus meneruskumiencapai tujuan bersama
atau tujuan negard’ Jadi negara merupakan organisasi yang terdid ata
jabatan-jabatan yang terkait satu sama lain untakwujudkan tujuan negara.
Jabatan ada bermacam-macam, ada jabatan yang tigiyaleh satu orang
pemangku jabatan (jabatan tunggal), ada jabatargy yaemiliki pengganti
(subtituu) yang setiap waktu berhak mewakili jabatan separ@uh (jabatan
ganda), ada jabatan yang berupa dewanllege dimana terdapat sejumlah
pejabat yang mewakili jabatan secara bersama-sgatmtgn majemuk)
misalnya DPR>’

Jabatan presiden merupakan jabatan tunggal yasg aleh seorang
pemangku jabatan. Pemangku jabatan presiden dipalaupreside®® Dalam
bahasa Inggris. katpresidentadalah derivatif dari tgreside yang artinya
memimpin atau tampil di depan. Dalam bahasa [a@sidereberasal dari kata
prae yang artinya di depan dan kasadereyang artinya duduk® Jabatan
presiden identik dengan bentuk pemerintahan relpdiain dikenal luas sebagai

kepala negara yang berbentuk repubifk Jadi presiden digunakan dalam dua

%5 Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presidedakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999. hal. 1

% |bid hal. 6. Lihat LogemarnTentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Pogfténerjemah:
Makkatutu,, JC Pangkerego. Jakarta: Ichtiar BaroH&eve, tanpa tahun.

7 \bid. hal. 7
?%% |bid. hal 12
?|bid. hal 10
%0 gejarah mencatat bahwa jabatan presiden telahuhdindmerika Serikat pada abad ke 18,
setelah dilihat dari konstitusinya. Kemudian negaggara di Amerika Tengah dan Amerika

Selatan setelah terbebas dari penjajahan SpatgwlPortugis, memilih bentuk republik dan
presiden sebagai kepala negara. Di Eropa, setatdbtus Revolusi Perancis, melahirkan
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arti, yaitu nama jabatan dan sebutan bagi pejabatngmun dalam bahasa

Inggris terdapat istilah yang berbedarésidency untuk jabatan dan istilah
“president untuk pejabatnya. Jabatan presiden dianggap sqregding dan
akan selalu ada dalam sebuah negara, karena keudaiesiden dalam suatu
republik adalah sebagai kepala negdr@afl of statg seperti kedudukan raja
atau ratu dalam suatu monaffd.

Kepala negara adalah simbol representasi negaraiidnol pengikat dan
pemersatu dalam negara. Oleh karena itu kepalaraduymus bebas dari
kegiatan yang bersifat politis praktis dan harugaga dan terbebas dari
kewenangan apapun yang berdampak pada kemungkinaouinya pro dan
kontra, yang akam mempengaruhi identitasnya sebiagai milik seluruh
bangsa.

Sebagai figur terpenting dalam sistem tata negata, ksehingga
pengaturan mengenai jabatan presiden diatur daladang-undang dasar.
Pengaturan dalam undang-undang dasar meliputerigricalon presiden, tata
cara pengisian jabatan presiden, masa jabatanaiajdn kewajiban presiden

termasuk kekuasaan presiden.

2. Kedudukan Presiden

Dari istilah-istilah kepemimpinan negara sepemesilen, Raja, Ratu,
Sultan, Kaisar dan Kanselir, dapat dibedakan arkansep mengenai kepala
negara dan konsep mengenai kepala pemerintahatingkiungan negara-
negara yang menganut sistem parlementer, keduaefoits biasanya
dibedakan dan dipisahkan, tetapi di lingkungan reegagara yang menganut

bentuk republik (1792), namun jabatan presiden barncul pada awal republik kedua (1848-
1851), namun status tersebut berubah menjadi kassdama 8 tahun (1852-1870), setelah
melalui masa peralihan, republik ketiga (1875-19#@nghidupkan kembali jabatan presiden.
Di Asia, jabatan presiden muncul di Filipina padakiu penjajah Amerika Serikat
memberikan kemerdekaan yang terbatas (1935) dafakemendapat kemerdekaan penuh
(1946). Dalam Harun Alrasid. Op.cit hal. 10-11

%1 Dj negara-negara dunia, selain istilah Presiden Raja King) atau Ratu Queen yang
sudah sangat populer, kita mengenal konsep laingem@i kepemimpinan negara., yang
disesuaikan dengan bahasa masing-masing negaralnjéisAmir the Rulejdi pakai di
negara Timur Tengah, Ketua dilingkungan negara kosnseperti Republik Rakyat Cina,
Kaisar digunakan di Jepang, Sultan digunakan dn&rDarusalam dan Malaysia, Kanselir,
untuk istilah kepala pemerintahan di Jerman.
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sistem pemerintahan presidensial, biasanya tidakshada pembedaan dan

pemisahan konsep. Di negara-negara yang bersifgitasian ataupun yang
belum mengenal sistem pemisahan kekuasaan sesnsippdemokrasi dan
doktrin negara hukum modern, kedua konsep tetagalsasikan dalam satu
tangan, terlepas dari apakah sistem pemerintahdvergarak presidensial atau
parlementef®” Pembedaan diantara konsep kepala negara danakepal
pemerintahan menjadi tidak relevan karena sistelitikpdan ketatanegaraan
yang berlaku di negara-negara otoritarian terseiolatk membedakan dan
memisahkan keduanya. Karena dalam prakteknya, dlksimian konsentrasi
kekuasaan dalam sistem polittk dan ketatanegaraegara itu berada
sepenuhnya di tangan Raja atau Sultan.

Lain halnya dengan negara-negara kerajaan yangganah sistem
parlementer, selalu dipisahkan antara jabatan &epadjara berada di tangan
Raja atau Ratu, sedangkan jabatan kepala pememmtgmng dipegang oleh
Perdana Menteri. Seperti yang berlaku di Ingdvialaysia, Jerman, Belanda
dan lain-lain. Hal yang menarik yaitu di Perandispala negara berada di
tangan Presiden, tetapi kepala pemerintahan digegkth Perdana Menteri.
Perancis menganut sistem campuran antara sist@sidensiil, karena
mempunyai Presiden dan sistem parlementer karenaporg/ai Perdana
Menteri. Dengan pengaruhnya, Kerajaan Inggris danaritis memiliki
wilayah jajahan yang luas, maka sistem pemerint@aranyak di contoh
oleh banyak negara di benua Afrika dan Asia.

Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda dendaggris dan
Perancis tadi. Dalam sistem ini kedudukan kepalgaree dan kepala
pemerintahan diorganisasikan ke dalam satu tangagath sebutan Presiden,
tetapi kewenangannya dibatasi sesuai dengan puesikrasi yang berdasar

atas hukumdonstitutional democrad$® bagaimana dengan Indonesia?

62 Dj negara-negara Timur Tengah seperti KerajaamiSAwmbia, Kuwait, Uni Emirat Arab

dan sebagainya, kekuasaan kepala negara dan kematerintahan diorganisasikan
sepenuhnya di tangan Raja atau Amir, tanpa Pertiéavateri. Seperti halnya di Brunai
Darussalam, Sultan berkedudukan sebagai kepalariptaen dan kepala negara.

%63 Jimly Asshiddiie, Konstitusi dan Konstituionalisme Indonesiad. Revisi. (Jakarta:
Konstitusi Press,2006) hal.201
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Menurut konstitusi, Presiden Republik Indonesamping berkedudukan

sebagai Kepala Negara berkedudukan pula sebagaal&dpemerintahan.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertidggbawah MPR.

Presiden adalah mandataris MPR. MPR sebagai pem&ghknasaan tertinggi

di dalam ketetanegaraan RI, oleh karena terdiri Haratus-ratus anggota,

tidak dapat bersidang setiap hari. Oleh karenauiwk melaksanakan tugas

sehari-hari diserahkan kepada Presiden sebagaiatzaisdMPR>** Pengertian

mandataris pernah dirumuskan dalam TAP MPRS NoMPRS/1966%

sebagai berikut:

* Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menudanghundang
Dasar

* Berkewajiban melaksanakan putusan yang ditugaskaPR Muntuk
dilaksanakan

* Berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawab@engenai

pelakasanaan putusan MPR tersebut.

Dalam batang tubuh UUD 1945 tidak dimuat pranatandataris,
demikian pula Presiden sebagai kepala negara dasiskpemerintahan. Dua
konsep terakhir merupakan konsep yang bersifaisss&eilmuan dan hanya
tampak pada sistem parlementer. Sedangkan daléemsggesidensiil seperti
yang dipraktekan di Amerika Serikat, mengandung &mesiden tanpa
pembedaan antara kepala negara dan kepala perharinegitu pula dengan
konsep mandataris, Soepomo tidak bermaksud untukbee kualitas atau
kualifikasi tersendiri ‘mandataris’ kepada Presidaelainkan sekedar sebutan.
Seluruh tanggungjawab atas kebijaksanaan pemeaimtakgara sepenuhnya
berada di tangan presiden. Presiden sebagai K&mateerintahan, di dalam

menyelenggarakan tugasnya sehari-hari harus turdepada ketentuan-

%64 JoeniartoOp.cithal 41

25 Namun ketetapan tersebut telah dicabut oleh TAP MRRV/MPR/1973. Kemudian

hubungan tata kerja antara Presiden dan MPR deiilr lanjut dalam TAP No. VI/MPR/1973
pasal 3,4,5 yang diperbaharui lagi dalam TAP NBMPR/1978 pasal 3,4,5 juga. Terakhir
diatur dalam TAP MPR No.V/MPR/1998 dan telah didallengan TAP MPR No.

XII/MPR/1998
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ketentuan UUD 1945, harus pula tunduk kepada Gazaiss Besar Haluan

Negara dan keputusan-keputusan lain dari MPR. ségais Besar Haluan
Negara (GBHN) ditetapkan oleh MPR meliputi berbag@ang : bidang

politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagaiya.hQhkarena itu, Presiden
dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan selaigadiboleh Undang-
undang Dasar juga dibatasi oleh GBHN. Pembatasaehiet diberi sanksi
pula, jika presiden melanggarnya, maka Majelis tlapangambil tindakan

hukum terhadap Presiden, sampai kepada tindakaegag¢am dari jabatannya
(TAP MPR. No.llI/IMPR/1978 pasal 4c)

Di samping dibantu oleh para menteri, maka Presid#alam
melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu pula s#ehang wakil presiden.
Para pembantu presiden sepenuhnya bertanggung jaepédda Presiden
sehingga tidak dapat dijatuhkan DPR, dan sebakDPR tidak dapt
dibubarkan oleh Presiden, sebab kedudukan Presdaah‘nebengeordnet’
terhadap DPR®®

Sesungguhnya, para menterilah yang menjalankan uakelan
pemerintahan dalam praktek. Karena para menteduéte Menteri Negara)
mempunyai tugas memimpin departemen-departemen rpgaie sehingga
lebih  mengetahui tentang seluk beluk lingkungan egeln dalam
departemennya masing-masing. Oleh karena itu, paateri mempunyai
pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakanrjpeafe

Dalam Undang-undang Dasar 1945 sebetulnya tidakapet satu
pasalpun yang menyatakan dengan tegas siapakahlakK®&fEmara Rf®’
Berbeda ketika berlakunya Konstitusi RIS 1949 dasDUSementara 1950.
Dalam Konstitusi RIS 1949 pasal 69 ayat 1 dan Uldimé&ntara 1950 pasal 45
ayat 1, menyatakan secara tegas bahwa PresidbrKigeala Negara.

26 gyparlanOp cit hal 102

%7 Hanya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 10,11,1%411%5. Kekuasaan-Kekuasaan
Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensikdaludukan Presiden sebagai “Kepala
Negara”
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Namun begitu, menurut Ismail Sdffywalaupun tidak ditegaskan dalam

UUD 1945, dengan sendirinya Presiden adalah Keyedmra. Sebab, Presiden
dalam sistem pemerintahan apapun adalah cermiaanlanbang dari suatu
bangsa yang berstatus merdeka. Dalam hubungamdiplodengan bangsa-
bangsa lain Presiden mencerminkan kedaulatan basgsdbut, kedudukannya
sederajat dengan raja pada negara yang berbentugrkno

Kepala Negara mempunyai peran yang sangat agualgmddunia
pewayangan secara simbolik dilukiskan dengan kata-Kkewajiban Kepala
negara adalah memberi makan kepada yang kelapasmbperi minum bagi
yang kehausan, memberi pakaian kepada yang tidglakegan, menyenang-
nyenangkan orang yang sedih, membuat ketentramgaranedan dunia.
Kesemuanya itu dapat dicakup dengan satu kata, éakepala negara
berkewajiban “melindungi” sesama umat manusia.

Dalam UUDNRI 1945, Presiden masih berkedudukaimagai Kepala
Pemerintahan dan Kepala Negara, tidak ada perubalm@ngenai
peristilahannya. Jimly Asshiddie berpendapat batidek diperlukan adanya

pemisahan istilah antara kepala negara dan kepaianmtahan.

3. Persyaratan Presiden

Persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil éeasiadalah sama,
karena pada suatu saat Wakil Presiden dapat meRjadiden. Pengaturan
mengenai persyaratan ini ada yang bersifat umunivérsa) dan bersifat
khusus yang hanya berlaku di negara-negara yasgrmgtutarf®®
Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa:siBea ialah orang
Indonesia asli.” Tidak terdapat penjelasan makna aeksud persyaratan
tersebut. Menurut pendapat AK Priggodigdo, hal berkaitan dengan
ketentuan Pasal 163 IS di masa penjajahan Belamag ynembedakan

penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitapgy Timur asing dan

268 |smail Sunnypp.cit

269 Jimly Asshiddigie Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.cit hal 210
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Bumiputera?’® Jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat(1) tadi, tetiasawa orang

Indonesia asli adalah mereka yang termasuk dalalongan bumiputera.
Penggolongan semacam ini sangat merendahkan ordogdsia dari golongan
penduduk lainnya. Di era kemerdekaan maka sehaausiojak ada lagi
penggolongan penduduk semacam itu karena secaramhudertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) yang menjamin persamahrdlkan setiap warga
negara di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagaiamdingan, dalam
konstitusi Amerika Serikaf’* ditentukan bahwa tidak seorang pun, kecuali
seorang yang menjadi warga negara karena kelalymahatural born citizei
bukan karena kewarganegaraaat(ralisas) atau sebab-sebab lain menjadi
warga negara (adopsi atau perkawinan) atau me@kg [yada saat penetapan
UUD ditetapkan menjadi warga negara Amerika Sefilat

Berkat adanya reformasi hukum, setengah abad kemudhelalui
perubahan ke tiga, ketentuan Pasal 6 ayat (1) nemg@erubahan. Bunyi
pasal menjadi :

“Calon Presiden dan calon wakil Presiden harusrsem warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah  miemer
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendirdakti pernah
mengkhianati negara serta mampu secara rohani dasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presidan tlVakil
Presiden.”

4. Pemilihan Presiden

Leon Duquit dikutip Suparlan, sebagai ciri negaaublik adalah negara yang
kepala negaranya dipilih untuk jangka waktu tertesieh rakyat atau wakil-

2’9 Namun pendapat ini masih merupakan pendapatdiribsehingga belum bisa dipakai
sebgai pegangan hukum. Rumusan “orang Indonesiadatdm suatu rumusan hukum positif
masih belum menjamin kepastian hukum. Jadi rumtsesebut masih terdapat kekurangan
karena masih bisa menimbulkan kesimpangsiurarraatsSelanjutnya lihat dalam Suparlan,
op.cit, hal 52 — 61. Lihat pula pembahasan serafent Bagir Manan_embaga kepresidenan
op cit. hal. 61-76

"1 Diatur dalam Bab Il Pasal | ayat”o person except a natural born citizen, or a zéth of
the United States, at the time of the adoptiorhisf ¢onstitution, shall be eligible to the office
President...”

"2 Bagir Mananl.embaga Kepresidena@p.cit. 64
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wakilnya, bukan bersifat turun temurun, ini merugakperbedaan prinsip

antara republik dan monark?®

Tata cara pengisian jabatan Presiden berbedachedgara-negara dunia.
Pada negara republik parlementer pada umumnyaderedipilih secara tidak
langsung (tidak dipilih secara langsung oleh rakydégara yang presidennya
dipilih oleh badan legislatif yaitu Singapura, Turlan RRC. Ada pula
Presidennya yang dipilih oleh badan pemilih sepdirtitalia dan India yang
dipilih oleh badan pemilihejectoral collegg yang terdiri dari semua anggota
parlemen federal yang dipilih dan anggota DewanwRlfan Rakyat Negara
Bagian yang dipilih. Sedangkan Presiden RepubldeFa Jerman, dipilih oleh
‘Bundesversamlung (Federal Convention Anggota Bundesversamlung
terdiri dari semua anggota Bundestag (Majelis Rehdiitambah dengan
jumlah yang sama dengan angggBtalestagyang dipilih secara proporsional

oleh Badan Perwakilan Negara-negara bagidiet$)>*,

Bagaimana di
Indonesia?

Menurut UUD 1945, Pasal 6 ayat (2), “Presidenlilipleh MPR dengan
suara terbanyak”, sehingga Presiden tunduk dararigggting jawab kepada
MPR Mirip dengan pemilihan di Singapura, hanya dajaesiden Singapura
tidak tunduk dan tidak bertanggungjawab kepadaepwah, tetapi dapat
diberhentikan atas dasar resolusi yang diajukah sékurang-kurangnya dua
pertiga anggota parlemen yang hatir.

Dalam praktek, Presiden diusulkan oleh Fraksisrakang ada dalam
MPR. Selama beberapa kali periode pemilihan prasitPR belum pernah
menggunakan mekanisme pemungutan suara karenamelpibnjolkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan calon Presiden stlalygal, sehingga tidak
diperlukan pemungutan suara.

Kini Indonesia memasuki babak baru dalam pemilif@aesidennya.
Dalam UUDNRI 1945, Pasal 6A ayat (1), menyatakéaresiden dan wakil

presiden dipilih dalam satu pasangan secara laggsieh rakyat.” Setara

273 suparlanpp.cit. hal 63
27 Bagir Manan|.embaga Kepresidena@p.cit. 72

2’5 bid. hal. 73
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dengan model pemilihan presiden di Perancis, yalagukan langsung oleh

seluruh rakyat dengan sistem mayoritas mutllakrélphan suara harus lebih
dari 50% seluruh suara). Apabila belum mencapaiomnit@g mutlak diadakan
pemungutan suara ulang yang diikuti hanya oleh dieng calon yang
memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Indonesayelenggarakan
sebuah perhelatan akbar yaitu pemilihan presidearaelangsung’® Dan
melalui pertarungan politik yang sengit dalam pémait presiden putaran
kedua 20 September 2004, pasangan Susilo BambadboYono — Jusuf
Kalla akhirnya terpilih oleh rakyat secara langssagagai Presiden dan Wakil
Presiden periode. 2004 — 2009.

5. Presiden Berhalangan

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, alem& itu tidak boleh
kosong walaupun untuk waktu sangat singkat, selbalgsf-fungsi jabatan
negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinketika presiden

berhalangafi’, maka pada saat itu juga wakil presiden disumpetagai

2’® pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tamgdali 2004, dan diikuti oleh 5
pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umumy fiumumkan pada tanggal 26 Juli
2004Pada putaran pertama, ada lima kandidat yamgribeg. Mereka adalah Wiranto,
Presiden Megawati, Amien Rais, Susilo Bambang Yydho, dan Wakil Presiden Hamzah
Haz. Wiranto adalah purnawirawan jenderal yang ateatjMenteri Pertahanan dan Keamanan
merangkap sebagai Panglima Angkatan BersenjatabiRepodonesia ketika terjadi gerakan
reformasi pada tahun 1998. Susilo Bambang Yudhoyaaah purnawirawan jenderal juga
dengan jabatan terakhir adalah Menteri Koordinaidang Politik dan Keamanan. Sedangkan
Amien Rais adalah ketua Majelis Permusyawaratary&aaat ini dan juga tokoh kunci dalam
gerakan reformasi. Dari lima kandidat tersebutgdeati dan Yudhoyono berhasil masuk
dalam putaran kedua pemilihan presiden. Megawatnpeeoleh 26.6 persen dan Yudhoyono
memperoleh 33.6 persen suara sah. Dalam putararaked Megawati yang berpasangan
dengan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presideendapatkan dukungan dari partai-
partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesias@ggan yang dipimpinnya, Partai Golkar,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejatdan partai-partai kecil lainnya.
Sementara itu, Yudhoyono mendapat dukungan penuh Bartai Demokrat yang
mencalonkannya dan Partai Keadilan Sejahtera beliarapa partai kecil lainnya. Selain itu,
Yudhoyono juga mendapatkan dukungan tidak resmi Bartai Amanat Nasional yang
dipimpin Amien Rais dan Partai Kebangkitan Bangsa.

2T Menurut UUD 1945, ada tiga kategori keadaan pessitidak dapat lagi menjalankan
jabatan untuk sisa masa jabatannya, yaitu: mardgdatn masa jabatan; berhenti dalammasa
jabatan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalasanjbatannya. Menurut Bagir Manan
kategori keadaan tersebut tidak sekedar perbedaéstiwanya tetap mengandung pengertian
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Presiden. Pada Pasal 8 UUDNRI 1945, tidak dirumu$leaimana jika wakil

presiden yang berhalangan hadir, sehingga ada kestama Wakil Presiden
merupakan suatwstubstitution bodydari Presiden. Untuk mengisi kekosongan
hukum MPR mengeluarkan TAP MPR No.VII/MPR/ 1973 yaecara tegas
mengatur bahwa dalam hal Presiden sedang berhalasgyaentara, maka
Presiden menugaskan kepada Wakil Presiden untukksseiakan tugas-tugas
Presiden. Bila Wakil Presiden yang berhalangampieteaka MPR mengadakan
Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat WRkaélsiden dengan syarat
bila Presiden dan atau DPR memintanya. Dan bilsidR¥e dan wakil Presiden
berhalangan tetap, sebelum terpilihnya PresidenVdakil Presiden baru oleh
MPR, maka selama paling lama satu bulan, tiga ona&gteri : Menteri Dalam
Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahakamanan ditunjuk
sebagai Pemangku Sementara Jabatan Prefden.

Dalam UUDNRI 1945, Ketetapan MPR tersebut diad&psialam Pasal 8
yang mengatur keadaan presiden yang tidak dagatrianjalankan jabatan

kepresidenan untuk sisa masa jabatannya.

6. Masa Jabatan Presiden

“Presiden dan wakil Presiden memegang masa jabataseglama masa
lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kemBafiPengalaman Indonesia
selama merdeka dari tahun 1945 hingga tahun 1288ahmemiliki dua orang
presiden, berbeda dengan negara-negara lain yal@pgt mengalami
pergantian presiden berkali-kali sebagai peristkgaegaraan yang berjalan

secara wajar®

dan tata cara hukum yang berbeda. Lihat, Bagir Mabambaga Kepresidenan,op.cit.hal 96 -
107

2’8 gyparlan. Op.cit hal 82-83.
2 pasal 7 UUD 1945 (sebelum perubahan)

80 Slamet Efferndy Yusuf dan Umar BasaliReformasi Konstitusi Indonesia:perubahan
pertama UUD 1945(Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000) hal.161
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Setelah lengsernya Presiden Soeharto, pada Siddflg dhun 1998

keluar sebuat TAP MPR No XIII/MPR/1998 tentang Pataban Masa Jabtan
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesiauydresiden dan wakil

Presiden memegang jabatan selama lima tahun dadaeya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk kaliumasa jabatan.

Rumusan inilah yang diusulkan beberapa fraksisirdkPR menjadi materi

perubahan UUD 1945. Dalam perkembangannya, rumosamenjadi Pasal 7,

sehingga berbunyi :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selmna tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan ysmga, hanya untuk
satu kali masa jabatan.”

7. Pertanggung jawaban Presiden

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden bertangguabjakepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan kebparlemen.
Kewajiban presiden untuk bertanggungjawab kepaddr N#?cantum dalam
TAP MPR No. llIIMPR/1978, Pasal 5 yang berbunyi :

a) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada dajeh pada akhir
masa jabatannya memberikan pertanggungjawabanpataksanaan
Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undargprdatau
Majelis dihadapan sidang Majelis.

b) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban daped Sidang
Istimewa yang khusus diadakan untuk meminta pegiamgjawaban
Presiden dalam pelakasnaan Haluan Negara yancpapktet oleh
undang-undang atau majelis.

Sebenarnya, terdapat persoalan mendasar dalanmtuaete tersebut.
Pertama yaitu kenyataan bahwa UUD 1945 sendiri sebenaidgt mengatur
secara eksplisit mengenai adanya prosedur pertaggyuaban presiden
kepada MPR. Walau demikian, Penjelasan UUD 1945 angmmemuat
pernyataan bahwa "Presiden yang diangkat oleh Majgunduk dan
bertanggung jawab kepada Majelis." Prinsip inilamngy kemudian dijadikan
dasar dalam pembuatan Tap. No [II/MPR/1978 terseb8tbagai
perbandingan, dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 yamgngandung
sistem pemerintahan parlementer, soal pertangguaggn presiden kepada
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lembaga legislatif dimuat dengan jelaKedug pada dasarnya sistem

pertanggungjawaban eksekutif hanya dikenal dalastersi parlementer atau
sistem semi-parlementer, tidak dalam sistem praside sebab orientasi
utama sistem pemerintahan presidensial adalah nreokopemerintahan yang
stabil dalam waktu tertentuiXed term of office Di samping itu, sistem
pemisahan kekuasaan secara tegas dalam tataranbkel@an yang berusaha
diterapkan oleh sistem presidensial berimplikasidapatidak terjadinya
peleburan antara lembaga eksekutif dan legisfdtiNamun amandemen
konstitusi yang telah dilakukan sebanyak empat ikaltidak juga mengatur

secara eksplisit tentang sistem dan mekanismenggiagjawaban Presiden.

. Kekuasaan Prerogatif Presiden

1. Istilah dan Sejarah Prerogatif

Kekuasaan prerogatif presiden menurut berbagaialite diterjemahkan
sebagai kekuasaaengan hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-legdé
tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam tabk dapat digugat oleh
lembaga negara yang lailabatan presiden sebagai kepala negara adalah satu-
satunya fungsi jabatan dalam negara yang terbedrakemungkinan adanya
kesalahan. Jabatan presiden berada dalam wilayddashdari kesalahan” atau
“can do no wrongsebagaimana raja atau ratu dalam sistem monarki.

Dalam fungsinya sebagai figucdn do no wrong’ presiden dalam hal
selaku kepala negara memiliki kekuasaan khusushetlaustimewa yang tidak
dimiliki oleh fungsi jabatan kenegaraan lain, kedagn ini dinamakan
prerogatif, atau dikenal luas sebagai hak prerbgesidert®? Yang dimaksud
dengan hak prerogatif ialah hak istimewa yang autapejabat-pejabat negara

281 Bivitri Susanti “Meminta pertanggungjawaban presit
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1301/metaipertanggungjawaban-presiden
<diunduh tanggal 6 Februari 2011

82 Hendarmin Ranadireks@p.cithal. 198.
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tertentu, antara lain Kepala Negara dan pejabatspéjnegara lainnya yang

memiliki kekuasaan tertentu karena jabatannya.

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk meaden putusan atas
nama negara bersifat final, mengikat dan memiléuatan hukum tetap. Hak
prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersediadiaediakan konstitusi bagi

kepala negar®®

An exclusive privilege. The special power or pecutight possessed by
an official by virtue of his or her office. lBnglish Law a discretionary
power that exceeds and is unaffected by any otberep the special
preeminence that the monarch has over and aboveothlrs, as a
consequence of his or her sovereigniijhe term prerogative is
occasionally used by writers of law to refer to tigect over which royal
powers are exercised, such as fiscal prerogatwesh are the revenues
of the king or queer?®*

Menurut Black Law Dictionary, prerogative is an an exlusive right,
power, privilege or immunity usually acquired bytwe office”®®> Kekuasaan
prerogatif pertama kali muncul ketika masa “kegatafropa”(the dark ages
dahulu, kekuasaan seorang raja begitu absolut, abalsieorang raja bisa
mengatakan “negara adalah saya”, yaitu Raja L$lMsdi Perancis, hal inilah
yang memunculkan istilah hak prerogatif.

Hak prerogatif pertama kali diterapkan dalam dalakonteks
ketatanegaraan di kerajaan Inggris, sebagai hakeiwa seorang raja. Hak ini
memberikan keistimewaan bagi penguasa politik umh@mutuskan sesuatu
berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa nasihaenpan atau kabinet,
uniknya putusan itu bisa dilakukan tanpa alasarp@apakecuali kehendak
pribadi dari sang pemimpin itu sendiri. Kekuasatu dnak ini dahulu disebut
The Royal Prerogativedak prerogatif raja, adalah merupakan badan asorit
adat, hak istimewa, dan kekebalan, yang diakuindglis Raya sebagai hak

prerogatif tunggal dari penguasa. Banyak dari ke&aa eksekutif pemerintah

2% pid

#4prerogative” The Free Dictionahttp:/legal-dictionary.thefreedictionary.com/prgative
<diunduh tanggal 6 februari 2011>

%5 Brian A.GarnerQp cithal. 1301

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



114
Inggris, diberikan kepada seorang raja, telah diberdi bawah mandafhe

Royal Prerogative.
AV Dicey mencoba merumuskan hak prerogatif yangatdkannya
sebagai konsep yang sulit untuk didefinisikan setgpat.

... the remaining portion of the Crown's originaluthority, and it is
therefore ... the name for the residue of discretipr@ower left at any
moment in the hands of the Crown, whether such pdwein fact
exercised by the King himself or by his MinistefS".

Hak prerogatif, sebenarnya residu kewenangan ataersang-wenang
yang pada jaman dahulu sewaktu raja atau ratu meyapkekuasaan absolut
sebagai seorang tiran yang meliputi semua halyadegkum tersisa di tangan
mahkota raja.

Sedangkan Wiliiam Blackstone merumuskan hak preifaggbagai berikut:

“‘By the word prerogative we usually understand thspecial pre-

eminence which the King hath, over and above &léopersons, and out
of the ordinary course of common law, in right a$ hegal dignity ... it

can only be applied to those rights and capacitiggch the King enjoys
alone, in contradiction to others, and not to thoskich he enjoys in
common with any of his subject&"

Pandangan kedua ahli tersebut berbeda satu sam®ieey berpendapat
bahwa bahwa setiap tindakan pemerintahan olehdiajaar undang-undang
berada di bawah hak prerogatif, sedangkan Blackstomengatakan bahwa
hak prerogatif hanya mencakup tindakan-tindakargy#hak ada orang lain
atau badan di Inggris bisa melakukan, seperti pdautam Parlemen.

The Royal Prerogativeerasal sebagai kekuatan pribadi raja. Di abad ke-
13 di Inggris, seperti di Perancis, semua rajébértkuasa dengan absolut dan

sangat kuat, tapi kekuasaan mutlak ini muncul pagaspan dan pergolakan

286 “Report”  http://www.publications.parliament.uk/pa/cm20030dgelect/cmpubadm

1422142204 .htnxdiunduh tanggal 6 februari 2011>Lihat juga datd&oyal Prerogative in the
United Kingdom http://en.wikipedia.org/wiki/Royal Prerogative_ihet United Kingdom
<diunduh tanggal 6 februari 2011>

27 bid . Lihat juga dalam Lucinda Maer and Oonagh Gay“TheoydR
Prerogativedittp://www.parliament.uk/documents/commons/lib/egst/briefings/snpc-
03861.pdf< diunduh tanggal 6 Februari 2011>

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



115
feodal di abad keempat belas dan kelima bel&slyal Prerogativepada

awalnya dinyatakan oleh hakim Richard Il tahun 13B&lama abad ke-16,
"pergolakan™ mulai surut, dan raja menjadi benarapendependen. Di bawah
Henry VIII dan penerusnya, raja adalah kepala geheggris Protestan, dan
karena itu tidak bertanggung jawab kepada ulamaanP®arlemen dalam
periode ini, mulai muncul dan menimbulkan masaBémentara raja adalah
"mitra utama dalam konstitusi Inggris,” pengadilz@rhenti mendeklarasikan
kekuatan raja, dan mulai mengakui peran Parlemeseldat. Raja Henry
mengakui hal ini bahwa ia jauh lebih kuat dengamsqtejuan Parlemen.
Dalam hal perpajakan, Sir Thomas Smith dan petaihsmenunjukkan bahwa
raja tidak bisa memaksakan pajak tanpa persetyjadamen. Pada saat yang
sama, Henry dan keturunannya biasanya mengikuterddk pengadilan,
meskipun fakta bahwa mereka tidak terikat secamatite oleh hakim. William
Holdsworth menyimpulkan bahwa dengan teratur mempetugas hukum
mahkota dan peradilan untuk nasihat hukum dan pguse, Henry mengakui
perlunya pemerintahan yang stabil untuk mengikuktum Hal itu diterima
bahwa sementara "kebijaksanaan tak terkekang" Raay terbatas di daerah
dimana pengadilan telah dikenakan ketentuan tentpegggunaan hak
prerogatif, atau di mana ia telah memilih untuk akekanny&®®

Kekuasaan prerogatif raja meliputi beberapa bidgagu, berkaitan
dengan lembaga legislatif, sistem peradilan, urlisannegeri dan lainnya.

e Legislatur/ lembaga pembuat undang-undang; Kekumaspeerogatif
raja yang pertama adalah, raja dapat membubarkéenypEn.

» Sistem peradilan

e Urusan luar negeri

e Lainnya

Pada perjalanannya, hak prerogatif ini diadopsiyblamegara. Di dalam
sejarah banyak negara-negara yang semula merupaggara monarki

konstitusional-parlementer-demokratik, karena sesumeal, misalnya terjadi

88 |bid. Lihat juga dalam JOHN CANNON.réyal prerogativé. The Oxford Companion to
British History. 2002.Encyclopedia.conil4 Februari 2011 kttp://www.encyclopedia.com
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coup d’etat berubah menjadi suatu negara republik konstihaiparlementer-

demokratik, dengan kepala negara yang tadinya igoRaja atau ratu

kemudian oleh seorang Presidé&h.

2. Kekuasaan Prerogatif di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, hakogatif kepala
negara tersebut ditetapkan didalam konstitusi &ladang-undang Dasar
negara yang bersangkutan dan atau peraturan pgard@andangan lainnya.
Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, pemgatyprerogratif presiden
diatur dalam UUDNRI 1945. Dari kekuasaan-kekuasgag telah diuraikan
sebelumnya, yang temasuk dalam kekuasaan kekugsaapgatif adalah,
kekuasaan sebagai kepala negara, Pasal 10 sampgandeasal 15, serta Pasal
16 dan Pasal 17.

a. Kekuasaan sebagai Pemegang Kekuasaan Tertingdilatasl, AU
dan Kepolisian Negara Rl

Pasal 10 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Presignegang
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Dasar, Angkataurt dan Angkutan
Udara, tidak mengalami perubahan. Kekuasaan ini upadan
konsekuensi dari kedudukan Presiden Rl sebagail&kewsara.Terdapat
dua pandangan mengenai kedudukan presiden sebagangn tertinggi
ABRI, vyaitu pertama, menganggapnya sebagai simboliktuk
menunjukkan bahwa militer ada di bawah kendali pertah sipil. Kedua,
mengatakan bahwa kedudukan presiden sebagai pimpiedinggi
angkatan bersenjata atau angkatan perang tidakahsinybolik tetapi
efektif. Presiden dengan kuasa sendiri dapat mehgan angkatan
perang untuk melakukan tindakan tertefitu.

Di masa orde baru, kewenangan ini menjadi sangatinge Hal ini

disebabkan ideologi pembangunanisme yang diusweigmbe baru, yang

2% Ipid

290 Bagir Mananl.embaga Kepresidenaop.cit. hal. 118-119
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berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepagnggap

memerlukan syarat stabilitas politik dan keamanasngy mutlak.
Pelaksanaan kekuasaan yang terpusat dan tertutip da@am
perkembangannya kemudian mengalami banyak perrhasal&ebijakan
keamanan menjadi pendekatan utama dalam menyelasairsoalan-
persoalan yang timbul di dalam masyarakat, baikikoékonomi maupun
sosial dan berindikasi melanggar HAM Untuk menghindari terjadinya
penyimpangan kekuasaamb(ise of poweér dari kedudukan sebagai
penguasa tertinggi militer ini, maka dibutuhkan em@kme yang lebih

jelas dalam penetapan kebijakan pertahanan danakeam

b. Kekuasaan Menyatakan Perang dan Membuat Perdamaian

Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, mitefagir
Manan tergolong sebagai bentuk kekuasaan di biddngnistrasi negara
dan termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan askkak$ (original
power of executiye Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan
melakukan setiap bentuk atau insisiatif hubungam hegerr®® Presiden
dalam menyatakan perang dengan negara lain digtogash ketentuan
Pasal 11 ayat (1) yang secara esensial tidak nmemgglerubahan, yaitu
mengharuskan adanya persetujuan DBPRPernyataan perang akan
membawa konsekuensi yang luas bagi kehidupan balagsaegara, baik
secara ketatanegaraan, politik, ekonomi, mauputalp@nan keamanan.
Keterlibatan badan perwakilan rakyat berkaitan dengaham kedaulatan
rakyat. Sebagai negara yang berkedaulatan rakggslas peristiwa dan
keputusan yang bersifat ketatanegaraan berkaitagade kepentingan
negara dan kepentingan atau hak dan kewajibantrakyas memperloleh

21 Masyarakat Transparansi Indonesembatasan Kekuasaan Presiden RI: Kajian
Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presitledalam Hukum Positif Indonesia.
Laporan Akhir Tim kajian Bidang Hukurflakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999)
hal. 77

2921bid. hal. 167

2% pasal 11 sebelum perubahan dan Pasal 11 ayats{ijah perubahan, berbunyi sama yaitu:
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyanyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
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persetujuan dari raky&. Oleh karenanya tindakan menyatakan perang

harus dengan persetujuan DPR. Persetujuan DPR ta&aygperang akan
disertai pula dengan kewenangan khusus untuk metmkan Presiden
membuat keputusan atau tindakan yang menyimpang ke&entuan-
ketentuan yang berlaku dalam keadaan normal.

Pernyataan perang, menurut Bagir Manan adalah gemaglawan
negara asing atau perang antar negara, tidak tekntkdalamnya perang
saudara atau serbuan orang asingKekuasaan Presiden untuk
menyatakan perang tidak dapat dipisahkan dari kddud Presiden
sebagai pimpinan tertinggi angkatan berserijata.

Selama masa Orde Baru, Presiden tidak pernah meakaguo
kekuasaan ini, namun di masa Orde Lama, Presideka8m pernah
menggunakan kekuasaan ini ketika merebut Irian tBdaa penguasaan
Belanda, dan pada saat terjadi konfrontasi dengalaydia. Pada masa
reformasi saat ini, desakan menyatakan perang Ipeoeagulir ketika
adanya insiden patroli Indonesia Malaysia di paraiKepulauan Riau
Sumatera. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyamilth bahwa

perselisihan tersebut diselesaikan secara diplodeesdamai?’

2% Bagir Mananl.embaga Kepresidenanp.cit. hal. 167
% |bid, hal 174

2% |pid, hal 175. Terhadap perang saudatee ivil wa) , serbuan orang asing, Presiden dapat
setiap saat menggerakan angkatan bersenjata, kiyasaisgkatan perang untuk menyelesaikan
perang saudara atau serbuan tersebut, begitupikka ketgara mendapat serangan mendadak
dari suatu negara asing, maka presiden tidak pmémunggu menyatakan perang yang
disetujui DPR.

297 Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orgjugas Kementreian Kelautan dan
Perikanan menangkap basah sekelompok nelayan Nealgysg melakukan penangkapan ikan
di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairfianjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas
mendapatkan informasi kapal nelayan berbenderaysialanencuri ikan di perairan tersebut.
"Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan lepaereka bahwa perairan ini adalah
perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KiFhak melakukan penahanan untuk
selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batarmuramereka tidak terima, lantas terjadi
letusan senjata oleh petugas polisi laut MalaysialNg tidak ada korban yang dilaporkan
dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena fasiden tersebut melebar, tiba-tiba
petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tigaabwKKP, dan langsung menyuruh ketiga
awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patrolieker dan langsung tancap gas.(HK/X-
11)Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekanekaediculik oleh polisi Malaysia
tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat ap&aeaa polisi laut Malaysia membidikan
senjata ke arah mereka
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Kekuasaan untuk mengadakan perdamaian dalam Phsayat (1)

UUDNRI 1945, mempunyai arti sebagai cara mengakkuatu
permusuhan perang yang telah dan sedang terjadi m@melihara atau
mempertahanan perdamaian, memasuki suatu faktahpedn untuk
menciptakan atau memelihara perdamaian. Perjapgadamaian dalam
rangka mengakhiri secamde jure suatu peperangan atau permusuhan,
tidak hanya terbatas pada penghentian permusuétapj imencakup juga
hal-hal seperti soal tawanan, ganti rugi akibatep@pgan dan lain-lan.
Presiden dalam membuat perjanjian perdamaian imushalengan

persetujuan DPR®

c. Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain

Presiden membuat perjanjian dengan negara lainadepgrsetujuan
DPR, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1$=tielum
perubahan. Secara gramatikal ketentuan ini sudalgas jelas dlain
meaning dan tidak memuat pengecualian-pengecualian, badevaua
perjanjian dengan negara lain selalu memerlukasepguan DPR%
Namun pada praktek ketatanegaraan yang berlakentkein ini tidak
sepenuhnya diikuti, karena terdapat beberapa parayang diadakan dan
berlaku tanpa persetujuan DPR, tetapi hanya desghonah Keputusan
Presiden™

Praktik ketatanegaraan ini merupakan suatu bentekiakaan
ketatanegaraan di Indonesia. Untuk menentukanmemadengan negara
lain yang memerlukan persetujuan DPR dan yang ticemerlukan

Lihat dalam Henri Kremer. “Insiden Patroli Indoreesian Malaysia Jadi Urusan Negara”,
Minggu, 15 Agustus 2010
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/15/16281/1/Insiden-Patroli-Indonesia-dan-
Malaysia-Jadi-Urusan-Negaraihat juga dalam, Lamgiat Siringoringo, “PidalPresiden
tentang Indonesia Malaysia : DPR minta pidato SBYat soal Malaysia” Selasa, 31 Agustus
2010 http://nasional.kontan.co.id/v2/read/128326390043BPR-minta-pidato-SBY-tegas-
soal-Malaysia<di unduh tanggal 20 Mei 2011>

2% Bagir Mananlembaga Kepresidenaop.cit. hal 177-178
299 bid hal. 168

390 bid
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persetujuan DPR, pemerintah dan DPR telah mendg@uoalndang-

Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intesnak Berdasarkan
Pasal 9 ayat (2), pengesahan perjanjian internalsiditakukan dengan
undang-undang atau keputusan presiden. Kemudiaamddtasal 10,
“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengndang-undang
apabila berkenaan dengan a. masalah politik, pexidaanpertahanan dan
keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetzgias wilayah
negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau kedkallat negara; d. hak
asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentikk@miah hukum baru;
f. pinjaman dan/ atau hibah luar negeri.” Pasalagat (1), pengesahan
perjanjian internasional yang materinya tidak tesuka materi
sebagaimana dimaksudkan Pasal 10, dilakukandengeputusan
presidert®* Hal ini sejalan dengan perubahan UUD 1945 yarig&e
(tahun 2001) ada penambahan dua ayat pada pasafaitd,ayat (2)
berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian irdsional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagdikphin rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau areisgterubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujDawan
Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ketentuan tentamgugen internasional
di atur dengan undang-undang (ayat 3).

Menurut Bagir Manan, perjanjian internasional dapsahkan dengan
keputusan presiden, atas dasar hal berikdt4ni
Pertama, dikembalikan pada asas dasar hubungan luar negelah
dikemukakan hubungan luar negeri adalah kewenamgiineksekutif.
Dengan demikian, secara asasi Presiden berwenangadhekan segala
bentuk hubungan luar negeri baik atas persetujteun tanpa persetujuan
DPR. Karena itu, persetujuan DPR dapat dibatasddaajibkan pada hal-
hal tertentu, yaitu terhadap hal-hal yang mempusifat ketatanegaraan,
seperti segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur-dan organisasi
negara. Demikian pula hal-hal yang akan menimbulandan kewajiban

301 Abdul Ghoffar, op.cit hal 108

%92 Bagir Mananl.embaga Kepresidenanp.cit. hal. 169-170
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pada negara atau pemerintah, hak dan kewajibaadaphrakyat banyak.

Perjanjian-perjanjian di bidang politik, ekonomi,edangan, dan
pertahanan termasuk yang memerlukan persetujuan BPabila isi
perjanjian tersebut berkaitan dengan kriteria dsaPerjanjian-perjanjian
lain dapat dilakukan Presiden tanpa persetujuan.eRih lanjut dapat
pula disebutkan, walaupun ketentuan Pasal 11 UUDN®I5 secara
kebahasaan sangat jelas, tetapi tidak pula dilaPregiden mengadakan
perjanjian internasional tanpa persetujuan DPR.

Kedua, didasarkan pada kebiasaan atau praktik interndsigaag
menerima dan mengakui bentuk perjanjian internasiorang hanya
dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksek@xedutive agreement
Sebagai warga masyarakat internasional sudah sepgat Indonesia
mengikuti kebiasaan atau kelaziman tersebut

Ketiga, didasarkan pada pertimbangan sifat timbal balik umg@an
internasional. Tidaklah wajar apabila negara pitlalam suatu perjanjian
menempatkan perjanjian tersebut sebagai cukup uliéak pemegang
kekuasaan eksekutif, tetapi Indonesia mewajibkatukunmemperoleh
persetujuan DPR.

Keempatdidasarkan pada pertimbangan praktis yaitu efisi@ejanjian
tertentu akan lebih efisien kalau semata-mata dikak oleh pemegang

kekuasaaneksekutif tanpa memerlukan persetujuan DPR
d. Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya

Pasal 12 UUD 1945, sebelum dan sesudah perubabdiunyi,
"Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-sylat akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undanghtken hal ini
kemudian diatur dalam UU No. 23/Prp/1959 tentangdéan Bahaya.
Pengertian keadaan bahaya yaitu terancam oleh pentakan,
kerusuhan, atau akibat bencana alam, timbul peasaug bahaya perang
atau dikhawatirkan perkosaan atas wilayah negarai®ip negara dalam
keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyattaaddikhawatirkan

ada gejala yang dapat membahayakan negara. Secana keadaan
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bahaya dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) katdgeadaan bahaya

bencana alam, keadaan bahaya sipil, keadaan batibiga, dan keadaan
bahaya perang®
Keadaan bahaya di suatu negastate of emergengydiberlakukan

karena adanya keadaan yang luar bias&rgordinary dan khusus yang
mengancam keadaan bangsa dan negara, sehingg@gge&aagannya pun
tidak dapat diatasi dengan tindakan-tindakan bardas hukum yang
normal atau biasa. Karena keadaan tidak biasa, dipkaukan landasan
hukum yang luar biasa tapi komprehensif. Meskipomprehensif dan
luar biasa tapi harus dapat dipertanggungjawabgaperti menghormati
hak-hak asasi manusia (HAM).Untuk mengatasi keatiaaaya tersebut,
oleh hukum diserahkan kewenangan kepada pemenmtadgara, sebagai
pihak yang dominan, untuk menormalkan keadaan kegarbali aman,
tertib dan damai. Dengan pemahaman ini maka pilaalg yerlibat bukan
hanya Presiden. Penggunaan istilah “pemerintahgaraé sebagai aktor
dominan dalam menanggulangi keadaan bahaya merapgokran serta
lebih banyak pihak, dan dengan demikian demokragéhingga dapat
meningkatkan efektifitas dan transparansi penamg@an keadaan
bahaya**

e. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Mendduma Negara
Lain
Selama masa orde baru, sudah menjadi rahasia urabwalpos-pos
duta besar di negara lain diisi oleh kalangan dékesiden, sebagai rasa
terima kasih atau imbalan jasa. Namun praktekigak dapat dilakukan
lagi sejak dilakukan perubahan pada Pasal 13 UU5¥9Bunyi Pasal
13 UUDNRI 1945 bahwa :

“Kekuasaan Darurat Presiden”

asandi.staff.ugm.ac.id/.../KEKUASAN%20DARURAT%20PRBPEN.doc

%4 |bid

395 pasal 13 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi :

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul
(2) Presiden menerima duta negara lain
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(1) Presiden mengangkat duta dan konsul
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain menga
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pasal ini terlihat fungsi pengawasan DPRmdgbengangkatan
Duta Besar Republik Indonesia. Menurut ketentuangybaru tersebut
diisyaratkan bahwa dalam pengangkatan duta besdak tihanya
merupakan hak prerogratif Presiden namun juga eu&ln peran DPR
untuk memberikan pertimbangan. Duta yang akan giétkan di suatu
negara oleh pemerintah, harus terlebih dahulu metingar pendapat
yang dilakukan DPR. Hal ini kemudian menjadikan umdmn antara
Presiden dan DPR berkaitan dengan pencalonan dult dipersoalkan
oleh sekian banyak kalangan, ketika keputusan DPRBngy
mempermasalahkan calon-calon duta yang diajukan p@merintai®°
Menurut Zain Badjeber, pertimbangan yang dilakukA®PR harus
mematuhi tata tertib DPR yang menyebutkan bahwdingegngan
sifatnya konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinakdi-fraksi. Karena
pemberian pertimbangan dan persetujuan itu proegdurberbeda.

Pertimbangan lebih sederhana. Jika pertimbangarogréebinan dan

3% Delapan dari 27 calon duta besar yang diajukarepetah, dalam hal ini Departemen Luar
Negeri, ditolak oleh DPR setelah wakil rakyat itelakukan penelitian dengan cara semacam
proses uji kelayakan. Komisi | DPR yang membidamgisalah pertahanan, keamanan, dan
luar negeri, meminta pihak Deplu mengajukan nanmandain sebagai pengganti dari
kedelapan calon yang dinyatakan gugur itu. DPR Immggugurkan calon duta besar?
Begitulah kesan yang muncul dari Gedung MPR/DPRagam Langkah DPR ini mengacu
kepada amandemen UUD 45 pada perubahan pertama symtady disetujui MPR. Yang
mengatur itu adalah Pasal 13 ayat 2, yang berbudialam mengangkat duta, presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Raky&ebagian anggota DPR
menganggap kata "memperhatikan” itu sebagai sesyaaiy mutlak harus diikuti pemerintah,
dalam pengertian lulus atau tidaknya calon itu &sadkan "pertimbangan” DPR. Namun
sejumlah anggota dewan lainnya, dan juga pakarrhuaia negara, melihat hal ini sebagai
sesuatu yang kebablasan. Kalau itu terjadi, kelaa$#PR sedemikian besarnya, melebihi
besarnya kekuasaaRsekutif. Bahkan ini bertentangan dengan Pasaly481 UUD yang
menyiratkan adanya hak prerogatif presiden dalamgamegkat duta besar. Memang, Pasal 13
ayat 1 itu berbunyi singkat: "Presiden mengangkatutad dan konsul".
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2002@6OP1/mbm.20020624.0P1120382.id.htm
< diunduh tanggal 20 Mei 2011>

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



124
memperlambat proses pelaksanaan hak prerogatiipredisa dikatakan

DPR telah mencampuri hak prerogatif Presitdén.

Kekuasaan mengangkat atau menerima duta dan kaiialbkan
apabila Indonesia mempunyai hubungan diplomatikgdemegara asing
tertentu. Jadi dalam kekuasaan mengangkat atau rmeneluta dan
konsul termuat kekuasaan lain yang tersirat sebagaituimplied power
yaitu kekuasaan mengadakan, meniadakan, membelsgkaentara atau

memutuskan sama sekali suatu hubungan diplonigtik.

f. Kekuasaan Memberi Grasi, Rehabilitasi, Amnesti Alhalisi

Kekuasaan untuk memberikan grasi, rehabilitasnest dan abolisi
merupakan kekuasaan Presiden di bidang yustisiekuasaan inilah
yang menjadi fokus utama penelitian ini, khususmgamgenai pembeerian

grasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam bamgelaya.

g. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatanyia

Kekuasaan memberikan tanda jasa dan tanda kehornetanya
diatur dalam Pasal 15 UUDNRI 1928 Ada sedikit perubahan dalam
pasal ini menjadi :"Presiden memberi gelar, tarada jdan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur di dalam undang-undang. kgnuDeny

Indrayana, pembatasan ini diantaranya dipicu oledakan Presiden

%7 'H. Ibrahim."Hak Prerogatif Presiden, Karena NegaréBukan) Saya”
http://hehim29.blogspot.com/2011/01/hak-prerogatésiden-karena-negara.htrdiunduh
tanggal 20 Mei 2011>

398 Bagir Mananl.embaga Kepresidenanop.cit. hal. 178

39 pasal 14 UUD 1945, berbunyi (1) Presiden membarigrasi dan rehabiitasi dengan
memperhatian Mahkamah Agung.

310 Sebelum perubahan pasal tersebut berbunyi, “Rresidemberi gelaran, tanda jasa dan
lain-lain tanda kehormatan.”
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Habibie yang membagi-bagikan tanda kehormatan kmegidukung-

pendukungnya pada tahun 1999.

Sedangkan menurut Abdul Hamid Wahidlari Fraksi Kebangkitan
Bangsa mengatakan kewenangan Presiden dalam mkarbgglar, tanda
jasa, dan tanda kehormatan harus dikontrol metdbuah UU. Dengan
begitu, diharapkan pemberian gelar, tanda jasa, tdada kehormatan
dapat dilakukan secara transparan, obyektif, dan patda
dipertanggungjawabkan serta lepas dari kepentipgétik atau golongan
tertentu®?

Saat ini peraturan perundangan yang mengatur @@laks pemberian
gelar dan tanda jasa yaitu Undang-Undang Nomoratui 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Pama@@merintah Nomor
1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, aladaTKehormatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentaelgk$anaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelandd@aasa, dan
Tanda Kehormatan.

Masalah pemberian gelar sempat menjadi sorotankdatroversi,
ketika Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehonmetag diketuai
oleh  MenkoPolhukam Djoko Suyanto berencana melkdoerigelar
pahlawan pada Soehaftd. Lembaga ini menjadi satu-satunya yang
berwenang meneliti, membahas, dan memuverifikasilanosu serta
memberikan pertimbangan mengenai pemberian gedadat jasa dan

tanda kehormatan.

311 Denny IndrayanaAmandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkatdakarta:
Mizan, 2007) hal. 198

312 Abdul Hamid Wahid. DPR Gagas RUU Tentang GelandBaJasa dan Tanda Kehormatan

http://hamidwahid.wordpress.com/2007/09/01/dpr-gawau-tentang-gelar-tanda-jasa-dan-
tanda-kehormatarf/diunduh tanggal 20 Juni 2011>

$%Gelar Pahlawan Soeharto Belum Saatnya” Sabtu, 23ktol@r 2010.
http://regional.kompas.com/read/2010/10/23/0816862&r.Pahlawan.Soeharto.Belum.Saatn
ya

<diunduh tangal 20 Juni 2011>. Bahkan KONTRAS rnie@iaran Pers tentang Penolakan
Pemberian Gelar Pahlawan bagi Soeharto tanggak&iheér 2010, dengan mengatasnamakan
berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh.
http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&iti50 <diunduh tangal 20 Juni 2011>.
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h. Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden

Berdasarkan Pasal 16 UUDNRI Tahun 1945, Presidembaetuk
suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberilkesihat dan
pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnyardizgtiam Undang-
Undang. Pemberian nasihat dan pertimbangan kepasadén sekaligus
dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambieputusan
berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermatngiigat
keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden terdgicatang-orang yang
jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negaranwdan mempunyai keahlian
di bidangnya, Presiden tentunya secara sungguhgasbngemperhatikan
nasihat dan pertimbangannya. Dalam UU No 19 ta@6_2mengatur
keberadaan suatu dewan pertimbangan dengan peageldDéwan
Pertimbangan Presiden. Walaupun demikian, kedudukaewan
Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebulgwan
pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atauatgmbegara lain
seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebeemmbahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td@4#b. Diatur
pula tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susumen kéanggotaan,
pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja,p@mbiayaan dan
hak keuangan Dewan Pertimbangan Presid€eberadaan Dewan
Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan npigatigan yang
ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur daB&B |l
Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebuhjukkan bahwa
keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas méaterasihat dan
pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperluledspi statusnya
menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negaigberada di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Pre&iden.

i. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Mentertarien
Pasal 17 ayat (1) menyatakan “Presiden dibantu miehteri-menteri

negara’sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa mentetenmiéu diangkat

314 penjelasan umum UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dé&eatimbangan Presiden
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dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal tersebutimpgikan kewenangan

Presiden dalam pembentukan kabinet. Sebagaimarghadip bahwa
otoritas Presiden dalam pembentukan kabinet meaupatri penting
dalam sistem presidensiil. Ketentuan selanjutnysdudidalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian fdedandang-
Undang ini disusun dalam rangka membangun sistemepetahan
presidensil yang efektif dan efisien, dengan miératkan pada
peningkatan pelayanan publik yang prima dan samialisdidak
mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden damenyusun
Kementerian Negara untuk membantu penyelenggaraansam
pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini judimiaksudkan untuk
memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerianr&&geena jelas
dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dannao organisasi
Kementerian Negara. Kemudian berdasarkan PasallWN&l39 Tahun
2008, memang memperbolehkan adanya pengangkatainneaikeri pada
departemen yang membutuhkan penanganan secaraskhusu

Aturan pelaksananya tertuang dalam Perpres Nomaraéhin 2009
pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa wakil memeada di bawah
dan bertanggung jawab kepada menteri. Ayat 2 pasahenyebutkan
wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukanup&kan anggota
kabinet. Sementara pasal tiga menyebutkan wakitenesdalah pegawai
negeri yang telah menduduki jabatan strukturaloes&lA. Namun tidak

semua kalangan setuju dengan kebijakan Presidéf ini

315 Mantan anggota Komisi | DPR RI Andreas H Pareirangingatkan agar kehadiran wakil
menteri tidak memicu lahirnya dualisme kepemimpindn kementerian-kementerian
bersangkutan.Dualisme kepemimpinan harus benarlgwaspadai, karena ini justru hanya
akan menghambat proses kerja di kementerian tetsgln dari maksud awal mengangkat
wakil menteri yang bertujuan memacu kinerja Di &#, pengangkatan wakil-wakil menteri
akan menimbulkan konsekuensi pembengkakan anggatak mengakomodasikan fasilitas
bagi para pejabat tersebut

“Pos wakil menteri berpotensi lahirkan dualisme keipgpinan
“http://www.primaironlinecom/berita/politik/pos-wakil-menteri-berpotensi-idan-dualisme-
kepemimpinan#<diunduh tanggal 20 Juni 2011> Kemudian pengamiiikpdMY, Tunjung
Sulaksono menilai bahwa pengangkatan wakil memememungkinkan munculnya masalah
baru bagi birokrasi. Munculnya "orang baru” ini naembah daftar panjangnya rantai birokrasi
yang bisa mengakibatkan proses pengambilan kebijgiag semakin rumit dengan struktur
birokrasi yang semakin berbelit — belit. Kemudiab&radaan wakil menteri juga bisa memicu
munculnyaconflict of interestantara menteri dan wakil menteri, hal ini disetmbkarena
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E. Grasi

1. Istilah

Istilah grasi sudah dikenal sejak lama sejak @acahtum secara jelas dalam
UUDNRI 1945 Pasal 14. Secara etimologis, grasi dsrdari bahasa Belanda
berarti anugerah atau rahmat, dan dalam termindiagum diartikan sebagai
keringanan hukuman yang diberikan kepala negaradeegerhukum setelah
mendapat keputusan hakim atau pengampunan sechvalial > Diberbagai
belahan dunia lain, ada beberapa istilah lain yaegujuk pada pengertian grasi
tersebut. Di Amerika Serikat dan Filipina dikendlaaya istilah pardori yang
artinya pengampunan dan istilaklémency atau ‘executive clementyyang
artinya pengampunan secara luas. Di negara-negarg erbentuk monarki,
seperti Spanyol dipergunakan istilalpatdori (indulto) dan ‘derecho de
garcid’(right of gracg, di Inggris, dipergunakan istilahpardori’ dan “Royal
Prerogative MercYy atau “‘clemency atau ‘grace$, begitu pula berlaku di negara
Kanada, Perancis, Iran. Dalam aplikasipgadon danclemencymempunyai arti
dan implikasi yang berbeda di masing-masing negéesapi secara umum di
beberapa negara hanya digunakan istif@drdori saja, seperti di Afrika Selatan,
Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkdgéngan terminologpardon
(pengampunan) adaldiscommutatiori yang artinya pergantian atau peringanan
jenis hukuman; remissiofiyang artinya penghapusan atau pengurangan masa
hukuman atau denda;réprievé yang artinya penundaan sementara atas
hukuman; amnesty yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah
“clemency secara luas adalah mencakup makna-makna ternginokersebut

diatas atau hanya mengandung makna&aaestydanpardon3!’

tidak adanya UU yang mengatur kedudukan menterivggdl menteri. Tunjung juga melihat

kemungkinan ada politik balas jasa SBY terhadapa pairokrat tersebut, atas jasanya
menghantarkan kembali SBY ke RI 1. Dalam “Pengatagkavakil menteri bisa memunculkan
masalah baru”. 12 NopembeR00http://www2.umy.ac.id/2009/11/pengangkatan-wakil-
menteri-bisa-memunculkan-masalah-baru.umy

<diunduh tanggal 20 Juni 2011>

%1% Departemen Pendidikan Nasiortémus Besar Bahasa Indone$idakarta : Balai Pustaka,
2002) Edisi ketiga, hal. 371

317 «“Amnesty-Pardon-Terminology-Etylology”
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Istilah grasi berasal dari bahasa Belangiatie’ atau ‘genadé yang berarti

rahmat. Pengertian grasi dalam arti sempit berantrupakan tindakan
pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengaraatau penghapusan
pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah di@rusleh hakim. Menurut
JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, miakamus Hukum:

“Gratie (Grasi) adalah wewenang dari Kepala Negara unteiiperikan
pengampunan terhadap hukuman yang terlah dijatubliednhakim untuk

meglgshapuskan seluruhnya, sebagian atau merubatbesifiiak hukuman
itu”

Dengan kata lain, Presiden berhak untuk pengamplosampa:

* perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkéh hakim bagi
seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukumati menjadi
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjasmadlamanya dua
puluh tahun;

e peringanan, pengurangan, dari pidana penajaranidatupan, pidana
kurungan sebagai pengganti denda atau karena deladit menyerahkan
suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disitaku kepentingan
negara seperti yang telah diputuskan hakim atagysangan besarnya
hukuman denda

e penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baiknan penjara atau
denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada s@3go
Pengampunan menghapuskan akibat-akibat pemidanagan karena

pemidanaannya sendiri.

Dalam prakteknya di Indonesia, istilah yang terkdhgan grasi adalah
amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisiilals amnesti, berasal dari

bahasa Yunani dmnestid yang artinya melupakan. Pengertian amnesti,

<a href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-dar-Terminology-
etymology.html">Amnesty and Pardon - TerminologydAftymology</a>diunduh tanggal 26
Maret 2011 Lihat juga dalamhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pardonsliunduh tanggal 26 Maret
2011

318 JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetytamus Hukun{Jakarta:Bumi Aksara,
1995) hal.58
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merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyaktgdibat dalam suatu

tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukigdana yang timbul dari
tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepadang-orang yang sudah
ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudalipata yang belum
diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadapk tipttana tersebut.
Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi ataabiiasi karena amnesti
ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesgj parnah diberikan oleh
suatu negara diberikan terhadap delik yang berspalitik seperti
pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruhrgandawa akibat luas
terhadap kepentingan negdtd.Istilah abolisi berasal dari katabolition”
yang berarti tindakan untuk mengakhiri sesuatu atatuk menghentikan
sesuattr® Pengertian abolisi, merupakan suatu keputusarkunanghentikan
pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimangadgian belum
menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebubrai®e presiden
memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasamm mengingat
perkara yang menyangkut para tersangka terselkaittelengan kepentingan
negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusangailan. Istilah
rehabilitasi berasal dari kataehabilitation’ yang artinya pengembalian hak.
Pengertian rehabilitasi merupakan suatu tindakaesi@®en dalam rangka
mengembalikan hak seseorang yang telah hilang &anestu keputusan hakim
yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti batkgaalahan yang telah
dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibgkam dengan perkiraan
semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sakeli. Fokus rehabilitasi
ini terletak pada nilai kehormatan yang diperolembkali dan hal ini tidak
tergantung kepada Undang-undang tetapi pada paadangasyarakat
sekitarnya Sedangkan istilah remisi berasal daa k&missiori yang artinya

319 Ahmad Rajafi."Grasi di Indonesidittp://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-d
indeonsiakdiunduh tanggal 25 maret 2011>

320 palam Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor HuiTd954 Tanggal 27 Desember
1954 Adapun perbedaan antara amnesti dan abalisiléh:
1. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat terha@aqy-orang yang dimaksud
diatas itu dihapuskan;
2. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhagaqarang itu ditiadakan.

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



131

pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pemgergmisi adalah

pengurangan masa pidana yang diberikan kepadaidanapdan anak pidana

yang telah berkelakuan baik selama menjalani pifana

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan pengergigasi sebagai

berikut :
Tabel 3.3.
Perbedaan Istilah dan Pengertian Grasi
Istilah Nama lain Pengertian Jenis Keterangan
Grasi - Clemency* Pengampunan - Grasi (dalam arti *clemencydi AS,
dalam - Executive sempit) pengampunan dalam arti
arti luas Clemency - Amnesti/ luas ; sedangkariemencydi
general pardon* Kanada, pengampunan
- Abolisi dalam arti sempit
- Rehabilitasi *revrieves digunakan di AS
- Revrieves* dan Filipina
- Remission* *remissiondi gunakan di AS
Grasi - Pardon * Pemaafan - perubahan, *pardondi AS dan Kanada,
dalam arti| - Commutation* Pengampunan - peringanan, ampunan diberikan setelah
sempit - Graces Grasi - pengurangan, selesai menjalani hukuman
- Royal - penghapusan *Commutatiordi AS
Prerogative pelaksanaan pidana danRPMdi Kanada, hampir
Mercy (RPM) -absolute pardon sama pengertiannya dengan
- Clemency /full pardon; grasi di Indonesia
- free pardon;
-conditional pardon;
2. Sejarah

Istilah “pardorf atau pengampunan pertama ditemukan dalam hukum
Perancis pada awal abad 15 dan berasal dari balasisa“perdonaré ("untuk
memberikan kebebasan"), menunjukkan hadiah dibeokeh penguas&?

Akar sejarah grasi dan amnesti telah ditemukaanddukum kuno. Lembaga
yang serupa dengan pengampunan modem telah muinBabdonia kuno dan

hukum lbrani. Amnesti pertama umumnya dikaitkan gden Thrasybulus di

%21 Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Repuidiknesia No.174 Tahun 1999

%22 Lihat dalam <a_href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnestydar-Terminology-
etymology.html">Amnesty and Pardon - TerminologydAatymology</a> diunduh tanggal
26 Maret 2011

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



132
Yunani kuno (403 SM) Bangsa Romawi selanjutnya, geembangkan sejumlah

bentuk grasi, dan mempengaruhi perkembangan saigajudalam hukum
Eropa>

Di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untulbendéan pengampunan
diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk &eéfefolik Roma dan
penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad keendas be&asanya kekuasaan ini
terkonsentrasi di tangan raja. Dalam pasca-Refordmagris, hak prerogatif
kerajaan sebagai "kemurahan hati raja/ratu " digamaintuk tiga tujuan utama:
(1) sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yalgnbeiakui, kegilaan, dan
minoritas; (2) untuk mengembangkan metode baru ngarma para pelaku yang
belum diakui oleh undang-undang, dan (3) untuk rhigsmggkan atas
diskualifikasi tuduhan kriminaf®*

Selama abad kedelapan belas kekuasaan penguask bD@mberikan
pengampunan, menjadi perdebatan antara para aafparkungan datang dari
para sarjana penganut aliran hukumat(urrechtelijke schodlsedangkan kritikan
datang dari para ahli filsafat dan ahli ilmu kej@mg?®> Dalam kasus-kasus
pengampunan individu mendapat kritikan tajam, tan# oleh Cesare Beccaria
dalam esai terkenalny®n Crimes and Punishment$. Hak penguasa untuk

33 Lihat dalam <a _href="http://law.jrank.org/pages/506/Amnestydrar-Historical-
overview.html|">Amnesty and Pardon - Historical Oxew</a>| <diunduh tanggal 26 Maret
2011>

%4 |bid

3% Dikutip dari Mohamad Ridhwan Indra dan Satya Anitea Op.cit 20

326 Chapter 46 of Pardons As punishments become more mild, cleyremt pardon are less
necessary. Happy the nation in which they will basidered as dangerous. Clemency, which
has often been deemed a sufficient substitute ieryeother virtue in sovereigns, should be
excluded in a perfect legislation, where punishmemé mild, and the proceedings in criminal
cases regular and expeditious. This truth will seuel to those who live in countries where,
from the absurdity of the laws and the severitpufishments, pardons and the clemency of
the prince are necessary. It is indeed one of thi@est prerogatives of the throne, but, at the
same time, a tacit disapprobation of the laws. @eay is a virtue which belongs to the
legislator, and not to the executor of the lawszidue which ought to shine in the code, and
not in private judgment. To shew mankind that csnage sometimes pardoned, and that
punishment is not the necessary consequencenisutish the flattering hope of impunity, and
is the cause of their considering every punishmefiicted as an act of injustice and
oppression. The prince in pardoning gives up thblipuisecurity in favour of an individual,
and, by his ill-judged benevolence, proclaims aljgudict of impunity. Let, then, the executors
of the laws be inexorable, but let the legislatertbnder, indulgent, and humane. He is a wise
architect who erects his edifice on the foundatibself-love, and contrives that the interest of
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mencampuri pelaksanaan undang-undang dianggapaetraman bagi konsep

pemisahan kekuasaan dalam pengurangan otonomildgagtatif dan yudikatif,
meskipun Montesquieu, sebagai penggagas konsepsgieani kekuasaan, tidak
menentang kekuasaan untuk memberikan grasi /mekaberpengampunan.
Intervensi tersebut juga terlihat sebagai hal yargyugikan efek jera hukum,
yang didasarkan pada sifat hukum yang berkekuattap tyang tidak dapat
ditawar-tawar pada pelaksanaannya. Akhirnya, pemggu grasi yang merajalela
dipandang sebagai sumber ketidakpastian, korupspeayalahgunaan.
Kritik-kritik ini membuahkan hasil setelah pecahnyRevolusi Perancis
dengan diterapkannya KUHP pada tahun 1791, yangghapuskan semua
kekuasaan pengampunan dalam hubungannya dengamgesian yg dpt diuji
oleh juri. Namun, kemenangan para kritikus 'berupemdek’, untuk kekuasaan
memberikan grasi atau pengampunani dihidupkan kenkedika Napoleon
Bonaparte menjadi penguasa seumur hidup ditahu@. I8®ma kontroversi abad

kedelapan belas itu pun, masih berkumandang hisagini*’

3. Fungsi

Seorang raja dipandang menjadi sumber kekuasaansuaber keadilan,
mempunyai wewenang untuk mengadili dan kekuasaanmbmkan

pengampunan Namun dalam perjalannya, setelah dilgpavewenang mengadili

the public shall be the interest of each individuaho is not obliged, by particular laws and
irregular proceedings, to separate the public gdoom that of individuals, and erect the
image of public felicity on the basis of fear aristmlist; but, like a wise philosopher, he will
permit his brethren to enjoy in quiet that smallrtion of happiness, which the immense
system, established by the first cause, permits tioetaste on this earth, which is but a point
in the universe. A small crime is sometimes pardahthe person offended chooses to forgive
the offender. This may be an act of good naturetandanity, but it is contrary to the good of
the public: for although a private citizen may disge with satisfaction for the injury he has
received, he cannot remove the necessity of exafipderight of punishing belongs not to any
individual in particular, but to society in generair the sovereign. He may renounce his own
portion of this right, but cannot give up that dhers. Dikutip dari Beccaria, “On Crime and
Punishment, Italy-1764 “http://www.crimetheory.caxnzhive/Beccaria/index.html <diunduh
tanggal 11 Mei 2011>

327 Lihat dalam <a href="http://law.jrank.org/pagegH®mnesty-Pardon-Terminology-
etymology.html">Amnesty and Pardon - TerminologydABtymology</a> <diunduh tanggal
26 Maret 2011>
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dari tangan raja sebagai akibat dari prirtbig separation of powerang digagas

oleh Montesquieu dengan “Trias Politica” Maka, E#temelihat sejarah dan
fungsi grasi di masa lalu sebagai kemurahan hawasg raja dan ratu, lalu
bagaimana dengan fungsi grasi di masa kini.

Kekuasaan kehakiman yang membawahi badan-badadlilper merupakan
kekuasaaan yang merdeka untuk menyelengggarakadilperguna menegakkan
hukum dan keadila?f®

Salah satu jaminan bagi pengadilan ialah ketenbadmva untuk menjalankan
keadilan, pengadilan harus bebas dari segala becamkpur tangan pihak
manapun. Undang-undang Dasar Sementara Repuldibnésia Pasal 103
menyatakan:“Segala campur tangan dalam urusan g@kargaoleh alat-alat
perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilalaradg kecuali jika
diizinkan oleh undang-undand®® Hal ini bertujuan agar hakim dapat
menjalankan keadilan secara bebas dan objektiigd®eialian terhadap larangan
itu ialah adanya hak memberi grasi yang dimilikip&ke negara untuk
menghapuskan, mengurangi atau meniadakan tunttigan haikuman-hukuman
yang dijatuhkan dengan keputusan pengadilan yankek@atan hukum tetap.
wewenang Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoroagr adalah penerobosan
batas antara wewenang kekuasaan pemerintah dergdarasikan kehakiman
dalam arti bahwa kini Presiden sebagai pemeganguadsaan tertinggi
pemerintahan diizinkan campur tangan dalam pergarkara pidana yang
seharusnya melulu masuk kekuasaan pengatfflan.

Maka sifat grasi harus dilihat semata-mata sebtigaakan keadilan, untuk
menghapuskan atau mengurangi ketidakadilan didata@merapkan undang-
undang, yang tidak mungkin atau menurut perasadmhadak mungkin
dihindarkan. Oleh karena itu, fungsi grasi adalabagai jalan bagi seorang

kepala negara untuk dapat mencampuri pekerjaadifralengan pertimbangan-

328 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ketgb IX Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 Ayat (1);(2)

329 Ahmad Rajafi, loc.cit

33Dikutip dari Muhamad Ridhwan Indra dan Satya Aniteg Op.cit. hal.20
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pertimbangan yang matang dalam usaha memindahkaidaea dari hukuman

yang sedang berlaku demi alasan-alasan tert&htu.

Fungsi pemberian grasi juga dipandang sebagaumsin untuk meniadakan
hukuman pidana mati di Indonesia. Seperti yang kitahui bahwa dalam
hukum positif Indonesia kita mengenal dengan ad&ojaiman mati atau pidana
mati. Dalam KUHP Bab Il mengenai Pidana, pasalnighyatakan mengenai
macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidgrokok dan pidana
tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidanakpgéng menempati urutan
yang pertama. Peraturan perundang-undang yangdaim ada di Indonesia, juga
banyak yang mencantumkan ancaman pemidanaan bgidg®a mati, misalkan
Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidak@nomi, Undang-undang
No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik Baikotropika, Undang-
undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengasahf-undang No. 20
tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undardgng No. 26 tahun 2000
tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manus&apuP Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan memjadiang-undang.

Jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telahakkan upaya hukum
biasa dan upaya hukum luar biasa, hamun mengalaminkuan, maka upaya
grasi merupakan upaya hukum istimé¥anenjadi jalan terakhir untuk meminta
pengampunan yang dapat mengubah putusan tersebut.

Di Amerika Serikat, fungsi grasi digunakan sebadat politik, jika Presiden
menganggap Kongres terlalu keras dalam menerapikanty maka Presiden

menggunakan kekuasaan memberikan grasi untuk meaigga hukunt>>

% pid

332 pgustinus Edy Kristianto, editd?anduan Bantuan Hukum Di Indonesia.:Pedoman Anda
Memahami dan Menyelesaikam Masalah HuKulakarta: YLBHI, 2008) hal. 340

%33 Contoh Presiden John F. Kennedy mengampuni oreamgoyang dihukum karena
kejahatan berdasarkan Undang-Undang Narkotika tal@&6. Menurut hukum ini, Kongres
meloloskan minimum hukuman berat bagi kejahatarkake. Akibatnya, sejumlah besar
pelanggar di penjara selama lima tahun atau léb@mgampunan Kennedy terhadap orang-
orang ini, pada dasarnya menjungkirbalikkan hukuangydisahkan oleh Kongres. Lihat Josh
Clark“The Pardon as a Political Tool'http://people.howstuffworks.com/presidential-
pardon?.htnxdiunduh tanggal 24 Mei 2011>
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BAB IV

PELAKSANAAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN
GRASI DALAM UUDNRI 1945, PADA MASA PEMERINTAHAN
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO & PERBANDINGAN
GRASI DI AMERIKA, FILIPINA DAN KANADA

A. Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Bah UUDNRI 1945

1. Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD 1945

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 194% yembunyi,

"Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti daolei’

Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan Presidgmyamdiri dan mutlak.
Dalam memberikan pengampunan presiden tidak mekagrlupersetujuan
maupun pertimbangan dari cabang pemerintahan et@alga lain. Kekuasaan ini
sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan petukhmelakukanny&*
Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan maisi@en bertindak sebagai
kepala negara. Grasi oleh Presiden pada dasarrkga mwatu tindakan hukum,
melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkarprekgatif seorang kepala
negara, dengan demikian grasi bersifat pengampbearpa mengurangi pidana
(starfvermiderend atau memperingan pidana atau penghapusan petatsan
pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan huk&tap.

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkankeadarahan hati orang
yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagbeiskeadilan dan hak
pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, makak#ndpengampunan itu
semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memb@urachian belas kasihan

kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengamilii kekuasaan

334 Seperti halnya di Amerika Serikat kekuasaan inakidibagi dengan cabang kekuasaan
yang lain, tidak bisa dilarang dan dibatasi olehn¢f@s atau pengadilan kecuali dengan
amandemen konstitusi. Dikutip dari “H Abbie ErléiXecutive Clemency or Bureaucratic
Discretion? Two models of the Pardon ProceBsésidential Studies QuarterhSep 2007;
37, 3; Academic Research Library hal. 427
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pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden tlarspperti raja atau ratu

dalam sebuah monarki.

Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap bgrgeser bahwa
fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilantuk mengkoreksi
ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa hukuyasy diterima terpidana
lebih berat dari seharusnya. Disamping tujuan mesigean koreksi terhadap
keputusan pengadilan, maka pengampunan itu jugat ddiperikan karena
pertimbangan kepentingan negara yang mendorongk uidak menjalankan
keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusjaga ikut menjadi bahan
pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunaeliets

Namun kekuasaan yang besar dan mutlak ini dapaatigunakan demi
kepentingan politik dan demi kepentingan yang .ldlh Amerika Serikat,
beberapa keputusan Presiden mengenai pemberiamrppagan menimbulkan
kontroversi>>®

Konstitusi pada waktu itu tidak menjelaskan me&ar@ dan prosedur
pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat perapekksanaannya. Peraturan
perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum amendeidD 1945 yaitu
Undang-Undang No0.3 Tahun 1950. Namun jauh sebelumn pengaturan
pemberian grasi diatur dalam beberapa peraturamenaiath. Tujuan grasi diatur
dalam peraturan pemerintah dalam hal grasi, kanem@k menghindarkan

ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibkdanakannya hukuman dan

33°Sehari setelah pengukuhan, Presiden Carter mengamgprang-orang yang menghindari
wajib militer selama Perang Vietnam, untuk memengdmji-janji politiknya semasa
kampanye. Lihat The MacNeil/Lehrer Report — “CdstdPardon. PBS.org January 21, 1977
http://www.pbs.org/newshour/bb/asia/vietham/vietndr21-77.html < diunduh tanggal 23
Mei 2011. Presiden Clinton menggunakan kekuasaanmgak mengampuni Marc Rich
seorang pengusaha yang terjerat kasus penggelajsq pebab Ny.Rich telah menyumbang
sebanyak setengah juta dollar US untuk pembangBeapustakaan Presiden Clinton. Selain
itu Presiden Clinton terkenal dengan juluka@lifiton’s the last minute parddnkarena
memberikan pengampunan pada saat akan berakhir resatannya. Kontroversi
pengampunan lain datang dari ayah dan anak , BreBidsh, yang sama-sama menuai hujatan
publik. Bush senior, telah mengampuni The Iran-t€okarena untuk kepentingan pribadinya,
sedangkan Bush junior, mengampuni Libby, Kepalastési Wapres Dick Cheney untuk
menutupi kesaksian Libby. Lihat di Jeffrey Croug¢hg Law: Presidential misue of the power
pardori. Presidential Studies QuarterlyDec 2008; 38, 4; Academic Research Library hal.
722. Dijelaskan lebih rinci khusus mengenai pengarap dari Presiden Jimmy Carter, Ronald
Reagan, George H.W Bush. Dan Bill Clinton, dalamciMiel Keith Allen.PardonYou?
Pardon Me. Controversial Usage of the Presiden®ardoning Power: From Carter to
Clinton. Thesis (Tennessee:The Faculty of The Deparmeitisibry, East Tennessee State
University, 2003)
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karena untuk membela dan menegakkan kepentingarand@enulis membagi ke

dalam 2 (dua) periodesasi pelaksaanaan grasi selmiutandemen UUD 1945
yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada kemerdekaan dan menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

a. Menurut Peraturan Perundangan Pada Masa Kekaartde

Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda de&amGratieregeling
dalamStaatbladTahun 1933 Nomor 2 darerodening Militair Gezaganggal 12-
XII-1941 Nomor 108/D.v.O; kemudian pada masa kemleadn peraturan
mengenai grasi dalam beberapa peraturan pemesiatah Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata cara pelaksapaanohonan ampun
kepada presiden, kemudian diubah menjadi PeratBemerintah Nomor 18
Tahun 1947, yang memuat perubahan peraturan setnydumian Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga memuat perubaparaturan
sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah mengetlu&deturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir diubah dengaraté@n Pemerintah Nomor
67 Tahun 1948.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948gatenpermohonan
grasi yang ditetapkan karena adanya perubahan auswan kekuasaan
pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilaenkataan. Menurut peraturan
ini, hukuman yang dapat dimohonkan grasi adalas latkuman yang dijatuhkan
oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadiegeri, Pengadilan
Kepolisian, Mahkamah Tentara Agung, Mahkamah Tantlan pengadilan lain
yang ditetapkan oleh Menteri Kehakim&A.Permohonan grasi dapat menunda
eksekusi hukuman mati, hukuman tutupan, penjara klamngan termasuk
hukuman kurungan pengganti, kecuali jika hukumasetaut telah dijalankan,
maka tidak dapat dihentikan atas permohonan terhuserdasarkan permohonan
grasi dan permohonan grasi juga tidak dapat menbukianan dend’

3¢ pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948

37 pasal 2,3, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tad4@ 1
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Pengajuan permohonan mempunyai tenggang waktu fi4sbtelah hari

keputusan menjadi tetap. Jika ada pemeriksaan ahamgka tenggang 14 hari itu
dihitung mulai hari berikut keputusan diberitahukdtepada terhukum,
permohonan yang melewati tenggang waktu ditolakh dekim atau ketua
pengadilar’®

Walaupun disebutkan dalam konstitusi bahwa kekuasaamberi grasi
merupakan kekuasaan presiden yang mandiri dan knuttamun dalam
prakteknya, presiden memerlukan pertimbangan dambéga lain, yaitu
Mahkamah Agund®® Namun secara tegas disebutkan bahwa presidenkberha
menyimpang dari pertimbangan tersebut. Artinya ipd@dngan Mahkamah
Agung tidak wajib diikuti oleh presidef{®

b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

Undang-undang ini dapat disebut dengan undang-gndaasi. Di dalam
pasal-pasalnya tidak banyak membahas ketentuamilforamun lebih banyak
mengatur ketentuan yang sifatnya materil. Tidakapat ketentuan umum yang
menjelaskan pendefinisian atas hal-hal yang dditialamnya.

Permohonan grasi pada Presiden dapat diajukanasbely yang dihukum
(terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkeh kkputusan Kehakiman,
baik militer maupun sipil, yang telah berkekuatakidm tetap.

Dalam Undang-undang ini tidak dikenal pembatasanisjeputusan
pemidanaan apa saja yang boleh dimohonkan grasiwmya segala jenis
hukuman apapun yang diputus oleh hakim dapat dimcdro grasi, termasuk
hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupamjapa dan kurungan,

hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupgwman mati.

338 pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948
339 pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948

340 pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948
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Subyek pemohon pengajuan grasi ini adalah orang gdmukum dan pihak

lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baratdiperima jika permohonan
grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang géngum. Namun khusus
untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasihbiaiepa persetujuan dari
orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak dighan lebih lanjut, maka bisa
berarti keluarga si orang yang dihukum ataupun &uagkumnya** Para pihak
ini berhak mendapatkan salinan atau petikan kepotimkim atau pengadilan
dan kesempatan untuk melihat surat-surat pembeftaalika orang yang
dihukum tidak mengajukan permohonan grasi dalanggamg waktu yang
diberikan, maka Hakim atau Ketua Pengadilan dasalakau Kepala Kejaksaan
berhak mengajukan permohonan grasi karena jabaasetyngga ketentuan yang
termaktub dalam Pasal 8,9.10 dan 11 berlaku jtiyaasal ini cukup kontradiktif,
mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yaagjatuhkan vonis kepada
terpidana, tetapi juga mempunyai hak untuk mengajupermohonan grasi
kepada Presiden.

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan aebpermohonan
grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan olehutagan hakim di pengadilan.
Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggaktumya adalah 14 hari,
terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusastag dan dalam pemeriksaan
ulangan maka, tenggang waktunya 14 hari, terhitoagi hari berikutnya setelah
keputusan diberitahukan pada orang yang dihuKniika hakim memutuskan
hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukasi adalah 30 hari
terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalammgéksaan ulangan yang
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggangunga 30 hari terhitung
mulai hari berikut setelah keputusan diberitahukk@epada orang yang

dihukum?3#°

%1 pasal 6 Ayat (4) UU No 3 Tahun 1950

32 pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 1950

3 pasal 12 UU 3/1950. Hal ini juga diatur dalam S&daran MA Nomor 1 Tahun 1986
$pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 1950

%5 pasal 2 Ayat (1) UU No 3 Tahun 1950
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Selanjutnya dijelaskan bahwa pelaksanaan hukumamasek semua jenis

hukuman, yang terdiri dari hukuman mati, hukumatugan, penjara dan
kurungan, hukuman kurungan pengganti ‘tidak bolgalahkan’ apabila orang
yang dihukum tersebut mengajukan permohonan grési derniat akan
mengajukan permohonan gra¥i.Jadi segala eksekusi hukuman harus ditunda
sepanjang orang yang dihukum tersebut akan bemeétgajukan grasi atau
sedang mengajukan grasi. Namun ketentuan-keterini@ugur terhadafl’ :

a. Orang yang dihukum tidak mau membayar hukuman degadg sudah
dijatuhkan padanya

b. Orang yang dihukum tidak menyatakan kehendaknya akengajukan
permohonan grasi, dengan kata lain orang tersetait themanfaatkan
tenggang waktu yang diberikan untuk pengajuan pleoman grasi.

Ketentuan-ketentuan dalam pengajuan permohonan gesslaknya harus

diinformasikan kepada orang yang dihukum 8i&h

a. Hakim atau Ketua Pengadilan yang memutus padadingirtama, dalam
persidangan pengadilan usai keputusan hakim diuraomk

b. Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat rpartdalam penjara
atau tahanan ketika keputusan itu diberitahukamada@pya, apabila orang
yang dihukum tersebut karena suatu hal tidak ddipatva ke persidangan
untuk mendengar keputusan hakim diumumkan.

c. Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan membekan
keputusan hakim, baik dalam pemeriksaan tingkatapexr atau dalam
pemeriksaan ulangan dalam persidangan ulangan.

Ada beberapa cara yang dapat di tempuh dalam quosgau mekanisme

pengajuan grasi yaitr :

1) Permohonan grasi harus diajukan melalui Paniteragamilan yang

memutus pada tingkat pertama

3% pasal 2 Ayat (3) jo Pasal 3 Ayat (1) UU No 3 Tahds0
37 pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU No 3 Tahun 1950
348 pasal 3 Ayat (4) UU No 3 Tahun 1950

%9 pasal 6 Ayat (1), (2) dan (3) UU No 3 Tahun 1950
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2) Permohonan grasi dapat diajukan melalui Pembesatadiahnya, jika

pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum gdifap yang
berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tatkkditempatnya.

3) Permohonan grasi yang diajukan melalui Hakim atatu& Pengadilan
yang bersangkutan, akan langsung dimajukan kepaéaiden atau
pembesar yang lain. Pengajuan permohonan grasebtersdianggap
sebagai permohonan yang diajukan kepada Panitengafiéan yang
memutus pada tingkat pertama

Setelah menerima surat permohonan grasi, makaePapengadilan tingkat

pertama segera meneruskan surat tersebut beseatapsmberitaan dan salinan
surat keputusan yang bersangkutan (termasuk pudé keputusan pengadilan
ulangan, apabila ada pemeriksaan ulangan) kepakisnHdiau Ketua Pengadilan
yang memutus pada tingkat pertama. Kemudian Halam Ketua Pengadilan
yang menerima permohonan grasi pada tingkat séhgudapat meminta agar
Panitera pengadilan tingkat pertama untuk mengaimgurat pemberitaan dan
salinan surat keputusan yang bersangkutan kepakienH#au Ketua Pengadilan
tersebut>

Hakim atau Ketua Pengadilan itu harus segera mskan surat-surat

tersebut beserta pertimbangannya kepada Kepal&séga pada pengadilan yang
memutus pada tingkat pertama. Jaksa yang melakpd@mtutan pada peradilan
tingkat pertama atau Kepala Kejaksaan, kemudiaaraeageneruskan surat-surat
tersebut beserta pertimbangannya kepada MahkamahgAlpdonesia. Kecuali

dalam perkara yang sumir di Pengadilan Kepolidibakim langsung meneruskan
surat permohonan grasi bersama pertimbangannyad&epmhkamah Agung

Indonesia, tanpa melalui Jaksa atau Kepala Kejaksa&etelah menerima
permohonan grasi tersebut, Mahkamah Agung Indonssgera meneruskan

surat-surat tersebut beserta pertimbangannya kéyedeeri Kehakiman 3

#0pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 1950

%1pasal 8 Ayat (3);(4);(5) UU No 3 Tahun 1950

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



143
Sebelum meneruskan surat permohonan grasi kepaxieN Kehakiman,

Mahkamah Agung Indonesia dapat meminta pertimbardmn Jaksa Agung
karena hal-hal berikut ini :

a. Apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukumaitn m

b. Apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pestdajaksa

Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum

c. Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keingya kepada
Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangan

Kemudian Menteri Kehakiman sebelum meneruskan sieahohonan grasi
tersebut kepada Presiden dapat meminta pertimbangateri yang laifi>>

Dalam mekanisme atau prosedur dalam pengajuan peman grasi tersebut,
tidak sebutkan berapa lama waktu yang dibutuhkéandaetiap tahapnya. Hal ini
yang menyebabkan banyak sekali permohonan grasg yseium diproses
sehingga menjadi alasan untuk menunda pelaksandamian. Karena menurut
Pasal 2 Ayat (3) jo Pasal 3 Ayat (1), pelaksanadwiman tidak boleh dijalankan
sepanjang orang yang dihukum sedang dalam prosegaj&an permohonan
grasi. Untuk memahami proses dan prosedur pengg@emlnohonan grasi, dapat
disimpulkan melalui gambar bagan-bagan berikut ini

Bagan 4.1
Subyek Pemohon Grasi

Orang yang ¢ Tenggang waktu 14 hari
> huk_um/ Untuk hukuman biasa
terpidan: ——— harus ada persetuj.
Permohonan terpidana
Grasi —
; ] Untuk hukuman ma
T Ly Pihak lain > tanpa persetujuan
Hukuman tutupan, Tenggang waktu 30 hari (SR

penjara,kurungan,
hukuman kurungan
pengganti
Hukuman mati

%52 pasal 8 Ayat (7) dan (8) UU No 3 Tahun 1950
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Bagan 4.2
Proses Pengajuan Permohonan Grasi

Permohonan Grasi

v ) .

Pembesar | Panitera
Daerah Pengadilan tingkat

Hakim dan Ketua
Pengadilan ybs

!

Jaksa atau Kepala
Kejaksaan peradilan
tingkat pertama

.

Mahkamah Agung

Pertimbangan
Jaksa Agung

Pertimbangan
Menteri lain

Presiden

|

Keputusan Grasi

Dari gambar bagan di atas dapat dilihat bahwa prg¥mohonan grasi
melalui 6 (enam) tahap, dimulai dari Panitera pdilga tingkat pertama sampai
ke tangan Presiden. Hal ini memperlihatkan prifgpati-hatian dalam sebuah
keputusan grasi. Ada beberapa tahap yang menyertg@ieatimbangannya
permohonan grasi, yaitu pertimbangan Hakim ataw#&&tengadilan, Jaksa atau

Kepala Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Menteri Kehaki disamping itu
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Mahkamah Agung dapat meminta pertimbangan Jaksang\gian Menteri

Kehakiman dapat meminta pertimbangan menteri yaimg Buatu proses yang
cukup berliku dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Di lain pihak, dalam undang-undang ini tidak diagelanjutnya proses
permohonan grasi yang diajukan melalui PembesarabDa8agaimana prosedur
dan mekanisme yang harus ditempuh oleh pemohon gidak ada penjelasan
siapakah Pembesar Daerah tersebut, apakah setinGkdiernur atau
Bupati/Walikota.

Permohonan grasi yang lebih dulu diproses adalaimgienan grasi dari
orang yang berada dalam tahanan dan sedang metjakumannya> Artinya
orang yang telah mendapat putusan hakim, telahataemnjhukuman dan berada
di dalam tahanan kemudian ia mengajukan grasi, npekenohonannya akan
didahulukan dibanding permohonan orang yang belemaani masa tahanan.

Ketentuan-ketentuan pengaturan grasi berlaku juggs &ukuman yang
dijatuhkan oleh pengadilan tentara, maka yangibtgrbdalam permohonan grasi
di lingkungan tentara adalah, Ketua PengadilanatantMahkamah Tentara
Agung, Jaksa Tentara, Kepala Kejaksaan tenatardalaa tentara Agurig?

Hal lain yang tidak diatur dalam undang-undangaohelah berapa banyaknya
kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajuka@rmohonan grasi.
Bagaimana jika permohonan grasi yang bersangkuttolak] apakah masih
mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohoresi gang kedua dan
seterusnya. Begitu pun dengan proses penyelesgtiasi, tidak diatur
bagaimanakah keputusan yang akan dikeluarkan aokgiden. Dalam ketentuan
hanya disebutkan bahwa pegawai yang diwajibkan aferjan kehakiman harus
memberitahukan keputusan Presiden atas permohoasndgngan segera dari
Menteri Kehakiman kepada yang berkepentingan.

Hal-hal mengenai cara mengurus permohonan grag tidak diatur dalam

undang-undang ini akan diatur oleh Menteri Kehakim@adahal sebagai

%3 pasal 9 UU No.3 Tahun 1950
%4 pasal 10 UU No. 3 Tahun 1950

3% pasal 11 UU No. 3 Tahun 1950
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instrumen untuk melaksanakan Undang-undang dipemnlugebuah peraturan

pemerintah, bukan sebuah peraturan menteri. Watabpoyak kelemahan pada
undang-undang ini namun banyak pihak tidak mempsatabkannya, karena
menganggap bahwa grasi adalah urusan presiden takgit dengan hak
prerogatifnya. Maka tak heran bahwa baru setendpsd &emudian, undang-
undang ini baru dicabut dan diganti oleh undangangdgrasi yang baru, yaitu
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002.

2. Pemberian Grasi berdasarkan UUDNRI 1945

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasikagridalam agenda
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tak terkeétednl 14. Pada rapat
perdana PAH Il BP MPR, ada satu fraksi yang merpaikan pendapat terkait
dengan Pasal 4 yaitu Fraksi Partai Golkar yaitu:

“kewenangan yang bersifat yudikatif akan dimintartipgbangan
Mahkamah Agung, yaitu pemberian grasi dan abobksiaagkan untuk
amesti dan rehabilitasi itu yang bersifat politehtlaknya didasarkan atas
pertimbangan-pertimbangan DPR®"

Pada sidang selanjutnya, sejumlah fraksi menydtapgbendapat mengenai
perubahan Pasal 14 dengan menambahkan frasa, patastujuan”, “dengan
memperhatikan pertimbangan”, “atas rekomendasigngan persetujuan” dan
ada juga yang mengusulkan Pasal 14 tidak dilakpkambahan.

Pasal ini baru dibicarakan dalam rapat PAH 1l PR ke -5 Harun Kamil
selaku ketua rapat, menyampaikan hal-hal berikut:

“...Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14ubgr “Presiden
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasetnudian dalam naskah
hasil kompilasi ini dipecah dua sesuai daengan didaipada pemberian
keringanan atau kebebasan tersebut. Jadi untuk, Isagakan Pasal 14
ayat (1):"Presiden memberi grasi dan rehabilitaserdasarkan
pertimbangan Mahkamah Agung”. Sedangkan Ayat (2¢sken
memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbandewan
Perwakilan Rakyat”. Jadi kami minta, seperti yaagassampaikan tadi ya,

¢ Sekretariat Jenderal MPR RI.Risalah Perubahan tuptedang Dasar Negera Republik
Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999 (Jak&#tkretariat Jenderal MPR RI, 2008) hal
64
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karena perbedaan sifat daripada keringanan, makplebasan maupun

367

pengampunan...>

Berikut ini rangkuman pendapat fraksi-fraksi memajenaskah kompilasr®

Tabel 4.1

Pendapat Fraksi-fraksi dalam Rapat PAH Ill BP MPR

Fraksi

Pendapat

Keputusan ak

i

r

F-TNI/
POLRI

..semangat dari amandemen ini adalah untuk memyegtda
lembaga tinggi negara dan juga untuk memperjelkadsaan
Presiden...Kita melihat bahwéderdasarkan pertimbangdn
berbeda dengamiemperhatikan pertimbanganladi dengar
sendirinya dari awal, semula itu sepenuhnya mern
kewenangan Presiden, maka ini menjadi dibagi-bagiadi
ada interaksi antara Presiden dengan Mahkamah Adgiagn
hal grasi dan rehabilitasi, kemudian ada interakéara DPR
dengan Presiden dalam hal amnesti dan abolisi ggd
pertimbangannya akan lebih matang.

setuju

jadi

n

F- Utusan
Golongan

..kita tadi sudah dikatakan ingin memberdayakanbkega
tinggi negara dan juga ingin secara tegas mengsobai
kewenangan Presiden sebagai kepala negara danabg
kepala pemerintahan. Karena kalau dalam Pasal gl lgana
ini, berarti bahwa seorang presiden, disampinggsibeepala
eksekutif tertinggi, dia juga mempunyai kekuasaadikatif,
yaitu grasi,amnesti dan abolisi. Artinya bahwa jges itu

setuju

2bag

mempunyai kewenangan untuk campur tangan di dalam

bidang peradilan, dapat mengubah Keputusan MA dg
perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan htédtam.

alam

F-PDKB

..Pasal 14 lama sudah dilakukan oleh Prasgialu dengar
meminta pertimbangan MA, Akan tetapi, memang kidup
memilah-milah karena ada bagian-bagian daripada

presiden sebagai kepala negara yang bisa menmiglikasi

politis, bisa berkaitan dengarested interestialam persoala
politik...

n setuju

hak

=

F-PDU

Pasal 14 ini menyangkut kekuasaan presideagse kepalg
negara , yaitu di bidang kekuasaan yudikatif. Dalaitd

No0.3/1950 tentang grasi sudah diatur, tetapi a&hihlkonkrit
lagi manakala pertimbangan itu dimuat di dalam kibrs.

setuju

F-KB

..Hak yudikatif itu dimiliki oleh Presiden kardian ketika
akan menggunakannya harus dengan pertimbangan dan
tinggi negara lain, sudah dilakukan Presiden gdar
meminta pertimbangan Menteri Kehakiman dan Mahka
Agung, .. jadi kalau ayat (2) disepakati, maka D&Hain
memiliki fungsi legislasi juga memiliki fungsi yuditif,
apakah perlu harus ditambah fungsinya?

tidak setuju
nba

mah

F-Reformasi

..Grasi itu adalah upaya hukum terayhirg dapat dilakukal

N Tidak setuju

setelah adanya kepastian hukum yang ditetapkan Mi&h

%7 bid, hal 342

38 bid, hal 342 - 350
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Apabila grasi ini akan dimintakan pertimbangan lagpadal
MA, maka akan ada konflik antara kepastian hukumgy
telah ditetapkan MA dengan pertimbangan yang 4
diberikan..

a
kan

F-Reformasi

..masalah pengampunan, memulihkan bafkapenguranga
hukum, penghapusan hukuman itu semuanya adalaanyad
hukum. Sesungguhnya menurut teori hukum murni, se
keputusan-keputusan pengadilan terhadap seseorang
dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridetakanlah
faktor politis, tidak boleh mempengaruhi satu kepgan.
Apabila kita menempatkan memberikan dua lembaghatus
memberikan pertimbangan kepada DPR maka beg

pertimbangan politis lebih mendominasi badan pé&ad

ketimbang putusan yuridis.Oleh karena itu maka ganuawal
lembaga peradilan itu tidak murni dan akan merugieang
lain, dan karena muaranya adalah semua lembaganmh
maka pertimbangan itu semata-mata diberikan kej
Mahkamah Agung. Berbeda dengan Saudara Hatta, d
memberikan pertimbangan terhadap keputusan b
peradilan yang terakhir adalah MA, maka satu-say
lembaga yang berhak dan kita hormati bahkan judtaungin
memberdayakan MA maka pertimbangan itu hany
diberikan pada MA, tidak ada urusan DPR dalam meikdoe
pengampunan atau pengurangan hukuman, tidak ada
sekali, jika terjadi berarti juga sudah ingin melmarkan diri
masuk kepada lembaga yudikatif. Hal ini adalah mekan
hak yang diberikan oleh negara kepada Presidenpalkan
hak prerogatif presiden untuk memberikan empat &gakini
dengan pertimbangan khusus, barangkali ada
pertimbangan politis, tapi itu adalah urusan Pessidengar
MA saja, diluar urusan DPR.

n Tidak setuju
r
mu
h

rarti

uku

pada
alam
adan

ny
alah

sam

juga

F-PPP

..Dengan memakai kalserdasarkan pertimbangamukan

memperhatikarartinya presiden harus memberikan grasi atetapi frasa

dasar apa yang dikatakan oleh MA, padahal graek tirdiansd
hukum 100 persen. Malah,dalam pelaksanaan hukunzin
tidak akan dijalankan sebelum ada Keputusan Pmes
sehingga Presiden tidak harus terikat kepada pestigan
Mahkamah Agung. Kata berdasarkan artinya tidak kga
dari apa yang dinasehatkan oleh MA, padahal mestiiya
lain dari itu.Demikian pula dengan amnesti dan isbdidak
semata-mata masalah hukum, juga ada masalah pgditi
Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbari2faR,
juga tidak ada masalah sebenarnya...

Setuju,

“berdasarkan
mertimbangan”
ddiganti dengan
frasa ‘engan
memperhatikan”

A

F-KKI

Usul F-KKI, “Presiden memberikan grasi,amngabolisi dan
rehabilitasi atas rekomendasi dari MA. Karena un
keputusan hukum ini tetap ada pada Presiden séiagala
negara. Oleh karena itu kami ingatkan bahwa padt lsta
bicara mengenai Pasal 1 Ayat (1) di sana kita sséalitkan
negara kesatuan republik berdasarkan atas hukurgadg
supremasi hukumnya. Barangkali lembaga MA kita tetikgmn
disana, dimana Presiden dalam memberikan ke engbanih
tetap berkonsultasi atau mendapatkan pertimbangenvtiA

sehingga DPR tidak terlibat. Karena untuk tidakmhberikan
kemungkinan campur tangan politik mempengaruhi «egan
MA.

Tidak setuju
tuk

2N

F-PG

..kami juga bisa menerima kata-kata denganki@am yang

Setuju,
frasa

berkembang menyangkut masalah kdtertlasarkan, diubah

tetapi
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dengan memperhatikah dengan beberapa argmenta
Pertama, bahwa presiden sebagai kepala negaranyantia
memiliki kewenangan dalam memberikan grasi,rehabili
amnesti dan abolisi. Khusus untuk grasi dan rehasil
dengan pertimbangan MA karena dalam praktek st
berlangsung sedemikian rupa. Untuk ayat yang keduas
dengan pertimbangan DPR, karena menyangkut ma
amnesti, masalah pengampunan dan masalah abo#isaldh
penghapusan ini sarat sekali dengan muatan-my
politik...Oleh karena itu DPR sudah sepantasnya atitian
dengan diberikan kesempatan untuk pertimbanga
diberikan kepada presiden, tapi tidak dendaerdasarkan”

st.berdasarkan
pertimbangan”
diganti dengan
frasa ‘tlengan

idakmperhatikan”

salah
atan

nya

...grasi, rehabilitasi di satu pihak, sedangkan atingan
abolisi di satu pihak, memang sepintas serupa,
sesungguhnya merupakan dua spesies yang tidak gaias
tiga hal yang membedakapgertama grasi dan rehabilitag
adalah proses yustisial dan biasanya diberikandeepaang
yang sudah mengalami proses, sedangkan amnesabdéigi
lebih bersifat proses politis. Kedua, grasi darakglitasi lebih
banyak bersifat perorangan, sedangkan amnesti Hdalisial
biasanya bersifat masal. ...karena dua spesies itieta,
maka pertimbangan yang didengar oleh kepala negga
bersumber dari dua institusi yang berbeda, yangifae
yustisial pertimbangannya dari institusi yustisialah MA,
sedangkan yang bersifat politis karena memang b
tersentuh oleh proses yustisial adalah DPR selagdiaga
politik..

Setuju,

tegtiapi frasa

. “berdasarkan

i pertimbangan”
diganti dengan
frasa ‘dengan
memperhatikan

2lum

F-PDIP

...dimana-mana di seluruh dunia kepala negaraselalu
mempunyai hak prerogatif yang acapkali juga disedkstra
yudisial.. Saya juga harus kemukakan bahwa tidakhadkum
yang murni lepas dari politik. Kita juga harus sadarena
hukm digodok dalam wadah politik yaitu DPR. Bahwkidm
tidak murni, hanya dulu mungki guru besar yang sedrdari
zaman kolonial yang seperti begitu. Tapi sekaramg kira
sudah tidak ada lagi, bahkan hukum tidak sendiriagd.
Undang-undang Kehakiman Pasal 1 mengatakan bg
menegakkan hukum dan keadilan. Jadi keadilan b
komponen yang otomatis sudah termuat di dalam hukum
...grasi prosesnya berjalan dari bawah, kalau oradak {
minta grasi ya sudah sampai disitulah putusan Maapi
kalau minta grasi berarti dia mengaku bersalah.

..MA harus memberikan pertimbangan, apakah pertigha
itu nanti diambil oleh presiden atau tidak, itu vesang
daripada presiden.

setuju

gitu,
hkan

F-PDIP

..persoalan grasi, rehabilitasi, amnesti déolisi adalah
kekuasaan yudisial, itu salah, sama sekali di keuasaan
yudisial...Kalau kita lihat bahwa sebagaimana kousti
Amerika, jelas mengatakan tiga cabang kekuasaamnireiah
adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pardoowers, adg
pada presiden dan tidak ada pada kekuasaan yudidth
karena itu pengertian bahwa ini menjadi bagian &s&an
yudisial, saya kira perlu dikoreksi kembali. Kerard apa

yang diharapkan sebetulnya dari kepala negara? I&e¢pa
negara diposisikan sebagai seorang yaigsg seorang yang

Setuju,

tetapi frasa

t “berdasarkan
pertimbangan”
diganti dengan
frasa ‘engan
memperhatikan

bijak, oleh karena itu, hal ini diluar proses hukufemudian

hati. Jadi persoalannya adalah bagaimana seorasg iwi

kalau kita lihat kata grasi, grasi igrace artinya kemurahar’\

Univer
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akan memberikan suatu kemurahan pada narapidang |yan
sudah diputus.

...kata “berdasarkan” terlalu instruktif. Oleh karehg kalau
bisa diperlunak dengan kata “memperhatikan”.Darsqedan
ada conflict interest pada saat MA sudah memberikan
keputusan. Bagaimana instansi yang memutuskan Kemud
diminta pertimbangan lagi, sebetulnya bukan pédasoa
pertimbangan putusannya, tapi dia bisa memberikata |d
persoalan perorangan yang akan diberi grasi, kasenaua
dokumennya pasti disana. Presiden bisa memperhatika
dengan baik apakah dia akan memberikan grasi ialaki £ 1

Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemddiampaikan dalam Rapat
BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir déRapat Pleno Komisi C
MPR, maka rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagkut:

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengaamperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan peematikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penulis setuju dengan pendapat bahwa pemberiimpangan tersebut akan
meningkatkan peran lembaga yudikatif dan legisladdlam menjalankan
mekanismehecks and balancesamun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Selanjutnya Peneliti akan menguraikan implikaari camandemen UUD
1945, ke dalam 2 (dua) periodesasi pemberian gnasiurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 dan pemberian grasi Undang-umd&lomor 5 Tahun
2010.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2@02ang Grasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nof@8) disebutkan
bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahunl950 tentang Femam Grasi yang
dibentuk berdasarkan Konstitusi Indonesia Seridgiandang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebututkam honasyarakat dan
untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahangaean, pengurangan
atau penghapusan pelaksanaan pidana yang teldbhhéga kepada terpidana
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempekeluatan hukum tetap,

terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kdpradaden.

Mengapa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sudalk sdsuai dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukuyamkast? Dan apa yang
dapat dipenuhi oleh Undang-undang grasi yang IméPu i

Penjelasan Undang-undang No.22 Tahun 2002, bahtmacara pengajuan
dan penyelesaian permohonan grasi dalam Undangigndamor 3 tahun 1950
tersebut tidak mengenal pembatasan putusan peagagiing dapat diajukan
grasi, dan melibatkan beberapa instansi yang bdarkalengan sistem peradilan
pidana ¢riminal justice systemdan mengatur pula penundaan pelaksanaan
putusan pengadilan jika diajukan permohonan gkéai.tersebut mengakibatkan
begitu banyak permohonan grasi yang diajukan daamyad penyalahgunaan
permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan pusetangga penyelesaian
permohonan grasi memakan waktu yang lama dan ueb@bkratis, sehingga
perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Patuken undang-undang ini
bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan mengerasi glengan ketentuan
pasal 14 ayat (1) UUDNRI 1945, yang menentukan laaRvesiden memberikan
grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamahng\deberapa hal yang
tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya adajsmbatasan jenis
hukuman, pembatasan pengajuan grasi, penundaasapujpemidanaan dan
penyelesaian permohonan grasi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasdjrit dari 6 (enam)
Bab dan 17 pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dakhili Bab Ketentuan
Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definssi gdan terpidana. Grasi
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanangurpagan atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidagaljeamikan oleh Presiden,
sedangkan terpidana adalah sesorang yang dipidandadarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukém.

Tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelurjagg tidak membatasi
jenis pemidanaan, pada undang-undang ini dilakul@mbatasan atau

%9 pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2002
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persyaratan dalam permohonan grasi. Disebutkan dg@emidanaan yang dapat

dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan telag berkekuatan hukum
tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidanatimaenjara seumur hidup dan
penjara paling rendah 2 (tahufij.Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan
undang-undang sebelumnya, dan memperjelas kepasitas jenis-jenis
pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya dan nmetaghan adanya praktek
curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan rhaknoya. Kata “dapat”
berarti terpidana diberikan kebebasan untuk mermggam  atau tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan gessiai Undang-
Undang ini.

Kemudian tentang kesempatan terpidana untuk mekeyaj grasi.
Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang tenbemyaknya kesempatan
yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi. &ekg, terpidana hanya dapat
mengajukan grasi satu kali, ia dapat mengajukasi dc@dua kali, kecuali ia
memiliki kondisi yang menjadi syarat sebagai berikl

a. pernah ditolak permohonan grasinya dan telah levektu 2 (dua) tahun

sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersetaut;

b. pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pida@ajara seumur hidup
dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggautusan pemberian

grasi diterima

Jika pengaturannya demikian, pasal ini tidak be&ill membatasi
pengajuan permohonan grasi, karena ketika seoeapiglana ditolak permohonan
grasinya, maka ia hanya menunggu dua tahun untukgapgkan kembali
permohonan grasinya. Jadi dari segi pembatasanajuamgpermohonan grasi,
penulis berpendapat bahwa undang-undang ini samgadesebelumnya. Di sisi
lain terpidana mati yang telah mendapat grasi, dlerhengajukan permohonan
grali untuk kedua kalinya, setelah putusan gragepea lewat dari 2 (dua) tahun.

Maka pengecualian ini sebenarnya berlaku untuk agempidana, sehingga tidak

30 pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2002

%1 pasal 2 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002
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mengherankan pada prakteknya seorang terpidanadayaéit mengajukan grasi

berkali-kali.

Jika sebelumnya, terpidana yang sedang mengajpkamohonan grasi
dapat terhindar dari pelaksanaan hukuman untuk rgan@ewaktu, maka dengan
pengaturan dalam undang-undang kondisi demikianbla¢y, karena permohonan
grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemiddoaginterpidana, kecuali
dalam hal putusan pidana m&.

Terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilzeritahukan haknya
untuk mengajukan grasi oleh hakim atau hakim kediglang yang memutus
perkara pada tingkat pertama, jika terpidana bangan hadir, maka akan
diberitahu secara tertulis oleh panitera pengaditasebut®® Pengadilan yang
dimaksud adalah pengadilan di lingkungan peradialum atau pengadian di
lingkungan peradilan militeryang memutus perkacdapa.

Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh ter@datau kuasa hukumnya,
dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kedadim hal putusan pidana
mati, permohonan dapat diajukan oleh keluargadana tanpa persetujuanmya.
Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejalispnt berkekuatan hukum
tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tarféd Frasa ‘tidak dibatasi’,
mengandung makna tidak ada batasan waktu dalam ajuéag permohonan
grasi, terpidana dapat mengajukannya sejak putbsakekuatan hukum, atau
setelahnya, ia dapat mengajukan setahun, duaigéatahun setelahnya. Putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak K@jubanding atau

kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undangngdentang Hukum

Acara Pidana;

%2 pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002
33 pasal 5ayat (1)(2) UU No. 22 Tahun 2002
%4 pasal 6 ayat (1),(2),(3) UU No. 22 Tahun 2002

5 pasal 7 ayat (1)(2) UU No. 22 Tahun 2002
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2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak #eamukasasi dalam

waktu yangditentukan oleh Undang-undang tentangurukcara Pidana
atau;

3. putusan kasasi.

Permohonan grasi diajukan secara terflifiseh terpidana, kuasa hukumnya
atau kepada keluarganya kepada Presiden melaluial&ep.embaga
Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidaman@agirimkan salinannya
kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tipgki@ma untuk diteruskan
kepada Mahkamah Agung. Kepala Lembaga Pemasyanakatnyampaikan
permohonan grasi tersebut dan salinannya, palméda 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya surat-surat permohoffdrBerbeda dengan undang-undang
grasi sebelumnya, tata cara pengajuan permohorssn galam undang-undang
ini memotong beberapa tahap pengajuan. Sebelundsyéinaa tahap yang harus
dilalui dan melibatkan beberapa instansi termasejaksaan, sekarang hanya
melalui tiga tahap yaitu Kepala Lembaga Pemasytaak®engadilan Negeri dan
Mahkamah Agung, sebelum diterima oleh Presidemg&aan grasi dapat
ditempuh dengan 2 (dua) alternatif cara yaitu mpm@a langsung kepada
Presiden atau melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Dalam undang-undang ini, diatur mengenai penyeespermohonan grasi
serta jangka waktunya, sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkakapg kepada
Mahkamah Agung. paling lambat 20 hari sejak menerisalinan
permohonan grasf®

2. Mahkamah Agung

Mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presidealjng lambat 3

bulan sejak menerima salinan permohonan grasi eia$ perkard®®

%% Dalam Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948) Basat (1) disebutkan “permohonan
grasi harus diajukan atas kertas bermaterai...”

%7 pasal 8 ayat (1)(2)(3)(4) UU No. 22 Tahun 2002

368 pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002
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3. Presiden
Memberikan keputusan berupa pengabulan atau pemvlgiasi, paling
lambat 3 bulan sejak menerima pertimbangan Ketubkstaah Agung.
Dalam waktu paling lambat 14 hari :
» Petikan Keputusan Presiden disampaikan kepadaléergpi
» Salinan keputusan Presiden disampaikan pula kepkdégamah
Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksasgem dan
Lembaga Pemasyarakatah
Presiden memilik hak untuk mengabulkan dan ménpkErmohonan grasi
setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah AgBegberian grasi oleh

Presiden dapat berupa:

* Peringanan atau perubahan jenis pidana
* Pengurangan jumlah pidana atau

* Penghapusan pelaksanaan pidana.

Secara ringkas mekanisme pengajuan permohonandgrapenyelesaiannya

dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

389 pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002

370 pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2002
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Bagan 4.3
Pengajuan dan Penyelesaian Grasi Menurut UU Nai22002

Terpidana , Kuasa .
Hukum, Keluarga v
ternidan; )
> PRESIDEN ]

Mengajukan permohona
grasi tertulis

t
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KEPUTUSAN
PRESIDEN

Salinan
Permohon

t

Salinan
Permohonan
dan berkas
maks.20 hari

<«

Kepala Lembaga
Permasyarakatan

Pengadilan
Salinan | Negeri

Petrn;(orll_onan Permohonan === = = =p
mEmmE SR | " maks.7 hari

v

Petikan KEPPRES
kepada Terpidana
LP

Salinan KEPPRES
kepada MA,
Pengadilan Tingkat
Pertama, Kejaksaan
Negeri, LP

(maks. 14 hari)

Dengan demikian pengajuan permohonan grasi bekdas&/ndang-Undang

Nomor 22 Tahun 2002, telah memotong panjangnyé&iasd dan mempersingkat

waktu dalam penyelesaian sebuah permohonan grasi.

Khusus untuk terpidana mati yang mengajukan peoma grasi oleh dirinya

sendiri, keluarga atau kuasa hukumnya, pidana tidgk dapat dilaksanakan

sebelum Keputusan Presiden diterima oleh terpidar@asal ini menjadi rancu,

371 pasal 13 UU No. 22 Tahun 2002
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ketika pengaturan mengenai penyampaian petikantsan Presiden telah diatur

dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu dalam jangka wakiingpdambat 14 hari.

Upaya grasi merupakan upaya terakhir yang bisakaldan oleh terpidana
untuk meringankan, mengubah, mengurangi atau menghhukuman pidana
yang telah dijatuh hakim padanya. Namun sebelunyaugmasi ini dilakukan,
terpidana dapat mengajukan banding di Pengadilaggf,i kasasi dan peninjauan
kembali di Mahkamah Agung. Dalam hal permohonaasigdiajukan dalam
waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kegntialngkat PK), atau
jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tigdllu lama, maka
permohonan PK diputus terlebih dahul(? Dalam hal ini keputusan grasi akan
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 Jtlgalan sejak salinan putusan
PK diterima Preside>

Harus diingat bahwa sifat kedua permohonan inrtolsk belakang, dengan
sebuah pengajuan permohonan grasi berarti teidangakui kesalahannya
sedangkan permohonan peninjauan kembali berapideera tidak mengakui dan
membantah kesalahannya Selanjutnya penyelesaiteng¢ehal ini akan diatur
dalam sebuah Peraturan Pemerintah, namun sampainsgeeraturan tersebut
belum ditetapkan.

Dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa unémyglesaian grasi yang
permohonannya diajukan sebelum berlakunya undadgagn ini, harus
diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Manyatakan bahwa Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950, tidak berlaku giNamun perubahan dalam
undang-undang tersebut tidak cukup, pemerintahndah@l ini Departemen
Hukum dan HAM menilai bahwa undang-undang ini masédnyisakan masalah,
oleh karena itu undang-undang ini direvisi dengamd&hg-Undang Nomor 5
Tahun 2010.

372 pasal 14 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002
373 pasal 14 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002

374 Ketentuan Peralihan Pasal 15 dan Ketentuan PeRasg 16 UU No.22 Tahun 2002
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b. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan pemhgmbatas Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Alaskkukannya pengubahan
yaitu, didasarkan atas keterdesakan penyelesaiamapalahan diantaranya,
masih adanya permohonan grasi yang belum dapatshdean Pemerintah dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasallal®dm undang-undang
tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak undang-undamrgi gii undangkan yang
berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004, namun pase/adtaannya, dengan
berakhirnya jangka waktu tersebut, masih terdapahphonan grasi yang belum
dapat diselesaikan berjumlah 2106 (dua ribu serafizn) kasus. Tunggakan
permohonan grasi tesebut merupakan warisan damgbeman grasi yang
diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tah&038 Maka dari itu
untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagiglesgian pemberian grasi
perlu adanya perpanjangan waktu sampai denganab2gd@ktober 2013

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tersel@sayja permohonan grasi
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaltu
- Tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas wakngajuan

permohonan grasi bagi terpidana mati baik dalamadgeUndang Nomor 3

Tahun 1950 maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 ma002’8 Hal

tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian daldakspeaan eksekusi

pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangkiituvyang tidak
terbatas.
- Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohorasi gang dianut

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang dteman grasi

%75 Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi Il DPR RI dangMenteri Hukum dan HAM, 22
April 2010

378 bid
377 |bid
378 Keterangan ini menurut peneliti sedikit keliru,réma dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1950, telah diatur mengenai batas waktu peagagrasi baik bagi terpidana mati

ataupun pidana lainnya, namun mengenai batasaspdekali permohonan grasi dapat
diajukan yang belum terakomodir.
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melibatkan beberapa instansi terkait dalam sisteraddan pidanacfiminal

justice systepnsehingga menyebabkan birokrasi yang panjang.nipssg itu,
undang-undang tersebut tidak mengenal pembatasasgoupengadilan yang
dapat diajukan grasi serta tidak mengatur adanyarm@an pelaksanaan
putusan pengadilan dalam hal terpidana mengajuemghonan grast.”

Oleh karena itu pemerintah mengusulkan hal-hal pang akan diatur dalam

undang-undang diantaranya:

1. Pengajuan permohonan grasi dipertegas yakni haapat diajukan 1
(satu) kali, bertujuan untuk memberikan kepastiankuim dalam
pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan meaghipehgaturan
diskriminatif, serta dimaksudkan pula untuk menggrabeban dalam
penyelesaian permohonan grasi sekaligus mencegaiaditya
penyalahgunaan dalam permohonan grasi.

2. Pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepadéeiMéetukum dan
HAM dan ketua pengadilan yang memutus perkara padkat pertama,
merupakan langkah antisipasi dari kemungkinan denma mati atau kuasa
hukumnya atau keluarga terpidana mati tidak merkgajgrast®®

Hasil dari rapat-rapat yang dilakukan oleh pemahindan DPR, maka ada

beberapa pasal yang diubah ketentuannya dan juggispen pasal baru.
Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah :

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingdaubgi :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatlum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kdpradaden

(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan gragiaeisna dimaksud
pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjarasehidup atau pidana
penjara paling rendah 2 (dua) tahun

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayaba(lya dapat
diajukan 1 (satu) kali

37 penundaan pelaksanaan putusan pengadilan justiur dialam Pasal 2 dan Pasal 3 UU
No.3 Tahun 1950

380 Ketentuan seperti ini sebelumnya terdapat dalamiabg-Undang Nomor 3 Tahun 1950,
bahwa hakim atau ketua Pengadilan dan Jaksa afzal&i§ejaksaan dapat memohonkan grasi

jika terpidana tidak mengajukan grasi. Namun usitanidak semuanya diakomodir dalam
Pasal Undang-Undang Grasi yang baru.
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Jika dalam undang-undang sebelumnya masih meintpirgecualian, maka
menurut undang-undang ini, pengajuan permohonasi gegara tegas dibatasi 1
(satu) kali. Pengaturan ini bertujuan untuk menkagrikepastian hukum dalam
pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan meaghimengaturan
diskriminatif >¢*

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal, Pasal 6A yang
berbunyi :

(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, meya@g membidangi
urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasiusmandapat
meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Rasahtuk
mengajukan permohonan grasi.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervgenzeneliti dan
melaksanaan proses pengajuan grasi sebagaimanksdiondalam Pasal
6 dan pasal 6A ayat (1) Grasi dan menyampaikan @ssman dimaksud
kepada Presiden.

Dengan adanya pasal ini, maka hak untuk mengajpie@mohonan grasi
selain terpidana, keluarganya, juga kuasa hukumipgagambah lagi satu pihak
yaitu Menteri Hukum dan HAM, yang pengajuannya heettkan demi
kemanusiaan dan keadilan. Definisi dari kata “dkepentingan kemanusiaan dan
keadilan,” belum dijelaskan secara terang, begiugalam penjelasan pasal demi
pasal hanya disebutkan cukup jelas. Padahal defmisangat penting untuk
menghindari perbedaan interpretasi dan ada kegamtin lain yang
melatarbelakannginya. Namun untuk sementara irfinide “kemanusiaan dan
keadilan” yaitu pertimbangan-pertimbangan yang ulggan oleh Menteri dalam
memberikan pertimbangan hukum grasi antara’f&in
- atas dasar kemanusiaan, jika terpidana sudah lasigt
- atas dasar hak asasi manusia
- atas hak kesehatan

- atas perlindungan anak

%1 penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU No. 5 tahun 2010

32 Keterangan dari hasil petikan wawancara dengah SQabidang Pidana Umum, yang
menangani pelaksanaan grasi di Ditien Administkhgdium dan Perundang-undangan , pada
tanggal 10 Mei 2011 di Kantor Kementerian Hukum Higivi
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Menteri Hukum dan HAM berwenang melakukan peiaglilan pelaksanaan

proses pengajuan grasi. Artinya memeriksa dengamatedan melaksanakan
proses pengajuan grasi. Saat ini tugas pelaksgraares penelitian permohonan
grasi di Kementerian Hukum dan HAM merupakan tugiasi Direktorat
Admministrasi Hukum dan Perundang-Undangan, namwand struktur
organisasi belum ada bidang maupun sub bidang yegangani grasi secara
khusus, selain itu belum ada prosedur standafitedalam penanganannya.

Jika dicermati pasal ini memiliki kelemahan diaateya, tidak ada jangka
waktu dalam hal meneliti dan melaksanaan prosetahh dalam pasal lain, telah
jelas diatur pengajuan grasi dengan batas waktyepesainnya.

Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayatr{@ngenai permohonan grasi
dapat diajukan sejak putusan pengadilan mempekakbatan hukum tetap, dan
paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahunulpPsran dalam Pasal 10,
jangka waktu pemberian pertimbangan hukum MA sermBulzulan menjadi 30
hari. Kedua pasal ini akan memberikan kepastiarumukepada para pemohon
grasi karena adanya batasan waktu yang lebih dingka

Pasal baru yang disisipkan diantara Pasal 15 @mn\B, mengatur mengenai
permohonan grasi yang belum diselesaikan berdas&&sal 15 Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi diselesaikamgddimbat 22 Oktober 2012,
dan terpidana mati yang belum mengajukan grasiridjaegka waktu 1 (satu)
tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pasal 15&t &¥) bertujuan untuk
menyediakan lebih banyak waktu untuk penyelesaimmggakan permohonan
grasi yang berjumlah 2106 kasus.

Hal yang baru diatur dalam undang-undang ini adapgnekanan kepada
Presiden dalam hal memberikan keputusan grasi, shabenar-benar
mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hayduad terkait dengan tindak
pidana yang telah dilakukan secara berulang-ulaegidf), tindak pidana
kesusilaan dan tindak pidana yang dilakukan sesais dan berencaf®.

Berikut ini alur pelaksanaan grasi dalam praktgiaradapat menjelaskan

proses pelaksanaan grasi secara menyeluruh:

%83 penjelasan Umum UU No. 5 tahun 2010
Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



162

. Permohonan diajukan oleh Pemohonan (Ps.6 UU 22)20@2nkumham (Ps

6a UU 5/2010)

MA memberikan pertimbangan berupa “Tolak” atau “Kép

3. Presiden mendistribusikan kepada Mensesneg untslepr

Mensesneg mendistribusikan permohonan grasi bepertambangan MA

kepada Menkumham;

5a. Permohonan dikirim ke Ditjen AHU untuk tindakjut untuk menyiapkan

kordinasi;

5b. Permohonan dikirim ke Ditjen PAS untuk tindakjut untuk menyiapkan

8.
9.

data-data;
Diten AHU memberikan pertimbangan “Tolak” atau ‘4’ dari hasil

koordinasi kepada Menkumham untuk diputus;

. Pertimbangan yang sudah diputus Menkumham berupi@K/Kabul” dikirim

ke Mensesneg;
Mensesneg meneruskan berkas untuk diputus damijdisBtesiden;

Presiden menetapkan Keppres tentang grasi terpidana

10.Kepres grasi dikirim ke pemohon.
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Bagan 4.4
Pelaksanaan Grasi dalam Praktek Menurut UU Natum 2010

2y

RLLTTTTEPIPLETIE 2 Presiden I
Pemohon/ A
Menkumham Q
Z ]
a4
1 Sekretariat > Kementerian
Negara «— Hukum&HAM

Kepala Lembaga
Pemasyarakatan
Pengadilan Negeri

Mahkamah
Agung

v

3. Perubahan Pemberian Grasi Dalam Tiga Undang-Unday Grasi

Setelah diuraikan sebelumnya mengenai permohoeagajuan grasi dalam
masing-masing peraturan pemerintah dan undang-gndamaka ketentuan

mengenai pemberian grasi dapat dirangkum dalanh bab&ut ini:

Tabel 4.2
Perbandingan Pemberian Grasi dalam Peraturan d@argrundangan

Ketentuan PP 67/1948 UU 3/1950 UU 22/2002 UuU 5/2010
Subyek —  Terhukum — orang yang —  terpidana - terpidana
Pemohon - orang lain dihukum - kuasa hukum - kuasa hukum
dengan - pihak lain - keluarga - keluarga
persetujuan —  keluarga terpidana terpidana
terhukum terpidana —  Menteri Hukum dan
HAM
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Jenis hukuman

Segala jenis

Segala jenis

minimal pidana penjara

minimal pidana penjara 2

yang dapat hukuman, baik sipil | hukuman, baik sipil 2 tahun tahun
dimohonkan maupun militer maupun militer pidana penjara seumur | pidana penjara seumur
grasi hidup pidana mati hidup pidana mati
Kesempatan tidak diatur tidak diatur sekali, kecuali sekali
mengajukan - Terpidana pernah
Permohonan ditolak permohonan
grasi grasinya dan lewat

waktu 2 (dua) tahun

- Terpidana yang

pernah diberi grasi

dari pidana mati

menjadi pidana

seumur hidup dan

telah lewat waktu 2

(dua)t tahun
Tenggang diatur, diatur, tidak diatur diatur,
waktu 14 hari terhitung 14 hari untuk pidana paling lama 1 tahun
permohonan mulai hari berikut penjara

hari keputusan
menjadi tetap,

permohonan yang
melewati tenggang
waktu ditolak oleh
hakim atau ketua

30 hari untuk pidana
mati

pengadilan
Instansi yang * Panitera * Panitera * Kepala Lembaga » Kepala Lembaga
terlibat Pengadilan Pengadilan Pemasyarakatan Pemasyarakatan
Tingkat | Tingkat | * Pengadilan Tk | * Pengadilan Tk |
* Hakim/Ketua * Hakim/Ketua * MA e Menteri Kehakiman
Pengadilan tk | Pengadilan « Presiden « MA
» Jaksaatau « Jaksa atau Kepala e Presiden
Kepala Kejaksaan
Kejaksaan « MA
 MA * Kejaksaan Agung
» Kejaksaan * Menteri Kehakiman
Agung « Menteri lain
* Menteri * Presiden
Kehakiman
» Presiden
Pelaksanaan hukuman tidak hukuman tidak boleh | hukuman tetap hukuman tetap
hukuman boleh dilaksanakan, | dilaksanakan kecuali | dilaksanakan kecuali dilaksanakan kecuali
kecuali hukuman hukuman yang telah hukuman mati hukuman mati
yang telah dijalankan dan
dijalankan dan hukuman denda
hukuman denda
Prioritas Pemohon yang Pemohon yang Tidak diatur, karena Tidak diatur, karena
Pemohon sedang menjalani sedang menjalani permohonan grasi tidak | permohonan grasi tidak
hukuman yang hukumannya menunda menunda pelaksananaan
diselesaikan diselesaikan terlebih | pelaksananaan hukuman, kec uali
terlebih dahulu dahulu hukuman, kec uali hukuman mati
hukuman mati
Tenggang tidak diatur tidak diatur Kepala Lembaga Kepala Lebaga
waktu Pemasyarakatan, maks | Pemasyarakatan, maks 7
penyelesaian 7 hari hrs hari hrs menyampaikan
permohonan menyampaikan permohonan pada
grasi permohonan pada Pengadilan tk pertama

Pengadilan tk pertama

Pengadilan tk
pertama, maksimal 20
hari setelah menerima

Pengadilan tk pertama,
maksimal 20 hari setelah
menerima Permohonan
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Permohonan

MA, maksimal 3 bulan
setelah menerima
permohonan atau
salinan permohonan

Presiden, memberikan
keputusan maksimal 3
bulan setelah menerima
permohonan

Salinan putusan hrs
disampaikan kepada
yang berkepentingan
maks, 14 hr

MA, maksimal 30 hari
setelah menerima
permohonan atau salinan
permohonan

Presiden, memberikan
keputusan maksimal 3
bulan setelah menerima
permohonan

Salinan putusan hrs
disampaikan kepada
yang berkepentingan
maks, 14 hr

Jenis Pemberian grasi tidak diatur Peringanan atau Peringanan atau
pemberian atas hukuman perubahan jenis pidana | perubahan jenis pidana
grasi denda:
Pengembalian Pengurangan jumlah Pengurangan jumlah
denda yang telah pidana atau pidana atau
dibayarkan, semua
atau sebagian Penghapusan Penghapusan
pelaksanaan pidana. pelaksanaan pidana.
Ketentuan lain | Presiden berhak Karena jabatan Permohonan grasi yang | Permohonan grasi yang

menyimpang

Peraturan berlaku
untuk Jawa,
Madura dan
Sumatera sejak
diumumkan; untuk
daerah lain pada
hari yang
ditentukan Presiden

Hakim atau Ketua
pengadilan , jaksa
atau kepala
kejaksaan dapat
memohonkan grasi
jika terpidana yang
dijatuhi hukuman mati
tidak memajukan
grasi

(Pasal 2 ayat 2; Pasal
12)

diajukan sebelum
berlakunya Undang -
undang ini diselesaikan
dalam jangka waktu 2
(dua) tahun
Mencabut  UU  No.3
Tahun 1950

belum diselesaikan
berdasarkan Pasal 15 UU
No 22/2002 , diselesaikan
paling lambat 22 Oktober
2012

Terpidana mati yang
belum mengajukan grasi
berdasarkan UU No
22/2002, jangka waktu 1
tahun sejak UU ini
berlaku

4. Pelaksanaan Grasi Pada Masa Pemerintahan Presid Abdurrahman
Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri

Melalui proses demokratis, Abdurrahman Wahid térptenjadi Presiden RI
ke-4, namun masa kepemimpinannya hanya kurangddartahun. Selama masa
pemerintahannya yang singkat, Presiden AbdurahmamhidV sempat
menyelesaikan 223 keputusan grasi, yang terdirilddr keputusan tolak dan 72
keputusan kabul. Berikut ini

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 1999 —2001

rekapitulasi pemberiagrasi pada masa
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Tabel 4.3
Pemberian Grasi Pada Masa Presiden Abdurrahmandwabhi
Keppres Tahun Jumla
Tolak/Kabul| 1999 2000 2001
Tolak - 116 35 151
Kabul - 61 11 72
Jumlah - 177 46 223

Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiderkigt5 pada 23 Juli 2001.
Terpilihnya putri Bung Karno ini dapat disebut mekig sejarah baru, sebagai
wanita pertama yang menjadi kepala negara dan &epalmerintahan di
Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Undang-unban2? Tahun 2002
tentang Grasi telah disahkan, Presiden Megawatké8neputri menyelesaikan
149 keputusan grasi, diantaranya 116 keputusak ttda 33 keputusan kabul.
Berikut rekapitulasi pemberian grasi pada masa Betaban Presiden Megawati
Soekarnoputeri.2001 — 2004:

Tabel 4.4
Pemberian Grasi Pada Masa Presiden Megawati
Keppres Tahun Jumlah
Tolak/Kabul| 2001 | 2002 2003 2004
Tolak 35 17 48 16 116
Kabul 11 8 7 7 33
Jumlah 46 25 55 23 149

B. Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberi@rasi Dalam Masa
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah dijelaskan mengenai pemberian grasi setelahya perubahan UUD
1945 yang menyatakan pertimbangan MA dalam pembegrasi maka, akan
diteliti sebenarnya pelaksanaan kekuasaan Presidiam pemberian grasi dan
kendala-kendalanya dalam masa pemerintahan Pres@lesilo Bambang
Yudhoyono. Dalam penelitian ini diambil rentang walkantara tahun 2004 —
2010, dimana adanya proses penyelesaian grasisaekda dua undang-undang
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yang berbeda yaitu, Undang-Undang Nomor 22 tah@2 2an Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2010

1. Mekanisme Pelaksanaan Grasi

Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negafdukug oleh
Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tagasberikan dukungan
teknis dan administrasi serta analisis kepada d&esidan Wakil Presiden, dan
menyelenggarakan fungsi, pemberian dukungan telenta analisis dalam rangka
penyelesaian rancangan Keputusan Presiden tengam@epian grasi, amnesti,
abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahdari pidana seumur hidup
menjadi pidana sementara, dan naturali§astecara khusus bidang yang
menangani masalah grasi adalah, Subbidang Prdrogatig mempunyai tugas
melakukan analisis, penyusunan pendapat hukum elayefesaian terkait dengan
permasalahan dan permohonan grasi, amnesti, abdaisabilitasi dan remisi
perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi @idsementara, serta
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Keputusadgnf&sMelalui subbidang
Prerogatif inilah, proses penyelesaian grasi dimwdatelah berkas-berkas
permohonan dan pertimbangan MA diterima.

2. Penyelesaian Grasi

Dalam Kurun waktu 2004-2010, pengajuan permohomasi dperjumlah 191
permohonan grasi, yang menghasilkan sejumlah 62utkispn Presiden,

diantaranya 51 keputusan totékdan 11 keputusan kabBtl Keputusan grasi

%84 peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 2ufia011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sekretariat Negara. (Jakarta m&wgerian Sekretariat Negara RI, 2011)
hal.2

%% bid hal. 286

386 Keputusan tolak yaitu Keputusan Presiden yang ta&rmermohonan grasi terpidana

%7 Keputusan kabul yaitu Keputusan Presiden yanggatarlkan permohonan terpidana
(memberi grasi)
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tersebut, mengabulkan permohonan dari 60 terpidanamenolak permohonan

dari 131 terpidana. Lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah Permohonan Grasi dan Keputusan Grasi
(Sumber : Sekretariat Negara)

Jumlah Jumlah
Permohonan | Keppres | Keppres Keppres | Permohonan | Permohonan
Grasi Grasi Tolak Kabul Tolak Kabul

2004 17 5 3 2 14 3

2005 4 2 2 0 4

2006 27 12 11 1 26 1

2007 22 9 0 22

2008 15 9 0 15

2009 24 8 0 24

2010 82 17 9 8 26 56
Jumlah 191 62 51 11 131 60

Permohonan grasi yang dikabulkan oleh Presideatdagrupa pengubahan
bentuk hukuman, peringanan hukuman, pengurangaasidyumlah hukuman,
penghapusan hukuman denda dan penghapusan sisadiuk

Sebuah Keputusan Presiden mengenai grasi (selgajalisingkat Keppres
grasi) dapat memuat satu atau lebih permohonaidéer@. Tidak ada standar dan
acuan baku mengenai penerbitan sebuah Keppres, drakiini biasanya
berdasarkan banyaknya pelimpahan berkas-berkasoperan grasi yang sudah
disertai pertimbangan dari Mahkamah AgdffySedangkan sebuah permohonan
grasi, dapat terdiri dari satu orang atau lebihpitana tergantung tindak pidana
yang dilakukan sendiri atau bersama-sama. Setiapgbh®nan grasi terpidana
akan selalu disertai pertimbangan MA, sebagaimaaaahatkan Pasal 14 ayat
(1) UUDNRI 1945.

Dalam kurun waktu 2004-2010, selama pelaksanaarb@ean grasi terdapat

perbedaan pertimbangan antara Presiden dan Mahkagahg. Dari seluruh

388 Keterangan /petikan hasil wawancara dengan Kepalgian Prerogatif, Asisten Deputi
Hukum Sekretariat Negara, tanggal 24 Mei 2011 p0RUBO
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keppres grasi, terdapat 9 (sembilan) perbedaadapan diantaranya, dalam

memutus Keppres No0.9/G/2006, Keppres Nomor 6/G/2008eppres

Nomorl/G/2009, Keppres Nomor 5, 6, 8, 9, 15 dan/G8010. Perbedaan
pendapat ini memunculkan beberapa alternatif pbeirgan, yaitu, pertimbangan
Presiden tolak namun pertimbangan MA kabul, keenudidalam hal

pertimbangan Presiden kabul sedangkan pertimbanlyh tolak, atau

pertimbangan Presiden tolak sedangkan pertimbaMyarada yang tolak dan
kabul.

Perbedaan pertimbangan antara Presiden dan Mahk&gang muncul
dalam memutus keputusan-keputusan berikut ini:

a) Keppres No. 6/G/2006 yaitu permohonan grasi daorasey terpidana
yang melakukan tindakan pembunuhan berencana dhlamperkara yang
berbeda. Dalam hal ini MA mempunyai pertimbangarnwea tidak
terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohgresi sedangkan
Presiden mempunyai pertimbangan bahwa seseoraighaleh dihukum
penjara melebihi 20 tahun, sehingga keputusan Galsul”.

b) Keppres No. 6/G/2008, yaitu permohonan grasi da&orang yang
melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadak. A mempunyai
pertimbangan bahwa pelaku tindakan pidana masiawdib umur, dan
telah mengakui perbuatannya, permohonan grasi kdiajwoleh kedua
orangtuanya, dan telah menjalani hukumannya, tet&pesiden
mempunyai pertimbangan bahwa perbuatan terpiddala merusak masa
depan korban, dimana korban tersebut masih dibawair; terpidana
melakukan pencabulan secara berlanjut; dan hukuyaag dijatuhkan
kepada terpidana telah setimpal dengan perbuataselgangga keputusan
grasi "tolak”.

C) Keputusan No0.1/G/2009 yaitu memuat permohonan gaasill (sebelas)
terpidana. MA memberikan dua pertimbangan, yaitol& dan 3 kabul.
Permohonan yang diberikan pertimbangan kabul olelA Maitu
permohonan dari terpidana yang melakukan tindalan@dturut serta
melakukan pembunuhan. MA mempunyai pertimbanganvaakrpidana

melakukan pembunuhan terhadap korban yang merugaabuat onar
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dan residivis yang meresahkan masyarakat, permahgresi lain yaitu

dari terpidana yang melakukan tindak pidana pemibamwan tanpa hak

memiliki

membawa

dan

mempergunakan

senjata

tajamA M

mempertimbangkan bahwa perbuatan terpidana untukbela diri dan

masih di bawah umur, namun Presiden mempertimbandba@hwa

perbuatan mereka meresahkan warga dan untuk merebeki jera,

sehingga keputusan grasi "tolak”.

Perbedaan pertimbangan Presiden dan MA dapat tdiilaéam tabel

dibawah ini :

Tabel 4.6
Perbedaan Pertimbangan antara Presiden dan Mahlksguoaky
(Sumber : Sekretariat Negara)

Tahun Nomor | Tindak Pidana Pertimbangan MA Pertimbangan Presiden Tolak
Keppres [Kabul
Grasi
2006 9 turut serta Tolak, tidak terdapat cukup alasan Kabul dengan pertimbangan : KABUL
melakukan terpidana diberikan grasi berupa pengurangan
pembunuhan menjd pidana penjara selama 20 tahun (dua puluh)
berencana pts dengan alasan ;a. hukuman yang dijatuhkan
dalam kepada terpidana dalam 2 perkara berbeda, telah
dua perkara setimpal dengan perbuatan terpidana. Pasal 12
berbeda KUHP menetapkan secara umum lamanya
hukuman penjara sementara, sedikitnya satu hari
dan selama-lamanya 15 tahun (ayat(2)). Maksimum
lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai
selama-lamanya 20 tahun dalam hal sebagaimana
tersebut dalam ayat (3). Akan tetapi orang yang
telah dijatuhi hukuman demikian pula seterusnya
sehingga pada seseorang dapat dijatuhkan
beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya
lebih dari 20 tahun. Tapi tetap tidak mengurangi
ketentuan dalam ayat (4) bahwa hukuman penjara
sementara itu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20
tahun.
2008 6 perbuatan Kabul dengan pertimbangan : Tolak dengan pertimbangan: TOLAK
cabul thd anak | terpidana mengakui dan menyesali Perbuatan terpidana telah merusak masa depan
scr berlanjut perbuatannya; terpidana karena korban, dimana korban tersebut masih dibawah
takut sebab diancam orang tuanya, umur; perbuatan terpidana melakukan pencabulan
kemudian terpidana mencabut secara berlanjut; hukuman yang dijatuhkan kepada
keterangannya; orangtua terpidana | terpidana telah setimpal dengan perbuatannya
mengajukan grasi; terpidana
kelahiran 16 okt 1992 (16 tahun) ;
terpidana ditahan sejak tg 30 okt
2006 s/d 12 nop 2006. kemudian
ditangguhkan sejak tgl 13 nop 2006
s/d 22 feb 2007. ditahan kembali
sejak 23 feb sampai sekarang
berdasarkan pertimbangan diatas:
meringankan pidanapenjara menjadi
1 tahun 6 bulan denda 30 juta
subsidair wajib latihan kerja selama
30 hari
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2009

turut serta
melakukan
pembunuhan
(2 terpidana)

Kabul dengan pertimbangan :
korban merupakan pembuat onar,
residivisdan telah sering pula
menjalani  hukuman  dengan
meninggalnya  sikorban  dapat
menghilangkan keresahan di desa
margaluyu desa tambaksari desa
cikondeh serta mendapat dukungan
dari warga masyarakat dan adanya
surat pernyataan dari keluarga
korban

berdasarkan pertimbangan diatas:
cukup alasan untuk mengabulkan
grasi dan mengusulkan sebagai
pemberian grasi, pidana penjara
yang telah dijatuhkan diubah
menjadi pidana penjara masing-
masing 3 (tiga) pts

Tolak dengan pertimbangan:

perbuatan mereka sangat merugikan dan
meresahkan ~ masyarakat ~ sehingga  untuk
memberikan efek jera kepada yang bersangkutan
dan juga bagi anggota masyarakat agar tidak
melakukan perbuatan yang serupa.

TOLAK

pembunuhan
dan tanpa hak
menmiliki
membawa dan
mempergunak
an senjata
penikam atau
penusuk

Kabul dengan pertimbangan :
pemohon melakukan untuk
membela diri karena tidak mau
dimintai uang oleh si korban, masih
dibawah  umur dan  masih
bersekolah di SMP serta yang
memulai peristiwa bukan pemohon
akan tetapi si korban,

berdasarkan pertimbangan diatas:
cukup alasan untuk mengabulkan
grasi dan mengusulkan sebagai
pemberian grasi, pidana penjara
yang telah dijatuhkan diubah
menjadi pidana penjara 4 thn pts

TOLAK

Perbedaan pertimbangan ini selengkapnya dapatadiialam tabel di

bawah ini :

Tabel 4.7
Perbedaan Keputusan Presiden dan Pertimbangan MA
(Sumber : Sekretariat Negara)

Nomor Keputusan Grasi Pertimbangan MA
Keputusan Jumlah
Tahun Grasi Pemohon Tolak Kabul Tolak Kabul
2004 1 3 Tolak Tolak
2 1 Kabul Kabul
3 1 Tolak Tolak
4 2 Kabul Kabul
5 10 Tolak Tolak
2005 1 Tolak Tolak
2 3 Tolak Tolak
2006 1 Tolak Tolak
Tolak
2 3 Tolak
3 1 Tolak Tolak
4 8 Tolak Tolak
5 1 Tolak Tolak
6 1 Tolak Tolak
7 4 Tolak Tolak
8 2 Tolak Tolak
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9 1 Kabul Tolak
10 2 Tolak Tolak
11 1 Tolak Tolak
12 2 Tolak Tolak
2007 1 1 Tolak Tolak
2 8 Tolak Tolak
3 1 Tolak Tolak
4 1 Tolak Tolak
5 5 Tolak Tolak
6 2 Tolak Tolak
7 1 Tolak Tolak
8 1 Tolak Tolak
9 2 Tolak Tolak
2008 1 2 Tolak Tolak
2 1 Tolak Tolak
3 1 Tolak Tolak
4 2 Tolak Tolak
5 3 Tolak Tolak
6 1 Tolak Kabul
7 1 Tolak Tolak
8 3 Tolak Tolak
9 1 Tolak Tolak
2009 1 11 Tolak 8 Tolak 3 Kabul
2 3 Tolak Tolak
3 1 Tolak Tolak
4 1 Tolak Tolak
5 1 Tolak Tolak
6 1 Tolak Tolak
7 1 Tolak Tolak
8 5 Tolak Tolak
2010 1 42 Kabul Kabul
2 1 Tolak Tolak
3 2 Tolak Tolak
4 5 Tolak Tolak
5 1 Kabul Tolak
6 1 Kabul Tolak
7 1 Kabul Kabul
8 4 Kabul Tolak
9 1 Kabul Tolak
10 2 Tolak Tolak
11 1 Tolak Tolak
12 2 Tolak Tolak
13 1 Kabul Kabul
14 1 Tolak Tolak
15 1 Tolak Kabul
16 11 Tolak 9 Tolak 2 Kabul
17 5 Kabul Kabul
Jumlah 62 191 51 11

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pkep grasi yang
memperhatikan pertimbangan MA berjumlah 53 buabarsgkan keppres grasi
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yang tidak mengikuti pertimbangan MA berjumlah @b. Artinya prosentase

Presiden dalam hal memperhatikan pertimbangan MBess 85,5% dan
prosentase tidak memperhatikan pertimbangan MAsseliel,5%.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan MA cukuppkegaruh dalam
sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presidsal B4 ayat (1) UUD 1945
sebagai landasan hukum dan alacksdanbalancesdalam hal pelaksanaan grasi

telah berfungsi sebagaimana seharusnya.

3. Hambatan dan Upaya

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian grasa pasumnya bukan
kendala yang bersifat teknis, namun kendala akamcuoiuseiring dengan
kerumitan dan permasalahan yang menyertai permohgnasi. Permohonan
grasi yang memiliki permasalahan umumnya merupadesus-kasus luarbiasa
terkait dengan pidana khusus, yaitu tindak pidaagkatika dan psikotropika,
tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsiaskasus yang melibatkan
Warga Negara Asing (WNAY. Dalam penyelesaian permohonan grasi tersebut,
tidak jarang harus melibatkan beberapa Kementelaam untuk dimintakan
pertimbangan atau pendapat. Misalnya melibatkan dtéenian Hukum dan
HAM, KemenkoPolhukam, BNN, Densus 88, BIN, Kemelatel_uar Negeri, dan
khusus dalam kasus terpidana mati, dimintakan pendadari Kejasaan Agung.
Permintaan pertimbangan lembaga lain, akan meneriuwkaktu lama dan dapat
melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleldabg-Undang, bahwa

Presiden dalam memberikan keputusan grasi dalaggaeg waktu 3 bulan.

%9 permohonan grasi dari seorang warga negara asikgarang disertai dengan tekanan
politik dari negara yang bersangkutan. Misalnyaanekasus Schapelle Corby masih menjadi
perhatian pers dan pemerintah Australia. Saatubgnkg ke Indonesia dan bertemu dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Mewtesiralia Julia Gillard langsung
menyinggung soal grasi bagi Schapelle Corby, watggeri Kanguru yang dipenjara karena
menyelundupkan obat terlarang ke Bali. Gillard méaohg pemberian grasi bagi Corby,
"Semata-mata demi alasan kemanusiaan." Corby lpdb&edi menjalani perawatan intensif di
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, kardsiia Bars Australia berkali-kali juga
memberitakan dia menderita depresi setelah memadipidana Lembaga Pemasyarakatan
Kerobokan,Bali. "Indonesia- Australia :Loby untuk o®y.” 8 November 2008.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/201008/ITR/mbm.20101108.ITR135012.id.htm
I# <diunduh tanggal 20 Juni 2011>
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yapat dlilakukan untuk

mempercepat proses penyelesaian grasi adalah:

- Melakukan analisis dan penyelesaian rancangan kKsaut Presiden
sesuai dengan Standar Pelayanan.

- Selalu mencantumkan batas waktu/tenggang waktu mdaketiap
memorandum yang menyertai rancangan Keputusarderesi

- Dalam setiap Sidang Kabinet, mengingatkan kepacdadtéerian/lembaga
yang belum memberikan pertimbangan/pendapat tergarimohonan
grasi.

C. Pemberian Grasi di Beberapa Negara

1. Grasi Di Negara Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat mempunyai kekuasaan untulemberi
pengampunan dan penundaan terhadap pelaksanaamdilagi perlanggaran
terhadap Amerika Serikat, kecuali hukuman yang tuhikan oleh Senat
berdasarkan impeachment. Kekuasaan Presiden iir dialam Bab 2 pasal 2

ayat 1 Konstitusi Amerika yang berburiyf-

" ... he shall have Power to grant Reprie¥&sand Pardon¥? for offenses
against the United States, except in Cases of Iotpeant.”

39 Article 1I, Section 2, clause 1 of the Constituti¢de shall have Power, by and with the
Advice and Consent of the Senate to make Treatiegided two thirds of the Senators present
concur; and he shall nominate, and by and with Mdlvice and Consent of the Senate, shall
appoint Ambassadors, other public Ministers and €%, Judges of the supreme Court, and
all other Officers of the United States, whose Apipeents are not herein otherwise provided
for, and which shall be established by Law; but@wngress may by Law vest the Appointment
of such inferior Officers, as they think proper tire President alone, in the Courts of Law, or
in the Heads of Departments.

%1 Reprieve dapat diartikan penangguhan hukuman; istiRéprieve berarti ‘temporay
postponement of the carrying out of a criminal seng, especially a death senteidstilah
reprieve berasal dari kateprendre yang berartitb keep back, and signifies the withdrawing
of the sentence for an interval of time and opeyate delay of executidnloseph Chitty,
Apractical Treatise on the Criminal Law 75792d. 1826) dalam Bryan A Garner, &lack’s
Law Dictionary. §' Edition (Dallas : West Publishing, 2009) hal. 1417

392 stilah pengampunan/grasi yang digunakan di AnaeBkrikat berbeda dengan penggunaan
istilah pengampunan di Indonesia. Pengampunan dletlasi kataPardon menurutBlack’s
Law DictionaryPardon : The act or instance of officially nullifying pishment or other legal
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Secara garis besar pengampunan di Amerika terdiri gardon dan
commutationKantor Pengacara Urusan Graeihé Office of the Pardon Attorney
membantu Presiden dalam melaksanakan grasi ekisekaetama lebih dari 100
tahun, Presiden telah mengandalkan pada Departiépteakiman, dan khususnya
Kantor Pengacara Urusan Grasi, untuk memberikatubardalam menjalankan
kekuasaan eksekutif dalam pemberian grasi yangatiatkan kepada Presiden
oleh Pasal Il, Bagian 2 Konstitusi. Berdasarkan $ibusi, kekuasaan grasi
Presiden hanya berlaku untuk tindak pidana fed&edsi eksekutif terdiri dari
beberapa bentuk, termasuk pengampunan, pergantiammian, pengampunan
atas denda atau restitusi, atau penangguhan hukudesmmua permintaan grasi
eksekutif untuk pelanggaran federal diarahkan kap@dngacara Urusan Grasi
untuk ditinjau, diinvestigasi, dan dipersiapkan amlendasi dari Departemen
Kehakiman kepada Presiden, yang ditandatanganivkghil Menteri Kehakiman
untuk disposisi akhir setiap permohonan. Kantorgdeara Urusan Grasi juga
mempersiapkan penandatanganan dokumen Presiden psaaberian grasi
eksekutif dan memberitahu semua pemohon tentangusan grasi eksekufif®

Selanjutnya ketentuan dalam pemberian pengampuizdar dlalamRules
Governing Petitions for Executive Clemen@ang diterbitkan dalam FEDERAL

consequences of a crime. A pardon is usually gthbtethe chief executive of a government
(the President has the sole power to issue pardontederal offenses, while state governors
have the power to issue pardons for state crimBs)diri dari beberapa jenis pengampunan

yaitu :

e absolute pardon. A pardon that releases the wrongdoer from punisitnamd restores the
offender’s civil rights without qualification. Aldermed full pardon; unconditional pardon.

e conditional pardon. A pardon that does not become effective untivihengdoer satisfied a
prerequisite or that will be revoked upon the o@nge of some specified act.

e general pardon.. A pardon extended by the government to a grouglass or persons,
usually for a political offense; the act of a sozign power officially forgiving certain classes
of persons who are subject to trial but have narbeonvicted.... Unlike an ordinary pardon,
is usually addressed to crimes against state sayete - that is, to political offenses with
respect to which forgiveness is deemed more expediethe public welfare than prosecution
and punishment. Amesty is usually general, adddesselasses or even communities . Also
termed amnesty

e partial pardon. A pardon that exonerates the offender from soni@dtall of the punishment
or legal consequences of a crime.

393 «“About the office http://www.justice.gov/pardon/about-pardon.htndéunduh tanggal 9
Mei 2011
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REGISTER of the National Archives and Records Adatiation of the United

States, October 18, 1993, Vol. 58, No. 199, at papf@658 and 53659 yang
beberapa kali mengalami perubatigh.

Dalam ketentuan ini, diantaranysertamamengatur tentang penyampaian
permohonan dan isi permohonan. Seseorang yang memarayampunan harus
menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat meRé&ngacara Urusan
Grasi, Departemen Kehakiman kecuali kecuali unteékmmhonan berkenaan
dengan tindak militer, harus mengajukan permohoyantangsung kepada
Sekretaris Departemen Militer yang memiliki yurissli atas sidang pengadilan
militer dan hukuman pemohon. Dalam kasus sepertifdarmulir aplikasi dari
Pengacara Grasi dapat digunakan tetapi harus dikesdi untuk memenubhi
kebutuhan kasus tertentu. Permohonan untuk peagabgntuk hukuman juga
dapat diperoleh dari sipir lembaga pemasyarakatderél. Setiap permohonan
grasi eksekutif harus mencakup informasi yang dtigan dalam formulir
aplikasi yang ditentukan oleh Menteri Kehakiniah. Keduga mengenai
persyaratan untuk mengajukan permohonan pengampypardor), Yyaitu
permohonan pengampunan harus diajukan hingga bergghmasa tunggu
minimal lima tahun setelah tanggal pembebasan pemdéari penjara, dalam hal
tidak ada hukuman penjara yang dijatuhkan, makan@leonan bisa diajukan
sampai berakhirnya jangka waktu paling sedikit lit@doun setelah tanggal
hukuman pemohon. Secara umum, tidak ada permohgaag diajukan oleh
orang yang sedang dalam masa percobaan, pembdiesgarat, atau dibawah
pengawasaf® Ketiga, tidak ada permohonan untuk pergantian hukuman,

termasuk pengampunan denda, harus diajukan jikdedtak keringanan hukum

39 Diterbitkan dalam the FEDERAL REGISTER of the National Archives amttoRls
Administration of the United States, October 1893,9Vol. 58, No. 199, at pages 53658 and
53659 yang telah diubah dengghe FEDERAL REGISTER of the National Archives and
Records Administration of the United States, Augu&000, Vol. 65, No. 153, at page 48381,
dan diubah dengam the FEDERAL REGISTER of the National Archivesl &ecords
Administration of the United States, Septembei2280, Vol. 65, No. 189, at pages 58223 and
58224, 28 CFR 88 1.1 et seq. See also 28 CFR § 0.35

39 gection 1.1 Submission of petition; form to be usedtents of petition.

3% sectionl.2 Eligibility for filing petition for pardon.
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atau administratif yang lain telah tersedia, keicdalam keadaan luar bia%H.

Keempat permohonan grasi eksekutif hanya berhubungan aeipglanggaran
hukum Amerika Serikat. Permohonan yang berkaitargae pelanggaran hukum
harta milik Amerika Serikat atau wilayah tunduk padirisdiksi Amerika Serikat
harus diserahkan kepada petugas yang tepat atau dage kepemilikan atau
wilayah yang bersangkutdff Kelima segala permohonan, laporan,
memorandum, yang terkait dengan pertimbangan pernawh grasi eksekutif
umumnya harus tersedia hanya untuk pengacara yanigat dengan
pertimbangan permohonan. Namun, dokumen-dokumeelet harus tersedia
untuk pemeriksaan, secara keseluruhan atau sebdmianVienteri Kehakiman
menilai pengungkapan dokumen diharuskan oleh hutam demi keadilart’
Keenam setelah menerima permohonan grasi eksekutif, &ieKehakiman
harus mengusahakan penyelidikan tersebut yang ghgngerlu dan tepat,
menggunakan jasa, atau memperoleh laporan daabgeyang tepat dan badan-
badan Pemerintah, termasuk Biro Investigasi Feddedhm hal kejahatan yang
menimbulkan korban Menteri Kehakiman harus memdleukan korban tentang
permohonan grasi dari si pelaku kejahatan. Kemulanteri Kehakiman akan
meninjau setiap permohonan dan semua informasaiteylang dikembangkan
oleh penyelidikan dan akan menentukan apakah pemawhgrasi adalah cukup
layak untuk dipertimbangkan oleh Presiden. Ment&ghakiman harus
melaporkan secara tertulis rekomendasinya kepadsiden, yang menyatakan
dalam penilaiannya, apakah Presiden harus membhberidau menolak
permohonart®® Ketujuh ketika permohonan grasi dikabulkan, pemohon atau
pengacara nya harus diberitahu tentang keputusaebtd dan surat perintah
pengampunan harus dikirim ke pemohon. Ketika pdigarukuman diberikan,
pemohon harus diberitahu tentang tindakan tersgdoutsurat perintah pergantian

harus dikirimkan kepada pemohon melalui petugasgybertanggung jawab

%97 Section 1.3 Eligibility for filing petition for comutation of sentence.
3% Section 1.4 Offenses against the laws of possessioterritories of the United States.
9 section 1.5 Disclosure of files.

400 section 1.6 Consideration of petitions; notificatiof victims; recommendations to the
President
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tempatnya di penjara, atau langsung ke pemohondi&adalam pembebasan

bersyarat, masa percobaan, atau dibawah pengaffaséedelapan,Setiap kali
Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakimdmvéda telah menolak
permintaan grasi, maka Menteri Kehakiman akan metabe pemohon dan
menutup kasus ini. Kecuali dalam kasus-kasus diamamkuman mati telah
dijatuhkan, setiap kali Menteri Kehakiman merekodasikan kepada Presiden
untuk menolak permintaan grasi dan Presiden tidakyetujui atau mengambil
tindakan lain, maka sehubungan dengan bahwa reiaaseyang berlawanan
dalam waktu 30 hari setelah tanggal penyeraharkop&l maka harus dianggap
bahwa Presiden sepakat dalam rekomendasi dari Ndgbakiman, sehingga
akan memberitahukan pemohon dan menutup kastf& ini.

KesembilapnMenteri Kehakiman dapat mendelegasikan urusaggmepunan
pada pejabat yang bertanggungjawab di Departemérakitman?®® Kesepuluh
mengenai prosedur permohonan grasi yang diajukeh w@rpidana mati yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikdermohonan penangguhan
hukuman atau penggantian hukuman mati dapat diajufteh terpidana atau
orang lain atas persetujuannya, dan harus diajgkéambat-lambatnya 30 hari
setelah pemohon telah menerima pemberitahuan dariP@njara tentang jadwal
tanggal eksekusi, semua materi dan dokumen pendukemmohonan selambat-
lambatnya harus disampaikan 15 hari setelah peaggyermohonan itu sendiri.
Pengacara terpidana dapat mengajukan presentagfdependapat untuk
mendukung permohonan. Proses permohonan gradiebisnti jika ada perintah
pengadilan untuk melanjutkan pelaksanaan ekseldmsnya satu permintaan
pergantian hukuman mati akan diproses sampai selesauali dalam keadaan
luar biasa. Ketentuan ini berlaku untuk setiap grgang dijatuhi hukuman mati
oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat yang tarigglesekusinya diatur pada

atau setelah tanggal 1 Januari 28%f0Kesebelas, peraturan yang terkandung

401 Section 1.7 Notification of grant of clemency.
402 5ection 1.8 Notification of denial of clemency.
403g5ection 1.9 Delegation of authority.

404 Section 1.10 Procedures applicable to prisonetdar a sentence of death imposed by a
United States District Court.
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dalam bagian ini adalah bersifat saran saja damkuyst¢doman internal personil

Departemen Kehakiman. Mereka tidak mempunyai hd&midgengajuan grasi
eksekutif, juga tidak membatasi wewenang Presigeddsarkan Pasal Il, Bagian
2 Konstitusi?®

Kantor Pengacara Urusan Grasi Departemen Kehakiw&juga memiliki
standar-standar pertimbangan pemberian grasi elelkdnususnya dalam
permohonan pengampungratdon) dan pergantian hukumar¢mmutatio)i*®

Pada umumnya, grasi atau pengampunan diberikaadstdn pada perilaku
baik yang dipertunjukkan oleh pemohon grasi untakiqude waktu yang cukup
lama setelah penghukuman dan masa hukuman yandandijaPeraturan
Departemen menentukan seorang pemohon grasi haersunggu paling
sedikitnya selama lima (5) tahun setelah penghukuatau pembebasan dari
kurungan (mana yang paling belakangan) sebelumapgsy permohonan grasi
Di dalam menentukan apakah seorang pemohon tefantis direkomendasikan

untuk suatu grasi, berikut ini adalah faktor utarang menjadi pertimbang&f.

1. Perilaku, karakter dan reputasi pasca-penghukuma

Kemampuan yang ditunjukkan seseorang yang memiperikantribusi

kehidupan yang bertanggung jawab dan produktif kuperiode yang cukup
lama setelah penghukuman atau bebas dari kurungampakan bukti yang
kuat mengenai pemulihan dan nilai hidup yang beeénauntuk grasi.
Penyelidikan latar belakang biasanya dilakukan &Bh dalam kasus grasi
yang berfokus pada stabilitas pekerjaan dan kewmapganohon, tanggung

jawab terhadap keluarga, reputasi di dalam masgaralartisipasi di dalam

40> gection 1.11 Advisory nature of regulations.

%% standards for Consideration of Clemency PetitidReproduced from the United States
Attorneys’ Manual, last updated in September 1997

47 "Standards for the consideration of clemency pasdoepartment of
Justice. http://www.usdoj.gov/pardon/petitions.htm<diunduh tanggal 25
Maret 2011>
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pelayanan masyarakat, kegiatan sosial atau yangaoésat lainnya dan,

bilamana perlu, catatan militer. Di dalam menilaengenuhan pasca-
penghukuman, masing-masing keadaan kehidupan pentbpertimbangkan
di dalam totalitas mereka; Ini mungkin tidak cukaepau realistis untuk
mengharapkan pencapaian paska-penghukuman yang Hizsa” dari

masing-masing yang mempunyai situasi yang kuramgnbeng dalam hal

latar belakang, budaya, pendidikan, atau ekonomi.

2. Berat dan Baru atau tidaknya pelanggaran ydatnga relatif

Ketika suatu pelanggaran sangat berat (misalnygah&tan yang Kkeji,
perdagangan obat bius jumlah besar, pelanggaranketzercayaan publik,
atau penipuan yang dilakukan orang-orang berdasj y@elibatkan sejumlah
uang yang sangat besar), jangka waktu yang cukups hdilalui untuk
mencegah berkurangnya keseriusan pelanggaran atusak dampak
penghukuman yang dihindari. Dalam hal mengenaiocsasg yang terkenal
atau kejahatan yang keji, dampak yang kemungkiegaromuncul dari suatu
grasi atas kepentingan penyelenggaraan hukum atda pasyarakat umum
harus dipertimbangkan. Dampak korban juga dapaaditign bahan
pertimbangan yang relevan. Ketika suatu pelanggsudah sangat lama dan
pada dasarnya kecil, keadilan dapat menaksir letmhdong terhadap
kepentingan tindakan memaafkan, dengan ketentuamolpmn tidak lain

adalah calon yang layak untuk diberi pengampunan.

3. Penerimaan tanggung jawab, penyesalan yang dalam penebusan
kesalahan.

Tingkat dimana seorang pemohon telah menerimarnuggtengan jawab atas
perilaku kejahatannya dan telah melakukan penggantiugi kepada
korbannya merupakan pertimbangan yang penting.aBgopemohon harus
sungguh-sungguh menginginkan tindakan memaafkaandibgkan dengan
pemulihan nama baik. Sementara tidak adanya peaygtenyesalan yang
dalam tidak boleh menghalangi pertimbangan yang, bapaya seorang

pemohon untuk memperkecil atau memaafkan keadaasalak tidak
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mempercepat kasus untuk grasi. Dalam hal ini, @@aan yang dibuat dalam

peringanan (misalnya; ,setiap orang melakukan h#l iatau Saya tidak
menyadari kalau hal ini melanggar hukum®) harudlairdi dalam konteks.
Mereka yang mencari grasi berdasarkan tidak bdrsaltau kelalaian
peradilan menanggung beban kepercayaan yang berat

4. Kebutuhan untuk pembebasan

Tujuan dimana pengampunan dicari dapat memengapémngaturan

permohonan. Penghukuman atas tindak pidana yangat beapat

mengakibatkan berbagai ketidakmampuan hukum yamag kerdasarkan
hukum negara bagian dan federal, beberapa daripadiapat memberikan
dasar yang persuasif untuk memberikan rekomendasigmpunan. Seperti
misalnya, kebutuhan untuk pengampunan yang berkaiéagan pekerjaan
tertentu, seperti halnya memindahkan pekerjaan deegeemberi izin atau
pemberian surat tanggungan, dapat membuat suatis Keil lain yang

secara cukup mendorong menjamin suatu dana dalambamtu pemulihan

seseorang secara berkelanjutan. Di sisi lain, taddnya kebutuhan tertentu
tidak boleh ditahan terhadap pemohon lain yang gsamtitolong, yang

mungkin secara dapat dimengerti termotivasi semmt® oleh keinginan

pribadi yang kuat untuk pertanda tindakan memaafkan

5. Rekomendasi dan Laporan Resmi

Komentar dan rekomendasi dari para pejabat yangabgkutan dan yang
pengetahuannya banyak, khususnya Pengacara Am&ikikat yang
kantornya mengusut kasus dan hakim yang menjatuhkakuman,
dipertimbangkan dengan sangat teliti. Dampak dadakan yang mungkin
menguntungkan di wilayah atau secara nasional, Udmys pada prioritas
penyelenggaraan hukum saat ini, akan selalu rele@mgan keputusan
Presiden. Terlepas daripada arti mereka yang sapgating terhadap
individu-individu yang mencari mereka, grasi/pengaman dapat
memainkan bagian penting di dalam menentukan dalanmékan tujuan

yang sifatnya merehabilitasi sistem peradilan teapakejahatan.
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Dalam hal penggantian hukumasonmutatiol sebuah pergantian hukuman

mengurangi masa penahanan, tetapi tidak berartgamepuni tindak pidananya.
Permohonan penggantian hukuman tidak bisa dilakuileh terpidana yang

sedang melakukan perlawanan melalui banding.

Secara umum, pergantian hukuman adalah pengampraran luar biasa
yang jarang diberikan. Alasan yang tepat untuk nertinpbangkan pergantian
hukuman adalah ketimpangan atau beratnya hukumag fidak semestinya,
penyakit kritis atau usia tua, dan pelayanan bargilserikan kepada pemerintah
dari pemohon, misalnya, bekerjasama dengan upagstigasi atau pengusutan
yang belum cukup dihargai oleh tindakan resmi iggnnKombinasi ini dan / atau
faktor adil lainnya juga dapat memberikan dasarukinnerekomendasikan
pergantian dalam konteks kasus tertentu. Jumlahuwakkuman yang sudah
dijalani dan ketersediaan upaya hukum lain (sepeetnbebasan bersyarat)
diperhitungkan dalam memutuskan apakah grasi dikabwtau tidak®®

Kekuasaan pemberian grasi eksekutif merupakan keumam yang unik
untuk mengesampingkan sistem peradilan, melepadkansiapa pun yang ia
pilih dari hukuman denda, dan mengembalikan oraadap keadaan semula
seperti sebelum dia pernah melakukan kejahatasideretidak diperlukan untuk
menjelaskan atau membenarkan tindakan tersebatrpadyarakat atau Kongres
untuk hal demikian. Kekuasaan untuk mengampuni &alyiliki oleh presiden,
dan tidak dapat ditinjau atau dibatalkan oleh sakthh cabang pemerintahan yang
lain. Seorang presiden dalam kekuasaan pengampunannheifierupai seorang

raja daripada pejabat publik terpifif?.

Amerika hidup dalam masyarakat bebas, jadi kelkasiden memberikan
suatu pengampunan yang tidak populer, masyarakatisaebebas untuk
memprotes. Misalnya keputusan Presiden George V8h Biang mengampuni

hukuman penjara asisten wakil presiden |. Lewisot$er" Libby telah membuat

4% "Standards for the consideration of clemency pasdoDepartment of
Justice. http://www.usdoj.gov/pardon/petitions.htm< diunduh tanggal 25
Maret 2011>

409 Josh Clark, “How Presidential Pardons Work
http://people.howstuffworks.com/presidential-pardidm <diunduh 9 Mei 2011>
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orang bertanya-tanya Libby tidak lagi menginjakkaki di dalam sel penjara,

setelah diadili dan dihukum karena sumpah palsu aemghalangi proses
hukum?*°

Ketika berhadapan dengan alat politik yang sehetaperdebatan tentang
penggunaannya timbul dari cabang dari pemerintah. |[&Kongres sering
menggigit lidah dan frustrasi selama musim pengarapuyang cenderung paling
sulit dan muncul dalam masa akhir seorang presitliamun, setiap anggota
Kongres tahu bahwa kekuasaan pengampunan ini ftidedentuh: Ini akan
menyebabkan amandemen konstitusi untuk membuatbgpesn kekuatan
pengampunan.

Untuk sepenuhnya memahami apa grasi ini, pertamiapaeimbangkan
bahwa ketika seseorang dihukum karena kejahataakaia kehilangan kebebasan
sipilnya, kehilangan hak untuk memilih, harus melgpada juri, pencabutan hak
untuk memiliki senjata api. Hidup tanpa hak-haktetetu disebut kecacatan

“19 | Lewis "Scooter" Libby Jr. adalah seorang pengacAmerika dan mantan pembantu
utama Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Chenepbly adalah Kepala Staf Cheney dan
Asisten Wakil Presiden untuk Urusan Keamanan Nasiglari 2001 hingga 2005. Pada
pemerintahan George H. W. Bush, Libby bertugas efpddtemen Pertahanan sebagai wakil
utama di bawah sekretaris (Strategi dan Sumber-smban belakangan dikukuhkan oleh
Senat sebagai wakil untuk kebijakan di bawah meptentahanan . Libby dianggap sebagai
tokoh utama dalam gerakan neo-konservatif Pada R®&b@r 2005, Libby melepaskan
jabatannya di pemerintah, beberapa jam setelamaikeduhan oleh Kantor Penasihat Khusus
Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai bag#ninvestigasi juri agung tentang
kebocoran CIA tentang bagaimana Valerie Plame dik@npenyamarannya sebagai pegawai
CIA. Bekas kepala staf Gedung Putih diputus benskd@ena memberikan kesaksian palsu dan
menghalangi proses hukum. la dijatuhi hukuman pigiah bulan penjara serta denda 250 ribu
dolar. Lewis "Scooter" Libby dinyatakan bersalatrekea terbukti berbohong kepada tim
penyelidik dalam kasus bocornya identitas agensiah@lA Valerie Plame. Pada bulan Juli
2003 identitas Plame dibocorkan sebagai pembalts@adap suaminya, mantan diplomat
Joseph Wilson yang melontarkan kritik tajam atasafg Irak. Lewis Libby memang tidak
menyebutkan nama Valerie Plame secara langsungndadacakapan dengan wartawan saat
itu. Namun ia berbohong ketika memberi kesaksiangeeai percakapan itu. Ketua parlemen,
Nancy Pelosi tegas menyebutnya sebagai pengkhrateataadap kepercayaan rakyat Amerika.
Senator New York yang juga calon presiden Partandleat, Hillary Clinton, mengecam
Bush tanpa tedeng aling-aling :"Yang kita lihatitiar adalah nepotisme yang melindas tertib
hukum. Dan yang kita saksikan hari ini adalah bdddru lagi bahwa pemerintah ini tak
menaruh hormat sedikit pun terhadap sesuatu yang liljaga kesuciannya." Sementara itu
hasil sebuah jajak pendapat menyimpulkan, lebih @@ar persen warga Amerika Serikat
menolak keputusan Bush mengenai keringanan hukubsgi Lewis "Scooter" Libby.
Selengkapnya di “Dikecam, Putusan Bush Ringankawubhan Libby”
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&kecam%2C+Putusan+Bush+Ringank
an+Hukuman+Libby&dn=20070704071618

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



184
sebagai sipil. Apa yang dapat grasi lakukan adalahgembalikan hak-hak ini.

Biasanya, kemampuan vyang sipil seseorang vyang ildkam melalui
pengampunan setelah seseorang telah menjalani lamkpemjara atau membayar
denda, tetapi tidak selalu. (Presiden Nixon diampleh Presiden Ford sebelum
tuduhan itu bahkan diajukan terhadapnya.).

Grasi adalah istilah untuk tindakan yang diambieholpresiden dalam
pengampunan. Hal ini dapat berupa tindakan belsibda yang diberikan kepada
seseorang yang telah divonis bersalah atas kepalatdakan grasi termasuk
kekuasaan presiden untuk pengampunan, penggaeticngygnan dan
penangguhan dan remisi. Masing-masing bentuk gtekh berpengaruh
sendirinya mengenai status hukum dari seorang ichdiyang telah diberikan
grasi. Penggantian misalnya, mempersingkat atau menghapuskan hukuman
namun meninggalkan cacat sipil yang melekat pamtasindividu sebagai warga
negara.Pengampunan penubkan menempatkan status hukum dan sipil dari
terpidana kembali ke tempat itu sebelum kejahatadilakukan - itu seolah-olah
kejahatan yang tidak pernah terjadi. Dapat jugaifeerpenghapusan hukuman
penjara seperti halnya penggantian hukunmf@@ngampunan bersyaratlalam
keadaan ini, presiden dapat mengeluarkan pengamplalam pertukaran untuk
sesuatu sebagai balasanniemisiadalah tindakan melepaskan seseorang dari
kewajiban hukum. Contohnya, untuk melepaskan sasgoryang dijatuhi
hukuman denda, ia dibebaskan untuk membayar. Tét@mpya berlaku untuk
denda dikenakan terhadap seseorang dalam kasus ralfede
Tindakan terakhir dari grasi presiden adapgmangguhanini adalah tindakan
jangka pendek - hanya berlangsung sebulan atabulaa - dan memungkinkan
untuk menunda hukumdn®

Meskipun grasi merupakan kekuatan yang luas dak, m@mun memiliki
keterbatasan. Pengampunan tidak berlaku untuk lesuakzulan. Setiap pejabat
terpilih dan diangkat di Amerika Serikat tunduk paaturan pemberhentian dari
jabatan karena oleh pemakzulBengan mayoritas sederhana (50 persen suara,
ditambah satu suara tambahan) DPR dapat membdwuersieorang pejabat, dan

4t Josh Clark, “How Presidential Pardons Work”
http://people.howstuffworks.com/presidential-par@ldwm < diunduh tanggal 9 Mei 2011>
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berkas pemakzulan dikiim ke senat. Dalam Senatputiklsan untuk

memberhentikan secara resmi juga dibuat dengaa suayoritas sederhana.

Kekuatan pengampunan telah lebih lanjut dibatash ddasus pengadilan
federal. Keterbatasan yang lain adalah bahwa pemgaam tidak dapat
dikeluarkan untuk kejahatan yang belum dilakukaeangdmpunan juga tidak
berpengaruh terhadap kasus perdata, atau kasus feggan atau lokal.

Ketika presiden mengeluarkan grasi yang sah sedarkum, tak
terbantahkan, apa yang bisa dilakukan Kongres umeekabatasai dan melakukan
pengawasan pemberian grasi? Kongres dapat memardggl meminta
pertanggung jawaban Presiden, namun hal ini sejalyal karena kekuasaan
presiden untuk mengampuni dijamin dalam Konstitusi.

Pemerintah Federal Amerika Serikat sengaja dipeamkenjadi tiga entitas
yang berbeda: legislatif, eksekutif dan yudikaialam pengaturan ini, masing-
masing cabang diberikan kemampuan urth&cks and balancdspada cabang
lain sehingga tidak ada cabang menjadi lebih kwaipdda yang lain. Hal ini
disebut "pemisahan kekuasaan,” dan itu dasar dariepntah Amerika. Ini
berlaku dalam semua kasus, kecuali satu - pengamporesiden. Dalam kasus,
Schick vs. Reed 1974, Mahkamah Agung memutuskanvdatkekuasaan
mengampuni adalah kekuasaan disebutkan dalam Kastan keterbatasannya,
jika ada, harus ditemukan dalam Konstitusi itu s&Hd?

Pemberian grasi ini mengakibatkan presiden menmgunfungsi
pemeriksaantheckstambahan atas peradilan (yudisial) dan kongezsdlatif),
fungsi yang tidak dimiliki oleh cabang lain. Hali imenjadikan grasi eksekutif
menjadi alat yang sangat berguna ketika GedunghPdéin Kongres yang
bertentangan dengan satu sama lain. Jika anggateerpgahan presiden
dipanggil untuk bersaksi di Kongres, mereka mungkilak memiliki alasan
untuk bekerjasama atau membantu Kongres menemaktendalam penyelidikan
kongres ke dalam cabang eksekutif. Hal ini kareeakipun staf yang menolak

untuk berbicara dengan Kongres dan ditangkap utiykresiden dapat langsung

42 U.S. Supreme Court Schick v. Reed 419 U.S. 256 7419 Justia.com.

http://supreme.justia.com/us/419/256/case.ktdiinduh tanggal 9 Mei 2011>
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memberikan staf sebuah pengampunan. Ini sepemnadertic-tac-toe, dengan

cabang eksekutif pasti menang setiap waktu.

Siapakah Presiden AS yang memberikan pengampuwaranpaling banyak?

Jawabannya adalah presiden ke-32, Franklin D. ®adis Sebanyak 3687
pengampunan, Roosevelt adalah pemberi grasi ndmiebih dari 1.000 surat
pengampunan. Meskipun, Roosevelt adalah presidersatunya yang menjabat
selama tiga periode. Namun harus diingat bahwa@amapunan yang diberikan
Franklin Roosevelt hanya 28 persen dari permohgaag ia terima**

Berikut ini adalah daftar Presiden AS yang memiagrifbengampunan
dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2009:

Tabel 4.8
Pemberian Grasi di Amerika Serikat dari Tahun 192609
(Sumber : Pardon of Attorney, US Departmen ofides

(P=Pardon; C=Commutations; R=Remission of Fine)

President Year Petitions| Petitions Petitions Granted Petitions
Pending | Received P C R Denied
or Closed
Without
President
Action
Harry S. 1945-1953 5030 1913 118 13 2887
Truman
Dwight D. 1953-1961 4100 1110 47 0 3179
Eisenhower
John F. 1961-1964 1749 472 100 3 831
Kennedy
Lyndon B. 1964-1969 4537 960 226 1 2830
Johnson
Richard M. 1969-1975 1699
Nixon
| President | Year | Petitons | Petitons | Petitions Grate | Petitions Denied |
413 Josh Clark, “How Presidential Pardons Work”

http://people.howstuffworks.com/presidential-parddmm < diunduh tanggal 9 Mei 2011>

44 "Presidential Character and Executive Clemency:RA-Examination."
Northern lllinois University.
http://www.rvc.cc.il.us/faclink/pruckman/pardonctsiPaper6.pdf <diunduh
tanggal 9 Mei 2011>
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Pending Received or Closed Withouit
President Action
P C P C P C R P C
Richard M. Nixon 1969-1975 1699 892 863 60 3 165064
Gerald R. Ford 1975-1977 878 549 382 22 5 435 465
President Year Petitions Petitions Petitions Petitions Petitions
Pending | Received Granted Denied Closed
Without
President
Action
P C P C P C R P C P C
Jimmy Carter | 1977-1981 1581 1046 534 P9 |3 638 673419 | 326
Ronald 1981-1989 2099| 1305 393 1B |0 969 318 612 905
Reagan
George H.W. | 1989-1993 731 735 74 3 D 676 429 220 296
Bush
William J. 1993-2001 2001 | 5488 39¢ 6l |2 654 2387 363 1159
Clinton
George W. 2001-2009 2498| 8576 189 11 |0 1729 7498 64 2223
Bush
Barack H. 2009- 624 3829 9 0 0 131 115y 279 626
Obama

2. Grasi Di Negara Filipina

Presiden Filipina memiliki kekuasaan untuk membegrasi atau
pengampunan untuk narapidana. Atas rekomendasbdaran Pengampunan dan
Pembebasan BersyaraBoard of Pardons and Parolela bisa memberikan
pengampunan, pergantian hukuman atau penangguHaksgm@aan hukuman.
Pemberian Grasi oleh Presiden diatur dalam Korsstiiipina dalam Pasal VII
Bagian 19", yang berbunyi :

415 Konstitusi Filipina tahun 1987 yang mengikuti mbdeS., menetapkan tiga cabang

terpisah dalam pemerintah. Cabang eksekutif diketied presiden dan wakil presiden yang
terpilih melalui pemilihan umum secara terpisahuknimasa jabatan enam tahun. Cabang
legislatif yang bicameral (terdiri dari dua dewadajdiri dari Senat yang beranggotakan 24
orang, dan dipilih secara luas, dan Dewan Perwalilakyat yang beranggotakan 260 orang
yang dipilih melalui penunjukkan distrik-distrik. ygota senat dapat bertugas maksimal
dengan dua masa jabatan (satu masa jabatan ad@ahtehun), anggota dewan perwakilan
rakyat dapat bertugas dengan maksimal tiga masaajab(satu masa jabatan adalah tiga
tahun). Badan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agwagg beranggotakan 15 orang, yang
menerima perkara dalam pembagian tiga divisi yaigagil antara lima anggota masing-

masing, dalam dalam Gatot Sugiharto, “Sistem HukumFilipina”
http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukuriijpiha.html diunduh tanggal 25 April
2011
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“Except in cases of impeachment, or as otherwiseviged in this
Constitution, the President may grant reprievesmuouwtations and
pardons, and remit fines and forfeitures, after \@otion by final
judgment.
He shall also have the power to grant amnesty wighconcurrence of a
majority of all the Members of the Congress.”

Presiden dapat memberikan penangguhan atau pemuntdakuman,
penggantian hukuman dan pengampunan, dan membuatdékala dan tebusan,
setelah diputuskan secara final dan mengikat, kedalam kasusmpeachment
Presiden juga memiliki kekuasaan untuk memberikanesti dengan persetujuan
mayoritas dari anggota Kongres.

Terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelamggalam Pemilu,
pemberian pengampunan oleh Presiden harus dengesetyjgan Komisi
Konstitusi Constitutional Commisionsseperti yang tertuang dalam Pasal IX
Bagian 5:

“No pardon, amnesty, parole, or suspension of seatéor violation of
election rules, and regulations shall be grantedthy President without
a favorable recommendation of the Commission”.

Dalam melakukan tugasnya, Presiden dibantu oleluaselbadan/dewan
bernama Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyoatd of Pardons
and Parolg di bawah Departemen Kehakiman. Berdasarkan U4 N8 tanggal
5 Desember 1933 ddfxecutive OrdeNo 83 tanggal 11 Januari 1937, Dewan ini
bertugas memberikan pembebasan bersyarat dan mesellasikan kepada
Presiden mengenai segala bentuk grasi untuk segpatau tahanan yang berhak
mendapatkannya. Fungsi dewan termasuk melakukat dan review serta
pembahasaan tahanan yang memenuhi syarat untukepas#@an bersyarat
maupun grasi Presiden dan mereview laporan yargngaikan olehParole and

Probation Admnistratiomlan membuat keputusan yang diperluf&n.

4% Department of Justice “Functional Description of rg@nizational  Units.

http://www.doj.gov.ph/index.php?id1=2&id2=4&id3=lunduh tanggal 25 April 2011
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Dewan Pengampunan dan Parole dipimpin oleh seokatga, Direktur

Eksekutif dan Deputi Direktur Eksekutif. Badan terdiri dari tiga bagian yaitu,

Bagian Pengawasan, Bagian Investigasi dan Bagiayad&an Teknis.

Beberapa istilah yang digunakan dalam peberiangepgnan yang berlaku

di negara Filipina, yaitu :

a)

b)

d)

f)

Grasi Eksekutif Executive Clemengy - penangguhan hukuman,
pengampunan mutlak, pengampunan bersyarat dengantatpa syarat
pembebasan bersyarat dan pergantian hukuman yaag) diberikan oleh
Presiden Filipina

Penangguhan hukumaiReprievg- penangguhan pelaksanaan hukuman
untuk interval waktu; yang tidak membatalkan hukontatapi hanya
mengulur waktu atau menunda pelaksanaannya

Pengampunan mutlakAbsolute Pardon - penghapusan dari tanggung
jawab pidana seseorang yang diberikan tanpa syaapun,
mengembalikan hak-hak sipil dan politik kepada ees®y dan
pengurangan dikenakan terhadap hukuman atas ggelam tertentu.
Pengampunan BersyaraCdnditional Pardoh - pembebasan seseorang,
dalam batas tertentu atau kondisi, dari hukumang yarenimbulkan
hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan mebgtdan
penghapusan sebagian kewajiban pidana

Pembebasan Bersyar&atole) - pembebasan bersyarat dari pelaku dari
lembaga pemasyarakatan setelah menjalani minimuumnian penjara
Pergantian HukumanCpommutation of Senteneepengurangan durasi

hukuman penjara tahanan

Pedoman Pemberian Grasi selanjutnya diatur ddanmual Board of Pardon
and Parolé'’ yang telah diubah tahun 2006. Ada beberapa haj gatur dalam

“17«Backgrounder on executive clemency”
http://www.gmanews.tv/story/65885/backgrounder-gaesitive-clemency<diunduh tanggal

25 April 2011
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manual tersebut diantaranya mengenai pertimbangarsyarat-syarat ketentuan

serta pengecualian dalam pemberian grasi.

1. Pertimbangan permohonan untuk grasi Presidemwad Pengampunan
dan Parole dapat mempertimbangkan kasus pengajasneftsekutif atas
permohonan dari terpidana, atau rujukan oleh KaRtesiden, atamotu
proprio.*'8

2. Keadaan Luar Biasa, - Dewan Pengampunan dan Paakbn
merekomendasikan kepada Presiden pemberian gedigia keadaan yang
luar biasa berikut ini muncul dalam penerapan hukyamg akan
menghasilkan ketidakadilan ny&ta
a. Sidang pengadilan atau pengadilan banding dalanusaobya

merekomendasikan pemberian grasi eksekutif untuknian;

b. Dalam keadaan khusus kasus tersebut, denda yaagafti&n terlalu

keras dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan

18 gection 2. Consideration of Cases for Executiven@hey - The Board [of Pardons and
Parole] may consider cases for executive clememponpetition, or referral by the Office of
the President, or motu proprio

419 Section 3 Extraordinary Circumstances - The Bodrallssecommend to the President the
grant of executive clemency when the followingaexttinary circumstances are present such
that a strict application of the law will result manifest injustice:

e The trial court or appellate court in its decisioeicommended the grant of executive clemency
for the prisoner;

< Under the peculiar circumstances of the case, #mafly imposed is too harsh compared to
the crime committed,;

« Evidence which the court failed to consider, befowaviction, which would have justified an
acquittal of the accused;

* Prisoners who were over nine (9) years old but uraighteen (18) years of age at the time of
the commission of the offense;

e Prisoners who are (70) years old and above who remreed at least five (5) years of their
sentence or those whose continued imprisonmentrigdal to their health as recommended
by a physician designated by the Department of tHeal designated by the Malacafiang
Clinic Director;

e Prisoners who suffer from serious and life-threatgnillness/disease or severe physical
disability such as those who are totally blind, algzed, bedridden, etc., as recommended by
a physician of the Bureau of Corrections Hospitatlaertified by a physician designated by
the Department of Health or designated by the Mafang Clinic Director;

« Alien prisoners where diplomatic considerations aadhity among nations necessitate
review;

* Such other similar or analogous circumstances whien#e interest of justice will be served
thereby.
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c. Bukti dalam pengadilan gagal dipertimbangkan, sebel

penghukuman, yang akan membenarkan bebasnya ga¢erdakwa;

d. Narapidana yang berumur lebih dari sembilan (Qunatetapi di
bawah delapan belas (18) tahun pada saat tindadngidersebut
dilakukan;

e. Narapidana yang berumur tujuh puluh (70) tahun bthih yang telah
menjalani sekurang-kurangnya lima (5) tahun hukummemeka atau
mereka yang dipenjara terus menerus namun berggantadengan
kesehatan mereka seperti yang direkomendasikan duo&ter yang
ditunjuk oleh Departemen Kesehatan atau yang dikuojeh Direktur
Klinik Malacanang;

f. Narapidana yang menderita penyakit serius dan nneaga
jiwa/penyakit atau cacat fisik yang berat seperang-orang yang
benar-benar buta, lumpuh, sakit, dll, seperti ydivgkomendasikan
oleh dokter dari Biro Koreksi Rumah Sakit dan ditegkan oleh
dokter yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan gteng ditunjuk
oleh Direktur Klinik Malacanang;

g. Tahanan-tahanan warga negara asing, di mana partgab
diplomatik dan persahabatan antara bangsa-bangsaen&an
tinjauan;

h. Kasus serupa lainnya yang mirip atau keadaan yapgtddisamakan
apabila demi kepentingan keadilan akan dilakukamgde cara
demikian.

3. Keadaan lain-lain - Bila tidak ada keadaan luasdigang disebutkan di
atas, Dewan tetap dapat memeriksa dan / atau nmegidasikan kepada

Presiden pemberian grasi untuk seorang tahanan galdh satu dari

alasan berikdt®:

42Section 4. Other Circumstances -- When none of eRgaordinary circumstances
enumerated in Section 3 exist, the Board may nefeth review and/or recommend to the
President the grant of executive clemency to abpas upon any of the following grounds:'

a. When he is suffering from severe physical disgbdg when he is a deaf-mute, a leper, a
cripple, or is partially blind, etc., as recommenddéy a physician of the Bureau of
Corrections Hospital and certified by a physiciaesjnated by the Department of Health or
designated by the Malacafiang Clinic Director;
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a. Ketika ia menderita cacat fisik parah seperti segtali-bisu penderita

lepra, cacat, atau sebagian buta, dll, seperti yhrekomendasikan
oleh dokter dari Biro Koreksi Rumah Sakit dan ditegkan oleh
dokter yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan gdang ditunjuk
oleh Direktur Klinik Malacanang;

b. Ketika ia menderita penyakit serius seperti yangkdimendasikan
oleh dokter dari Biro Koreksi Rumah Sakit dan ditegkan oleh
dokter yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan gdang ditunjuk
oleh Direktur Klinik Malacanang;

c. Situasi lain tersebut jika demi kepentingan keadid&kan dilakukan
dengan cara demikian.

Dengan syarat, bahwa permohonan grasi presidemdsichn ketentuan

ini dapat ditinjau kembali hanya jika pemohon telahemenuhi

persyaratan minimum sebagai berf&it

Untuk Pergantian Hukuman, napi harus menjalani :

- Sekurang-kurangnya satu-setengah (1 / 2) dari noimim masa
hukuman yang tidak ditentukan dan /atau hukumanapeeriertentu
atau sejumlah minimum masa hukuman yang tidaknuikan

dan/atau hukuman penjara tertentu.

When he is suffering from serious illness as recented by a physician of the Bureau of
Corrections Hospital and certified by a physiciaesjnated by the Department of Health or
designated by the Malacafiang Clinic Director;

Such other circumstances whenever the intereststitg will be served thereby.

421 For Commutation of Sentence, the prisoner shouleszrved:

at least one-half (1/2) of the minimum of his irdetinate and/or definite prison term or the
aggregate minimum of his indeterminate and/or difiprison terms.

at least ten (10) years, for prisoners sentencedre (1) reclusion perpetua or one (1) life
imprisonment, for crimes/offenses not punishabldeurRepublic Act No. 7659 and other
special laws.

at least twelve (12) years, for prisoners whosetesees were adjusted to (40) years in
accordance with the provisions of Article 70 of Bevised Penal Code, as amended.

at least fifteen (15)° years, for prisoners comgitbf heinous crimes as defined in Republic
Act No. 7659 committed on or after January 1, 18@4l sentenced to one (1) reclusion
perpetua or one (1) life imprisonment

at least seventeen (17) years, for prisoners seet&to two (2) or more reclusion perpetua or
life imprisonment even if their sentences were stdpli to (40) years in accordance with the
provisions of Article 70 of the Revised Penal Cadeamended.

at least (20) years, for those sentenced to dedifthwwas automatically commuted or
reduced to reclusion perpetua or life imprisonment.

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



aoop

193
- Sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun, untuk tahgaag dihukum

pengasingan atau penjara seumur hidup, atas kafdpalanggaran
yang berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor @@d9undang-
undang khusus lainnya.

- Sekurang-kurangnya dua belas (12) tahun, bagi #mhaypang
hukuman-hukuman diatur sampai (40) tahun sesuajateketentuan
Pasal 70 KUHP Reuvisi, yang telah diubah.

- Sekurang-kurangnya lima belas (15) ‘tahun, bagiartah yang
dihukum karena kejahatan keji sebagaimana dima#alain Undang-
Undang Republik Nomor 7659 dilakukan pada ataulaetenggal 1
Januari 1994 dan dijatuhi hukuman pengasingan @ajara seumur
hidup

- Sekurang-kurangnya tujuh belas (17) tahun, unthlartan dihukum
penjara seumur hidup bahkan jika hukuman merekasdakan
dengan (40) tahun sesuai dengan ketentuan PasdlUAP Revisi,
yang telah diubah .

- Minimal (20) tahun, bagi mereka dihukum mati yantgpnoatis
diringankan atau dikurangi menjadi hukuman pemggsi atau

penjara seumur hidup.

Untuk pengampunan bersyarat
- Napi harus telah menjalani setidaknya satu-sete(fgaR) maksimum
masa hukuman yang tak ditentukan dan / atau hukupeamara
tertentu.
4. Pengecualian - Bahkan dengan adanya salah sataddegdng disebutkan
dalam Bagian 3 dan 4 diatas, Dewan tidak akan koerendasikan
permohonan grasi eksekutif dari tahanan beftfkut

422 SECTION 5. Exceptions -- Even with the existenangfof the circumstances enumerated
in Sections 3 and 4, the Board shall not favorablyommend petitions for executive clemency
of the following prisoners:

Those convicted of Evasion of Service of Sentence;

Those who violated the conditions of their CondiibPardon;

Those who are habitual delinquents or recidivists;

Those convicted of Kidnapping for Ransom;
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- Mereka yang dihukum karena Pengelakan Pelayanamiark

- Mereka yang melanggar kondisi pengampunan bersyarat
- Mereka yang melakukan kejahatan sebagai kebiasaamesidivis;

- Mereka dihukum karena Penculikan untuk tebusan;

- Mereka dihukum karena melanggar Undang-Undang Ri&phNbmor
6425, sebagaimana telah diubah, atau dikenal sebdig@gang-undang
Obat Berbahaya tahun 1972", atau Undang-Undang iRkp@165,
juga dikenal sebagai Undang-undang Obat Berbahatyant2002 ",
dan pelanggaran obat lain yang terkait kecuali ydibgkum hanya
menggunakan dan / atau kepemilikan obat-obataarded atau obat-
obatan terbatas;

- Mereka dihukum karena pelanggaran yang dilakukanbalvah
pengaruh obat-obatan;

- Mereka yang jika dilepaskan dari penjara akan mbuolkan ancaman
bagi keselamatan publik atau akan merupakan bahlbggi
masyarakat; dan

- Mereka yang menderita demensia atau kegilaan.

Kondisi di atas terlepas, dalam pertimbangan dipkikmdan setelah
mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Neg@riberian grasi
eksekutif dapat dipakai kesempatannya oleh sedsmgnan asing yang
menjalani hukuman penjara di Filipina, sebagai kgsdan untuk
mengamankan pembebasan narapidana Filipina, jikakdm di negara
lain.

5. Permohonan pengampunan mutlak - napi harus menjalasa hukuman
maksimalnya atau diberikan pembebasan dan pelepasarpenghentian

proses pengadilan. Namun demikian, Dewan dapat reeimbangkan

Those convicted of violation of Republic Act Na&2%4as amended, otherwise known as "The
Dangerous Drugs Act of 1972", or Republic Act 91&Sp known as the Dangerous Durgs
act of 2002", and other drug related offenses ekdbpse convicted only of use and/or
possession of prohibited or regulated drugs;

Those convicted of offenses committed under theeirde of drugs;

Those whose release from prison would pose a thioetite public safety or would constitute
a danger to society; and

Those suffering from dementia or insanity.
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permohonan grasi mutlak bahkan sebelum pemberiatbg@®asan dan

pelepasan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Non&; 4&bagaimana
telah diubah, jika si pemohon: (1) sedang dalamgaegkatan suatu
jabatan publik atau kembali menduduki jabatan dd&manan pemerintah;
(2) akan mengambil ujian pemerintah; atau (3) beysmi, asalkan
pemohon harus mengajukan permohonan imigrasi \ealy disetujuf?

Walaupun aturan pemberian grasi sudah ketat sepegtidiuraikan di atas,
namun Presiden Filipina saat ini, Benigno Aquinerpendapat bahwa diperlukan
kajian khusus dan menyeluruh mengenai pemberiasi grasiden. Dia ingin
proses pemberian grasi eksekutif ditinjau karena dagu-ragu tentang
mengurangi hukuman atau pemberian maaf kepada meat#tukum karena
kejahatan seperti pemerkosaan dan kejahatan narkgjp@no pun menyatakan
keraguan tentang pemberian grasi eksekutif duanlsételah ia menandatangani
akta/pernyataan pemberian amnesti kepada militerbaddoerapa orang personil
polisi yang berusaha untuk menggulingkan pemerartalArroyo. Di antara
penerima manfaat yang diharapkan dari amnesti ladaator Antonio Trillanes
IV, yang seperti Aquino, kritis terhadap mantan sRfen Gloria Macapagal-
Arroyo.

Pemberian grasi presiden di Filipina menimbulkantkaversi ketika Presiden
Gloria Macapagal Aroyo memberikan pengampunan paalatan Presden Joseph
Estrada yang dihukum karena penjarahan ekonomgdPepunan yang diberikan
pada tanggal 25 Oktober 2007 telah dikritik keréshdbanyak kalangan Pers
Filipina, beberapa anggota pendeta dan terutamia Bidel Ramos, mantan
Presiden Fillipina yang disegani. Pengampunan imnalsudkan untuk
mengurangi dan menetralkan ancaman demonstrasisop@sg merongrong

pemerintahan Arroyo. Namun langkah ini menjadi btang, dan memperkuat

422 SECTION 6. Petition for Absolute Pardon -- the pnisr should have served his maximum
sentence or granted final release and dischargeaurt termination of probation. However,
the Board may consider a petition for absolute maratven before the grant of final release
and discharge under the provisions of Section &cif No. 4103, as amended, as when the
petitioner: (1) is seeking an appointive/electivablic position or reinstatement in the
ilgovernment service; (2) will take any governmexamination; or (3) is emigrating, provided
the petitioner shall submit an approved immigrappkcation.
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persepsi bahwa Pemerintahan Arroyo mentolerir reigtelitik yang koruplggn
elitis.***

Joseph Estrada dinyatakan bersalah oleh Sandiganibagan dihukum 40
tahun penjara atas kasus penjarahan ekoffSnebelum itu, pihak Arroyo telah
mencium ketidakberesan atas putusan tersebut,beadalah atau tidak bersalah
akan menimbulkan kekacauan politik.

Kontroversi lain dari Presiden Arroyo adalah perdrerpengampunan
terhadap Claudio Teehankee Jr, anak seorang mEefaala Kehakiman/ hakim,
yang telah ditahan sejak tahun 1991 atas pemburiRbkmd John Chapman dan
Maureen Hultman pada tahun 2008. Teehankee telaikuin masing-masing
hukuman penjara 20 sampai 40 tahun dan 12 samp&h2®,. Dia dilaporkan
dibebaskan untuk "perilaku yang baik."

Aquino mengatakan praktek mengurangi hukuman perijarena "perilaku
yang baik" harus dinilai dan dipertimbangkan apakegtepaskan narapidana dari
kejahatan keji akan menimbulkan "bahaya kepada amaksgt.” [Saya ingin]
sistem yang lebih menyeluruh untuk pemeriksaan mEnberian pengampunan
pada pembebasan bersyarat Dan harus mempertimimaqgkasaan keluarga
korban yang akan tersinggung, dengan pelepasakupaiahatan;*?’

Menteri Kehakiman Leila de Lima mengatakan hasitipgangan Board of
Pardons and Parole (BPP) mungkin menyulitkan bagi mereka yang dimku

karena "kejahatan tinggi" seperti pemerkosaan @eakoba untuk diberikan grasi

42* pardon in the Philipines : The current presideohtoversially pardons a former
one.http://www. economist/node/10052413?story_idd&P31 <diunduh tanggal 6 Mei 2011>

4% pengadilan khusus mengadili kasus-kasus yang itmmkdengan pelaksanaan jabatan
publik di Filipina

426 Melakukan pencurian 78-80 juta dollar AS uang neghjatuhi hukuman penjara seumur
hidup oleh Sandiganbayan, pengadilan khusus koFilysina

42" Dalam wawancara dengan wartawan Istana pada haiin,S&quino mengatakan” Saya
merasa sulit untuk menandatangani surat-suratkadats pertama disampaikan kepada saya
untuk permohonan grasi eksekutif. Ada orang yaijeguthi hukuman untuk perkosaan dan
percobaan perkosaan,yang lainnya dijatuhi hukuman ntuku  kejahatan
narkoba.http://www.gmanews.tv/story/209195/aquino-govt-eaving-quidelines-for-
executive-clemencydiunduh tanggal 15 April 2011
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%28 De Lima mengatakan dia telah merekomendasikandeepaesiden

eksekuti
Aquino bahwa kepemimpinan dari BPP dikembalikanakiepSekretaris Keadilan
untuk memungkinkan dia menjadi lebih "terlibat” atal memilih narapidana
untuk dipertimbangkan untuk mendapatkan grasi geesi

De Lima mencatat bahwa Presiden Arroyo membuat rpgae grasi
presiden yang kontroversi tersebut, selama masapdgémya kepemimpinan
Board of Pardons and Parol@PP) dari Sekretaris Kehakiman.

Selama tahun 2008Board of Pardons and Paroleelah menangani 4,882
kasus permohonan, 390 diantaranya sisa kasus atarn t2007, 3,073 kasus
diterima pada tahun 2008 dan 1419 kasus untuk geynam ulangan. Sebanyak
4.528 kasus telah terselesaikan untuk permohonambgieasan bersyarat dan
pengampunan dari presiden. 21 kasus dikembalikapadee Burreau of
Corrections dan 7 atas kasus kesehatan serius damlandilimpahkan pada
kantor Kepresidenaf?

Pada tahun 2009, BPP menangani 5.056 kasus, damutoeh.894 kasus
untuk permohonan pembebasan bersyarat, penangdullarman, grasi dan
termasuk kasus kesehatan serius dan manula yangpallkan ke kantor
Kepresidenaf®

3. Grasi Di Negara Kanada

Kanada atau Dominion Kandtta merupakan negara bersifat federal yang

sudah dimodifikasf®? Cabang eksekutif dipegang oleh raja atau ratu jKana

428 "Kami cenderung sangat ketat terhadap kejahatanitl' katanya dalam sebuah wawancara
di Malacanang pada hari Senin. htth://www.gmanews.tv/story/209195/aquino-govt-
reviewing-guidelines-for-executive-clemency

42 Department Of Justice Annual Report 2008, hal 4
430 Department Of Justice Annual Report 2009, hal 7

“3kanada adalah dominion Inggris tertua yang menigiéknerintahan sendiri sebab Kanada
merupakan koloni pertama yang menerima status domnBtatus dominion berarti
pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab kepimdk lain fesponsible self-governmeént
Lihat dalam CF Strong, hal. 165

432 gistem federasi di Kanada berbeda dengan modetdsidAustralia atau Amerika. Para
negarawan Kanada menemukan kompromi antara sistderdl dan sistem kesatuan, yaitu
persatuan federal yang secara umum prinsip disfribekuasaan dalam sistem Kanada
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Inggris sebagai penguasa monarki, penguasa persaumak, kepala negara yang

peranannya bersifat formal dan seremonial. Untultinmak sebagai wakilnya
ditunjuk seorang Gubernur Jender@ogernor Generglyang menjabat minimal
5 tahun.

Secara garis besar, ada dua jenis pengampunan tgeshapat di negara
Kanada, yaitypardon (pengampunan) daclemency(grasi). Walaupun keduanya
bersifat pengampunan namun fungsi dan prosedur grégninya berbeda.

Pardon adalah sebuah pengampunan memungkinkan orang-orang
didakwa melakukan tindak pidana federal dan tet@nyelesaikan hukuman
mereka serta menunjukkan bahwa mereka adalah waggara yang patuh
hukum, dapat memiliki catatan kriminalnya tetagpiteah dari catatan kriminal
lainnya. Fungspardonuntuk memisahkan catatan peradilan hukuman dtaiara
kriminal lainnya. Hal ini memberikan kesempatan gganegara untuk kembali
berintegrasi ke masyarakat Kanada, sebagai wapgdiisa’>® Yang berwenang
memberikanpardon adalah Parole Board of CanadgDewan Pembebasan

Bersyarat Kanada)* selanjutnya disingkat PBC.

merupakan antitesis (kebalikan) dari yang diterapkan di Amerika SerikatSifat-sifat
federalisme di Kanada : 1) menetapkan kewenangapinsi dan memberikan sisanya bagi
otoritas federal; 2) menyerahkan wewenang pengaagki@tnen-gubernur propinsi kepada
pemerintah dominion; 3) pemerintah dominion Kanadeamiliki hak veto untuk undang-
undang propinsi; 4) Mahkamah Agung di Kanada ticegkniliki untuk menafsirkan konstitusi
dan kekuasaan lain yang terbatas; 5)anggota Semsida diangkat untuk seumur hidup oleh
pemerintah dominion. Oleh karena itu Kanada lebé@ndekati jenis negara kesatuan daripada
Australia. Lihat CF Strong hal, 167-169
43 parole Board of Canada“Pardon and Clemendytp://pbc-clcc.ge.ca/about/abt-
eng.shtmi<diundutanggal 13 Mei 2011>

434 The Parole Board of Canadaewan Pembebasan Bersyarat Kanada (PBC) adal&fadsm
di lingkungan Departemen Keamanan Publik Kanaday)jaga termasuk Royal Canadian
Mounted Police (RCMP), Canadian Security IntelligerService (CSIS), Kanada Perbatasan
Layanan Agency (CBSA) dan Pemasyarakatan Dinas d&ai(@SC). Dewan adalah sebuah
pengadilan administratif independen yang memilikwknangan eksklusif di bawah UU
Koreksi dan Pelepasan Bersyarat untuk memberik@&motak, membatalkan, menghentikan
atau mencabut pembebasan bersyarat dan pembebasam. pThe PBC juga dapat
memerintahkan pelanggar tertentu berada di pesgrgai akhir hukuman mereka.. Selain itu,
Dewan membuat keputusan pembebasan bersyarat getdenggar pada provinsi dan wilayah
yang tidak memiliki dewan pembebasan bersyaratisehidinya propinsi Ontario dan Quebec
memiliki dewan pembebasan bersyarat yang mempumgaiienang untuk memberikan
pembebasan untuk para pelanggar yang telah meinjald&kuman kurang dari dua tahun
penjara. Dewan juga bertanggung jawab untuk memiieautusan untuk memberikan,
menolak dan mencabut pengampunan bawaiminal Records Actdan KUHP Kanada.
Pengampunan adalah upaya formal untuk menghilangfigma sebuah catatan kriminal bagi
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Sedangkan Clemency (grasi) atau The Royal Prerogative of Mercy

selanjutnya disingkat RPM adalah hak prerogatifasgp Ratu yang dilaksanakan
di Kanada oleh Gubernur Jenderal atau Dewan Gubekal ini dapat berupa
grasi yang diberikan dalam keadaan luar biasa padas yang melibatkan
pelanggaran federal yang layak menerimanya.Gubedeaderal atau Dewan
Gubernur memberikan grasi setelah mendapatkan mhdasi dari Menteri
Keamanan Publik atau setidaknya satu menteri lainny

Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan untuk memaberigrasi kepada
terpidana berdasarkafhe Letter Patefit> dan The Criminal Code Section 749
sertaThe Corrections and Conditional Release Act Sectit0. Kekuasaan ini
berasal dari kekuasaan raja Inggris yang memikk imutlak untuk memberikan
belas kasihan pada seseorang. Kekuasaan ini mampdikkresi yang tidak
terbatas untuk diterapkan dalam keadaan luar llasapada orang yang benar-
benar layak untuk menerimanya. Tidak ada undangiupgang dapat membatasi
dan mempengaruhi pemberian gf&si.

DalamThe Letter Patefit’, X1l berbunyj

“And do further authorize and empower Our Governen&al, as he shall

see occasion, in Our name and on Our behalf, whenaime or offence

against the laws of Canada has been committed fachwthe offender may
be tried thereunder, to grant a pardon to any acpbce, in such crime or

orang yang, yang telah dihukum karena pelanggaetaty memenuhi hukuman dan kejahatan
tetap bebas.

Dewan Pembebasan Bersyarat Kanada (PBC) dipimpim s#orang Ketua yang melaporkan
kepada Parlemen, melalui Menteri Keselamatan PuBKldnada., yang tidak memiliki
kewenangan hukum untuk memberikan arahan kepadmigau anggota lain dari PBC dalam
menjalankan pengambilan keputusan mereka mengendigbasan bersyarat dari para pelaku.
Struktur ini membantu untuk memastikan ketidakbekan dalam PBC dan integritas dari
proses pengambilan keputusan pembebasan bersydtatt dalam Parole Board of
Canada“Mandate and Organizatidmitp://pbc-clcc.gc.ca/about/abt-eng.shtmi<diuntariggal

13 Mei 2011>

435 | etter Patent menuruBlack Law of Dictionary,“a document granting some right or
privilege, issued under governmental seal but apgrublic inspection” hal. 989

43¢ Royal prerogative 749. Nothing in this Act in angrmer limits or affects Her Majesty's
royal prerogative of mercy:.Department of Justicehttp://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-
46/page-601.htmldiunduh tanggal 13 Mei 2011

43k etters Patent Constituting the Office of GovernoGeneral of Canada®
http://www.solon.org/Constitutions/Canada/EnglisdtiersPatent.htmi<diunduh tanggal 13
Mei 2011>
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offence, who shall give such infomation as shaililleo the conviction of the
principal offender, or of any one of such offendérmore than one; and
further to grant to any offender convicted of angtscrime or offence in any
Court, or before any Judge, Justice, or Magistra@ministering the laws of
Canada, a pardon, either free or subject to lawdahditions, or any respite
of the execution of the sentence of any such afefat such a period as to
Our Governor General may seem fit, and to remit éings, penalties, or
forfeitures, which may become due and payable toAnsl We do hereby
direct and enjoin that Our Governor General shatlt pardon or reprieve
any such offender without first receiving in capitases the advice of Our
Privy Council for Canada and. in other cases, tliwiee of one, at least, of
his Ministers.”

Kekuasaan untuk melaksanakan RPM atas pelanggaean kaejahatan
federal diberikan pada Gubernur Jenderal berdasatleiter Patent yang
mendasari kekuasaan tersebut. Dalam prakteknya r@ubelenderal akan
memberikan grasi setelah menerima saran dari Jagsag Kanada atau atau
sekurang-kurangnya saran dari satu menteri lainBgéain Gubernur Jenderal,
kekuasaan grasi dimiliki pula oleh Dewan Guber(@overnor in Counc)l
berdasarkaifhe Criminal Code Sectioft8®dan 748.4*°

The Criminal Code/ KUHP memberi kewenangan kepada Dewan
Gubernur untuk memberikan jenis grasi sebagai berik
- pengampunan bebas/penuh : didasarkan pada ketidaldiean,

merupakan pengakuan formal bahwa hukuman yanguldikan adalah

3% To whom pardon may be grante@48 (1) Her Majesty may extend the royal mercy to a
person who is sentenced to imprisonment under titleosity of an Act of Parliament, even if
the person is imprisoned for failure to pay moreanother person.

Free or conditional pardon (2) The Governor in Coilrmay grant a free pardon or a
conditional pardon to any person who has been atediof an offence.

Effect of free pardon (3) Where the Governor in @olugrants a free pardon to a person, that
person shall be deemed thereafter never to havenitbed the offence in respect of which the
pardon is granted.
Punishment for subsequent offence not affectedN@)ree pardon or conditional pardon
prevents or mitigates the punishment to which tleesgn might otherwise be lawfully
sentenced on a subsequent conviction for an offetiee than that for which the pardon was
granted.

439748.1 (1) The Governor in Council may order theigsion, in whole or in part, of a fine or
forfeiture imposed under an Act of Parliament, wrerethe person may be to whom it is
payable or however it may be recoverable.

Terms of remission (2) An order for remission unsigssection (1) may include the remission
of costs incurred in the proceedings, but no ctistghich a private prosecutor is entitled shall
be remitted
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sebuah kesalahan dan menghapus segala konseldmmscatatan

hukuman

- pengampunan bersyarat, ada dua macam yaitu,

o catatan kriminal disimpan terpisah dari catatanmkral lain

sebelum pengampunan layak diberikan, berdasatkanCriminal

Records ActUndang-Undang Catatan Pidana) yaitu selama tiga

tahun untuk pelanggaran delik biasa, lima tahunukurduatu
pelanggaran berdasarkan delik aduan; atau
0 pembebasan Dbersyarat berdasarkahe Corrections and
Conditional Release AdUU Koreksi dan Pelepasan Bersyarat)
pada kasus hukuman seumur hidup dan hukuman dehgasi
tak tertentu.
- Remisi denda, penyitaan dan pidana yang berkaitangah uang:
menghapus semua, atau sebagian dari hukuman keugaigg dikenakan.
Gubernur Jenderal dapat juga memberikan grasi tseghelatas. Namun,
kewenangan Gubernur Jenderal untuk memberikan dpiasanya digunakan
hanya bila tidak mungkin untuk diproses berdasakidhiP. Selain kewenangan
tersebut, jenis-jenis grasi hanya dapat diberidah Gubernur Jenderal sebagai
berikut:
- remisi hukuman: semua atau bagian dari hukumaaketderhapus.

- penangguhan hukuman : penghentian pada pelakshnkaman.

- pembebasan dari pelarangan: perubahan atau pemsgimagdarangan
(misalnya larangan mengemudikan, larangan mensiékjata api).
Dalam pelaksanaan RPM, Gubernur Jenderal dibargh olPBC, yang
membuat rekomendasi untuk pelaksanaan §tasi.
Selanjutnya pelaksanaan pemberian grasi diatur P8y Manual Section
14.2. Setidaknya ada 6 (enam) prinsip pedoman yang hdipenuhi ketika
meninjau aplikasi dengan tujuan untuk menyediakasgs hukum yang adil dan

40 parole Board of Canada “Mandate and Organizatibtip:/pbc-clce.gc.ca/about/abt
eng.shtmi<diundultanggal 13 Mei 2011>
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setara, dan memastikan bahwa grasi diberikan ditadaan sangat luar biasa

dan layak menerimany4:

1.

Harus ada bukti yang jelas dan kuat dari ketiddaadsubstansial atau
kesulitan yang tidak semestinya (misalnya pendmritgang bersifat
mental, fisik dan / atau keuangan yang tidak sesigaigan sifat dan
keseriusan pelanggaran dan lebih berat/parah atkriprang lain dalam
situasi serupa).

Setiap aplikasi benar-benar diperiksa pada kemanmyaa sendiri.
Pertimbangan tidak diberikan kepada kesulitan deang lain, dan tidak
dipertimbangkan secara anumerta.

Pemohon harus sudah menempuh semua jalur hukafar/ lgin yang
tersedia di bawah KUHP, atau perundang-undangakaitetainnya
(misalnya banding, penghentian percobaan, kegagaileumm).
Independensi peradilan harus dihormati pada balamashada alasan kuat
dan lebih spesifik untuk merekomendasikan tindakgang akan
mengganggu keputusan pengadilan.

Hal ini dimaksudkan hanya untuk kasus yang jaran@di lebih menitik
beratkan pada pertimbangan keadilan, kemanusiaafbdéelas kasihan
mengesampingkan administrasi hukum secara normal.

Keputusan tidak boleh, dengan cara apapun, mertkakdaukuman bagi

pemohon.

Selain prinsip-prinsip di atas, PB@nenetapkan kriteria-kriteria yang akan

dijadikan pedoman dalam pertimbangan permohonasi.g&etiap jenis grasi

memiliki kriteria tersendiri.

Di Kanada proses pengajuan permohonan pardon segedapat diajukan

kepada PBC dengan mengisi sejumlah formulir aplikasg tersedia dari Badan

tersebut. Biaya pendaftaran pengampunan adalald®®@r aplikasi. Biaya ini

belum termasuk biaya-biaya yang terkait lainnyaedefiaya sidik jari, biaya

pencarian, biaya pemeriksaan catatan polisi lakah, biaya pencarian informasi

pengadilan. Total biaya untuk pengajuan grasi bagh sekitar $150,00 dan akan

441 National Parole Board Policy Manual. Electronicraien - Vol. 1 No. 16.1, 2010 hal.183-

185
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bertambah tergantung pada jumlah dan jenis dakWa&uk proses yang lancar,

semua dokumen yang diperlukan harus dikumpulkam diajukan sebelum
tanggal jatuh tempo dokumen tersebut, dan pekerjeesebut merupakan hal
yang sulit untuk dikoordinasikan

PBC telah menaikkan biaya permohonan pardon taa lipat, menjadi
$150,00 ditambah biaya-biaya yang terkait sepésghiitkan. Alasannya karena
biaya permohonan belum diubah sejak tahun 199Qidak dapat lagi menutupi
biaya administrasi, sehingga mengambil dari surdbga PBC yang lain. Hal ini,
disampaikan pada komite senat, bahwa ada kebuk#raaikan biaya pada saat
musim gugur atau musim dingin. Pada saat ini tanigskva sebagian aplikasi
pengampunan yang diproses dapat dikabulkan, nanmya byang berkaitan
dengan proses pengampunan telah meningkat. Bragappengampunan karena
faktor ekonomi seperti inflasi. Jumlah aplikasi gampunan juga meningkat
dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan permintangampunan berasal dari
individual, ketika ingin melamar pekerjaan, mendkpa sertifikasi tertentu,
melanjuutkan pendidikan dan lain-lan. Yang perlingat bahwa pendanaan
organisasi ini berasal dari uang pembayar pajakarAgrganisasi ini dapat
membiayainya operasional secara mandiri, maka biagagampunan harus
meningkat.

Sebuah pardon/pengampunan adalah pemaafan danatajadan hukuman
yang terkait dengannya. Fungsi pengampunan adalafk memisahkan catatan
dakwaan atau tuntutan peradilan dengan catataninaimainnya. Hal ini
memberikan kesempatan pada warga negara yang patwm untuk kembali
berintegrasi ke tengah-tengah masyarakat. Ketkag@mpunan diberikan ia bisa
menghilangkan semua informasi tentang dakwaan Fasat Informasi Polisi
Kanada Canadian Police Information Cenfermerupakan database kepolisian
yang aktif tentang seluruh file orang-orang yarghtenemiliki catatan kriminal.
Namun pengampunan ini tidak menghapus fakta balesaosang telah dihukum
karena kejahatan, tetapi pengampunan dapat menyinegard/ informasi dalam
database menjadi tidak dapat diakses. Jika segpoyang telah diampuni
melakukan kejahatan baru, maka catatan kriminakekaedapat diaktivasi lagi

dalam database polisi, yang berakibat pengampuansebut dicabut.
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Salah satu faktor yang kontroversial tentang prpsegampunan di Kanada

yaitu bagaimana seseorang dinyatakan mungkin &tk mungkin dalam

memenuhi persyaratan pengampunan. Variabel yarmpemhgaruh dalam

pemberian pengampunan semata-mata karena berdas&dtayakan. Jika

seseorang telah menunjukkan bahwa mereka telah ayambtang mereka pada
masyarakat atau dianggap pantas menerima pengamplara PBC maka

mereka berhak mengajukan permohonan.

PBC telah menjadi korban dari beberapa kritik yaegus pada tahun lalu
setelah permohonan maaf Karla Homolka dan, teraklasus Graham James,
mantan pelatih hoki yang dihukum dari 350 kasussakpenyerangan terhadap
Sheldon Kennedy, mantan pemain NHL. James menegpengampunan pada
tahun 2007 untuk kejahatan

4. Perbandingan Pemberian Grasi dengan Indonesia

Setelah diuraikan pelaksanaan grasi pada masinggnasgara, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perbandingan Pemberian Grasi (pengampunan) diNegara dengan
Indonesia

Kriteria Amerika Serikat | Kanada Filipina Indonesia

Landasan Article 11, The Letter Patent,| Konstitusi Pasal 14 UUD

Hukum Section 2, clause| The Criminal Filipina dalam | 1945
1 Code Section 749, Pasal VII UU No 5 tahun
Constitution of | serta The Bagian 19 2010
America Corrections and

Conditional
Release Act
Section 110.

Jenis grasi Pardon dan Pardon dan Royal| Pardon Grasi

Commutation Prerogative Mercy
(RPM/Clemency)

Fungsi grasi Pardon: Pardon Pardon Grasi:
pengampunan | pengampunan Pengubahan, Pengubahan,
diberikan setelah| diberikan setelah | peringanan, peringanan,
terpidana terpidana pengurangan, | pengurangan, atau
menyelesaikan | menyelesaikan penghapusan | penghapusan
hukuman; hukuman; pelaksanaan pelaksanaan
menghilangkan | menyimpan dan | hukuman, hukuman
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catatan kriminal | menonaktifkan atau
Commutation catatan kriminal | penangguhan
Pengubahan, RPM hukuman
peringanganan | Pengubahan,
pengurangan, peringanan,
atau pengurangan, atau
penghapusan penghapusan
pelaksanaan pelaksanaan
hukuman (jarang| hukuman
digunakan)
Institusi The Office of the| Parole Board of | Board of Menteri Hukum
pelaksana grasi| Pardon Attorney;| Canada,; Pardons and dan HAM,
Presiden Gubernur; Parole Mahkamah
Dewan Gubernur Agung,
Presiden
(Sekretariat
Negara)
Standar ada ada ada Tidak ada
pemberian grasi
Prosedur Melalui The Parole Board of | Board of Melalui Kepala
Pengajuan Office of the Canada Pardons and Lembaga
Permohonan Pardon Attorney; Parole Permasyarakatan
dan langsung dan langsung | (Menteri Hukum
pada pada Presiden | dan HAM) dan
Presiden langsung pada
Presiden
Pertimbangan | tidak tidak tidak ya
cabang
kekuasaan lain

Setelah melihat perbandingan pelaksanaan grasiddinesia dengan ketiga
negara tersebut, maka dapat diuraikan bahwa pela&sagrasi di Indonesia
sudah memiliki landasan hukum yang jelas, tata ataa proses pengajuan grasi
yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Geasa sudah dibentuknya
unit kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM ydregtugas sebagai badan
yang melaksanakan proses pelaksanaan grasi selaagatihnegara AS, Kanada
dan Filipina.

Dilihat dari tabel di atas, bahwa pelaksanaan gdasindonesia memiliki
kekurangan dan kelebihan. Hal-hal yang menjadi kalgan adalah unit kerja
yang bertugas dalam proses pelaksanaan grasi bedamiliki standar atau
manual yang khusus dalam menentukan kriteria-kaitepemberian atau
Padahal

ditolaknya sebuah permohonan

penolakan grasi. dalam memberikan pertigadmandikabul atau
tidak dapat tausgan

kebijaksanaan atau diskresi saja, melainkan betdasastandar-standar yang

grasi melalui

sudah jelas tertulis.
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Standar yang dimiliki olen Board of Pardons and Parole Filipina, menurut

pendapat penulis dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa hal
dalam standar telah memiliki kejelasan diantaranya, mengatur batas usia penerima
grasi, mengatur kondisi-kondisi yang luar biasa, mensyaratkan adanya crosscheck
dari rumah sakit yang berkompeten yang ditunjuk pemerintah apabila terpidana
dinyatakan sakit serius atau parah, memberikan pertimbangan khusus pada
terpidana dengan status WNA dengan pertimbangan untuk melindungi warga
negara Filipina di luar negeri mengingat negara Filipina telah memiliki aturan
hukum mengenai Transfer of Sentenced Persons Agreements (TSPAS), serta syarat-
syarat lain yang harus dipenuhi oleh terpidana yang akan mengajukan permohonan
gras kepada Presiden.

Hal yang menjadi kelebihan yaitu pelaksanaan pemberian grasi, melibatkan
pertimbangan cabang kekuasaan yudikatif dalam sebuah permohonan grasi sebagai
alat kontrol, dan menerapkan mekanisme checks and balances antara yudikatif dan
eksekutif. Eksekutif dapat mengontrol kekuasaan yudikatif yang memberikan
putusan pengadilan terhadap seseorang sebagai tindakan koreks terhadap keadilan
sedangkan yudikatif dapat mengontrol eksekutif dalam memberikan pengampunan
agar memberikan kepada yang pantas dan berhak. Hal ini yang tidak terjadi dalam
sistem pemerintahan AS, Filipina maupun Kanada, bahwa dalam ha pemberian
pengampunan terlibat bersama-sama antara dua cabang kekuasaan yaitu eksekutif
dan yudikatif. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan grasi di Indonesia lebih baik,
mengingat pelaksanaan gras di negara AS sarat dengan kepentingan eksekutif

sebagal pemegang kekuaasaan pengampunan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan grasi sebelum dan sesudah perubahari@1erletak

pada keharusan adanya pertimbangan Mahkamah Aglam éetiap
permohonan grasi. Dengan adanya pertimbangan Madtkakgung
dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengajuan gheman atau
salinan permohonan grasi diterima oleh Mahkamah ngguapat
memberikan kepastian hukum kepada setiap pemohaasi. gr
Pemberian pertimbangan tersebut meningkatkan pdeanbaga
yudikatif dalam menjalankan mekanisrcieecks and balanceaamun
tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung berperan cukup besdamda
mempengaruhi sebuah keputusan grasi Presiden. Oalaim waktu
2004-2010, terdapat 191 permohonan grasi, yang ghasilkan 62
buah Keputusan Presiden, diantaranya 51 keputtdak dan 11
keputusan kabul. Keputusan grasi tersebut, metigg@ibpermohonan
dari 60 terpidana dan menolak permohonan dari I&pidana.
Keppres grasi yang memperhatikan pertimbangan Mguiméah 53
buah, sedangkan keppres grasi yang tidak mengpeartimbangan
MA  berjumlah 9 buah. Artinya prosentase Presidetard hal
memperhatikan pertimbangan MA sebesar 85,5% daseptase tidak
memperhatikan pertimbangan MA sebesar 14,5%. Hal in
menunjukkan bahwa pertimbangan MA cukup berpengatalam
sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presidesal B4 ayat (1)
UUDNRI 1945 sebagai landasan hukum dan etticksdanbalances

dalam hal pelaksanaan grasi telah berfungsi setnagai mestinya

3. Terdapat perbedaan yang tajam dalam pelaksanasndyriadonesia
dengan negara Amerika Serikat dan Kanada, sedaruiaksanaan
grasi di Filipina hampir mirip dengan praktek pelakaan grasi di
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Indonesia. Di Amerika dan Kanadgardon diberikan setelah

terpidana selesai menjalani hukumannya. Di Amendengampunan
tersebut diberikan setelah terpidana melewati ntasggu 5 tahun
sedangkan di Kanada, pengampunan diberikan setielghdana
melewati masa tunggu tertentu sesuai dengan tipiddnanya. Di
ketiga negara tersebut pengajuan permohonan giasigeni oleh
lembaga yang bertanggungjawab untuk memberikan nrekdasi
kepada Presiden / Gubernur Jenderal setelah mempatdyaratan
dan standar-standar pertimbangan. Tidak seperthdbnesia yang
mengharuskan adanya pertimbangan Mahkamah Agutaksp@aan
grasi di negara Amerika, Kanada dan Filipina dikdu tanpa

pertimbangan dari cabang lembaga kekuasaan lain.

. Presiden memberikan grasi dengan memperhatikanmbargan

Mahkamah Agung Adanya pertimbangan MA dalam sqi@pgajuan
permohonan grasi diamanatkan oleh Pasal 14 ayatDNRI 1945,
sedangkan pemberian dan pengiriman pertimbanganligerMA

kepada Presiden dalam tenggang waktu 30 hari yeygrdtkan oleh
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 TentamgbBhan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 TentangiGe€gh

sebab itu, pada prakteknya mekanisme ini harusalberjsesuai
tenggang waktu yang ditetapkan agar permohonan tggsidana
dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga terpidaeraapatkan
kepastian hukum dan di masa depan kelak tidak dietggi ada

tunggakan kasus permohonan grasi.

. Setelah membandingkan pemberian grasi di tiga aegaitu,

Amerika, Kanada dan Filipina, maka sangat diperuka

pembenahan secara kelembagaan atas institusi petaksasi, dalam
hal ini Kementerian Hukum dan Ham, agar lebih jélagms pokok dan
fungsinya sebagai lembaga yang berwenang menaifitntelaksanaan

Universitas Indonesia

Pelaksanaan kekuasaan presiden...,Dhian Delliana,FHUI,2011



209
proses grasi. Di samping itu diperlukan pula stastEndar dalam

menentukan kriteria penerima grasi.

. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presid®alaupun
konstitusi mengamanatkan  Presiden  untuk  mempedmtik
pertimbangan MA, namun Presiden berhak untuk mankeputusan
sendiri. Dalam kasus yang bersifat kontroversiamasha keadilan
masyarakat akan tercederai dengan pemberian grakga seharusnya
Presiden tidak selalu mengikuti pertimbangan MA lawpun ada
perbedaan pendapat.
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